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Sanksi Pelanggaran Pasal 72: Undang-undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta:

1

Barang slapa dengan sengafa dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00
(Saru Juta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling
banyak fip. 5.000 000.000,00 (Lima miliar rupiah)

Baranguapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
urmum watu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ¥
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Puja dan puji sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT penulis
ungkapkan atas selesainya penulisan buku ini yang disusun berdasarkan
hasil penelitian disertasi. Penulis meyakini bahwa hanya karena
rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-NYA, serta syafaat dari Baginda
Rasulullah buku ini dapat penulis selesaikan. Buku dengan judul
"Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat" ini dibuat
sebagai bagian dari pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi, yakni
pengembangan ilmu pengetahuan Sosiologi khususnya untuk mata
kuliah Sosiologi Kehutanan, dan bagian dari materi untuk mata
kuliah Hutan Kemasyarakatan.

Buku ini menjadi penting untuk dibaca mahasiswa dan dijadikan
acuan dalam pengambilan kebijakan bagi para-pihak dalam
pembangunan kehutanan, khususnya untuk pengembangan Hutan
Rakyat karena hasil temuan penelitian ini menggambarkan kunci
keberhasilan program hutan rakyat yang dilaksanakan di Desa
Malilingin (masyarakat peladang) dan Desa Pualam Sari (masyarakat
transmigran). Penelitian ini menghasilkan proposisi adaptasi budaya
masyarakat terhadap program hutan rakyat, yaitu: 1) Latar belakang
budaya masyarakat merupakan salah satu faktor penting bagi terjadinya
proses adaptasi budaya; 2) Adaptasi budaya masyarakat terhadap
program hutan rakyat dipengaruhi oleh adanya early adopter,
kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang
dipatuhi; 3) Kemampuan aktor dalam mengolah Mind dan Q (qalbu)
untuk menjadi sebuah tindakan bermakna yang dijelmakan oleh Self
dan Society, telah mampu menerima dan menjalankan program
hutan rakyat hingga mencapai keberhasilan dan berkesinambungan.

Buku ini terdiri dari atas 11 bab, dimulai dengan bab pendahuluan
sebagai pengantar buku, dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan
hutan rakyat, tinjauan adaptasi budaya dan perubahan sosial, kerangka
konseptual dan metode fenomenologi. Hasil penelitian dalam bentuk
buku ini dilanjutkan dengan hasil temuan yang menggambarkan
karakteristik masyarakat peladang dan transmigran, Malilingin potret
desa pinggiran hutan, Pualam Sari potret desa transmigran, adaptasi
budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat,
peran dan mekanisme lembaga pendukung program hutan rakyat.
Buku ini ditutup dengan bab yang merupakan hasil analisis, yaitu
penafsiran dan refleksi teoritis, dan implikasi teoritis dan praktis.

Banyak pihak yang telah memberi dukungan, sumbangan pikiran
dan dana dalam penyusunan buku ini, untuk itu penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada: Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, M.S.;
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L ) 5. dan Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, M.s.
Prof. Dr. Ir. Kliwon l'::agf?m::m! prof. Dr. Ir. Eh_ezer G!ntlng, M.
selaku Promotor dt;rnbingannya. prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, M.S, Prof.
{Alm)"t:ssf!m: asH MH, Prof. Dr. M.Irfan Islamy, MPA, Prof. Dr. H_
2 .N- u ay i M " ..-
3;3:. U Mg selaku Tim Dosen Penguj! . o A
yu, g Kami sampaikan kepada: Prof. Dr. Ir. H
Ucapan *berlmaektor Universitas Lambung Mang kt_:rat), Ir. Sunardi,
M. Ruslan, M.5. If:Rl-tas cehutanan UNLAM). Semua informan kungi,
M.S. (Dekfan F:nupendukung dan informan ahli serta jajaran aparat
subjek, inform eramatan dan Desa yang telah memberi ijin untuk
mTekf:rt:t::: penelitian di Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari
%ainformasi dan fasilitas yang diperlukan selama proses penelitian

dilakukan.

sahabatku, Prof.Dr. L.
in*am Sulaiman (Alm), Dr.

Karyadi, Prof. Dr. Syarif Imam Hidayat, Dr.
istiadah, Dr. Edi Susilo, | Wayan Suyadnya,
i i tas diskusi dan dukungan

i M.Sos, dan Laila Azkia, 5.595. a
Isiiseor:'turnya Mahasiswa dan Alumni 52 PS limu Kehutanan UNLAM
serta Mr. Shin Myung Seob (PT. 5K Networks Inni Joa Plantation) atas

kontribusi dananya.

Teristimewa terima kasih juga disampaikan kepada Ibunda tercinta
Hj. Mastikah, istri terkasih Ir. Hj. Falimah Alhmad. M.Si., dan anak
anakku tersayang, Nugrah, Ismi, Kahfi, Syahida, dan belahan jiwaku
yang setia menemani M. Ramadhani Arafat (Adib), serta adik/ adik
ipar dan ponakan-ponakanku yang selalu memberi do'a dan semangat
kepada penulis.

Khususan kepada Yang Mulia Ayahanda Guru Mursyid As-syech Al
Haaj Amiruddin Kadirun Yahya bin M. Khoir Hasjim Al Kho An
Nagsyabandi, atas segala tuntunan dan pencerahan qalbu

Kepada yang saya banggakan Bapak Zulkifli Hasan (Menten
Kehutanan Rl), dan Prof. Dr. Ir. H. Sanggar Kanto, M.5. (Guru Besar
Sosiologi Pedesaan UB Malang), yang yang telah berkenan memberi
kata pengantar terhadap terbitnya buku ini dihaturkan terima kasih
yang mendalam.

Semoga buku ini dapat memberikan kebaikan kepada kita semua
dalam membangun hutan dan kehutanan di Indonesia tercinta menuju
masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Amin.

Medio Januari 2012

Penulis

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR
MENTERI KEHUTANAN R

Sebagaimana kita ketahui, membangun Hutan Rakyat (HR) atau
hutan milik/ hutan hak tentulah tidak mudah karena sebagian besar
rakyat menggunakan lahan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan
hidup terutama pangan atau budidaya tanaman holtikultura yang
memang sudah ada pasarnya baik di pedesaan/kelurahan, kecamatan,
ibukota kabupaten/ perkotaan.

Karena itu berbagai pemikiran, gagasan, data, dan informasi,
serta pengalaman para pihak mengenai tumbuh kembangnya hutan
rakyat, melalui terbitnya buku "Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi
Budaya Masyarakat® yang ditulis oleh Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.,
merupakan sumbangan pemikiran dan pengalaman yang sangat
berharga untuk disebarluaskan bagi seluruh masyarakat industri.
Buku yang disusun berdasarkan hasil Disertasi pada saat mengambil
Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
Malang, merupakan kajian ilmiah yang telah teruiji.

Buku ini berisi tentang perjalanan kebijakan program hutan
rakyat, dari era orde lama, orde baru hingga era reformasi yang
dikupas secara seksama. Mengupas kisah keberhasilan dari program
hutan rakyat yang dilaksanakan di dua desa yang berbeda
karakteristiknya, yartu di Desa Malilingin (Peladang, masyarakat lokal)
dan di Desa Pualam Sari (Transmigran, masyarakat pendatang), di
Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan adaptasi budaya masyarakat
terhadap program hutan rakyat yang digali melalui pendekatan
fenomenologi menjadi sangat menarik ditengah keringnya kajian
dengan pendekatan sosiologis dalam bidang kehutanan.

Bagian penutup dari buku ini merefleksikan dan mempertemukan
antara kajian teoritis dengan implikasi praktis, sehingga
memungkinkan bagi pegiat kehutanan dan pembangunan masyarakat
desa serta pengambil kebijakan di daerah maupun di pusat mengadopsi
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indak untuk memperbesar tingka
sebagai Jandasan b!;fgk;’us:: ?::;at di 5e|urk{h r_wusantaral. Dengga:
keberhasilan progfk iatan hutan rakyat menjadi sebuah‘ ‘gerakan®
demikian lltet'.ltﬂ:#i!l’\-l_“::-;k!'rat yang membumi karena mensejahterakan,
yali:.u Ge;at::n?;itia pilihan kebijakan strategis yang sangat brilian
sehingg

i. Dengan gerak,
, : dan hutan yang lestari. Dengan gerakan
menuju masyarakat sejahtera nfaatan kayu dari hutan alam terys

llah pema
Hutan Rakgat. :ﬁ?ga‘:at mF;wariskan hutan-.hutan alam yang masih
::i:tlj(r:pnad:gnak cucu kita, sekaligus sebagai tempat flora dan fauna

perkembangbiak, selain untuk keindahan alam dan sumber-sumber

k kayu tropis langka.
gen::lam:;u atas terbitnya buku “Hutan Ry fenomenclog)

Adaptasi Budaya Masyarakat". Semoga bermanfaat dan menambah
khasanah kepustakaan di tanah air.
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" ZULKIFLI HASAN

KATA PENGANTAR
Prof. Dr. I. H. Sanggar Kanto, M.5.

I Buku yang disusun berbasis disertasi saudara Dr. Mahrus Aryadi
ini merypakan salah satu tulisan yang menarik, baik dari pendekatan
yang digunakan (fenomenologi) maupun dari refleksi teoritis yang
ditemukannya. Terlebih lagi dibidang kehutanan yang seringkali
dalal_'n pengembangan masyarakat lebih menitik beratkan pada aspek
teknis kehutanan, dan kurang mempertimbangkan aspek sosial budaya,

sehingga banyak program yang ditawarkan kepada masyarakat tidak
berhasil sesuai tujuan.

Pgndekatan fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dari
paradigma definisi sosial dalam sosiologi yang menekankan kepada
kebebasan aktor dalam berpikir dan bertindak tanpa
mempermasalahkan norma dan aturan yang berlaku dalam
kelompoknya. Pendekatan ini ternyata dapat menggali lebih dalam
mengapa, kenapa dan bagaimana seseorang mau dan bertindak
dalam suatu aktifitas, dalam hal ini terlibat aktif dalam program
hutan rakyat. Penelitian fenomenologi memungkinkan peneliti untuk
menganalisis kejadian sehari-hari yang dilakukan subjek, karena realitas
sehari-hari itulah yang menjadi gambaran peneliti mengenai realitas
subjek.

Kelebihan pendekatan fenomenologi lebih jelas terlihat manakala
peneliti mampu memperbandingkan paradigma fakta sosial dengan
definisi sosial. Dengan pisau analisis teori tindakan Weber (definisi
sosial), terhadap makna tindakan masyarakat di Desa Malilingin (desa
peladang) bahwa ternyata pendidikan itu menurut mereka sebenarnya
hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, jika pekerjaan sudah
tersedia dan mencukupi di desa mereka, untuk apa menempuh
pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga secara eksplisit
didapatkan kesimpulan bahwa kecukupan dana tidak mempengaruhi
masyarakat Desa Malilingin untuk menyekolahkan anak-anak mereka
kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang berbanding terbalik
dengan norma umum yang menyatakan tingkat pendidikan sangat
dipengaruhi oleh kelas sosial.

Refleksi teoritis yang menarik yang dapat kita angkat dari buku
ini yaitu telah memperkuat dan menambahkan pokok pikiran Mead
dalam tulisannya tentang Mind, Self and Society. Hasil penelitian ini
dapat dibuktikan keberadaan dari Mind (akal budi) yang
menginterpretasikan program hutan rakyat dari pelaksana program,
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Hal ini telah terjadi Pf;a dZ:O?e;:ins?tu, ternyata terbukti ket?eradaan

dan anggotamasvb:ra % da-lam mempengaf“_hi tahapan tindakan,

Q (qgalbu) telah ,,'E:mngan hati (impuls), sehingga unsur Q (galbuy)

khum?ght;::&an untuk menyempurnakan pemikiran Mead tentang
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. hapan tindaka
g bungkan dengan tahap n.
Mind, Self a!:;i 5;";‘;’3 dl::sur 3 (qalbu) yang ditawarkan oleh
pe::l ltsc:':rll.lan yang sangat fenomental dan sesuatu yang baru, oleh
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= i kan dalam khasanah temuan
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ilmiah yang lebih luas lagi agar e

Hasil disertasi yang dipaparkan dalam buku ini J&gi Mampu
menguraikan lebih dalam tentang teori tindakan Weber. Saya
sependapat dengan uraian penulis tentang aktor se:‘npurna yang
menyatakan bahwa konsep tentang *aktor sempurna berdasarkan
pendekatan tindakan Weber. Jika aktor beft_mdak berdasarkan tw_nda!cap
tradisional, tindakan afektif, dan atau tindakan berorientasi nilai,
maka aktor tersebut berada dibawah penga{'Uh budaya. Namun jika
aktor bertindak berdasarkan tindakan beron_ent_a;n tujuan (tl_ndakan
instrumental), maka aktor tersebut menjadi dirinya Serldir‘i. Aktor
menjadi diri sendiri yang sempurna jika rr?em‘adukan tindakan
berorientasi nilai dengan tindakan berorientasi tujuan.

Sebagai promotor utama ketika penulis menempuh program
doktor di Universitas Brawijaya, saya sangat berharap buku berbasis
disertasi ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas, bukan saja untuk
pengembangan pengetahuan Sosiologi, tetapi juga dapat
dimanfaatkan sebagai dasar bagi pegiat pembinaan masyarakat sekitar
hutan untuk melaksanakan program-program pembangunan
masyarakat menjadi berhasil dan berkesinambungan. Saya ucapkan
selamat kepada penulis atas diterbitkannya buku ini. Terima kasih.

Prof. Dr. Ir. H. SANGGAR KANTO, M.S.
Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Brawijaya Malang
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PENDAHULUAN

Keberadaan sumberdaya hutan di Indonesia meliputi kawasan
seluas sekitar 120 juta hektar, hampir 70% dari luas wilayah daratannya,
menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Brasilia. Dari
luasan tersebut, 82% berada di tiga pulau besar, yaitu Kalimantan,
Sumatera dan Papua, dimana kondisi ini menggambarkan peran
penting pulau-pulau tersebut bagi pembangunan ekonomi dan upaya
memakmurkan bangsa Indonesia. Menurut Salim (2003), hutan di
Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat bernilai, tidak hanya
untuk lingkungan hidup, tetapi juga, dari sudut pandang negara
berkembang, untuk pembangunan ekonomi dan politik.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan alam yang dimulai
tahun 1967 yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok
Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, telah melahirkan "keajaiban
ekonomi" Indonesia pada rentang tahun 1980 an hingga pertengahan
tahun 1990 an. Menurut Nandika (2005), pada periode tersebut devisa
dan pendapatan negara meningkat tajam, infrastruktur berkembang,
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah terpencil
bermunculan, penyerapan tenaga kerja luar biasa, pendapatan
perkapita masyarakat meningkat berkali lipat. Pada tahun 1993, nilai
ekspor hasil hutan Indonesia mencapai 26,9% dari seluruh nilai
ekspor non-minyak, sedangkan periode tahun 1994 - 1997 industri
hasil hutan telah menghasilkan sembilan miliar dolar AS pertahun
atau rata-rata 7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di samping dampak positif yang telah diperoleh, eksploitasi
hutan besar-besaran yang dimulai sejak tahun 1970-an juga telah
menimbulkan dampak negatif berupa degradasi hutan dan lahan
beserta fungsi yang menyertainya (deforestasi) yang mencapai kisaran
1,2 - 3,8 juta hektar pertahun (Sardjono, 2004). Luas kerusakan hutan
yang terjadi di luar kawasan hutan (hutan hak, termasuk hutan
rakyat) seluas 9.629.204 Ha (53%) dan di dalam kawasan (hutan
lindung, konservasi dan produksi) seluas 8.431.969 Ha (47%)
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terakhir, kerusakan
2002). Berdasarkan data‘
(Departeme:l\ ﬁ'::‘i?:? ;nencapa" 59 juta ha dari areal hgtan selu‘as
hutan di Indo diva, 2005). Menurut Sarwoko (2906), di In_dor_xesua
120 juta ha (Sumadiya, al bulan Pebruari telah terjadi 182

ingga aw : A
I';g::ll l.;:anl::"rerhusue? di Kalimantan Selatan, selama musim hujan 2007

banjir telah menggenangi 19 kabupaten, 38 pemaian gan 2°1 desa

: b lani urut Awang dkk (2001), pengelolaan
(Asfihani, 2007). Lekl:::;( [::i:tem?;nai di Indonesia hanya menghasil_kan
z::taanhi?ng:;g: sekaligus, yaitu deforestasi dan dehumanisasi

kat lokal. _ )
masyl\i;:urut Barber (1989) yang dikutip oleh Nurjaya (2085), quradE'?f
hutan tropis paling tidak menimbulkan tiga dampak gegatl ; gai;m_
a) degradasi sumberdaya alam hayati (flora dan fauna) dan p?”:) T‘ an
pola iklim dan curah hujan secara re9‘°"§| maupun global; b)
degradasi sumberdaya hutan secara ekonomis mengurangi SUmbgr
pendapatan nasional dan devisa negara, kesempatan kerja, dan basis
modal untuk pembangunan industri kehutanqn; (]_ deforestas:_ dapat
menimbulkan erosi tanah dan merusak tata air (hidro-orologi) yang
dapat mengancam pembangunan pertar'u’an daerah pedesaan,
menggusur komunitas-komunitas dan tradisi masyarakat lokal. Hal
senada dikemukakan oleh Soemarwoto (2003), dampak kerusakan dan
penyusutan luas hutan bukan hanya mengenai_bidang _kehutanan
semata, tetapi boleh dikatakan semua sektor kehidupan kita te:j_rkena
dampaknya. Kesehatan, pertanian, perikanan, pemukiman, banjir dan
kekurangan air serta perekonomian kita semua tidak akan luput.
Dampak tersebut tidak hanya bersifat lokal, melainkan nasional
bahkan global. Commitees (2005) mengungkapkan bahwa
pembangunan yang mengatas-namakan kemakmuran seringkali
eksploitatif terhadap lingkungan dan sering mengabaikan prinsip-
prinsip keseimbangan, dan apabila tidak ditangani secara serius akan
berdampak pada ancaman secara global.

Nurjaya (2005) menguraikan bahwa hutan di Indonesia menjadi
salah satu modal yang diandalkan untuk membiayai pembangunan,
tetapi konsekuensi yang ditimbulkan dari degradasi sumberdaya
hutan yang terus meluas dari tahun ke tahun adalah biaya ekologi
(ecological cost) dan biaya sosial-budaya (social and cultural cost)
yang harus dibayar mahal untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
Konsep trickle down effect atau pertumbuhan untuk pemerataan
dalam pengelolaan hutan ternyata tidak mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Hubeis, 2004). Riyanto (2004) menjelaskan
bahwa masya@kat sekitar hutan hanya mendapatkan manfaat mini-
mal dalam kegiatan pengelolaan eksploitasi sumberdaya alam hayati
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hutan di daerahnya, jika dibiarkan maka masyarakat akan rentan
terhadap pengaruh dari luar dan mudah terprovokasi. Hal senada
juga diutarakan oleh Kaban (2006), terbatasnya akses masyarakat
lokal terhadap pemasaran hasil (termasuk kayu) dan tidak seimbangnya
distribusi hasil dari sektor kehutanan telah menimbulkan dampak

negatif terhadap pemanfaatan lahan, sosial ekonomi masyarakat dan
kelestarian lingkungan.

Proses degradasi sumberdaya hutan dan lahan telah terbukti
dapat menimbulkan dampak yang cukup luas, yang mencakup aspek
biofisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Orientasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia yang
selama ini didominasi oleh pemikiran komodifikasi *kayu-kayuan"
atau timber management oriented yang pure economic oriented
telah mengalami kegagalan dan bahkan semakin memicu terjadinya
kerusakan sumberdaya alam dan telah meninggalkan kepentingan
dan peran serta masyarakat pedesaan sekitar hutan (Awang, 2004).
Menurut Hubeis (2004), kegiatan pengelolaan hutan yang lebih
diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan
termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan.
Konsekuensi yang paling buruk adalah proses menyusutnya kebudayaan
(cultural lost) yang terjadi dimana-mana, sehingga banyak orang
menjadi kehilangan makna dan pegangan hidup di dunia modern ini
(Nurjaya, 2005).

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan pada dasarnya
bukan semata-mata merupakan persoalan teknis kehutanan (tanah,
air, pepohonan, produksi kayu dan hasil hutan non-kayu), tetapi lebih
menjadi persoalan "sosial" yang berpangkal dari pemenuhan
kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Oleh karena itu pengelolaan hutan harus melibatkan partisipasi
masyarakat pedesaan dengan memberi kesempatan untuk turut
memanfaatkan dan mengelola hutan menurut pemahaman,
pengetahuan, teknologi, pengalaman dan tradisi yang dimilikinya
(Nurjaya, 2005; Masserschmidt, 1992; Burch 1992; Peluso, et al).
Demikian pula pendapat Rosa dkk (2003) yang mengatakan bahwa
bila sistem pengetahuan tradisional dan praktik pengelolaan
sumberdaya alam yang dimiliki penduduk lokal yang menghasilkan
jasa ekosistem tertentu seperti sumber bahan makanan dan obat-
obatan tidak dijaga dan dilestarikan (- tidak diberi kesempatan)
maka akan hilang begitu saja. Permasalahan-permasalahan yang
diuraikan di atas merupakan hasil dari kebijakan pemerintah sebelum
reformasi yang di dalam pengaturan dan pengurusan hutan dilakukan
dengan kewenangan tunggal Pemerintah Pusat melalui Departemen
Kehutanan.
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sejalan dengan bergulirya era reformasi dan otonomi daerah
certa dinamika kebutuhan pembangunan (terutama mengatasl dampak
kerusakan hutan dan lahan), Pemerintah Indonesia melalui Departemen
Kehutanan telah melakukan reorientasi kebijakan dan pelaksanaan
lapangan, yaitu dari “timber management” yang ecorjomic benefit
oriented menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat dan lingkungan (socioecological oroiented).
Terbitnya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Daerah yang
diperbaharui dengan UU No. 32/2004; UU No. 25/1399 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diperbaharui dengan
UU No. 33/2004; dan Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan,
merupakan kebijakan pemerintah sebagai instrumen pendukung bagi
pengalihan sebagian kewenangan adminsitrasi, politik dan finansial
dari Pusat ke daerah. Kesemuanya diharapkan menjadi titik tolak
bagi upaya mewujudkan paradigma baru (reorientasi) pembangunan
sektor kehutanan.

Kebijakan tersebut di atas pula sebagai implementasi dari tuntutan
global bagi pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan
masyarakat (Sardjono, 2004). Hal ini sejalan dengan pendapat
Tjo_krowinoto (2004), dibanyak negara berkembang secara garis besar
terjadi kecendrungan pergeseran pembangunan dari ekonomi semata-
mata menuju pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam
kanFeks pemb_angunan ekonomi-cum-pembangunan sosial ini nilai-
nilai kemanusian rr.enjad_i Ie_bih !'nan{fest. karenanya pembangunan
sumberdaya manusia menjadi bagian integral dari sosok pembangun:
tersebut. Setidak i i o

etidaknya ada tiga kategori pembangunan yang berkaitan

dengan rpasyarakat (Conyers, 1982 yang dikutip oleh Tjokrowinot
fnmd), yaét:: a) se_balga_i pemberian pelayanan sosial; b) sebagai upoa;)a;
ewujudkan nilai-nilai kemanusian; ¢) sebagai upaya untuk

meningkatkan kemampuan mas i
; yarakat untuk m
dan mengaktualisasikan diri mereka. gt iSRunn

P._emerintah Indonesia melalui Depa
menyikapi ireal'ita dan dinamika masy;ra:(t:tm fer:taK;':eLr‘L?ar;?:;nda:am
ﬁa:‘r:%:emma:;ngt;?:: bzrsahabat. telah menetapkan berbagai kebiji!fanr:

I dan mengantisipasi sert i

gembangunan keh_utanan yang lebih b;’ik kedepaan c:gﬁgaexerﬁ;npbkan
(;:cana Strategis Departemen Kehutanan tahun 2005 ZSJ;;
mer?ane(nen Kehutanan, 2006;}. yang antara lain misinya adalah: a)
.goptlmalkvan aneka fungsi hutan dan ekosistem perai £
F'iehputl fungsi konservasi, lindung, produksi kayu dan ﬁon Ikrém i
;:3::2?2 untul_( nLencapai manfaat lingkungan, sosial, hud?i iiasa
S y n%se:m ang dan lestari; b) meningkatkan daya d{:k -
mendorong peran serta masyarakat: c) menjamin dfstrig:s%
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Selanjutnya berdasarkan

manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. )
misi tersebut disusun pula 5 (lima) kebijakan prioritas t_ﬂengan
menekankan pada revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri
kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya_hutan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan
hutan. Salah satu kegiatan dalam revitalisasi sektor kehutanan terse_nbut
adalah dengan memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta
hektar. Untuk kelanjutan kebijakan prioritas tersebut di atas, maka
Kementerian Kehutanan untuk tahun 2010-2014, juga membuat
kebijakan prioritas yaitu: pemantapan kawasan, rehabilitasi hutan
dan peningkatan daya dukung DAS, pengamanan hutan dan
pengendalian kebakaran hutan, konservasi dan keanekaragaman
hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan,
pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim sektor kehutanan, dan penguatan kelembagan
kehutanan.

Kalimantan Selatan sebagai bagian dari daerah penghasil kayu
alam dan industri kayu juga tidak terlepas dari permasalahan
pengelolaan hutan yang tidak sesuai harapan. Secara geografi, Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.705.161.578 Ha, hingga
saat ini masih mempunyai luas wilayah berhutan sekitar 1.659.003 Ha.
sedangkan jika kita bandingkan dengan lahan kritis, maka keberadaan
areal berhutan hanya sekitar sepertiganya. Luas lahan yang kritis
adalah 3.147.646,5 Ha dengan rincian potensial kritis 1.051.423 Ha,
agak kritis 1.540.112 Ha, kritis 500.078 Ha dan sangat kritis 55.905 Ha
(BP DAS Riam Kanan, 2004). Menurut penyebarannya, seluruh lahan
kritis di atas terdapat pada beberapa kawasan, yaitu di kawasan
hutan lindung seluas seluas 578.847 Ha, kawasan lindung di luar
kawasan hutan seluas 73.955 Ha dan yang terdapat di kawasan
budidaya pertanian seluas 2.596.376 Ha. Berbagai usaha rehabilitasi
sudah pernah dilaksanakan seperti di sekitar waduk Riam Kanan
dengan program Reboisasi dan Penghijauan sejak tahun 1990 hingga
1995, namun belum ada yang berhasil dan malah lahan kritis semakin

meluas (Budi dkk, 2005).

Ssebagaimana pemerintah Indonesia, memaknai data di atas dan
fenomena alam yang terjadi seperti banjir dan kekeringan,
rintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga membuat
kebijakan yang terencana untuk pemulihan dan peningkatan
kemampuan fungsi dan produktifitas hutan dan lahan yang ada di
daerahnya. Dalam rangka menyikapi kondisi di atas dan dinamika
yang berkembang dalam pembangunan sektor kehutanan di
Kalimantan Selatan tersebut, serta melaksanakan amanah UU No. 41/
1990 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa: rehabilitasi hutan

menyadari
maka peme
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imaksudkan untuk memulihkan, mempenahankan dan
;a;i:?:::tk:n fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,
produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga (psl 41); rehabilitasi hutan dan lahan
diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi penghijauan (HUtan sy
pemeliharaan, dst (ps| 41); dan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan
berdasarkan kondisi spesifik biofisik._penyelenggaraan dlutamakan
pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka
mengembangkan potensi dan memberdayakan masyar akat (psl 42) —
pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan mencoba melaksanakan
kegiatan penghijauan dalam bentuk usaha tani konservasi, penanaman
tanaman pangan dan tahunan dalam bentuk hutan rakyat, pembuatan
bangunan konservasi tanah, peningkatan sumberdaya manusia dan
peran serta masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya telah
memulai program Hutan Rakyat sejak tahun 1980 an, yaitu dimulai pada
tahun 1986 dengan nama program demplot Usaha Pertanian Menetap
(UPM) di bawah program Penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan. Luas areal demplot adalah 20
Ha dengan jenis tanaman karet, rambutan dan tanaman semusim (padi
dan kacang). Langkah lebih terarah, terencana dan lebih luas dimulai
tahun 2000 an melalui dana APBD. Sejak tahun 2001 telah melaksanakan
Proyek Peningkatan Produksi Kehutanan yang kemudian dilanjutkan
pada tahun 2002 sampai sekarang melalui Proyek Pengembangan Hutan
Rakyat ;eluas 1.320 Ha, dengan jenis tanaman Sengon, Jati, Mahoni
mkal dan Kemiri (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan,

Melglui pengembangan program hutan rakyat (farm forestry) yan
berkelanjutan dari tahyn ketahun serta pengelolaannya diarah kanqs:igagg
usaha kelon']gok‘tam secara mandiri, diharapkan akan mempercepat
upaya reh_abllrtaﬁ chnhan, perbaikan lingkungan, pemenuhan kebutuhan
hkayu sekaligus memngkatka_n_ kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar

utan. Ada beberapa kondisi sosial yang dibutuhkan agar pengelolaan
sumbgrdaya hutan dapat dilakukan sebuah kelompok masyarakat dengan
beefelmf, antara lain adalah: 'a) Batas wilayah kelola, adanya kesepakatan
rsama tentang batas wilayah kelola rakyat, hak-hak yang diakui
?ekamsme pembagian hasil hutan; b) Mekanisme pengambﬂar;
nzutusan, ma_syarakat setempat rpemiﬁki hak bicara, hak menentukan
kelobr:ya :nd:n, daq hak mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan
i kg; ¢) Insentif, masyarakat setempat memperoleh manfaat nyata
ko |;)ta3k zf:;??:j':;; h:tanbbalik manfaat ekonomi, budaya dan

A ok, sebaiknya kecil supaya komunikasi

bertatap muka secara teratur dimungkinkan (Munggoro, 2001). 57
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Menurut Departemen Kehutanan (2002), tujuan kegiatan
pembangunan tanaman hutan rakyat adalah terwujudnya tanaman
hutan rakyat sebagai upaya rehabilitasi, untuk meningkatkan
produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman hutan rakyat
berupa kayu-kayuan dan non kayu, memberikan peluang kesempatan
kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan kualitas
lingkungan melalui percepatan rehabilitasi lahan dan konservasi
tanah. Lebih penting lagi, dengan pengembangan hutan rakyat
memungkinkan keluarga dan masyarakat memutuskan apa yang
menjadi prioritas bagi mereka sendiri, dan menanam jenis dan
jumiah pohon yang mereka pilih sendiri di dalam lokasi yang mereka
rasakan lebih relevan dengan kebutuhan mereka (Awang, 2004).

Lebih dalam Awang (2005a) menyatakan bahwa salah satu rnode!
penggunaan lahan di pedesaan oleh masyarakat adalah melalui
tara tanaman pertanian,

pengembangan sistem tanaman campuran an
perkebunan, peternakan dan kehutanan yang dikenal dengan model
sistem hutan rakyat. Sistem ini telah terbukti memberikan peran

penting dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga tani, mampu
menstabilkan ekosistemn desa, konservasi lingkungan, dan memberikan
devisa kepada pemerintah daerah dan nasional. Apabila kita dalami,
maka kegiatan hutan rakyat merupakah langkah kompromi antara
masyarakat dengan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan

bersama.

Kegiatan pengembangan hutan rakyat tentunya tidak terlepas
dari wacana sosiologis (sociological discourse), yang menurut Sardjono
(2004) merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pengelolaan hutan
di Indonesia secara lestari, dan ini merupakan landasan terlemah dari
para rimbawan dan profesional kehutanan. Wacana sosiologis yang
dapat merefleksikan masyarakat pedesaan sekitar hutan terhadap
kegiatan pengembangan hutan rakyat adalah dengan menggali dan
menganalisa adaptasi budaya masyarakat terhadap kegiatan hutan
rakyat tersebut dan memahami makna kehidupan keseharian yang
ada pada masyarakatnya. Kajian tentang adaptasi umumnya diartikan
sebagai proses yang menghubungkan sistem kebudayaan dengan
lingkungan.

suhardono (2003) menyatakan bahwa keberadaan hutan rakyat
tidaklah semata-mata akibat interaksi antara komponen botani, mikro
organisme, mineral tanah, air dan udara, melainkan karena adanya
peran manusia di dalamnya. Unsur manusia dengan berbagai ragam
budayanya diwujudkan dengan bentuk dan model pengelolaan hutan
rakyat yang berbeda-beda antara masing-masing kelompok masyarakat.
Terlibatnya faktor sosial dalam hutan rakyat karena pengelolaannya
berkait erat dengan budaya dan kultur suatu daerah dimana aturan-
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aturan adat dan kearifan tradisional sangat I;e:;tal ;]alam sistem
pengelolaan dan pola tanam hutan rakyat. Se laT:g RAPMEREnit
Tjondronegoro (1984), setiap pendekatan memt;r ul i
terhadap pola-pola interaksi sosial yang ada dan ber 3"9“‘”3 Secara
nyata antara kelompok-kelomgok .rnasyarakat yang mendukung
berbagai lembaga dan organisasl sosial.
Dikaitkan dengan pengelolaan sumberdaya hutan, pola
pengembangan program hutan rakyat haruslah cﬁsesgmkan dengan
kondisi dan situasi sosial budaya setempat. Apabila kita hubungkan
dengan pendapat Kaufman (1953) yang dikutip oleh Sardjono (2004)
bahwa beberapa topik relevan sebagai kontribusi sosiologi terhadap
kehutanan antara lain adalah proses dari pembuatan kebijakan (policy
making) dan kontrol sosial (social control) pada saat kebijakan
dilaksanakan. Diimplementasikannya kebijakan baru yaitu program
hutan rakyat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diduga
dapat mempengaruhi dinamika masyarakat yang terlibat langsung
maupun tidak. Menurut Dwijowijoto (2004), kebijakan yang berpihak
pada rakyat adalah bagaimana agar rakyat mempunyai kemampuan
untuk dapat membangun dirinya sendiri sesuai dengan keinginan
dan kemampuannya.
; Ke_bijakan pengembangan program Hutan Rakyat sebagai suatu
inovasi dapat diterima masyarakat apabila masyarakat memiliki
pemahaman dan pengetahuan terhadap objek yang diinovasikan.
Pemahaman dan pengetahuan masyarakat pedesaan sekitar hutan
tentang objelf inovasi merupakan dasar terbentuknya persepsi mereka
Tjﬁ:‘rhsltj:pa::wk IE\:‘u:h;rfasli atau setiap usaha pengembangan dalam
tingkat gartisya. Marfai (2005) mengemukakan bahwa rendahnya
i Qk partisipasi ffl?syarak_at lokal sgfama dalam kegiatan konservasi
ingkungan terjadi tidak saja sebagai akibat ketidak-sesuaian antara
teknologi yang dikembangkan dengan kebiasaan masyarakat dan
pengetahuan tentang teknologi yang diinovasikan bel di ;
melainkan pula karena peran diberi ol
s e ! yang diberikan kepada masyarakat
gat tidak leluasa atau sangat terbatas.

Dari beragam uraian di atas, dicoba m
bahwa hutan di Inqonesia telah meng;:g:f;;l;t:;?azad:npeT]d?}mt
sementara bert_)agal program penghutanan kembali (r:b 0 ’edat'
penghijauan) tidak berhasil sebagaimana harapan. Pr S htan
rakyat_yang dilaksanakan di luar kawasan hutan‘ aﬁgr?ﬂm i
:ruha:aim: masyarakat (-: ol_eh Pemerintah--) juga tid:k bgerk:ear:gg:;
dilaksanzlj(uanﬁ Hal ini disebabkan pendekatan partisipatif yang
(Nurrochmgz 2?)?;? dBa(:i:[r’r;sl::;as ni?m?llatkif' i (i
8 an hasil kaji j
tahun 2000, hutan rakyat di Indonesia muilai?ndi?a“r:aar:\g éii?\?;n ?E-J:it
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superior dan lain-lain. Khusus
khusus (DAK) yang berasal dari
diberikan kepada pemerintah

jenis unggul, seperti jati emas, jati
untuk luar Jawa banyak dana alokasi

hasil hutan (dana reboisasi/DR) yang pac
kabupaten dimanfaatkan untuk membeli bibit jati emas untuk

dibagikan kepada masyarakat. Ternyata cara ini tidak efektif dan
mengalami kegagalan, karena merupakan cara yang mubazir dan
tidak tepat sasaran serta masyarakat tidak merasa memiliki
kepentingan?

Dari berbagai kegagalan tersebut, ternyata di Kalimantan Selatan,
ada dua buah desa yang telah berhasil mengembangkan program
hutan rakyat, yaitu Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Desa pualam Sari Kecamatan
Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Supiani, 2006).
Berdasarkan hasil observasi awal (Pebruari 2007 dan Mei 2007),
ternyata hasil tanaman karet hutan rakyat di kedua desa tersebut
telah berkembang dengan baik dan mereka juga telah mampu
mengembangkan luasan hutan rakyat secara swadaya.

Fenomena keberhasilan kedua desa tersebut dalam pembangunan
kehutanan, khususnya kegiatan penghijauan telah menarik perhatian
kami untuk menggali dan memahami ada apa, kenapa dan mengapa
mereka bisa berhasil? Bagaimana mereka beradaptasi? Apakah aspek
sosial budaya masyarakat dikedua desa memang sejalan dengan
program hutan rakyat? Makna dan faktor-faktor apakah yang
melatarbelakangi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kami dekati
dengan anggapan bahwa adaptasi budaya tidak terlepas dari strategi
yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu inovasi baru (pro-
gram hutan rakyat) yang didasari oleh adanya tindakan rasional
(teoritis sosiologi klasik oleh Max Weber) oleh petani peserta pro-
gram hutan rakyat. Menurut Weber dalam Mulyana (2004) bahwa
tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran,
berpikir dan kesengajaan. Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat
merupakan suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir
dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna. Perilaku
mereka yang tampak hanyalah sebagian saja dari keseluruhan perilaku
mereka. Konsekuensi logisnya adalah pendekatan ilmu alam (perspektif
ilmiah) tidak sesuai untuk menelaah perilaku individu yang bermakna
sosial, karena hanya mempertimbangkan gejala-gejala yang tampak,
tetapi mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang
menggerakkan manusia seperti emosi, gagasan, maksud, motif,
perasaan, tekad dan sebagainya.

Berdasarkan pemahaman saat ini, agar penelitian sesuai dengan
permasalahan (ontologi) yang terjadi dalam pembangunan kehutanan
yang sering menafikan keberadaan perilaku masyarakat pedesaan
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i i suai digunakan sebagai pisau

hutan, maka perspektif yang k!rany: ses sosial% e
‘<ic utama adalah perspektif definis! an te

?nahsll:s, hisme simbolik (Mead) yang menekankan bahwa individu

Ln:rt:faat :'acl,(tif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku

rumit dan sulit diramalkan. Paham in! menolak gflgasar; bahwa

individu adalah organisme pasif yang perilakunya ditentukan oleh
kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Oleh karena mghwdg
terus berubah, maka masyarakat pun berubah melalui |nterak5|._Jad|
interaksilah yang dianggap variabel penting yang mener}t_t.lkan_penlaku
manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu ser_wdlfl .terr_l.pta. Qan
berubah karena interaksi manusia, yakni ketika |nd|v|du‘}nd|v|du
berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperan_g'kat objek yang
sama. Teori tindakan rasional juga melengkapi analisis tersebut.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (metode
fenomenologi) dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

1) Agar dapat memahami adaptasi budaya masyarakat pedesaan
sekitar hutan terhadap program hutan rakyat dalam sikap yang
wajar dan berlangsung secara alamiah

2) Fenomena adaptasi budaya ditelaah sebagai suatu proses, sehingga
dapat ditemukan hubungan antar gejala sosial, dan bagaimana
para petani sebagai suatu kelompok saling berinteraksi dalam
latar alamiah yang menjadi subjek penelitian ini.

3) Pemahaman terhadap makna adaptasi budaya masyarakat terhadap
program hutan rakyat tidak saja diperoleh dari apa yang
dikemukakan oleh aktor atau dilakukan anggota kelompaok tani
hutan tetapi juga pada makna dalam interpretasi mereka terhadap
fenomena tersebut.

Sejalan dengan rencana pendekatan yang digunakan, maka
penelitian ini lebih menekankan proses dari pada produk, dengan
me_ngernukakan pertanyaan bagaimana terjadinya suatu fenomena
sosgl dalam kehidupan masyarakat pedesaan sekitar hutan terhadap
kegrat_an program hutan rakyat. Hal ini sejalan dengan salah satu
asumsi yang dikemukakan oleh Merriam (1988) yang dikutip Creswell
(1994) bahwa peneliti kualitatif perhatian utamanya pada proses dari
pada keluaran atau hasil. Juga disampaikan oleh Merriam bahwa
g::m penelitian kualitatif yang ditekankan adalah pemaknaan semisal

aimana seseorang memahami i
kehidupan duniamy:f.l i L o kil

Peqe:litian ini berusaha untuk membangun suatu teori dan atau
proposisi yang dapat menjelaskan fenomena adaptasi budaya
masyarakat pedesaan hutan terhadap program hutan rakyat dalam

Pendahuluan

latar alamiah. Dengan perkataan lain menurut schlegel (1977) yang

dikutip Ginting (1994), pengembangan teori dan atau proposisi yang

akan dilakukan didasarkan atas temuan data lapang atau grounded
in the data.

Rumusan tujuan yang dituangkan mengacu dari permasalahan
yang telah dikemukakan yakni untuk memahami dan mendeskripsikan
interpretasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam proses
adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan sebagai pelaku dalam
realitas sosial tersebut. Selanjutnya tujuan ini dijabarkan agar dapat
lebih memudahkan dalam menggali data lapang yakni untuk
memahami dan mendeskripsikan:

1) Interpretasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat
pedesaan hutan dalam mengikuti program hutan rakyat sebagai
salah satu usaha dalam kehidupan mereka

2) Proses adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan terhadap
program hutan rakyat

3) Hambatan-hambatan struktural yang terjadi selama proses adaptasi
budaya dalam mencapai tujuan kegiatan dan konsekuensi yang
dialami oleh masyarakat pedesaan hutan

4) Peran dan mekanisme hubungan kerja lembaga atau institusi
pendukung kegiatan pengembangan hutan rakyat.

penelitian ini berusaha untuk melakukan eksplorasi dan
pemeriksaan dalam memahami dan menjelaskan adaptasi budaya.
Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis
bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosiologi dalam
konteks adaptasi budaya. Juga diharapkan dapat digunakan sebagai
informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

Data dan fakta yang ditemukan dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat berguna bagi pembuat kebijaksanaan dalam menyusun
perencanaan pembangunan sektor kehutanan, khususnya dalam
pengembangan program hutan rakyat di daerah lainnya. Pemahaman
yang mendalam mengenai konsep sosiologi dalam pembangunan
sektor kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan
dan pelibatan masyarakat pedesaan hutan dalam membangun hutan
untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan merupakan
hal yang masih baru dan patut untuk dikembangkan dan
disosialisasikan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian hutan beserta fungsinya dapat benar-benar tercapai.

Deskripsi pengungkapan makna atas dasar interpretasi masyarakat
pedesaan hutan yang terlibat dalam program hutan rakyat dapat
digunakan sebagai umpan balik bagi pegiat lapangan (LSM dan
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kait lainnya dalam menyusun

n pihak ter
penyuluh kehutanan) dan p endatang. Dengan demikian

rencana yang lebih baik di masa men: ]
diharapkan hasil temuan ini dapat pula digunakan sebagai salah satu

i bagi isi di bi dan bidang terkait
referensi bagi para praktisi di bidang kehutanan
lainnya, seperti Badan pemberdayaan Masyarakat, Perkebunan dan

Pertambangan. :
Secara umum, penelitian ini juga sejalan dan mendukung

kebijakan pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan yang
menyelenggarakan kegiatan Gerakan Nasional Rehqb:l:tam Hutan dan
Lahan (Gerhan) yang dimulai sejak tahun 2002 hingga 2007, yang
dalam salah satu item kegiatannya adalah pembuatan hutan rakyat
dan pengkayaan hutan rakyat di lahan-lahan milik rakyat di luar
kawasan hutan negara yang memiliki potensi untuk pengem bangan
hutan rakyat. Kegiatan ini untuk membuka peluang kesempatan
kerja/berusaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta membangun kesadaran
nasional secara terus menerus untuk menjadikan budaya menanam
sebagai gerakan moral, sehingga menjadi salah satu budaya nasional
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A. Pembangunan Sektor Kehutanan dan Implikasinya

Hutan merupakan bagian penting dari negara kita Indonesia.
Menurut angka resmi luas kawasan hutan kita adalah sekitar 120 juta
hektar yang tersebar pada 13.667 pulau. Berbagai fungsi ekologi,
ekonomi dan sosial budaya dari hutan merupakan bagian amat vital
bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sekitar 80% tinggalnya di
pedesaan. Beberapa fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan antara
lain adalah: (1) hutan merupakan habitat atau tempat hidup jenis
jenis flora dan fauna. Keanekaragaman hayati dari flora dan fauna
mempunyai arti ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap masyarakat pedesaan sekitar hutan; (2) hutan sebagai rosot
(penimbunan) zat karbon dan pengaturan kadar CO, dalam udara.
Hutan melakukan fotosintesis mengubah gas CO, dari udara menjadi
karbohidrat. Karbohidrat hasil fotosintesis merupakan sumber energi
bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Hutan mengatur kadar CO,
dalam udara, dimana CO, dalam udara mempunyai peranan
pengaturan suhu permukaan bumi atau pemanasan global; (3) hutan
berfungsi hidro-orologi, yaitu pengaturan air dan perlindungan tanah
terhadap erosi; (4) hutan sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi
bagi pemerintah dan sebagai modal pembangunan yang mudah
untuk dimanfaatkan; (5) hutan sebagai tempat menyalurkan fungsi
sosial dan budaya masyarakat, terutama masyarakat pedesaan hutan
yang kehidupannya sangat bergantung dan hutan dan hasil hutan
(5alim, 2003).

Pembangunan sektor kehutanan Indonesia secara komersial bermula
pada akhir dekade 60-an dengan dimulainya kegiatan penebangan
kayu secara besar-besaran untuk memperoleh pendapatan nasional
yang sangat dibutuhkan. Menurut Resosudarmo (2003), sektor
kehutanan telah memberikan sumbangan yang penting pada
perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh nilai ekspor produk
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kayu dan produk terkait lainnya. Pada tahun 1997, produk-produk

{termasu dan kertas) menyumbang 17% pada total
:le‘l;u::::r non-mtg:si::cli‘;neﬂa- Peran sektor ini dalam perekonomi_an
nasional kemudian menjadi kian nyata saat berlangsungnya krisis
ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai ekspor produk kehutanan
yang mampu bertahan pada US$ & milyar atau 16% dari nrla{ ekspor
produk non-migas Indonesia pada tahun 1999 (Bank Indonesia, 2000
yang dikutip oleh Resosudarmo, 2003). Pada tahun 2004, secara
nasional kontribusi sektor kehutanan meningkat sebesar 4,17%
(Departemen Kehutanan, 20063).

Sektor kehutanan juga penting dalam konteks pembangunan
daerah di Indonesia. Sebagai sebuah industri berbasis sumberdaya
dan padat tenaga kerja, industri kehutanan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan di luar pulau Jawa meskipun memiliki sumberdaya
alam yang berlimpah namun memiliki infrastruktur dan tenaga
terampil yang terbatas. Kehadiran HPH dan HPHTI di luar Jawa telah
membantu dalam penyediaan jalan darat yang cukup memadai dan
membuka isolasi pedesaan terpencil.

Kekayaan sumberdaya alam, terutama minyak bumi dan hutan
yang dimiliki negara Indonesia dipahami oleh pemerintah sebagai
modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Khusus
untuk sumberdaya hutan, pemanfaatannya tidak memerlukan biaya
yang besar dan teknologi yang tinggi sebagaimana untuk pemanfaatan
minyak bumi dan gas, sehingga hutan terutama hasil kayunya
merupakan material yang mudah untuk diambil dan dieksploitasi
seban)(ak-banyaknya. Atas nama pembangunan yang diabdikan pada
pengejaran target pertumbuhan ekonomi (economic growth target),
demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfa;tan
sumberdaya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip
keaflilan. demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam.
Apriyantono (2006), mengatakan, terjadinya gempa dan tsunami di
Aceh, gempa di Ambon, Sulawesi dan lainnya di Indonesia, banjir
dan lon_gsor di pulau Jawa merupakan suatu kenyataan yang terjadi
sebagai akibat tidak tepatnya pengelolaan lahan dan tidak
memperhatikan keseimbangan antara kegiatan produksi (pemanfaatan)
dan konservasi.

N!enurut Nurjaya (2006), implikasi yang timbul akibat dari praktik-
praktik ‘pemanfaatan sumberdaya alam yang mengedepankan
pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah terjadinya proses
penurunan (degradasi) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam
tersebut, antara lain: a) laju kerusakan hutan mencapai 1,8 juta
hektar per tahgn (data lain menyebutkan 2,4 juta Hafthnll Je:lan
menyebabkan sejumlah spesies (flora dan fauna) hutan tropis tera'ncam
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punah akibat eksploitasi sumberdaya hutan yang tak terkendali; b)
sekitar 64% dari total hutan mangrove seluas 3 juta hektar mengalami
kerusakan serius akibat penebangan liar untuk kayu bakar (kayu
arang) dan dikonversi menjadi areal pertambakan. Di sisi lain, implikasi
kebijakan di atas juga terjadi terhadap sosial dan budaya yang cukup
memprihatinkan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat adat/lokal dengan
pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan yang
terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Lebih tegas Apriyantono
(2006) menyatakan kesalahan dalam pengelolaan pembangunan sektor
kehutanan akan menyebabkan ketidak-seimbangan, ketidak-sesuaian,
ketidak-harmonisan, degradasi, dan ketidak-amanan dalam kehidupan
masyarakat.

Setidaknya ada empat permasalahan dasar dalam pengurusan
hutan di Indonesia, yaitu: a) merebaknya budaya dan praktek KKN;
b) terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal cara pandang
(persepsi), pemahaman serta kepentingan terhadap hutan, manfaat
hutan dan fungsi hutan diantara pihak yang terlibat dan
berkepentingan dalam pengelolaan hutan yakni unsur pemerintah,
pelaku usaha dan masyarakat pada tingkat lokal maupun nasional; )
ketidak-konsistenan dan ketidak-lengkapan peraturan perundangan
dalam bidang kehutanan; dan d) penyelenggaraan pembangunan
kehutanan belum sepenuhnya melibatkan pihak-pihak yang
berhubungan dan berkepentingan terhadap hutan dan manfaatnya,
terutama masyarakat dan pelaku usaha (Suhendang, 2004).

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan Sardjono (2004),
pembangunan sektor kehutanan yang secara umum menitik-beratkan
pada kepentingan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat
sumberdaya hutan bagi kesejahteraan masyarakat telah ‘gagal total’,
terutama untuk wilayah luar pulau Jawa seperti Kalimantan dan
Sumatera. Indikasi ini terlihat jelas pada tidak meningkatnya
kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan.
Hal ini tidak saja mengingat bahwa merekalah yang dalam
kenyataannya memiliki akses yang paling dekat, dan ketergantungan
serta hubungan yang paling signifikan terhadap keberlanjutan fungsi
dan manfaat hutan tersebut. Mestinya mereka memiliki peran kunci
sebagai kontrol sosial terhadap setiap pemanfaatan hasil hutan yang
berlebihan (over exploitation), namun ternyata hal itu tidak terwujud
karena tidak adanya insentif yang memadai. Dalam kasus-kasus
tertentu, masyarakat pedesaan sekitar hutan bisa berbalik
mengakselerasi terjadinya kehancuran sumberdaya alam, akibat
hilangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian.
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Kebijakan pemerintah memberi ha: f:':fl‘;m:a;s : Ie';iarsm”bz::ta:
kepada pihak swasta di luar Jawa seja A B rya
gagalnya dibandingkan berhasnnya.ldan yang erasaltJ an terlihat
jelas adalah deforestasi sebagai hasil kebijakan terse ut.(Awangt
2005b). Hal senada diutaraka oleh Iskandar (2001), akibat dari
kehadiran HPH yang memanen hutan alam an sich tanpa ada tunfutan
untuk mengelolanya dengan baik da.n profesmpal adala rusakn_yfa
mutu dan kuantitas air sungai (kering dlmgs|m kemarau, banjlrt
beracun dan keruh dimusim hujan). thadlran HPH dan HTI di
Kalimantan berimplikasi yang drastis bagi orang-orang Dayak, yakni
terusirnya dari tanah-tanah mereka dan lingkungan hidup merekapun
menjadi rusak (Maunati, 2004).

Kajian Zerner (1992) yang dikutip oleh Wrangham (2003)
mengatakan bahwa penilaian pemerintah Indonesia terhadap
perladangan berpindah atau perladangan gilir balik “tetap mengikuti
penilaian pemerintah kolonial yang negatif terhadap cara bertani
tersebut; bahwa perladangan berpindah dan pelakunya tidak
berkelanjutan dari segi lingkungan, merusak dan bersifat
menghamburkan sumberdaya®. Lebih lanjut pemerintah
mengasumsikan bahwa masyarakat yang menetap di hutan secara
tradisional hidup terasing, dan kegiatan mereka diatur oleh hukum
adat yang tidak berubah. Akibatnya berbagai kebijakan pemerintah
(~Departemen Kehutanan--) cenderung memandang masyarakat sekitar
hutan sebagai ancaman, bukan mitra kerja. Hal serupa juga telah
dikemukakan oleh Colfer dkk (1997), pendapat umum memandang
bahwa peladang berpindah tidak ubahnya seperti pengembara yang
senantiasa berpindah-pindah, merusak hutan dan yang tertinggal
h@nya padang rumput, menggunakan lahan secara tidak efektif dan
lam_nya. Ideologi yang cendrung negatif terhadap masyarakat pedesaan
seklt.ar hutan menghasilkan seperangkat kebijakan yang berusaha
menjauhkan kelompok masyarakat ini dari hutan atau bertujuan
::ng:pah p?:tek—praktek adat mereka dalam mengelola hutan

njadi cara hidup yang sesuai den ingi ij
{lib 12y st 2003} P yang gan keinginan pembuat kebijakan

Politik pembangunan khususnya di sektor kehutanan te
merugikgn hak-hak adat dan pengelolaan secara lokal baikladhi E?[;\grs :
e.konoml. maupun sosial dan budaya yang mengakibatkan cepatn g
sistem dan pola kehidupan masyarakat adat hancur Hak-hgk
masyarakat adat dikorbankan untuk pembangunan yangi sebagi
besar (dinikmati oleh kaum elit. Desakan dan intimidasi tgllag
membingungkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di :
hutan (Uluk dkk, 2001 S i e
i 7 ). Padahal menurut Raden dan Abdon (2003)

at adat sangat berperan dalam pengelolaan hutan, Seperti
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motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai
untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena
menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka; memiliki pengetahuan
asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan
yang ada di dalam habitat mereka; dan mereka memiliki kelembagaan
adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan
ekosistem hutannya.

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mendorong
pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor kehutanan yang berorientasi
ekonomi dengan memandang hutan hanya dari sisi penghasil "kayu"
semata, hasilnya adalah deforestasi dan degradasi hutan dan lahan
yang tinggi yang berakibat pada terganggunya aspek sosial, ekonomi
dan politik dan budaya, baik tingkat lokal, nasional maupun global.
Secara gamblang Nurjaya (2006) menjelaskan bahwa implikasi dari
kebijakan pembangunan sektor kehutanan yang berbasis ekonomi
tersebut adalah: a) segi ekonomi, menghilangkan sumber-sumber
ekonomi bagi kehidupan masyarakat adat/lokal; b) segi sosial dan
budaya, secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi,
institusi, tradisi, dan religi masyarakat; c) segi ekologi, menimbulkan
kerusakan dan degradasi kualitas maupun kuantitas sumberdaya
alam: d) segi politik dan hukum, telah mengabaikan fakta fluralisme
hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang
secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Awang (2004) menguraikan bahwa instrumen kebijakan ke arah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tidak
menghasilkan sesuatu yang signifikan. Krisis ekonomi di pedesaan
membuat masyarakat harus mencari sumber kehidupan dalam waktu
cepat seperti mengerjakan penebangan kayu secara ilegal dan
menduduki lahan hutan untuk membangun kebun rakyat. Kejadian
ini tentunya mempercepat deforestasi dan degradasi hutan.

Dari sekian banyak uraian di atas, menurut hemat penulis dalam
pembangunan sektor kehutanan, peran dan fungsi pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan (penegakan hukum) yang kurang tepatlah
yang telah mengakibatkan berbagai bencana alam di Indonesia
hingga saat ini. Sesungguhnya, permasalahan pembangunan sektor
kehutanan bersumber dari anutan paradigma pengelolaan sumberdaya
alam yang bercorak sentralistik, berpusat pada negara, mengedepankan
pendekatan sektoral, dan mengabaikan perlindungan hak-hak asasi
manusia (Nurjaya, 2006). Sependapat dengan pernyataan di atas,
Kartodihardjo (1999) menyatakan kebijakan pelestarian hutan perlu
dipecahkan dengan dukungan politik secara tegas agar kebijakan

dapat dijalankan.
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k mengutamakan kepentingan konse_rvasi
dan perlindungan serta keberlanjutan f’UHQSi.S}lmt?erdaYa alam, juga
tidak secara utuh memberi ruang bagi partisipast masyarakat serta
mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal 3'{?5 penguasaan da."
pemanfaatan sumberdaya alam. perubahan kebijakan yang berbasis
kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hn_Jtan
dan lahan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya
(socio-ecological oriented) merupakan salah satu alternatif yang harus
dikembangkan dalam pembangunan sektor kehutanan kedepar?_ Hal
yang penting untuk kita perhatikan dan kaji seksama agar hal di atas
dapat tercapai adalah adanya perubahan-perubahan kebijakan yang
pro-masyarakat dan lingkungan. Menurut Nurjaya (2006), implementasi
model manajemen kehutanan yang berbasis masyarakat (community-
based forest resources management) menuntut perubahan-perubahan,
tidak hanya pada tatanan peraturan perundang-undangan, struktur
kelembagaan, administrasi dan prosedur, tetapi juga perubahan
metode, strategi, teknik-teknik partisipatif, termasuk perubahan sikap
dan perilaku aktor-aktor (stakeholders) yang terlibat dalam manajemen

kehutanan.
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B. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Konsep dan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
(F_’HBM) di Indonesia, terutama di Jawa dipengaruhi oleh situasi
cfmamika sosial ekonomi politik dan budaya. PHBM adalah satu
sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama Perum
Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat
desa hugan dengan pihak yang berkepentingan bersama untuk
mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat
diwujudkan secara optimal dan proporsional (Awang, 2004).

Bentuk PHBM untuk luar Jawa dikenal dengan ia
Forestri (sebagai terjemahan dari Social Forestry), ygaitu E‘Z?QZSZ?E;:
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.O1/Menhut-11/2004 tentang
Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan/ atau sekitar hutan
dalam rangka Sosial Forestri. Sosial Forestri merupakan suatu sistem
pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara/ dan
atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat
setet:npat sebagai pelaku dan/ atau mitra utama dalam rangka
mem.ngkatkar.n kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan ?—Ial
penting dari terbitnya peraturan di atas adalah pengak‘uan
Departgrpen Kehutanan tentang perlunya mewujudkan hutan lestari
melalui sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Awang 201’)«’4;I

Kebijakan Hutan Rakyat ke

Berdasarkan premis kemasyarakatan (societal premises) yang
penting bagi strategi pelestarian hutan atau pengelolaan sumberdaya
hutan yang berkelanjutan, seperti dikemukakan oleh Sardjono (2004),
yaitu masyarakat perlu mengelompokkan dirinya dalam suatu
komunitas yang memiliki nilai-nilai bersama atau saling komplementer
dalam merealisasikan tujuan-tujuan masing-masing anggota komunitas.
Menurut Awang (2004), pemerintah harus memposisikan hutan rakyat,
hutan adat dan hutan negara (publik) sebagai satu kesatuan ekosistem,
termasuk unsur manusia, pranata sosial, kelembagaan, hak dan
kewajiban setiap pelaku, dan kesetaraan dan pengakuan hukum,
ekonomi dan politik harus dibangun bersama-sama, dengan tetap
mengacu kepada kepentingan individu dan kepentingan publik.
Lebih lanjut mengutip pernyataan Kaban (2006) pada seminar
Internasional dan Workshop Agroforestry, tanggal 7 Pebruari 2006,
sebagai berikut:

*Community involvement in the forest management is very
important as an effort to combat deforestation and to
guarantee the continuity of management and production
and also to improve people welfare not only for the
community but also for the region. Forest development
carried out by the community means generating income for
the community. Thus, it needs institution support which
established and stand alone by improvement of
knowledge for farmers and all stakeholders™.

Kegiatan hutan rakyat, terutama di luar Jawa sebagai bagian dari
program sosial forestri yang pengelolaannya berbasis masyarakat,
merupakan kegiatan pemerintah (Departemen Kehutanan) untuk
merespon keadaan sosial politik dan budaya yang sudah berubah.
Terbitnya peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-v/2004
(Departemen Kehutanan, 2004a) tentang Penyusunan Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui DAK-DR, terutama untuk kegiatan
penghijauan (Hutan Rakyat) untuk luar kawasan hutan dan kegiatan
reboisasi untuk dalam kawasan hutan merupakan dorongan yang
signifikan dalam mengatasi permasalahan lahan kritis dan kemiskinan
masyarakat pedesaan sekitar hutan. Arnold (1992) yang dikutip oleh
Awang (2006) mengatakan bahwa karena masyarakat lokal tinggal
dekat hutan, pengguna pertama hasil hutan dan menciptakan tata
aturan yang secara nyata mempengaruhi kondisi hutan, maka
melibatkan masyarakat secara aktif dalam skema pengelolaan hutan
sekarang ini penting sekali diperhatikan oleh banyak peneliti dan

pembuat kebijakan.
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peberapa pelajaran yang dapat dipetlk daL' tpengalarnan

laan hutan berbasis masyarakat yang telah

pelaksanaan pengelo i ia. antara lain adalah: (1

berkembang di beberapa daerah di Indonesia, a pa )

hampir seluruh kasus yang dikaji sistem penguasaan sumberdaya
lahan dan hasilnya ada pada individu atau keluarga. I':I?]syarakat
lebih memberikan kebebasan kepada anggotanya untu erusaha
memenuhi kebutuhankebutuhan pangan. sandang, papan, pendapatan
dan kebutuhan hidup lainnya; (2) ada kecendrungan sistem penguiasaan
lahan yang individual relatif lebih berorientas komersial, sedangkan
yang komunal lebih berorientasi subsisten; (3) pola struktur dan
komposisi hutan lebih banyak berbentuk agroforest atau beragam
lapisan tajuk dan jenis produk. Masyarakat p_edesaan lebih cendrung
memilih aman (safety first), baik dari dimensi waktu maupun besaran
resiko. Mereka dapat memperoleh produk untuk konsumsi sendiri,
untuk kepentingan sosial, untuk pendapatan tunai, untuk tabungan
atau pendapatan jangka panjang; (4) sistem pengelolaan hutan oleh
masyarakat bukan hanya mewujudkan orientasi keuntungan individu
pengelola, melainkan juga memperhatikan masyarakatnya (Suharjito

dkk, 2000).

Menurut Awang (2003), pengelolaan hutan berbasis masyarakat
yang dikembangkan di Indonesia, hendaknya bertumpu pada filosofi
antara lain sebagai berikut:

1) Menjamin dan membangun keadilan sosial dan perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin pedesaan.

2) Sebagai instrumen untuk mewujudkan model desentralisasi dan
devolusi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia untuk
mencapai kemandirian daerah dalam menyelesaikan banyak hal
tentang hutan, lahan dan lain-lain.

3) Dapat dijadikan pintu masuk "pembuka" untuk memulai dialog
kebijakan yang interaktif, terbuka, adil dan demokratis tentang
pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia.

C. Program Hutan Rakyat

Sejak adanya reformasi dan kebijakan desentralisasi, terdapat
perdebatan yang hangat mengenai siapa yang seharusnya mempunyai
hak atas kawasan hutan dan siapa yang mendapat hak untuk
mengelola hutan. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh pemerintah
untuk mengakomidir peran serta masyarakat dalam mengelola hutan
adalah program hutan rakyat. Kebijakan ini diperlukan oleh masyarakat
{:edesaan sekitar hutan‘untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah
butan dan kekayaan di dalamnya agar dapat dikelola secara mandiri

erdasarkan aturan adat yang didukung oleh pemerintah setempat

Kebijakan Hutan Rakyat

Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 (Departemen Kehutanan, 1999)
dijelaskan bahwa hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani
hak milik lazim disebut hutan rakyat. Lebih lanjut dijabarkan dalam
pPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-V/2004: 111-2 bahwa
Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani
hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25
Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih
dari 50%. Menurut Dwiprabowo dan Hendro (2005), hutan rakyat yang
dikembangkan di atas tanah milik memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan sebagai komplemen terhadap hutan produksi.

Kegiatan hutan rakyat (farm forestry) merupakan salah satu
bentuk dari social forestry (sebagian pakar menterjemahkan menjadi
perhutanan sosial, Nurrochmat, 2005), selain kehutanan masyarakat
(community forestry). Perhutanan sosial menawarkan satu pendekatan
yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh
masyarakat pedesaan dan pemerintah. Istilah hutan rakyat atau usaha
tani kehutanan telah muncul sebagai satu alternatif model untuk
menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh semakin luasnya jumlah
pohon yang hilang dari hutan-hutan yang ada di muka bumi dan
berkurangnya penutupan bumi oleh hutan di negara-negara sedang
berkembang. Dengan membantu masyarakat pedesaan agar menanam
pohon dilahan sendiri, biaya penghutanan kembali dapat dikurangi
(Awang, 2004).

Menurut Awang dkk (2001), konsep hutan rakyat bukanlah sebaran
atau hamparan lahan yang seluruhnya ditumbuhi pohon-pohonan,
namun merupakan hamparan lahan yang di dalamnya tumbuh
berbagai macam tumbuhan tanaman keras, tanaman pangan, tanaman
hijauan makanan temak, tanaman kayu bakar, tanaman non kayu dan
buah-buahan. Hutan rakyat merupakan bank data dan bank kehidupan
keluarga bagi masyarakat pedesaan sekitar hutan, sekaligus gambaran
ekosistem sempurna dari bentang alam (landscape).

Ada beberapa bentuk hutan rakyat, antara lain: a) hutan tanaman
murni, yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi
dan kualitas hutan, yang seluruhnya ditanami satu jenis kayu-kayuan,
dengan menerapkan silvikultur intensif; b) hutan tanaman campuran,
yaitu hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan
kualitas hutan, yang seluruhnya ditanami berbagai jenis kayu-kayuan,
dengan menerapkan silvikultur intensif; dan ¢) agroforestri yaitu
manajemen pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, dengan
cara mengkombinasi kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit
pengelolaan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi
lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga
masyarakat dapat berperan serta (Departemen Kehutanan, 2002).
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t dikembangkan pada kegiatan .hutan rakyat
S e aitu hutan rakyat yang dibangun oleh

: la swadaya, Y
:gﬂ:l‘;o;) aF;:u perora:gan dengan kemarp!)uan mc!adal dba‘n .tenalga
dari kelompok atau perorangan itu senc.hrl; 2) pola subsidi, yaitu
hutan rakyat yang dibangun melalui subsidi atau bantuan SEbagl‘an
atau keseluruhan biaya pembangunannya, 3) pola kemitraan, yaity
hutan rakyat yang dibangun atas kerjasama masyarakat_ dan
ntif permodalan bunga ringan,

sahaan swasta/koperasi dengan insentit |
:ﬂe;:urut Aryadi (2000), bentuk usaha kegiatan hutan rakyat dapat

berbentuk unit usaha dalam model kegiatan hutan ‘rakyat seperti
Koperasi Usaha Perhutanan Rakyat atau Mitra usa ha yaltu merupakan
usaha bersama antara masyarakat (kelompok tani hutan rakyat)
dengan pihak swasta yang ada hubungan keterkaitan us§ha_. _Der!gan
adanya keterkaitan usaha tersebut diharapkan akan menjadi jaminan
akses pasar terhadap hasil hutan rakyat yang berkesinambungan.

Berdasarkan perkembangannya, maka kegiatan hutan rakyat dapat
dianalisa melalui pendekatan SWOT analysis, dan diketahui bahwa
kekuatan (S) yang dimiliki antara lain adalah dukungan pemerintah
(kebijakan dan modal), adanya pasar, ketersediaan tenaga kerja
pedesaan, budaya masyarakat dalam berkebun; kelemahan (W), yaitu
permodalan yang lemah dan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang relatif rendah, kelembagaan; peluang (O) yaitu kondisi
industri perkayuan yang kekurangan bahan baku, konsumsi kayu
rumah tangga yang terus meningkat dan era globalisasi perlu produk
kayu yang berasal dari ramah lingkungan dan jelas asal-usul; dan
hambatan (T) yaitu persaingan kualitas kayu dan adanya produk
substitusi (Aryadi, 2000). Menurut Awang (2003), untuk mensikapi
kebijakan, maka perlu memperhitungkan berbagai ragam dampak
positif dan negatif, kendala dan tantangannya. Berdasarkan bukti
empiris, ternyata hutan rakyat di Jawa, khususnya di Kabupaten
Gunung Kidul telah ditemukan bahwa tataniaga kayu jati rakyat
belum efisien dan masih minimnya perhatian terhadap masalah
pengelolaan dan pengembangan produknya (Awang, 2005a).

Lebih jauh Awang (2003), mengatakan bahwa satu pandangan
yang sudah waktunya untuk diubah adalah masih adanya anggapan
bahwa lahan kitis hanya akan dapat dihijaukan jika didukung oleh
dana yang besar. Ada banyak bukti hutan rakyat terbentuk tanpa
melalui program pemerintah, namun juga tidak dipungkiri adanya
program penghijauan semakin memacu munculnya hutan rakyat di
desa-desa. Ha_l ini dikuatkan oleh Tjondronegoro (1984), campur
tangan_ pemerintah dalam usaha pembangunan sangatlah diharapkan
me{alua pendeka?an yang diasosiasikan dengan usaha memperbaiki
nasib rakyat. Setiap pendekatan memerlukan pengertian terhadap
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pola-pola interaksi sosial yang ada dan berlangsung secara nyata
antara kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung berbagai
lembaga dan organisasi sosial.

D. Rekam Jejak Kebijakan Program Hutan Rakyat

Rekam jejak kebijakan program hutan rakyat oleh Pemerintah
Indonesia dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu saat kemerdekaan
hingga berakhirnya Orde Lama, saat Orde Baru, dan saat Reformasi.
Ketiga fase ini dibedakan karena perbedaan paradigma dan kondisi
politik kenegaraan yang berbeda pula.

Era Orde Lama

Berdasarkan penelaahan literatur berhubungan dengan sejarah
kebijakan tentang program hutan rakyat di Indonesia, maka setidaknya
program tersebut pernah dicanangkan pada tahun 1945, melalui
Gerakan Penghijauan, sebagai salah satu bagian program Rencana
Kemakmuran Indonesia (RKI) (Djajapertjunda, 2003). Alasan
dilaksanakannya Gerakan Penghijauan tersebut adalah untuk
pemenuhan kebutuhan kayu yang semakin meningkat, khususnya di
Jawa. Gerakan Penghijauan dilakukan dengan menanami tanah-tanah
kosong dengan tanaman buah-buahan, tanaman kayu dan lain-lain.

Pada tahun 1956, Departemen Pertanian dan Jawatan Kehutanan
mulai meningkatkan usaha penghutanan dan penghijauan tanah-
tanah kritis dengan menyelenggarakan Gerakan Karang Kitri, yaitu
menanam pekarangan dan lahan-lahan milik masyarakat berupa
tanah-tanah kosong dengan jenis tanaman yang bermanfaat. Gerakan
penghijauan dan Karang Kitri ternyata telah membuahkan hasil yang
cukup mantap, antara lain sebagian besar tanah di Pulau Madura,
Gunung Kidul dan lainnya yang semula merupakan tanah tandus dan
gersang menjadi kawasan yang hijau. Menurut versi Karjono (2007)
dalam diskusi menyatakan bahwa hutan rakyat di Indonesia berdasarkan
jalannya kebijakan dimulai pada tahun 1952, yaitu dengan dimulainya
upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang dikenal dengan
istilah Penghijauan, dengan program rencana kesejahteraan istimewa
pada kegiatan Penghijauan Tanah Kering (PTK).

Pada tahun 1961 kegiatan tersebut ditingkatkan sebagai gerakan
massal dengan ditunjang penyuluhan dan penerangan yang ditandai
dengan Acara Puncak Penghijauan selama sepekan yaitu dari tanggal
17 sampai dengan 23 Desember 1961 yang dilaksanakan di Puncak
Mas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan sebutan Pekan
Penghijauan Nasional (PPN), berupa penanaman pohon Pinus (Pinus
merkusii). Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyelamatan tanah dan
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sir karena adanya penebangan yang berlebihan. KeglaLan '”c;_t'“-'lah
memotivasi masyarakat melaksanakan penenaman pohon di atas
lahan milik sendiri (Djajapertjunda, 2003). .

Departemen Kehutanan dalam Kabinet Dwikora pada tahun 1964
telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan pengembfmgan Hutan
Rakyat yang menyebutkan bahwa Departemen Kehutanan: a) seba.ilknya
memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai tata
cara pembangunan Hutan Rakyat yang benar; b) mulzn}bantu 515tem_
pemasaran; dan ¢) memberikan bantuan subsidi dana bagi
pengembangan Hutan Rakyat.

periode Orde Lama ini, kegiatan hutan rakyat lebih banyak
dilaksanakan di Pulau Jawa. Beberapa alasan yang mendasari antara
lain (Djajapertjunda, 2003):

1) Jumlah dan kualitas hutan negara di Jawa yang tidak memadai
2) Produksi kayu dari hutan negara tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat di Jawa

Tersedianya tanah milik rakyat yang belum produktif
Meningkatnya industri perkayuan di Pulau Jawa

Hutan konservasi yang jumlahnya terus menurun, sehingga
keseimbangan tata air dikhawatirkan akan terganggu

Peran ekonomi dan sosial hutan milik makin dirasakan oleh
masyarakat
Sebagai penyangga kehidupan yang dapat mengatur tata air,

mencegah banjir, mengurangi erosi dan meningkatkan
kenyamanan lingkungan.

N 9 oOosu

Perjalanan program penghijauan dalam bentuk program hutan
rakyat pada era orde lama ini lebih menitikkan pada pemanfaatan
lahan kosong yang ada di Pulau Jawa yang didorong oleh faktor
kebutghan kayu yang semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk
yang tinggi memerlukan peluang usaha yang banyak pula, sehingga
program hutan rakyat dapat mengakomodir tenaga kerja yang
berlimpah tersebut. Menurut Djajapertjunda (2003), hutan milik (hutan
rakyat) akan dapat meningkatkan peranannya dalam membantu
men!ngkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pasokan kayu
meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan lapangan kerja'
meningkatkan PAD dan lain-lain. '

Era Orde Baru

Sejalan dengan perkembangan waktu

N de i yang menuntut penanganan
yang lebih intensif, rrlaka pada tahun 1976/1977 telah diginulai
program Bantuan Penghijauan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).

Kebijakan Hutan Rakyat

Program penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan negara,
salah satunya adalah program hutan rakyat. Tujuan dari program
hutan rakyat ini adalah untuk mempercepat penanaman di lahan
kosong milik masyarakat, memberikan peluang kerja, dan memenuhi
kebutuhan kayu di pasar lokal.

Mulai tahun 1990, pemerintah juga telah membuat program
pengendalian tanah kritis, salah satunya melalui Program Penghijauan
Nasional. Pada tahun 1995, untuk lebih mengintensifkan kegiatan di
atas, maka dibentuklah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT)
yang juga ditunjang oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi
Tanah (BRLKT) sebagai perencana kegiatan.

Sasaran pembangunan Hutan Rakyat meliputi:

1) Tanah-tanah milik rakyat yang menurut kemampuan tanahnya,
tidak sesuai untuk pertanian tanaman semusim, tetapi baik untuk
usaha tani hutan;

2) Tanah-tanah milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomis
lebih menguntungkan dijadikan hutan daripada usaha tani lainnya;

3) Tanah-tanah milik rakyat yang berada di hulu sungai dalam
keadaan ditelantarkan;

4) Tanah-tanah milik rakyat dengan kemiringan di atas 50% yang
karena keadaannya, maka perlu dihutankan;

5 Tanah-tanah milik rakyat lainnya yang menurut pertimbangan
khusus sebagai sumber mata air;

6) Tanah desa, tanah marga atau adat yang terlantar atau kritis.

Pada era orde baru, pemerintahan Indonesia masih belum
sepenuhnya mendorong pengembangan program hutan rakyat untuk
peningkatan pendapatan masyarakat. Program hutan rakyat pada era
ini lebih menitik beratkan pada pemulihan tanah di lahan kritis,
sehingga jenis tanaman yang ditawarkan lebih kepada jenis tanaman
berkayu seperti sengon, akasia dan lamtoro. Pemilihan jenis yang
tidak sesuai dengan kehendak masyarakat tentu akan mempengaruhi
motivasi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Djajapertjunda (2003), untuk dapat mengembangkan
tanaman kayu rakyat (hutan rakyat) diperlukan beberapa syarat
sebagai landasannya, antara lain meliputi aspek-aspek:

1) Ketersediaan lahan;

2) Kemauan masyarakat petani untuk menanam kayu;

3) Aspek teknis yang dapat menjamin keberhasilan yang lebih baik;
4) Aspek ekonomi;

5) Aspek industri pengolahan;



‘ HUTAN RAKYAT:

Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat ol

6) Pemasaran; dan
7) Aspek sosial.

Era Reformasi )
Memasuki era reformasi, n Indonesia mendorong

pelaksanaan otonomi daerah agar percepatan pembangunan di daerah-
daerah dapat direalisasikan. Salah satu produk hukum yang dibuat
adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang
dalam BAB Ill telah menyebutkan bahwa sektor kehutanan dapat
diserahkan ke tingkat daerah atau kabupaten/kota. Dalam UU 22/99
tersebut, ternyata pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
memanfaatkan (hasil) hutan dan menggunakan kawasan, dan ini
dapat diartikan bahwa semua kegiatan penataan hutan, pemanfaatan,
rehabilitasi dan perlindungan hutan mestinya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah. Hal ini tentu dapat pula dimanfaatkan
untuk pengembangan program hutan rakyat di kabupaten/kota agar
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sejalan dengan UU
No. 22/99, untuk menghargai "aspirasi® masyarakat, Hidayat yang
dikutip oleh Iskandar (2001) menyarankan sebaiknya pemerintah
daerah dapat melakukan:
1) Pencatatan peraturan dan hukum adat yang masih dihormati dan
dilaksanakan oleh masyarakat
2) Penguatan k_emampuan sumberdaya manusia maupun lembaganya
untuk meningkatkan kemampuan lembaga adat mengelola
sumberdaya alam sesuai dengan tuntutan global. Penguatan ini
juga memperl::uat kemampuan masyarakat dalam bernegosiasi
dengan pemilik modal
3) fnear:!e;;a:s fzrtfsipatif, sebagai realisasi dari proses pemberdayaan
) yarakat dan proses pengakuan hak adat serta hak mengelola
utan berdasar pola masyarakat
4) Pengelolaan hutan dan lahan partisipatif yang diakui oleh
pemerintah dengan menggunakan peta tersebut sebagai acuan.

pemerintaha

Saran di atas seharusnya bisa dilakukan dalam
| engemba

program hutan rakyat di daerah-daerah. Namun saygng?wya hi:ggg
;aat ini belum _ada produk perundang-undangan meski s’etingkat
eraturan Bupati (Perbup) ataupun Peraturan Walikota (Perwali) yang
hn;z:;o;gng pe;gembangan hutan rakyat bisa berhasil secara massal
utip pendapat salah satu informan pend ‘
Cahyono) yang mengatakan: b g 4ok el

Kebijakan Hutan Rakyat

"Di Kabupaten Tapin, meski menyadari manfaat yang besar
dari hutan rakyat bagi kehidupan masyarakat dan
lingkungan, namun belum pernah ada Peraturan Bupati
(Perbup) yang mengaturnya. Kami berharap hasil disertasi
yang Bapak susun dapat mendorong terbitnya Perbup
tentang hutan rakyat. Perbup hutan rakyat hendaknya
memuat penetapan lokasi, pengalokasian sumber dan Jjumlah
dana yang jelas, penghargaan bagi masyarakat yang aktif,
dan pemasaran hasil".

Realita ini semakin terlihat dengan belum tersedianya peraturan
perundangan bidang pengembangan hutan rakyat, sebagaimana
dikemukakan oleh Winarno (2006). Dalam pernyataannya juga
disebutkan bahwa Indonesia belum ada jaminan pasar kayu dari
hutan rakyat, sehingga memang harus di atur dari sekarang jika ingin
program hutan rakyat mendapat dukungan dari masyarakat secara
swadaya.

Khusus di bidang kehutanan, pemerintah juga telah membuat
UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam salah satu
pasalnya, yaitu pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hutan berdasarkan
statusnya terdiri dari: a) hutan negara; b) hutan hak. Dalam
penjelasannya disebutkan bahwa hutan hak yang berada pada tanah
yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

salah satu implementasi kebijakan dari UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan yang berkaitan dengan hutan hak adalah Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Menhut-1/2005 tentang Pedoman
pemanfaatan Hutan Hak (Departemen Kehutanan, 2005b). Dalam
ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hutan hak
adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas
tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang
lazim disebut hutan rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan
dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya
diuraikan bahwa hutan hak mempunyai tiga fungsi yaitu:

a) fungsi konservasi; b) fungsi lindung; ) fungsi produksi (pasal
2 ayat 2). Kemudian pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa
pemegang hak, berhak untuk: a) mendapatkan pelayanan; b)
menikmati kualitas lingkungan; ¢) memanfaatkan hutan sesuai
dengan fungsinya; d) memperoleh insentif; e) menentukan

bentuk pemanfaatan hutan.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.421/Menhut-11/2006,

tentang Fokus-fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada tanggal
15 Agustus 2006 (Departemen Kehutanan, 2006b), berdasarkan
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teri Kehutanan, maka Pengembangan Hutan
okus kegiatan nomor 13 dengan

jawab Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dj
Egmgg?rﬂzm Jenderal RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial). Dalam pelaksanaan di lapangan, sejak diluncurkannya Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RI-l'UG.erha_n), periode
tahun 2002-2007, maka kegiatan hutan rakyat menjadi bagian kegiatan
Gerhan yang melekat pada Program Departemen Kehutanan dengan
dana APBN. Sejak saat itu, program hutan rakyat kembali bersifat
“sentralistik", karena diatur dari pusat.

Kebijakan terakhir berkaitan dengan hutan hak (khususnya hutan
rakyat) yang dapat dihimpun yaitu PP No 6/2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan (Departemen Kehutanan, 2007), dari pasal 100 hingga pasal 103
mengatur pengelolaan hutan hak sebagai berikut:

Pasal 100

1. Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
a. konservasi;b. lindung; atau c. produksi.

2. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.

3. Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi
pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

4 Ketentl_.lan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 101: Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi

konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

Pasal 102:

1. Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lind
: ung dapat
diubah statusnya menjadi kawasan hutan ¢l
2. Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung
atau kawa?an hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 103: Pemerintah, pemerintah insi :
tah, provinsi, atau pemerintah
:abupatenf!cota_s_esu_al kewenangannya wajib mengembangkan hutan
ak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha
Dari uraian pasal-pasal di atas, maka d .
’ ; alam pasal 103 sudah jela
::::va, pemerintah !pusat}, pemerintah provinsi atau pemeri:}tal-f
paten/kota sesuai kewenangannya wajib untuk mengembangkan

—

Jampiran Keputusan Men
Rakyat berada pada f

Kebijakan Hutan Rakyat

hutan hak (baca hutan rakyat) melalui fasilitasi, penguatan

kelembagaan dan sistem usaha. Namun realita di lapangan, hingga

saat m.i fasilitasi dan penguatan kelembagaan sangatlah terbatas,

apalagi untuk fasilitasi sistem usaha. Kenyataan ini dapat menurunkan

minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat.
rlwenurut Djajapertjunda (2003), beberapa upaya untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program

hutan rakyat, antara lain:

1) Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengadaan kayu
dan kebutuhan lingkungan yang sehat dan benar

2) Mengusahakan agar nilai jual kayu cukup wajar, adil, transparan
dan wajar

3) Kemudahan untuk mendapatkan bibit yang diperlukan mudah
diperoleh dengan harga wajar

4 Kemudahan dalam pengurusan dokumen angkutan dan distribusi
kayu dari tanah milik

5) Pengurangan beban-beban biaya pungutan terhadap kayu yang
berasal dari tanaman rakyat

6) Peningkatan industri perkayuan yang dapat menampung kayu
dari tanaman rakyat dari berbagai jenis tanaman

7) Peningkatan dorongan pemerintah dalam membangun hutan
milik, antara lain dengan menyediakan bantuan bibit berkualitas
dengan harga wajar, bimbingan teknis dan pemasaran.

Pendapat di atas, ada benarnya jika dibandingkan dengan
pengembangan program hutan rakyat di Provinsi Kalimantan
Selatan. Menurut informan ahli (Bapak Supiani), beberapa kondisi
yang harus diperhatikan agar partisipasi masyarakat bisa
meningkat, diuraikannya sebagai berikut:

"Hasil pengamatan kami di lapangan, beberapa kegagalan
dari program hutan rakyat di Kalimantan Selatan antara
lain karena bibit yang disediakan tidak sesuai aspirasi
masyarakat, tidak tersedia dana pemeliharaan, dan
kurangnya dukungan tenaga teknis. Melihat keberhasilan di
Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari dalam melaksanakan
program hutan rakyat, ada faktor pendorong yang dominan,
antara lain adalah adanya early adopter (seperti Bapak H.
Jam+am di Malilingin dan Bapak Wijayat di Pualam Sari),
ketersediaan bibit yang sesuai aspirasi (karet), adanya tenaga
teknis yang membantu di lapangan dan administrasi
kelompok tani*.
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itambahkan Bapak Supiani, il
D{E i sisi pemerintah daerah, kami! d'. _daerahlkad,.gng[
ol !s ,:m' l?n*esun'itaﬂ dalam penyediaan bnb:f sesuai aspirasi
m:rs'f:r:kat sebab sering bibit sudah ditentukan oleh

pemerintah pusat®.

Penyusunan perencanaan yang masih top-down Shiam, Jidang

kehutanan sangatlah bertentangan dengan era reforma;: yang
menuntut desentralisasi, khususnya yang berhubunkgan engan
masyarakat pedesaan sekitar hutan yang melaksana han pdrpgram
hutan rakyat. Menurut Iskandar (2001), mengingat ba W«?f i masa
lampau semua peraturan dan perundang-yndangan bersi _at input
driven dan telah gagal, maka sebaiknya di masa desentralisasi {ian
otonomi daerah semua peraturan dan perundang-undangan_bersrfat
outcome based, sebagai manifestasi dari proses demokrasi dalam
manajemen sumber daya hutan,

Menurut data dari Departemen Kehutanan, hingga tahun 2004
luasan hutan rakyat di Indonesia terdapat seluas 1.568.415,63 Ha
dengan perkiraan potensi 39.416.557,49 m3. Dari luasan hutan rakyat
tersebut, terdiri dari 996.722,27 Ha hutan rakyat swadaya, 131.090,53
Ha hutan rakyat subsidi, 41.785,91 Ha hutan rakyat melalui KUHR,
18.917,92 Ha hutan rakyat DAK DR 40%, dan 409.899 Ha hutan rakyat
kegiatan GNRHL (Departemen Kehutanan, 2004b).

E. Kebijakan Hutan Rakyat Kedepan

Dari materi kebijakan yang telah di uraikan di atas, maka dapat
Kita pahami bahwa hutan rakyat dikembangkan pada alas atau lahan
yang dibebani hak yang berada di luar kawasan hutan negara. Pada
kenyataannya, ada banyak pengelolaan hutan oleh rakyat yang
bferada di dalam kawasan hutan Negara, yakni hutan adat yang
dikelola masyarakat secara turun-temurun, seperti Hak Ulayat di
Sumatera af'lrat. Tanah Patuanan di Maluku, Tanah Marga di Sumatera
Utara, Rg_allta ini menghadapkan pemerintah untuk dapat menyikapi
secara bijak agar pengertian hutan rakyat ataupun batasan hutan
rakyat dapat diperbaiki untuk mengakomodir kondisi hutan adat
yang perada di dalam kawasan hutan negara. Hingga saat ini
(;;t::a:r;-ntah hanya mengakomodir sebagai hak tanam dan hak pakai

Sebagaimana kita sadari,
kedepannya akan berperan pe
kayu untuk masyarakat, karena
mahal harganya dan ketersedia
berfungsi untuk meningkatkan p.

bahwa keberadaan hutan rakyat
nting dalam memenuhi kebutuhan
kayu dari hutan alam akan sangat
annya terbatas, Hutan rakyat juga
endapatan masyarakat melalui getah
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dan kayunya, pohon dan tanaman hutan rakyat dapat melindungi
tanah dan mengatur tata air. Hal ini juga sudah diramal jauh-jauh
hari oleh von Monroy ahli kehutanan dari FAO, pada tahun 1952,
yang menghimbau agar Indonesia mulai membina hutan karena
potensi yang besar untuk turut dalam memenuhi kebutuhan kayu
dan hasil industri kayu di dunia. Mengutip artikel yang dirilis oleh
Wikipedia (2009), bahwa pengelolaan hutan rakyat secara komersial
telah dimulai semenjak beberapa ratus tahun yang silam, terutama
dari wilayah-wilayah di luar Jawa. Hutan-hutan --atau tepatnya,
kebun-kebun rakyat dalam rupa hutan-— ini menghasilkan aneka
komoditas perdagangan dengan nilai yang beraneka ragam. Terutama
hasil-hasil hutan non-kayu (HHNK). Bermacam-macam jenis getah dan
resin, buah-buahan, kulit kayu dan lain-lain. Bahkan kemungkinan
aneka rempah-rempah yang menarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa
ke Nusantara, sebagian besarnya dihasilkan oleh hutan-hutan rakyat
imni

Pembangunan hutan dapat dilaksanakan di lahan-lahan milik
rakyat sekaligus merupakan usaha penanggulangan lahan kritis dan
peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Eric
Lundquist (Guru Besar berkebangsaan Swedia, pada Bagian Kehutanan,
Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia Cabang Bogor (sekarang IPB)
pada tahun 1957, yang menyatakan bahwa kemungkinan penanaman
pohon kayu oleh masyarakat di Indonesia sangat besar, sehingga
perlu penelitian pengembangan hutan rakyat (Djajapertjunda, 2003).

Menurut Djajapertjunda (2003:64), berdasarkan pengalaman yang
sudah berlalu, pengembangan hutan rakyat dilaksanakan melalui
pendekatan keproyekan. Sifat dari keproyekan antara lain adalah:

1) Dilaksanakan dalam waktu yang pendek
2) Biaya yang dikeluarkan mahal

3) Para pelaksana cenderung mengurus keuangannya dari pada
keberhasilannya.

Dari uraian kebijakan di atas, maka ke depannya perlu didorong
program hutan rakyat tidak lagi sebagai sebuah proyek, namun
menjadi sebuah gerakan yang didasari kesadaran masyarakat sendiri.
Sebagai sebuah gerakan, maka tentu semua pihak harus terlibat aktif
secara sinergis sesuai dengan peran dan fungsinya, termasuk
mekanisme hubungan kerjanya. Untuk mendukung gerakan hutan
rakyat, maka dipandang perlu untuk membuat regulasi pemanfaatan
lahan hutan oleh masyarakat, salah satunya melalui program
landreform untuk kemaslahatan rakyat. Meminjam komentar seorang
subjek (Bapak Gunadi) sebagai berikut:
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jartil i Langsr_m
Kalau BLT dikota diart kan sebagaf Bgntuan i g
;Un;‘ maka k;mftdf d'esalsf.i harus d:'arnkan sebagar Bag,_
‘!

: i banyak lahan yang disebut
s %:ar; ::: ianamanﬂya alias gundul, lebih

ra tapi ti :
gau::r;«fmafaatk:n oleh masyarakat untuk ditanam tanaman

yang bermanfaat".(51.8)

Hal di atas sejalan dengan pendapat Jauhari (2007), pgllestanar!
hutan rakyat secara masal dan serentak di berbagai wilayah di
Indonesia menjadi lebih mudah jika program reformasi agraria yang
direncanakan oleh pemerintah Su5|l‘o Barqbang Yudhoyono, yang
akan membagikan tanah seluas lebih dari 17 juta hektar kepada
rakyat miskin, dapat terlaksana. Distnbu5|_la'han itu harus benar-
benar sampai ke tangan masyarakat miskin. Masyarakat yang
mendapat bagian distribusi (sebanyak dua hektar ta'na'h perkeluarga)
itu tidak kemudian menjualnya kepada investor. Selain itu, masyarakat
juga harus disadarkan tentang pentingnya hutan bagi ekologi,
demikian pula keuntungan finansial jika mereka dapat mengelola
dan melestarikan hasil hutan melalui program hutan rakyat.

Sebagaimana kita pahami, bahwa kebijakan pemerintah haruslah
untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mengutip pendapat Islamy
(2009), kebijaksanaan negara itu harus mengabdi pada kepentingan
masyarakat. Lebih lanjut diuraikan bahwa kebijaksanaan negara itu
merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan
atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh
masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hutan rakyat pada masa
mendatang harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat
banyak.

I}dengikuti perkembangan terkini, hutan rakyat yang secara
gkosmt.emnya tidak berbeda jauh dengan hutan alam, selayaknya
juga dipertimbangkan dan dibuatkan regulasinya sebagai bagian dari
usaha untuk mereduksi emisi dalam rangka pengurangan pemanasan
global (global warming). Secara teknik, hutan-hutan rakyat ini pada
umumnya berbentuk wanatani; yakni campuran antara pohon-
pohunanb dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa
wanatani slederhana, ataupun wanatani kompleks (agroforest) yarr:
sangat mirip strukturnya dengan hutan alam (Dewi, 2009) :

Indonesia dengan luasan hutan alam 90 |
_ h juta hektar dan h
tralq,'at 1,2 juta hektar memiliki potensi yang besar yang beulﬁar:
ermta)nfaatk.an' sepenuhnya untuk menyelamatkan lingkungan dari
s:glc;h:;a|k|!$k(Departemen Kehutanan, 2008). Menurut Teddy
ng dikutip Dewi (2009), bahwa hutan berbasi
I ; asi
dan tipe pengelolaan hutan skala kecil lainnya dapat mer;amsislfia;t::

r—
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i pasar karbon antar negara
belum siap. Masuknya hutan
karbon perlu didukung
ilai tambah dari hutan

karbon sukarela, tidak perlu mengikut
dimana kebijakan dari pemerintahpun
berbasis masyarakat ke dalam perdagangan
karena berkesempatan untuk memperoleh n
rakyat selain hasil hutan kayu dan non-kayu.
Berdasarkan hasil penelitian, maka sebenarnya program hutan_
rakyat di Indonesia ini dapat berhasil jika pemerintah sebagai
pengambil kebijakan dan pelaksananya (khususnya Departemen
Kehutanan) mau belajar dari kegagalan yang telah IaIu_. Pgmermtalh
harus berani merubah paradigm dari penguasa lahan menjadi penyedia
lahan, dari *pemerintah” menjadi “mitra" bagi masyarakatnya, dan
dari penerima keuntungan menjadi pembagi keuntungan. Khusus_,
untuk pengembangan program hutan rakyat, pemerintah harus berani
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengelola
kawasan hutan negara, tidak hanya swasta saja. Sejalan dengan nafas
Good Governance (Tata Pemerintahan yang Baik), maka pemer_intah
harus melaksanakan tiga pilarnya, yaitu transparansi, partisipasl, dar!
akuntabilitas. Kegiatan kehutanan harus diketahui (transparan) dari
perencanaan hingga penikmatan hasilnya, harus melibatkan masyarakat
seluas-luasnya (partisipasi), dan dapat dikalkulasi dan dipertanggung-
gugatkan dana (akuntabilitas) yang telah dikeluarkan untuk kegiatan
tersebut.
Program hutan rakyat jika ingin membumi, maka setidaknya
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Memasukkan unsur sosial-budaya masyarakat sasaran dalam
penyusunan rencana pengembangan hutan rakyat
7) Membenahi kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat, misalnya
hutan rakyat tidak hanya dilaksanakan di lahan milik, tetapi bisa
juga di kawasan hutan negara (ada hak kelola untuk rakyat), hak-
hak adat atau ulayat harus dihormati dan diakomodir dalam
mengelola hutan, terutama yang berada di dalam kawasan.
3) Penentuan jenis tanaman disesuaikan dengan kebutuhan dan
kebiasaan masyarakat sasaran, tidak di sama-ratakan di seluruh

Indonesia

4) Sistem pembiayaan yang tidak bersifat keproyekan, tetapi bersifat
multi tahun (multi-years), sehingga tidak hanya dana untuk
menanam, tetapi juga ada dana pemeliharaan sekurangnya untuk
2 (dua) tahun setelah ditanam.

5) Program hutan rakyat sudah saatnya menjadi Gerakan Hutan
Rakyat (GHR), dan setiap tahun dilaksanakan puncak kegiatan
yang dilaksanakan di provinsi yang berbeda, sebagaimana PPN
zaman orde baru. Puncak Gerakan Hutan Rakyat (PGHR) harus
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10)

; masyarakat untuk
jadi .y bagi seluruh komponen masyar:
x:ﬂm“::ﬁ;: di sgkitar tempat tinggalnya, di sekitar desanya
hingga tidak ada lagi lahan kosong. i s ‘
Bagi perusahaan yang bernuansa perusak alam®, seperti

inyak dan lainnya

tambang batubara, tarpbang minyak :

pm::;a s:?aaar;ian dan agcgrpora te Social Responsibility (CS.R) yang
ada dialokasikan untuk kegiatan Gerakan Hutan Rakyat di daerah

sekitarnya
4 masyarakat yang berhasil

Bagi masyarakat dan kelompok ‘yang k '
me?aksana!{an Gerakan Hutan Rakyat (GHR) perlu diberikan |ns?nt-f:
bukan hanya undangan mengikuti hari kemerdekaan dan sehelai

kertas tanda penghargaan, tetapi perlu diberikan insentif yang
riil dan bermanfaat, seperti bantuan bibit berkualitas dan sarana
pendukungnya.
Segera membuat kebi
untuk pengembangan
seluruh Indonesia.
Membuat kebijakan tentang sistem pemasaran hasil hutan dari
hutan rakyat, dan pusat informasi pemasaran hasil hutan rakyat
di tingkat kabupaten/ kota.

Pemerintah dan swasta harus mampu menyediakan bibit yang
unggul, murah dan mudah didapatkan untuk pengembangan
GHR.

jakan, minimal setingkat Perbup/Perwali
GHR di masing-masing kabupaten/kota di

BAB
TINJAUAN

ADAPTAS!I BUDAYA DAN
PERUBAHAN SOSIAL

A. Hubungan Manusia dan Lingkungan

Menurut Bennet (1976) yang dikutip oleh Kartasubrata (2003),
bahwa hubungan manusia dengan alam pada dasarnya adalah bersifat
kebudayaan, dalam arti nilai-nilai manusia mengenai pencakupan
kebutuhan, atau bersifat sosial, mencakup pengaturan-pengaturan
kelembagaan khusus yang melibatkan pengaruh fisik lingkungan baik
besar maupun kecil. Dari sudut pandang ini, ekologi manusia sangat
akrab hubungannya dengan ekologi kebudayaan (atau ekologi sosial),
yang berarti bahwa studi mengenai pokok-pokok masalah ekologi
pada akhirnya menjadi penjelajahan ke dalam masalah-masalah
kemanusiaan: manusia memperlakukan alam dengan cara sebagaimana
mereka memperlakukan mereka sendiri. Hidir (2004) menekankan
bahwa pemikiran secara postulat menunjukkan bahwa manusia tidak
dapat dipisahkan dari lingkungan. Manusia sebagai individu maupun
kelompok adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan
lingkungannya.

Dalam pemikiran ekosistem, sangat jelas bahwa hutan dan fungsi
hutan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam
memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk
kepentingan kehidupan dan lingkungan. Jutaan masyarakat pedesaan
kehidupannya tergantung kepada produksi dan jasa hasil hutan dari
hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Dilain
pihak, jutaan manusia lainnya baik regional, nasional maupun
internasional yang berada di luar orbit pedesaan juga sangat
memerlukan produksi dan jasa dari sumberdaya alam hutan untuk
rekreasi, penelitian, sumber ekonomi, penjaga lingkungan dan penjaga
kelestarian plasma nuftah untuk kebutuhan manusia, tumbuhan dan
hewan, dan lainnya (Awang, 2003).

Berkaitan dengan ekosistem, Tucker yang dikutip oleh Hidir
(2004) menjelaskan bahwa ekosistem adalah suatu ruang lingkungan

m
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<i dan hubungan timbal-balik berlaku di antara

; : n fisik. Di dalam suatu ekosistem
segala rrgakh:yk :|dupa:azsli|;1%;3233hidup) seperti air, tanah, udara,
ada bagian ling ungan il cungan hidup (biome) yang terdiri dari
sinar matahari, dan ada lingkungan ; Jadi jelaslah, bahw
makhluk-makhluk hidup dan selumh!nterﬂks'"ya- ; J i otar | 2
ekosistem berkenaan dengan fungs! struktur dan ‘;EE i daiarr:naSI
kehidupan organisme dengan lingkungan fisik, ‘er’T‘S ey ya
manusia sebagai makhluk biologis yang .beradaptail. aka i 3 lletlx
Atau dengan kata lain, interaksi manusia dengan [ingku gan adala
pemahaman yang integral dari konsep ekosistem.

Menurut Apriyantono (2006), tidak ada seorangpun yang menolak
bahwa hubungan antara hutan dalam kehidupan manusia sangat!ah
penting. Sangatlah diharapkan terjadinya sinerg dan saling melengkapi
antara alam dan manusia secara harmonis. Awang dkk (2902)
menambahkan, manusia dan alam menjadi bagian yang tidak
terpisahkan, manusia memanfaatkan alam sekaligus menjaganya.
Alam yang potensinya terjaga dan terpelihara akan memberikan
manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakatnya. Lebih jauh
diuraikan hubungan saling ketergantungan dan membututuhkan
antara hutan dan masyarakat yang digambarkan oleh Awang (2004)
sebagaimana dapat kita lihat pada Gambar 1.

dimana semua interak

Aliran Produksi |2

Hasil/ Jasa Hutan
(Production Flow)

@ Kabutuhan Masyarakat | —
 (Needof People) | +—————
e |

Gambar 1. Hubungan Manusia dan Hutan

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
= Hubungan saling membutuhkan

Lebih lanjut Hawley (1950) menjelaskan:

“Organism and environment are threfore two indefinitely
variable factors. The relation between the two is a
fundamental dependence of one on the other, of organism

on environment, It is this relationshi, ' j
) ; ip which constitute
primary concern ", 2R

makgf‘:rli ﬁg;jeladsan di atas dapat kita pahami bahwa hubungan
laup dengan lingkungan alam san i

| gatlah erat dan
ketergantungan satu sama lain. Dengan kata lain, sekiranya adaS?:IgE
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satu yang tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan mempengaruhi
komponen lainnya dan akan berlanjut hingga terjadi penyesuaian
kembali atas perubahan yang telah terjadi tersebut. Sehingga dapat
kita pahami bahwa manusia dan lingkungan hidup begitu penting
untuk dipelajari karena masing-masingnya persifat kontinum saling
berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Horkheimer yang dikutip oleh Awang (2005a), mencoba
menijelaskan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam
pada abad modern ini. Dijaman kejayaan akal budi manusia yang
ditandai dengan akal budi instrumentalis ini ternyata manusia
memandang alam hanya untuk ditindas. Alam tak jadi dirasionalkan
karena ulah manusia modern tadi, akibatnya alampun memberontak
dan manusia kini ganti ditindas. Lebih jauh dijelaskan, dulu manusia
masih bisa menghargai alam, kini tanpa ampun alam harus
ditaklukkan. Orang modern banyak tidak konsisten, karena ketidak-
konsistenan itu maka mengeksploitasi alam yang berlebihan menjadi
sah dan halal (Awang, 2005a; Sindhunata, 1982). Ini juga pernah
diutarakan oleh Rousseau yang dikutip oleh Priyono (2001): "Hutan
adalah pakaian bumi, dan manusia cendrung merobek-robeknya”.
Dalam konteks Indonesia, khususnya kerusakan hutan yang semakin
meluas (diperkirakan laju kerusakan 1,5 juta hektar/tahun, Nandika,
2005), maka pendapat di atas banyak kebenarannya.

B. Konsep Adaptasi Budaya terhadap Lingkungan

Adaptasi manusia telah banyak menarik perhatian para ilmuan
untuk diteliti, seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Hawley
(1950), Bennett (1976), Moran (1982), Geertz (1985), Soemarwoto
(1997), dengan menelaah involusi sosial budaya sebagai bentuk
adaptasi manusia (Gunawan, 2001; Susilo, 2004; Suyadnya, 2005),
serta Koentjaraningrat (1987), mengandung pemahaman bahwa
manusia oleh Tuhan sebagai penciptanya dianugerahi empat daya,
yaitu: a) daya tubuh yang menjadikan manusia memiliki kekuatan
fisik (organ tubuh dan panca indera); b) daya hidup yang menjadikan
manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan
menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan
hidupnya dalam menghadapi tantangan; ¢) daya akal yang
menyebabkan manusia memungkinkan memiliki ilmu pengetahuan
dan teknologi; d) daya kalbu yang memungkinkan manusia memiliki
moral, merasakan keindahan dan lainnya.

Konsep adaptasi pada awalnya dipahami sebagai kajian dalam
ekologi, khususnya ekologi manusia dengan kaitan utamanya adalah
mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya
terutama lingkungan fisiknya. Berdasarkan pemikiran Rambo (1981),
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terjadi (Steiner, 2002). Lebih lanjut menurut Steiner (2002), hal yang
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Pemaknaan yang bisa diambil dari penjelasan di atas, bahwa
adaptasi merupakan sesuatu yang yang dilakukan melalui kemampuan
organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada
lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus
memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat dicapai
melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan toleransi terhadap
elemen-elemen yang terdapat di lingkungan hidupnya. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling pandai
beradaptasi. Melalui adaptasi manusia dapat bertahan hidup dari
berbagai perubahan yang terjadi. Ditambahkan oleh Bennett (1976)
yang dikutip oleh Sukadana (1983), bahwa unsur-unsur kebudayaan
dan efeknya pada unsur-unsur lingkungan hidup merupakan hasil
perilaku manusia yang dikendalikan oleh keputusan dan pilihan
tertentu. Keputusan dan pilihan itu merupakan ekspresi adaptasi
terhada;_) lingkungan hidup dan proses-proses perubahannya. Sehingga
dapat dikatakan bahwa adaptasi sebagai suatu prilaku yang secara
sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa yang ingin
dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian.

Dari sudut perspektif kebudayaan, bentuk adaptasi manusia
terhadap alam sebenarnya masuk dalam kajian ekologi budaya
Perhatian F._-kologi budaya ini ditujukan kepada adaptasi pada du.a;
tataran, ya_ltu sehubungan dengan cara suatu budaya beradaptasi
terhadap lingkungannya, dan kepada institusi-institusi dalam suaty
budaya beradaptasi (Kaplan dan Manners, 1999 yang dikutip oleh
Awang dan Nurhadi, 2005). Menurut Soemarwoto (1997) adaptasi
budaya atau ‘adaptasi kultural merupakan salah satu prose; adaptasi
yang dla!amr _cleh masyarakat. Adapun adaptasi sendiri berarti
penyesuaian diri dengan lingkungan yang berubah disekitarnya

Adaptasi menurut Hawley (1950) m
' erupakan suatu pemak
yang digunakan untuk menjelaskan bentuk perjuaFr)rgan 2::3
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perlawar}an untuk mempertahankan diri secara spesisfik, kreatif dari
berbagai aspek. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa: “ Adaptation is

the securing and conserving of control over the environment®,
maknanya bahwa adaptasi merupakan keterjaminan dan
keterpeliharaan terhadap lingkungan yang dikontrol. Adapun menurut

Sukadana (1983), konsep adaptasi berpangkal pada suatu keadaan

lingkungan hidup yang merupakan problem untuk organisme dan

penyesuaian atau adaptasi organisme itu merupakan penyelesaian
dari problem tersebut.

Berdasarkan pendapat Haviland (1981), mengemukakan tentang
adaptasi, yaitu:

"adaptation is the possession of anatomical, physiological,

andfor behavioral characteristic that foster the survival of

organism in the special environment conditions in which

they are generally found .

Makna yang bisa jelaskan bahwa pada prinsipnya adaptasi
merupakan proses penyesuaian diri manusia (sebagai bagian dari
sistem sosial) untuk merespon terhadap perubahan-perubahan di
sekelilingnya termasuk lingkungan fisik dan sosial budayanya. Asumsi
penjelasan di atas berkembang karena adanya pemikiran bahwa
manusia dan lingkungannya bukan merupakan suatu hal yang bersifat
stagnan atau statis. Proses adaptasi sangatlah dinamis karena
lingkungan dan populasi manusia berubah terus.

Adaptasi pada dasarnya merupakan suatu kerangka teoritis untuk
memahami mekanisme yang diciptakan manusia untuk menyesuaikan
diri mengatasi atau menyesuaikan lingkungan dengan kehidupan dan
keinginan-keinginannya. Untuk itu maka dapat kita katakan bahwa
adaptasi merupakan suatu proses di mana organisme atau kelompok
organisme, termasuk kelompok-kelompok sosial seperti keluarga,
kerabat, suku bangsa, negara atau pada pokoknya masyarakat dan
ekosistemnya, mempertahankan keseimbangan (homeostasis) untuk
menghadapi lingkungannnya (Rapaport yang dikutip oleh Nurjaya,
1998).

Menurut Sztompka (2004), adaptasi merupakan salah satu dari
hasil akhir proses sosial, yaitu dengan penyesuaian diri yang
memungkinkan terpeliharanya struktur sosial yang stabil meskipun
terjadi perubahan lingkungan. Adaptasi yang dilakukan oleh manusia
terhadap lingkungannya menunjukkan adanya interaksi antara manusia
dan lingkungannya. Dalam pendekatan ekologi manusia (human
ecology) menekankan/menunjukkan adanya hubungan saling terkait
(interplay) antara lingkungan fisik dan sistem sosial/budaya.
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i _Hal ini berarti pula bahwa dalam
?netﬁ:::i:;ap;g:gk:n";ﬁgnkeunng’;:nrﬁnusia menggunakan kebudayaan,
Kebudayaan dalam perspektif ilmu sosial memiliki banyak iem?h?n;an,
seperti dalam kajian sosiologi dan antropologl- Secara keselu UI an
terdapat beberapa perspektif dalam melihat k_ebudayaa_n. misalnya
kebudayaan dilihat sebagai sistem yang saling berkaitan secara
fungsional, sebagai sistem simbol, sebagai sistem kognitif atau sebagai
sistem adaptif.

Dalam adaptasi sosial dikenal konsep strategi adaptasi (adaptive
strategy) sebagai sintesa dari tingkah laku adaptif dan tindakan
strategis. Strategi adaptif mengacu pada setiap tingkah laku untuk
memenuhi kepuasan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa strategi adaptif menyangkut aspek
negatif yang menuju keberhasilan usaha manusia melalui tindakan
tindakan spesifik yang memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan
yang diinginkan. Namun sebenarnya usaha untuk mengatas
lingkungan hidupnya tidak selalu bersifat adaptif, ada juga usaha
usaha yang bersifat tidak adaptif (maladaptive).

Menurut Gunawan (2001) berkaitan dengan kebudayaan,
penyesuaian atau adaptasi akan dilakukan oleh masyarakat (manusia)
jika kebudayaan masyarakat telah berubah. Penyesuaian budaya
(cultural adjustment) dilakukan untuk merespon dengan cepat kepada
perubahan-perubahan di lingkungannya. Penyesuaian dalam bidang
kebudayaan termasuk di dalamnya lingkungan sosial politik (-
kebijakan baru seperti program hutan rakyat-), yang merupakan
suatu hal yang penting. Hal ini mengilustrasikan bagaimana manusia
harus saling berhubungan antar sesamanya untuk tetap survive dalam
perubahan. Aspek perubahan meliputi distribusi lahan-lahan pertanian,
pola migrasi dan pola hubungan antara individu (keluarga) dengan
tetangga atau masyarakat lainnya (Haviland, 1981).

Hidir (2004) menyimpulkan bahwa sebenarn ;
Hidi ’ ya konsep adaptasi
rnel_:putu t:.lua.hai yaitu: a) adaptasi merupakan konsep yang diapn:zil
darj studi biologi untuk menjelaskan proses genetika dan pola
perilaku suatu organisme dengan lingkungannya. Konsep ini dikenal
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dengan adaptasi genetik; b) adaptasi sebagai konsep biologi kemudian
dikembangkan dalam disiplin ilmu sosial yang berhubungan dengan
perubahan budaya, seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi
dan psikologi. Konsep adaptasi ditransfer menjadi konsep untuk
menjelaskan gejala psikologis dan kebudayaan dalam proses-proses
yang bersifat evolusi. Konsep ini biasanya disebut adaptasi somatis.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa terdapat tiga jenis adaptasi, yaitu:

1) Adaptasi fisiologis, berdasarkan kemampuan tubuh (fisik atau
fisiologinya) untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan;

2) Adaptasi morfologi, berdasarkan atas bentuk tubuh terhadap
lingkungan; dan

3) Adaptasi kultural, berdasarkan kelakuan baik secara individual
maupun kelompok. Adaptasi kelakuan berproses dalam suatu
sistem lingkungan dan pada akhirnya melahirkan adaptasi kultural.
Adaptasi kultural menyangkut penyesuaian dengan pranata sosial,
adat istiadat dan berbagai aktivitas manusia dari waktu ke waktu
dan menyatu dengan manusianya.

Berdasarkan pemahaman Soekanto (1983) yang dikutip oleh Hidir

(2004), mengatakan bahwa adaptasi mencakup:

1) Adaptasi komunal, yaitu proses penyesuaian dengan lingkungan
yang terjadi sebagai akibat tidak langsung dari pengorganisasian
penduduk;

2) Adaptasi eksternal, yaitu proses penyesuaian dari struktur sosial
terhadap lingkungan sosial;

3)  Adaptasi genetik, yaitu penyesuaian individu terhadap lingkungan;

4) Adaptasi individual, yaitu penyesuaian individu terhadap
lingkungan sebagai akibat langsung dari usaha individu yang
secara tidak langsung merupakan akibat kegiatan penduduk yang
terorganisir;

5) Adjustment, yaitu proses dalam hal:

a) Merubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan,

b) Perubahan dalam satu sistem sebagai tanggapan terjadinya
perubahan lain dalam sistem yang sama,

¢ Penyesuaian individu terhadap lingkungan sosial,

d) Penyesuaian individu untuk menyalurkan ketegangan, dan

e) Penyesuaian individu terhadap norma-norma.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, sangatlah mustahil untuk
memahami adaptasi tanpa mengacu pada suatu lingkungan tertentu.
Pada dasarnya adaptasi dapat diartikan sebagai proses yang
menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya (Kaplan dkk,
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Dikaitkan dengan hutan, maka r
sebagai lingkungan harus dipersepsi

(ekosistem) yang tidak hanya terdiri d re
hutan kayu dan non kayu (forest product), tetapi juga terdapat

komunitas-komunitas (manusia) di dan sekitar k_awasan hutan. Jadi,
dimensi manusia sebagai bagian dari ekosistem hutan harus
dimasukkan, diperhitungkan dan diakomodasi dalam sistem
manajemen pengusahaan sumberdaya hutan (lingkungan). Menurut
Westoby; Masserschmidt, 1992 yang dikutip Nurjaya (2006): "Forestry
is not about trees, it is about people. And it is about trees only
insofar as trees can serve the need of the people®. Pendapat Westoby
tersebut dapat kita maknai bahwa keberadaan hutan bukan hanya
sebatas pepohonan saja, tetapi juga berkaitan dengan manusia, dan
keberadaan pepohonan hanya akan bermakna jika pepohonan tersebut
dapat memberikan manfaat kepada manusia.

Dalam kajian ini, adaptasi budaya masyarakat pedesaan hutan
terhadap program hutan rakyat merujuk pada pendapat Steiner
(2002), mengungkapkan bahwa adaptasi merupakan sesuatu yang
dilakukan melalui kemampuan organisme (manusia) untuk mengatasi
keadaan yang ada pada lingkungannya dan memanfaatkan
sumberdaya tersebut sekaligus memeliharanya. Hal ini didukung
pendapat Rambo (1981) bahwa adaptasi yang dilakukan oleh manusia
Eemaﬁapliingkungannya menunjLI:Ir.kan adanya interaksi antara manusia

an lingkungannya, terutama lingkungan fisik dan sosial
Menurut Weber; Thomson dan JeremE:! (1971) yang dikut?:dc?lﬁ;
Mulyana (2004) individu bersifat aktif reflektif dan kreatif dan terus
bertl.abah sehingga masyarakat pun berubah melalui interaksi
Sehlr;)ggl]a d?pat disimpulkan bahwa interaksilah yang dianggap;
vma;;afakg?nng yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur
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dipergunakan adalah tindakan rasional (Weber) dan juga dengan
perspektif interaksionisme simbolik (Mead). Menurut teoretisi
interaksionisme simbolik bahwa kehidupan sosial pada dasarnya
adalah "interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol.

Menurut Jones (1985) yang dikutip oleh Mulyana (2004),
interaksionisme simbolik berpandangan bahwa perilaku manusia pada
dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di
sekeliling mereka, perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan
berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Atau
sebagaimana pendapat Blumer, tindakan manusia adalah bertujuan,
untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya, ia merencanakan
sebelum bertindak dan merevesinya ketika ia memasuki situasi yang
berubah atau sebelumnya tidak terlihat (Mulyana, 2004). Proses
interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus
secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon,
tetapi antara stimulus yang diterima dan respon Yyang terjadi
sesudahnya terdapat proses interpretasi antar aktor (Blumer; Basrowi
dan Soenyono, 2004b). Kasus pada masyarakat Desa Malilingin dan
Desa Pualam Sari dalam melaksanakan program hutan rakyat
diharapkan dapat dilihat dari adaptasi budaya dengan pisau analisis
perspektif ini, karena diduga selama program hutan rakyat berlangsung
hingga sekarang telah terjadi tindakan rasional aktor yang
tergambarkan melalui interaksi dan interpretasi mereka terhadap

kegiatan tersebut.

C. Teori Tindakan Rasional Max Weber

Weber: Thomson dan Jeremy (1971) yang dikutip oleh Mulyana
(2004) mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia
ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap
perilaku tersebut. Tindakan sosial baginya adalah tindakan yang
disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri,
yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya,
berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya
masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Karena itu
bagi Weber, masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari
orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang
bermakna.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber; Ritzer (2003);
Basrowi dan Soenyono (2004b); Bachtiar (2006) membedakannya
kedalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin
mudah dipahami. Keempat tipe tersebut adalah:
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aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan.

2 Werktrational action (tindakan rasionalitas tujuan). Tinda k_an yang
melihat alat-alat hanya sekedar pertimbangan dan perhitungan
yang sadar sebab tujuan yang terkait dengan nilai-nilai sud_ah
ditentukan. Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat men.ilal
apakah cara-cara yang dipilihnya itu meru_pak_an yang pah{:g
tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain.
Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara
mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun
tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya
sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua
ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena
itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

3) Affectual action (tindakan dibuat-buat). Tindakan yang dilakukan
dan didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual
atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini sukar dipahami,
kurang atau tidak rasional.

4 Traditional action (tindakan atas dasar kebiasaan). Tindakan yang
dﬂakl.lks:"l berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan, tanpa refleksi
yang sadar.

1)

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya merupakan
tanggapan secara qtomtis terhadap rangsangan dari luar, tidak
termasuk k:ldalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi
sasaran penelitian sosiologi. Namun, pada waktu tertentu kedua ti
M '. 8 pe
tmdakalj tersebut dapat berubah menjadi tindakan penuh arti sehingga
dapat dipertanggung-jawabkan untuk dipahami.

Konsep kedua dari Weber adalah tentan i

:  kedua dar e g antar hubungan sosial
(social re::‘omh:p}. Didefinisikannya sebagai tindakan yang beberapa
orang aktor yang berbeda~bed§. sejauh tindakan itu mengandung
1_.mai:naml ; dan dlhubqngkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain

ak semua kehidupan kolektif memenuhi syarat sebagai antar
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hubungan sosial. Jika tidak ada saling penyesuaian (mutual
orientation) antara orang yang satu dengan orang yang lain maka
di situ tidak ada antar hubungan sosial, meskipun ada sekumpulan
orang yang diketemukan bersamaan (Ritzer, 2003).

Bertolak c!ari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar
hubungan sosial itu, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang
menjadi sasaran penelitian sosiologi, yaitu (Ritzer, 2003):

1) Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna
yang subyektif, meliputi berbagai tindakan nyata.

2) Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan
bersifat subyektif.

3) Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan
yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan
secara diam-diam.

4) Tindakan diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa
individu.

5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah
kepada orang lain itu.

Jadi menurut Weber, masyarakat adalah suatu entitas aktif yang
terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-tindakan
sosial yang bermakna. Pemikiran Weber ini dianggap sebagal payung
teori interaksionisme simbolik (Mulyana, 2004).

Orientasi teori tindakan rasional di atas, jika dikaitkan dengan
penelitian adaptasi budaya masyarakat terhadap suatu kebijakan baru
(program hutan rakyat), maka keberhasilan program di atas terhadap
dua desa penelitian akan dapat digali dari tindakan-tindakan yang
telah dilakukan, dan selanjutnya akan dilakukan oleh masyarakat
desa tersebut terhadap program hutan rakyat, dan makna tindakan-
tindakan yang terselubung (covert) dalam bentuk pikiran (ide) yang
melatarbelakangi tindakannya. Faktor sosial budaya apa saja yang
membatasi aktor dalam memilih tindakannya dalam mendukung
program hutan rakyat dan bagaimana budaya mereka dapat
beradaptasi sehingga program tersebut berhasil, juga merupakan hal
yang akan dianalisis melalui teori tindakan rasional Weber tersebut.

D. Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut Natanson (1963) yang dikutip oleh Mulyana (2004),
perspektif interaksionisme simbolik sebenarnya berada di bawah
payung perspektif yang lebih besar yang sering disebut perspektif
fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis
sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan
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ia dan makn
i anggap kesadaran manusia na
ilmu 59:;3|5Y:e"t?agr:ie"g)kug§guntuk memahami tindakan  sosial,
i is atas realitas sosial rner:jganggap dunia
tersu i i ktivitas kesadaran yang salah

i biektif sebagai terbentuk dalam a
Is:tunyalhasiinya adalah ilmu alam. Dua pgnd_ekatan utama dalam
tradisi fenomenologis adalah interaksionisme simbolik dan

etnometodologi.
oleh Raho (2002) mengatakan bahwa

Huber (1973) yang dikutip :
arsitek utama dari interaksionisme simbolik adalah George Herb‘en
Mead. Buku bacaan utama yang berasal dari kumpulan bahan kuliah

yang diberikannya di Universitas Chicago yang Imendaskgsa'kan antara
lain tentang Mind, Self and Society. pemikiran-pemikiran M‘ead
banyak dipengaruhi oleh William James dan {ohn Dewey (aliran
pragmatisme) dan John B. Watson (aliran behaviorisme). Mead juga
sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, bahwasanya organisme
secara berkelanjutan terlibat dalam usaha penyesuaian diri dengan
lingkungannya sehingga organisme itu mengalami perubahan yang
terus menerus, sehingga dia melihat pikiran manusia sebagai sesuatu
yang muncul dalam proses evolusi alamiah. Pemunculannya itu
memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif
dengan alam (Basrowi dan Soenyono, 2004b).

Berdasarkan kajian Raho (2002), pemikiran Mead bahwa manusia
memiliki kemampuan untuk berpikir membedakan interaksionisme
simbolik dari akarnya behaviorisme. Menurut Mead, aktivitas
tersembunyi (covert activity) manusialah yang membedakannya
dengan hewan, atau tindakan sosial (social act) harus
mempemmpangkan aspek tersembunyi perilaku manusia (Meltzer,
1978 yang dikutip oleh Mulyana, 2004). Esensi interaksionisme simbolil&
ada!ah‘suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni
komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. =

Prinsip Dasar Interaksionisme Simbolik

Ritzer (1996); Raho (2002); Mul i
: er | ; ; ; yana (2004), mer i
interaksionisme simbolik kedalam prinsip-prinsip, sebag.la?%ke“:?kttj?n
1) Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi d ‘
kemampuan untuk berpikir. ' ak

2) Kernampuan berpikir it i t a m g melalu
X i . e ban i
interaksi sosial, khususnya melaluj proses sosialisasi. ol

3) Dalam interaksi sosial oran '
; g belajar mak :
memungkinkan mereka menerapkfan kemanl'r?pﬂz: ;'t:"bOT ad
sebagai manusia, yakni berpikir. as mereka
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4)

7)

Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan
(action) dan interaksi yang khas manusia.

Manusia mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol
yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan
interpretasi mereka atas situasi. Dengan kata lain, manusia bisa
melakukan pilihan-pilihan.

Manusia mampu membuat modifikasi atau perubahan karena
mereka mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan diri
sendiri atau self yang memungkinkan mereka bisa melihat
keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan dan kemudian
memilih satu diantaranya.

Pola-pola aksi dan interaksi yang jalin menjalin ini membentuk
kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat.

Dari ke-tujuh item prinsip-prinsip interaksionisme simbolik di

atas, maka adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan
rakyat akan dilihat lebih mendalam berkaitan dengan item 2 (dua),
3 (tiga), 5 (lima) dan 7 (tujuh) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

2)

Kemampuan berpikir

Menurut perspektif interaksionisme simbolik, manusia harus
memiliki otak supaya ia bisa mengembangkan akal budinya
tetapi otak tidak otomatis menciptakan akal budi, sebab binatang
juga mempunyai otak namun tidak bisa berpikir. Interaksionisme
simbolik tidak melihat akal budi sebagai benda (a thing) atau
struktur fisik melainkan suatu proses yang berkesinambungan.
Proses ini adalah bagian dari proses yang lebih luas aksi dan
reaksi. Akal budi berhubungan erat dengan konsep-konsep lain
dalam interaksionisme simbolik termasuk sosialisasi, makna,
simbol, interaksi dan masyarakat.

Berpikir dan interaksi

Kemampuan manusia untuk berpikir sudah dibentuk dalam
sosialisasi pada masa anak-anak dan berkembang selama sosialisasi
pada masa dewasa. Bagi teori lainnya, sosialisasi dilihat sebagai
proses dimana individu mempelajari hal-hal supaya mereka bisa
bertahan hidup di dalam masyarakat. Namun bagi interaksionisme
simbolik, sosialisasi adalah proses yang bersifat dinamis, dalam
proses ini, manusia tidak cuma menerima informasi melainkan
juga menginterpretasi dan menyesuaikan informasi itu sesuai
dengan kebutuhannya (Raho, 2002).

Interaksi adalah suatu proses dimana kemampuan untuk berpikir
dikembangkan dan diungkapkan. Segala macam interaksi
menyaring kemampuan manusia untuk berpikir, hasil pikiran
akan mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku (tindakan).
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laku, seorang aktor harus
B kshanyakar g mutuskan bagaimana harus

kan orang lain dan me : .
rﬁﬁTﬁu;iu supaya cocok dengan orang lain. Pentingnya

i imbolik sebagaimana

ir bagi interaksionisme sImY: :

gir;;ﬁ:‘b;'trapr:kﬂlumegr. yang membedakarl; 'tLgil m::)alr:y;b]aert]
i bstrak. Setiap objek mel L .

yaitu fisik, sosial dan a BN ok, mampelala

.beda untuk setiap aktor. Individu selajar

:\c::::-;akna dari objek-objek tersebut selama proses sosialisasi,

tz vang sejalan dengan pemikiran _Meaq {1964}

xzr;ug;:uilc:uoleg Mﬂlyana (2004), dalam mterdlt(sul ta't;}‘pqglkl;ka
makna rangsangan yang dicari dan dltafsirkan oleh sqf g aktor
secara khas merujuk kepada motif aktor lamnya,an] terbag:
dua yaitu "motif untuk® (in-order-to motives) dan "motif karena
(because motives). Selama proses interaksi, terdapat pertukaran
motif antara para aktor yang terlibat.
Pendapat lain yang menjelaskan tentang interaksi dapat pula kita
kutip dari penjelasan Kinch yang dikutip oleh Abraham (1982),
dalam interaksi setidaknya ada 4 (empat) variabel yang saling
mempengaruhi, yaitu actual response of others toward him, his
perception of th response of other toward him; the individual’s
self-concept; his behaviour.

Maka dapat pahami bahwa pengalaman menerima respon
dari orang lain akan berpengaruh terhadap persepsi yang ada,
dari persepsi yang telah dibuat akan menghasilkan konsep baru,
dimana konsep baru ini akan mempengaruhi kelakuannya, dan
proses ini akan berulang dan saling berkaitan satu sama lainnya.

Membuat pilihan-pilihan

Menurut Thomas (1928) yang dikutip oleh Berry (1981), menyatakan
bahwa caranya seorang individu mendefinisi situasi menjadi
dasar darl cara-cara ia bertindak dalam situasi tertentu. Berbagai
macam tindakan akan dapat dijelaskan jika kita manfpu
memahami cara-cara orang yang bersangkutan mendefinisikan
situasi. Kebanyakan definisi situasi yang kita buat didasarkan
pada definisi situasi yang sudah diberikan oleh masyarakat
seperti oleh institusi keluarga dan masyarakat, Namun sebenarnya'
manusia juga mampu memberikan definisi situasi yang herbed.;
yang memungkinkan mereka bisa memilih dan memodifikasi arti
dan simbol yang ada. Manusia mampu melakukan pilihan-pilihan
yang bebas dan unik, atau mampu mengembangkan suatu
kehidupan yang mempunyai keunikan dan gayanya sendiri

Kelompok-kelompok dan Masyarakat .

Menurut Blumer (1976) yang dikutip oleh Raho (2002), masyarakat

r————_
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tidak terbuat dari struktur-struktur yang bersifat makro, esensi
dari masyarakat harus ditemukan di dalam aktor-aktor dan
tindakannya. Masyarakat manusia harus dilihat sebagai terdiri
dari orang-orang yang sedang bertindak dan kehidupan masyarakat
harus dilihat sebagal terdiri dari tindakan-tindakan mereka.
Kehidupan kelompok adalah keseluruhan tindakan yang sedang
berlangsung, Struktur-struktur makro memang menetapkan
kondisi-kondisi dan batasan-batasan terhadap tingkah laku
manusia tetapi ia tidak menentukan tingkah laku itu. Struktur
makro menjadi penting sejauh aktor memberikan arti kepadanya.

Beberapa pokok pikiran Mead dalam tulisannya Mind, Self and

society dapat dipaparkan sebagai berikut: tentang Mind (akal budi)
antara lain adalah:

a) Akal budi bukan sebagai satu benda, melainkan sehagai satu
proses sosial;

b) Akal budi manusia secara kualitatif berbeda dengan binatang,
karena kebanyakan tindakan manusia melibatkan suatu proses
mental, yakni antara aksi dan reaksi terdapat suatu proses
yang melibatkan pikiran;

¢ Untuk mempertahankan keberlangsungan suatu kehidupan
sosial, maka para aktor harus menghayati simbol-simbol
dengan arti yang sama;

d) Simbol-simbol verbal (bahasa) adalah penting;

e) Konsep tentang arti (meaning) aslinya tidak berasal dari akal
budi melainkan dari situasi sosial. Lebih lanjut dijelaskan
bahwa simbol-simbol itu memiliki makna atau isyarat yang
berarti bagi penggunanya atau komunikator dan orang lain
sebagal komunikan. Simbol itu terdapat dalam bentuk: a)
kata, yang mewakili objek ide, nilai-nilai, fisik dan perasaan;
b) perlakuan, yang meliputi apa yang dilakukan,
diberitahukan, dipikirkan, yang dilihat ataupun yang
diniatkan; ¢) objek, yang memiliki kualitas simbol; dan d)
bahasa, yang kaya akan simbol (Garna, 1996).

Menurut Mead, se/f (diri) bukanlah suatu objek melainkan suatu

proses sadar yang mempunyai beberapa kemampuan antara lain
seperti:

1

2)

Kemampuan untuk memberikan jawaban atau tanggapan kepada
diri sendiri sebagaimana orang lain juga memberikan jawaban
atau tanggapan;

Kemampuan untuk memberikan jawaban sebagaimana
‘generalized other' atau aturan, norma-norma, hukum memberikan
jawaban kepadanya;
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i am percakapannya
3 Kemampuan untuk mengambil bagian galam P y
sendiri dengan orang iam:d e 1ol
uan untuk menyadarl ap
y ::rTaI::g'lampuan untuk menqgunaka
menentukan apa yang harus dilakukan
(Raho, 2002). ' )
Untuk society (masyarakat), pada tingkat P;""gn;‘"‘rl‘;::s “:L-‘-::I
menggunakan istilah masyarakat (society) yang Mera ara‘:( i
tanpa henti yang mendahului pikiran dan 'd_lrl.‘ asyD |E.Sp 2003?
perannya dalam membentuk pikiran dan diri (Ritzer- :’UQ i - ;
Garna (1996) menguraikan bahwa semua kelompo maS_YacI;?_at,
organisasi, komunitas dan masyarakat terbentuk oleh para in ividu
yang melakukan interaksi. Karena itu syatu masyarakat !alah para
individu yang sedang melakukan interaksi dalgm mengambil peranan,
komunikasi dan melakukan interpretasi yang ber§§ma—sama
menyesuaikan tindakannya, mengarahkan dan kontrol diri.

Dalam menganalisis tindakan, Mead (1939); Schmitt dan Schmitt
(1996); Ritzer-Douglas (2003) mengidentifikasi empat basis dan tahap
tindakan yang saling berhubungan yang mencerminkan satu kesatuan
organik. Tahap pertama, dorongan hatifimpuls (impulse) meliputi
stimulasi/rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera
dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan
sesuatu terhadap rangsangan itu; tahap kedua, persepsi (perception),
aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang
berhubungan dengan impuls melalui pendengaran, rasa dan
sebagainya; tahap ketiga manipulasi (manipulation), yakni
memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan
objek itu; tahap empat konsumsi (consumption) atau pelaksanaan,
yaitu mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang
sebenarnya. )

Berdasarkan uraian teoritis di atas, setidaknya untuk saat ini
pengliti melihat bahwa keberhasilan program hutan rakyat di Desé
Malilingin dan Desa Pualam Sari tidak terlepas dari adaptasi budaya
melalui interaksi dan interpretasi mereka terhadap program tersebut
Bentulg adaptasi budaya yang mengapa dan bagaimana teriadinyé
a_kan ditelusuri melalui interaksi masyarakat dalam bentuk tindakan-
tindakan yang mendukung kegiatan fisik lapangan (perencanaan
penanaman dan pengawasan, hasil) dan administrasi (kelompak tani]'
sehingga interpretasi mereka terealisasikan melalui tindakan-tindakanr
mendukung tersebut. Berdasarkan pemahaman kami, dapat dikatakan
bahw:':i ‘masyarakat peserta program hutan rakyat di kedua desa lokasi
penelitian mempunyai kemampuan berpikir mengenai program huta :
rakyat yang dilaksanakan di desa mereka, kemudian melalui interaksr:

ng sedang dikatakannya
n kesadaran itu untuk
pada tahap berikutnya
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(komunikasi dan sosialisasi) mereka membuat pilihan-pilihan, pilihan
tersebut antara lain adalah ikut berpartisipasi dalam program hutan
rakyat. Pilihan berpartisipasi tidak lepas dari pengaruh interpretasi
masyarakat (aktor), baik yang dipengaruhi oleh diri (se/f) maupun
dari luar (generalized other).

Kritik dan Pujian atas Teori Interaksionisme Simbolik

Beberapa kelemahan atau kritik yang dikemukakan oleh sebagian

pakar terhadap teori interaksionisme simbolik yang dibangun oleh
Mead yang dirangkum oleh Mulyana (2004), antara lain adalah:

)

2)

3)

4)

Teori interaksionisme simbolik adalah teori yang terlalu agung
(grand), konsep-konsepnya longgar, samar dan membingungkan,
sehingga tidak dapat memberikan basis bagi teori dan penelitian
Konsep generalized other terlalu umum dan tidak merinci orang
lain secara spesifik (Kelsen, 1981). Belakangan dimodifikasi menjadi
'kelompok rujukan' atau 'reference group' (Shibutani, 1961).
Terlalu menekankan aspek mikro masyarakat, interaksi tatap
muka dari pada sifat struktural masyarakat.

Mengabaikan faktor-faktor seperti kebutuhan, motif, maksud dan
aspirasi (Meltzer, 1975).

Beberapa kelebihan atau pujian atas teori interaksionisme simbolik

antara lain (rangkuman Mulyana, 2004)

a)

b)

9

Gagasan-gagasan interaksionisme simbolik banyak digunakan
sebagai basis dari berbagai kajian etnografik.

Kekuatan utama terhadap makna yang bersifat empiris, menjawab
pertanyaan dengan melihatnya langsung, menelaah dunia nyata,
dan mengevaluasi bukti yang terkumpul. Memusatkan perhatian
pada dunia dan pengalaman hidup yang nyata dan
memperlakukan teori sebagai sesuatu yang harus disesuaikan
dengan dunia empiris (Blumer, 1969)

Telah mengilhami berbagai teori seperti teori peran (role theory),
teori kelompok rujukan (reference-group theary), teori diri (self-
theory)

Mead telah meningkatkan penerimaan atas pandangan bahwa
perilaku manusia dengan mendefinisikan situasi yang
memungkinkan manusia bertindak, yakni pandangan bahwa
perilaku khas manusia adalah perilaku berdasarkan apa yang
disimbolisasikan oleh situasi (Meltzer, 1978).
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E. Perubahan Sosial . :
perubahan sosial menjadi perbinca

t bahwa peru
x?:t::hgznl?u::;g es:rzﬂ?ahan-perubahan budaya menekankan pada

: ilai n perubahan sosial pada sistem
:2{::1123923:“;::\9“I:'::nsgea(iz:g:zgkzh jaku anggota masyarakat
Basrowi dan Soeyono, 2004a)
( Gillin dan Gillin (Basrowi dan Soeyono, 2004'aaisir3§:y§at::-tck:r:
bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatykusnrena pilipk
hidup yang telah diterima, yang disebabkan bai r: Ui
perubahan kondisi georgafis, kebudayaan mater ar,._ pots
penduduk, ideologi, maupun karena difusi atau pem:‘mu of‘al g
Sedangkan Mav Iver menekankan bahwa pgruba a_nrs fl L
perubahan-perubahan dalam hubungan sgsnal (social re a_l%s. ip
atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium)
hubungan sosial.

Pada dasarnya ciri-ciri perubahan sosial (Basrowi dan Soeyono,

2004a) adalah :

1) Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembanganr?ya,_ karena
setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara
lambat atau secara cepat.

2) Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dikategorikan
Smelser sebagai berikut :

a) Social proces: the circulation of various rewards, facilities,
and personel in an existing structure.

b) Segmentation: the proliferation of structural units that do
not differ qualitatively from existing units.

¢) Structural change: the emerge of qualitatively new
complexes of roles and organization.

d) Changes in group structure: the shifts in the composition of
groups, the level of consciousness of groups, and the
relations among the group in society.

ngan oleh beberapa ahlj,
bahan sosial lekat dengan

Menurut Sudharto dalam Karim (1985), ada tiga penyebab
terjadinya perubahan sosial, yaitu: a) faktor biologis, terutama faktor
demografis seperti pertambahan penduduk dan migrasi; b) faktor
kebudayaan, yang beranggapan bahwa terdapat hubungan erat antara
sistem budaya yang meliputi sistem nilai, kepercayaan, norma, aturan,
kebiasaan dengan pola hubungan antar manusia dalam masyarakat;
¢) faktor teknologi, yang berkaitan dengan adanya berbagai penemuan
dan inovasi baru yang akan senantiasa melibatkan berbagai akibat
sosial yang sebagian dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial.

Tinjauan Adaptasi Budaya dan Perubahan Sosial

Berdasarkan bentuknya, maka perubahan sosial dapat berbentuk
perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan yang pengaruhnya
kecil dan pengaruhnya besar, dan perubahan yang dikehendaki
(intended change) dan yang tidak dikehendaki (unintended change).

Secara umum ada dua bentuk perubahan sosial yaitu perubahan
evql usi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan
sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam kurun waktu
yang cukup lama tanpa ada kemauan tertentu dari masyarakat yang
bersangkutan (Syarbaini, 2009). Perubahan ini berlangsung mengikuti
kondisi perkembangan masyarakat, sejalan dengan usaha-usaha
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perubahan
sosial terjadi karena dorongan masyarakat dalam menyesuaikan diri
terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan
masyarakat pada waktu tertentu.

Sorokin yang dikutip oleh Syarbaini (2009) berpendapat bahwa
masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing
didasarkan pada suatu sistem kebenaran. la membedakan dalam tiga
tahap yaitu, tahap pertama dasarnya adalah kepercayaan, tahap
kedua dasarnya adalah panca indera manusia dan tahap ketiga
dasarnya adalah kebenaran. Inilah yang di sebut dengan unilinear
theory of evolution, yaitu satu dari tiga golongan teori perubahan
evolusi oleh Alex Inkeles.

Dua golongan lainnya yaitu universal theory of evolution yaitu
pandangan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui
tahap tertentu yang tetap, melainkan berubah dari hasil perkembangan
kelompok homogen kepada kelompok heterogen. Dan multilined
theories of evolution yaitu pandangan bahwa perubahan terjadi
karena pengaruh dari berbagai aspek, seperti pengaruh sistem mata
pencaharian, sistem berburu ke bertani, dan lain-lain.

Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan yang
berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan
sebelumnya. Unsur pokok dari revolusi adalah adanya perubahan
cepat dan perubahan itu mencakup sendi-sendi pokok kehidupan
masyarakat. Perubahan revolusi sering diawali dengan ketegangan
atau konflik sosial yang sulit dihindari, bahkan tidak terkendali
sehingga menjadi suatu tindakan revolusi.

Steward yang dikutip oleh Poerwanto (2000) membuat gagasan
evolusi garis lurus banyak (multilinier), dimana ia melihat perubahan
budaya dari sudut pandang adaptasi. Steward mengemukakan tiga
macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan teoritis evolusi kuno dan teori yang menganggap
perkembangan evolusi sebagai garis lurus.
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Steward juga telah memperkenalkan teori ekologi budaya pada
permulaan tahun 1930-an. Inti dari teori ini adalah bahwa Ilngkungap
dan budaya tidak bisa dilihat terpisah, tetapi merupakan hasil
perpaduan dari proses dialektika. Oleh karena itu lingkungan dan
budaya tidak berdiri sendiri tapi tumbuh bersama dan saling
mempengaruhi.

Berdasarkan jenjang atau tingkat-tingkat perubahan, Sudharto
dalam Karim (1985), dengan pendekatan sistem menggambarkan
jenjang perubahan sebagaimana pada Gambar 2. Pada Gambar 2
yang berbentuk segi tiga, dimulai dari pendekatan secara mikro yakni
terjadinya interaksi antara sumber manusia (Sm) dengan sumber alam
(Sa) dan teknologi (Tk) pada tingkat pertama menimbulkan perubahan
pada sub sistem tingkat pendapatan (Tp), hubungan kerja (Hk) dan
hubungan sosial (Hs) pada tingkat yang kedua. Sedangkan pada
tingkatan yang ketiga interaksi berulang ini mempengaruhi sub
sistem ekonomi (Ek), sub sistem sosial (Sos) serta sub sistem budaya
(Bud). Pada titik kulminasi dari perubahan ini akan tercipta nilai baru
yang di anut oleh suatu masyarakat.

lSa_mpai pada tingkat yang bagaimana perubahan sosial yang
terjadi, tergantung seberapa jauh daya mampu interaksi pada tingkat
yang pertama. Dapat terjadi perubahan hanya sampai pada tingkat
yang pertama yaitu naiknya pendapatan, berubahnya hubungan
sos]al dan hubungan kerja. Namun pada saat yang lain dapat juga
terjadi perubahan itu sampai mampu menciptakan nilai-nilai baru.

Tinjauan Adaptasi Budaya dan Perubahan Sosial SIS

Gambar 2. Jenjang Perubahan Sosial

Keterangan: (1) = Nomor urut jenjang
Jenjang 1 terdiri:
Tk = Teknologi;
Sm = Sumberdaya manusia;
Sa = Sumberdaya alam;
Jenjang 2 terdiri:
HK = Hubungan kerja;
Tp = Tingkat pendapatan;
Hs = Hubungan sosial;
Jenjang 3 terdiri:

Sos = Sosial;
Ek = Ekonomi;
Bud = Budaya

Jenjang 4 berupa nilai-nilai yang berubah
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A. Alur Pikir Penelitian

Penelitian dengan mengambil setting alamiah pada Desa Malilingin
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan
Desa transmigran Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka melaksanakan program
hutan rakyat ini pada dasarnya berangkat dari pengalaman lapangan
peneliti selama ini yang melihat ada masalah dalam pembangunan
sektor kehutanan khususnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan,
yaitu: mengapa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan selalu gagal?
Dilihat dari sisi aspek teknis kehutanan (sistem silvikultur/ budidaya
hutan) sebenarnya sudah sangat memadai dengan adanya
pengembangan kultur jaringan pada berbagai jenis tanaman kehutanan
dan pengembangan pola tanam (Agroforestry). Muncul pertanyaan:
Jika aspek teknis kehutanan sudah dianggap memadai namun
kenyataan di lapangan masih gagal, maka dapat diduga ada aspek
lainnya yang berpengaruh.

Hasil-hasil kajian yang dapat kami kutip berkaitan alasan kegagalan
di atas antara lain: Suhendang (2004) mengatakan masyarakat tidak
terlibat penuh; Suhardono (2003) hutan rakyat bukan hanya fisik tapi
melibatkan peran manusia, terlibatnya faktor sosial dalam hutan
rakyat diperlukan; Sardjono (2004) pengembangan hutan rakyat tidak
terlepas dari wacana sosiologis (sociological discourse) yang merupakan
landasan terlemah dari para rimbawan dan profesional kehutanan,
kegagalan pembangunan kehutanan masa lalu adalah terlepasnya
aspek sosio-budaya dan sosio-ekonomi dari politik kehutanan (kebijakan
yang diambil). Awang (2004) rimbawan tidak serius memahami
sumberdaya alam dari perspektif non-teknis. Dari uraian di atas,
diyakini bahwa aspek sosial budaya, khususnya adaptasi budaya
dapat mempengaruhi kegiatan program pembangunan kehutanan,
khususnya program hutan rakyat, selanjutnya diangkat sebagai tema

utama penelitian.
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dan mke;wakaﬂ pengelolaan hutan dan kehutanan “timber
s rj'u diterapkan pemerintah (melalui pemberian
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mgh:nmﬁ;y::;amman sekitar hutan _dan masalah sosial
lainnya. Hubeis (2004) dan Nurjaya, (2005) kegiatan pengelolaar..
hutan yang lebih diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi

telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup
di sekitar hutan. Konsekuensi yang paling buruk a.dal_ah‘proses
menyusutnya kebudayaan (cultural Ios_t} yang terjadi dimana-
mana, sehingga banyak orang menjadi kehilangan makna dan
pegangan hidup di dunia modern ini. Awang (2004) menguraikan
bahwa instrumen kebijakan ke arah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan tidak menghasilkan sesuatu yang
signifikan. Krisis ekonomi di pedesaan membuat masyarakat
harus mencari sumber kehidupan dalam waktu cepat seperti
mengerjakan penebangan kayu secara ilegal dan menduduki
lahan hutan untuk membangun kebun rakyat. Kejadian ini
tentunya mempercepat deforestasi dan degradasi hutan.

Kebijakan di atas juga telah menimbulkan degradasi pada hutan
dan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan dalam
mendukung kehidupan masyarakat. Soemarwoto (2003)
mengemukakan, dampak kerusakan dan penyusutan luas hutan
bukan hanya mengenai bidang kehutanan semata, tetapi boleh
dikatakan semua sektor kehidupan kita terkena dampaknya.
Kesehatan, pertanian, perikanan, pemukiman, banjir dan
kekurangan air serta perekonomian kita semua tidak akan luput.

Dampak tersebut tidak hanya bersifat lokal ' ional
bahkan global. al, melainkan nasion

"'""thommuddanmr-nmw-

A Sejalan dengan bergulimya era reformasi yang dimulai tahun

1998 yang telah merubah segenap aspek kehidupan masyarakat
Indonesia, maka arah kebijakan sektor kehutanan-pun tidak lepas
dari perubahan yang mendasar. Kebijakan baru tersebut dikenal
dengan "socio-ecological oriented™ dalam setiap sisi kebijakan
pembangunan kehutanan di Indonesia lebih diprioritaskan.
Kebijakan ini menekankan pada pelibatan masyarakat dan
peningkatan partisipasi disetiap tahapan kegiatan pembangunan
kehutanan atau disebut *buttom up approach®. Menurut Nurjaya
(2006), pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal
membuktikan bahwa masyarakat asli memiliki kapasitas budaya,
sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi serta modal
sosial (social capital) seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-
norma dan institusi hukum untuk mengelola sumberdaya alam
secara bijaksana dan berkelanjutan. Permasalahan yang timbul
berkaitan dengan hal di atas adalah masyarakat bersifat dinamis
dengan ciri dan kefatalistikannya terhadap kebudayaan yang
telah mereka lakukan dan sulit untuk berubah. Lagi pula
kemampuan individu atau masyarakat untuk beradaptasi sendiri
berbeda-beda sesuai dengan persepsi, daya dan nilai-nilai budaya
setempat yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga
akan berimplikasi terhadap eksistensi masyarakat tersebut, apakah
kebudayaan masyarakat tersebut akan berkembang, bertahan
atau malah punah.

Konsep kebijakan "socio-ecological oriented™ secara riil
diaktualisasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen
Kehutanan, salah satunya adalah dilaksanakannya program Hutan
Rakyat sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
diluar kawasan hutan negara. Hutan rakyat atau usaha tani
kehutanan telah muncul sebagai satu alternatif model untuk
menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh semakin luasnya
jumlah pohon yang hilang dari hutan-hutan yang ada di muka
bumi dan berkurangnya penutupan bumi oleh hutan di negara-
negara sedang berkembang. Dengan membantu masyarakat
pedesaan agar menanam pohon dilahan sendiri, biaya
penghutanan kembali dapat dikurangi (Awang, 2004). Menurut
Awang (2005b), hutan rakyat sebagai sebuah synekology tidaklah
berdiri sendiri sebagai ekosistem yang lepas dari pengaruh aktivitas
manusia (masyarakat) yang bermukim disekitarnya. Sedangkan
Marfai (2005) mengatakan bahwa adalah penting untuk
dilaksanakan analisis terapan antropologi sosial yang dapat
dikembangkan dalam kegiatan hutan rakyat (~ wanatani -),
antara lain: tentang pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam
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ngan secara umum. tingkat kepemilikap,

kaitannya dengan Im_gl.tu 9 bagaan, hubungan somalindividu, . .
lingkungan, |.<3rakte‘rlstlk ke!:gkaigdengan penentuan kebijakan 8 Selain teori tindakan rasional, juga digunakan teori
dan berbagal hal lain yang menemukan gagasan-gagasan belaja, interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Heber
arah program hutan & > engetahuan teknis asli setempat. Mead, dengan proposisi umum yaitu individu menentukan sendiri
di lapangan, dan kesahihan P vimbul adalah: Bagaima segala sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Menurut
6) Titik pokok permasalahaﬂ yang t dapat beradaptasi terhad:a Mea{:t‘ma""s‘a mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam
masyarakat pedesaan hutan tersebu e pelaksanaap pegﬂl irannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya.
perubahan lingkungannya. kh;JSU!‘f‘)' 2002) mengingka kan Sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang
kebijakan program hutan rakyat? Steine e mepl' n mencobakan segala kemungkinan alternatif tindakan itu secara
bahwa adaptasi merupakan §E$Uatu yang i enda alui mental melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu, dalam
kemampuan organisme (manusia) untuk meng berd taa” yang proses tindakan manusia itu terdapat suatu proses mental yang
ada pada lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut tertutup sebelum proses tindakan yang sebenarnya dalam bentuk

sekaligus memeliharanya. Kemampuan _”"t“k mengatasi tersebut tingkah laku yang kelihatan (Basrowi dan Soenyono, 2004b).
dapat dicapai melalui pengaturan dari perSYgl‘Eltanc;pl_erSyaratan 9) Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan pada point 6
dan toleransi terhadap elemen-elemen yang terdapat ||ngkungqn (enam) di atas, maka dipilih desa sampel secara Typical case
hidupnya. Lebih lanjut Steiner menjela_skan bahwa_ manusia sampling, yaitu: a) desa lokal Malilingin dan desa transmigran
merupakan makhluk yang paling pandai _beradapt_aSL Melalui Pualam Sari yang telah melaksanakan program hutan rakyat
adaptasi manusia dapat bertahan hidup dari berbagai perubahan dan berkembang hingga saat ini. Dari kedua desa sampel
dimungkinkan untuk menggali adaptasi budaya melalui interaksi

yang terjadi. Menurut Yi-Fu Tuan yang dikutip oleh Steiner
dan interpretasi serta tindakan-tindakan aktor (individu atau

(2002), manusia ternyata bukan hanya pandai beradaptasi, namun
lebih dari itu juga mampu mengikuti perubahan dengan baik kelompok masyarakat) terhadap program hutan rakyat yang
dan melakukan kreasi terhadap perubahan tersebut termasuk dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan hutan rakyat, yaitu
terhadap lingkungannya. Masyarakat harus selalu menjaga penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok tani hutan),
hubungan adaptasi dengan lingkungannya agar ia tetap dapat perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan
mempertahankan kehidupannya, sehingga dalam lingkup (pemungutan hasil).
ekosistem hutan rakyat terdapat proses adaptasi yang mengacu 10) Dalam penelitian ini, secara tentatif akan dijawab pertanyaan
pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh penelitian sebagai berikut: a) Interpretasi dan faktor-faktor yang
suatu organisme (termasuk manusia) pada suatu lingkungan (fisik melatar belakangi masyarakat pedesaan hutan dalam mengikuti
q.an sosial) dan atau juga perubahan yang ditimbulkan oleh progran hutan rakyat; b) Bagaimana adaptasi budaya masyarakat
lingkungan (khususnya sosial dalam hal ini kebijakan program terhadap tahapan pelaksanaan kebijakan program hutan rakyat;
hutan rakyat) terhadap organisme tersebut. Untuk mendapatkan ¢) Hambatan-hambatan struktural yang terjadi selama proses
adaptasi budaya dalam mencapai tujuan kegiatan dan konsekuensi

jawaban dari permasalah pokok di atas, maka dipilih metode

penglltaan kualitatif pendekatan fenomonologi dengan pisau yang dialami oleh masyarakat pedesaan hutan; d) Peran dan

ana‘!lsus utama interaksionisme simbolik, agar dapat memahami mekanisme hubungan kerja lembaga atau institusi pendukung

perilaku individu atau masyarakat desa dari kerangka berpikir kegiatan program hutan rakyat. Alur pikir penelitian yang telah
P diuraikan di atas digambarkan pada Gambar 3.

maupun bertindak terhadap program hutan rakyat

; ;:Taj?: tegritis yang digunakan adalah teori tindakan rasional
ataugrasi:rr::ﬁ::sg'kan oleh Weber, khususnya rasionalitas formal
s Imstrumenta!. Rqsionalitas formal meliputi proses
Pilihan dapat l':eaf'l:};rll(er;:;: tkp:,i-ha" mengenai alat dan tujuan.

: ebiasaan,
yang diterapkan secara universal (Ritzer _p;;zt;]r:sn zc[i}%r;)hukum
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Gambar 3. Alur Pikir Penelitian

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
— =Menunjukkan pengaruh

B. Pendekatan Fenomenologi dan Tahapan Penelitian

~ Pendekatan penelitian
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Kerangka Konseptual dan Metode Fenomenologi

Menurut Husserl (Raho, 2007), fenomenologi adalah suatu studi
tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Fenomenologi
merupakan cara untuk memahami struktur realitas yang berkaitan
langsung dengan pengalaman manusia. Penelitian fenomenologi
memungkinkan peneliti untuk menganalisis kejadian sehari-hari yang
dilakukan subjek, karena realitas sehari-hari itulah yang menjadi
gambaran peneliti mengenai realitas subjek. Inti dari penelitian
fenomenologi adalah membiarkan realitas menampakan diri dan
tampil di hadapan peneliti apa adanya. Fenomenologi merupakan
pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-
pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.
Dalam hal ini, para fenomenologis ingin memahami bagaimana
dunia muncul kepada orang lain. (Moleong, 2007). Menurut Berger
yang dikutip oleh Basrowi dan Soenyono (2004a), tugas fenomenologi
adalah menganalisis kenyataan-kenyataan sosial. Analisis terhadap
realitas sosial akan memasukkan konsep interpretasi pada praktek
kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip fenomenologi yang bisa digunakan
oleh peneliti kontemporer, yaitu: (1) peneliti menempatkan subyek
terteliti sebagai subyek yang kritis dan problematik; (2) individu
bertindak secara praktis atas dasar pilihan rasional; (3) menempatkan
pemahaman seseorang tidak hanya berasal dari pengaruh dalam
dirinya, tetapi juga merupakan produk dari kesadaran terhadap
orang lain, Dengan kata lain, tindakan manusia sebagai proses
internalisasi dan eksternalisasi.

Prosedur utama fenomenologi dikenal dengan istilah apoche,
yaitu saat seorang peneliti mengenali dan secara sementara
menyingkirkan semua pandangan pribadi (mereduksi). Agar data
yang didapat di lapang benar-benar menggambarkan realitas yang
dilakukan subjek, maka dalam penelitian fenomenologi peneliti harus
melakukan reduksi. Reduksi adalah tahap dimana peneliti harus
meletakan dugaan-dugaan sementara tentang subjek dan tentang
apa yang akan terjadi di lapang sebelum peneliti melihat fakta di
lapang. Jadi seorang peneliti fenomenologi tidak boleh membuat
dugaan sementara, karena yang ditakutkan dari adanya dugaan
sementara adalah saat dugaan itu mempengaruhi apa yang peneliti
lihat di lapang. Dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan,
karena peneliti juga seorang manusia yang mempunyai pikiran dan
dugaan, persyaratan untuk tidak mempunyai dugaan sementara sulit
untuk dilaksanakan, namun setidaknya peneliti telah berusaha untuk
meniadakan dugaan-dugaan sementara yang timbul pada saat
penelitian dilakukan.

Dalam proses penelitian lapangan, dengan menggunakan metode
fenomenologi telah mengharuskan peneliti untuk mampu dalam
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h dirinya. Dari sanalah penelit
peneliti telah mpilkan geluru menyeluruh. Dengan bErpjk'l
obyek penelit nomena secara ala bentuk penila; :
mampu melihat suatu feNoC o menunda sega tuk penilajap,
secara fenomenolog!s pe?can pada objek penelitian yaitu fenomen,
dan memberikan "esemiﬁu anggota masyarakat desa yang beradaptag;
yang peneliti aﬂgr:a:;:taan rakyat untuk memF:rl|hatkan dirinya apa

+ I_
terhadatp progza campur tangan dari peneli A
adanya tanpa = S ditempuh dalam penelitian ini adalah:

) :aha?;?::mr;:n observasi awal, meliputi diskusi mendalam
1) Pene

i i k mendapatkan lokasi penelitian dan
dengan informan ahli untu sk i penelitan dan

informan i jari dof § Jan _
info kunt:::| T:kr;]gtelsji indonesia dan di Provinsi Kall_mantan
gg&%:amsgr‘:amdi Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan
Selatan.

2) Peneliti melaksanakan kunjungan silaturahim ke informan kuncj

! ; lilingin dan Bapak Wijayat
K H. Gazali Rahman di Desa Ma y

fﬁag}aesa Pualam Sari) dan tokoh mas)’ar‘.,’k.at dalam rangka
menjelaskan rencana dan tujuan penelitian, serta waktu
penelitiannya. Dikatakan sebagal kunjungan silaturahim karena
peneliti sudah kenal dengan beberapa tplf?h masyarakat desa
lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti juga mengumpulkan
nama-nama anggota masyarakat yang dapat dipilih sebagai subjek
penelitian.

3) Peneliti melakukan penelitian lapangan, melakukan wawancara
mendalam dengan informan kunci dan para subjek, melakukan
observasi partisipatif dalam rangka melihat langsung hasil-hasil
kegiatan di lapangan dari informan kunci dan para subjek yang
berkaitan dengan program hutan rakyat. Peneliti juga melakukan
FGD dengan informan kunci dan para-subjek dan anggota
masyarakat lainnya, khususnya untuk memperoleh data hambatan
struktural, dan peran dan mekanisme lembaga pendukung pro-
ic;(am hutan ra_kyat yang ad_a di desa lokasi penelitian, dan hal
SZLr;r:ya yaﬂcs’] rlilanggap penting oleh peneliti. Untuk mengetahui
o :::nsuzfar;i kese:ana.n dan latar belakang informan kunci

| subjek, maka dilakukan pengambilan data dengan
metode life history. Dalam upaya 1

ya pengumpulan data di atas, dan

dalam kerangka fenomenologis, mak iti ti i
di salah _ » Maka peneliti tinggal di desa

I salah satu rumah informan kunci i

kehidupan sehari-hari ar unci/ subjek,berbaur dalam
il kemasyarakatgagm masyarakat desa, serta mengikuti
n dan keagamaan yang dilaksanakan.

-

Kerangka Konseptual dan Metode Fenomenologi

?ggs?ot\ai?adzan 5lnl, peneliti mempergunakan pemikiran Husserl
langkah metZd' oenyono, 2004a), dengan me!qkukan langkah-
et 15, yang disebut “reduksi”. Melalui reduksi, peneliti
torhaars p[E_lya menytmpulkan sesuatu dari setiap prasangka
34 p rea lt_as. Reduksi yang telah dilakukan, adalah reduksi

omenologi atau pemurnian fenomena, yakni semua
pengalaman dalam bentuk kesadaran harus disaring atau dikurung
semer:tara. Selama pengamatan berlangsung, peneliti mencari
tahu a_da apa dibaik fenomena yang tampak®, menelusuri "apa
yang dialami subyek pada alam kesadaran". Reduksi Eidetis,
taha_zpan reduksi yang kedua, bertujuan memperoleh intisari dari
hakikat yang telah ada. Langkah yang dilakukan peneliti adalah,
mengabstraksikan tentang peristiwa sosial yang hidup,
menggambarkan seolah-olah proses pelaksanaan program hutan
rakyat itu sedang berlangsung. Kemudian melakukan identifikasi
dan klasifikasi terhadap data yang bersifat tetap atau tidak
menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi situasi dan
kondisi. Reduksi ketiga adalah reduksi transcendental, yaitu
berusaha memilah hakikat yang masih bersifat empiris menjadi
hakikat yang murni.

4) Peneliti melakukan pengolahan dan analisis data.
C. Pemilihan Lokasi

Berdasarkan data awal yang telah dikumpulkan, yaitu melalui
observasi pendahuluan terhadap rencana lokasi penelitian dan hasil
diskusi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan sub Dinas Bina Hutan, yaitu dengan bapak Ir. H.
Supiani dan Kepala Bagian Program BP DAS Barito, ir. Dody Prawira,
MP., maka untuk mencapai tujuan penelitian, Desa Malilingin dan
Desa Pualam Sari dapat dianggap sebagai lokasi yang paling tepat
untuk dipilih sebagai lokasi penelitian (Peta lokasi pada Gambar 4, 5
dan 6).

Desa Malilingin dan Desa Pualam Sari yang dipilih secara Typical
case sampling (Peters and Wester, 1990) dengan pertimbangan :

a) Desa Malilingin sebagai desa yang penduduknya berasal dari
Banjar Hulu diperkirakan dapat menggambarkan adaptasi budaya
lokal terhadap program hutan rakyat yang telah dikembangkan
sejak tahun 1983/1984; dan Desa Pualam Sari merupakan daerah
transmigran sejak tahun 1981 sebagai masyarakat pendatang
yang juga telah melaksanakan program hutan rakyat sejak tahun
2001/2002; Kedua desa ini dinilai oleh pelaksana proyek telah
berhasil melaksanakan program hutan rakyat dan

berkesinambungan hingga kini;
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¢ Peneliti sudah ‘“e"gzn;:emudahkan untuk memahami tindakan

desa tersebut sehinggami ilaku 5ubyekt'ifr'1ya. Di samping ity
gktort;ilgl:r:\ner?nzngahkan dalam proses gaining entry dan untyk
juga :
menempatkan di

D. Penentuan Subjek penelitian

ok dalam penelitian ini adalah

Me}ode_ D SI‘{btji?‘subjek dalam penelitian ini diambil
purposive, dimana yang menja ;
berdasarkan tujuan-tujuan dan pertimbangan tertentu. Sebelum
penentuan subjek penelitian, peneliti pertama-tama menentukan
informan kunci (key-informant). Penentuan informan kunci ini oleh
peneliti tidak bermaksud untuk menarik generalisasi atas hasil yang
diperoleh tetapi untuk menelusurinya secara mendalam. Sehubungan
dengan program hutan rakyat dilaksanakan secara berkelompok,
yaitu Kelempok Tani Hutan.

(KTH) yang berjumlah antara 25 sampai 50 orang dan dari jumlah
tersebut telah banyak anggota kelompok dan tokoh masyarakat
kedua desa sampel yang dikenal oleh peneliti.

~ Mengutip pemikiran Mead (1934); Mulyana (2004), fokus utama
mteraksionisme simbolik adalah kelompok sosial dan individu, kita
memulai dengan suatu keseluruhan sosial yang ada merupakan
sebuah aktivitas kelompok yang rumit, yang kedalamnya kita
menganalisis (sebagai elemen-elemen) perilaku masing-masing individu

uk kelompok tersebut. Kita mencoba

Informan kunci dalam peneli

H. Gazali Rah tian ini untuk Desa Malilingin adalah
man selaku Kepala Desa dan pernah ﬂizl;:j%lgi Ketua

"
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Kelompok Tani. Subjek dalam penelitian ini yang berasal dari Desa
Malilingin adalah :

1) Bapak H. Kastani (Mantan Kepala Desa Malilingin, dan mantan
anggota KT HR)

2 Bapak H. Jam-jam (Tokoh masyarakat dan mantan ketua kelompok
tani hutan rakyat Wana Sejahtera)

3) Bapak H. Hamsani (Tokoh masyarakat dan mantan Ketua KTH HR
Rakat Mufakat)

4) Bapak Zainal Abidin (Anggota KTH HR)

5 Bapak Abdul Hamid (ketua kelompok tani hutan rakyat Suka
Membangun)

6) Ibu Zakiah (Bidan desa, istri anggota KTH HR)

Sebagai informan pendukung dalam penelitian ini untuk Desa
Malilingin adalah :

1) Bapak Sugito, S. Hut (Penyuluh Kehutanan Lapang/ PKL dari

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan),
dan

2) Ibu Hj. Fathimatuzzahra, S.Hut, MP, (Kabid Pemanfaatan Hutan,
Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

Informan kunci dalam penelitian ini untuk Desa Pualam Sari
adalah Bapak Wijayat (Tokoh masyarakat dan Ketua Kelompok Tani).
Adapun nama subjek untuk Desa Pualam Sari Ray-12 adalah :

1) Bapak Gunadi (anggota Kelompok Tani Hutan Jati Jajar)

2) Bapak Hambali (Ketua GAPOKTAN dan anggota kelompok tani
hutan Jati Jajar)

3) Bapak Bambang (Anggota KTH Jati Jajar dan pedagang pengumpul
karet)

4) Bapak Mujiano (anggota KTH Jati Jajar)
5) Ibu Sri Widayati (aktivis PKK, istri anggota KTH Jati Jajar)

Sebagai informan pendukung di Desa Pualam Sari adalah :

1) Bapak Ikhsan, SP (Penyuluh Kehutanan Lapang/ PKL, dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin),

2) Bapak H. Herman Cahyono, S.Hut (Kepala Bidang Pemolaan,
Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Tanah, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Tapin), dan

3) Bapak H. Yanuar Hadi (Kepala Desa Pualam Sari).
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£ Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

‘awaban terhadap permasalahan penelitian,
data. baik primer maupun sekunder. Sumber data primer berasal darj
Sibjek dan informan kund dan karena dipandang perlu, maka
ditambah dari sumber pihak terkait sebagfll informan pendukung dap
informan ahli, misalnya dari aparat pemerintah kecamatan, kabupaten
dan provinsi serta pusat. .

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen atau pun
catatan dan sumber pustaka yang berkaitan atau relevan, seperti dari
pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat) dan
perpustakaan.

Teknik pengumpulan data mengacu pada pendapat Creswell
(1994) yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipasi, FGD, dan
ditambah Life History Method, serta pendalaman dokumen dan

catatan dan gambar-gambar (visual images). Secara detail dapat
diuraikan sebagai berikut :

1) Wawancara mendalam (depth-interview): wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak-
terstruktur, yaitu bahan wawancara tidak ketat, menyesuaikan
g::g:: mzi'rt('im dialog yang ada antara informan kunci/subjek
duag'eni:’e:im E Wawancara tak-terstruktur yang digunakan ada
®) L awair:ca a':e\gawancara‘ yang berfokus (focused interview),
kedua fen fa bebas (free interview). Peneliti telah memakai

NS wawancara tak-terstruktyr ini, karena dengan

men
dma:gl:;gﬂk::awtal tersebut peneliti dapat lebih mudah
kepada informan kunc?:mra mendalam (in-depth interview)

an para subjek. Wawancara mendalam

u
I SUNY data yang dirasa perlu kepadg n:?.‘
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2)

inl telah men
subjek deng
berkaitan de
Dengan m

ghasilkan rekaman dialog informan kunci dan para
an peneliti untuk kemudian ditulis hal-hal yang
Ngan masalah penelitian dan dilakukan analisis data.
dapat mernggunakan pedoman wawancara yang fleksibel telah
apat mengetahui jalan pemikiran aktor (informan kunci dan
para subjek) dan alasan yang mendasarinya untuk terlibat dalam
program hutan rakyat, unsur yang berperan dan hambatan-
hambatan struktural khususnya terhadap adaptasi budaya. Pada
wawancara mendalam, peneliti telah berupaya mengambil peran
Plhalk yang diteliti secara intim untuk dapat menyelami ke dalam
d_unlq pikiran dan sosial mereka. Sebagaimana Weber yang
dikutip oleh Ritzer (2003), peneliti sosiologi harus mencoba
menginterpretasikan tindakan aktor dengan memahami motif
tindakan dari si aktor, maka untuk itu peneliti harus sungguh-
S_Uﬂgguh. mencoba mengenangkan dan menyelami pengalaman
si aktor, berusaha menempatkan diri dan memahami dalam posisi
si aktor. Metode wawancara mendalam ini telah dipergunakan
untuk mendapatkan data berkaitan dengan interpretasi informan
kunci dan subjek terhadap program hutan rakyat dan proses
adaptasi yang terjadi.
Observasi Partisipasi (Participant as Observer): menurut Ritzer
(2007), metode observasi digunakan untuk dapat memahami
realitas intrasubjektive dan intersubjektive dari tindakan sosial
dan interaksi sosial. Metode observasi amat penting, terutama
jika penelitian dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum
terbiasa untuk mengutarakan perasaannya, gagasan maupun
pengetahuannya. Dengan cara observasi partisipasi, peneliti telah
dapat memahami dan menyelami pola pikir dan pola kehidupan
masyarakat yang diteliti. Observasi ini telah menghasilkan catatan
lapangan berupa: (a) Catatan Lapangan (Field notes) Deskriptif,
yaitu diskripsi peneliti tentang situasi di sekitar informan kunci
dan subjek, baik itu aktivitas yang sedang dilakukannya,
lingkungan di sekelilingnya dan juga dialog yang dilakukan
informan kunci dan subjek secara alamiah; (b) Foto yaitu gambaran
situasi dan aktivitas informan kunci dan subjek dan anggota
masyarakat terkait lainnya. Metode ini dapat merekam dimensi
makroskopik dan mikroskopik yang dimulai dari kehidupan aktor
sebagai suatu keseluruhan sampai pada tindakan sosial yang
dilakukannya. Dalam teknik observasi ini peneliti telah dapat
memperbandingkan hasil wawancara mendalam dengan kenyataan
lapangan yang berkaitan dengan program hutan rakyat. Partisipasi
dilakukan dengan menempatkan diri dalam posisi aktor sehingga
dapat mempelajari, memahami dan menyelami makna dari
tindakan aktor untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam
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terjadi se‘am?:)?:g:s?::?i:ﬁ D), yaitu diSifusi bersama antar subjek
Focus_‘3_1"0u'ppr{s“?mi mengajak mendialogkan suatu Wacana
penelitian. de an program hutan rakyat dan peneliti akan
Ene;:s:t:ir:es::r? mereka masing-masing dalzm mek”aankggam apa
yang peneliti ungkapkan maupun apa yang ;u:gketﬁ)k :n Sub](‘glf
lainnya. Metode ini sangat sesuai dipergunaka ] peneliti
menggali hambatan struktural yang terjadll, an perdan dan
mekanisme dari lembaga yang ada _da aml Lner_\ ukung
keberhasilan program hutan rakyat. Pun juga tela _dlgunakan
sebagai alternatif metode ketika peneliti kesulitan dalam

mewawancara subjek perempuan.

Life History Method, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan
menggali lebih dalam dan mengumpulkan‘data_ pengalaman
hidup informan (Koentjaraningrat, 1993). Life history method
yang dipakai dalam penelitian ini bersifat sederhanla karena
hanya sebagai alat pengambilan data pendukung yaitu untuk
mengambil data berupa gambaran umum informan kunci dan
subjek penelitian, meliputi asal-usul, latar belakang pendidikan,
kehidupan keluarga dan lainnya.

Pengumpulan data dari dokumen dan catatan serta gambar-
gambar sebagaimana dalam Tabel 1.

rogram hutan
&en?!buat pilihan atau pt.Jt.usai
Metode observasi partisipas

K
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Tabel 1, Dokumen dan Sumber Data

| No. Dokumer;at:t;n;

—t Gaml; ta
1. |Sejarah dan Profil desa arlefitang Kmiur‘:ber Htare
e e ST IESAT e
2. | Kelompok dan Organisasi sosial desa e
Dinas Kehutanan Prov.

[3. ‘ Sejarah proyek program hutan e
I Kalimantan Selatan dan
i | Dinas Kehutanan Tapin
hutan dan macam | KTH

4. | Perkembangan kelompok tani |
_‘ kegiatan program hutan rakyat
a Gambar kegiatan kelompok tanj 5 | KTH dan kantor Dinas |

T e e Kehutanan
; ambar lahan awal hingga sekarang | KTH dan Dinas
" Featas e s | Kehutanan
6. eadaan perkembangan tanaman hutan rakyat di Kalsel | Dinas Kehutanan Kab.

dan Indonesia | dan Prov. serta Depar-

| temen Kehutanan
e ] | . ] | Jakarta
7 Peran dan Mekanisme hubungaﬁ lembaga (para-pihak) | Kelompok Tani, Dishut
untuk program HR Kabupaten, Provinsi
| serta Departemen
Kehutanan Jkt.

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lokasi penelitian
adalah berasal dari segala kata dan tindakan dari pelaku yang diteliti
serta dokumen atau catatan serta gambar (photo) yang relevan.
Untuk melengkapi teknik di atas, pengumpulan data juga dilakukan
melalui pengamatan pada situasi pasar, politik, ekologi dan pada
aspek nilai-nilai, norma-norma sebagai konsekuensi dari adaptasi
budaya ataupun respon dari masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 3
(tiga) kali pertemuan dengan informan kunci dan para subjek, yaitu
pada bulan Juni 2008, bulan Desember 2008, dan bulan Juli 2009.
Sebelum pengumpulan data, peneliti melaksanakan pendekatan dan
diskusi kepada informan ahli dan informan kunci pada bulan Novem-
ber 2007, sebagai bagian dari gaining entry. Selama pengumpulan
data di lapangan, peneliti tinggal di salah satu rumah subjek (di Desa
Malilingin) dan di rumah informan kunci (di Desa Pualam Sari) selama
beberapa hari agar dapat menempatkan diri dalam posisi aktor
(getting along).

Dalam usaha pengumpulan data primer dengan subjek, untuk
lokasi penelitian Desa Malilingin, peneliti tidak bisa menggunakan
alat perekam (recording), karena subjek merasa malu dan tidak
leluasa untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan peneliti.
Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memanfaatkan catatan lapangan
semaksimal mungkin. Sedangkan untuk Desa Pualam Sari Ray-12,




g

72

Kerangka Konseptual dan Metode Fenomenologi

Fi
erekam, karena subjek ¢

peneliti dapat mnggua':,akakr;,::]:tmzrasa *dijadikan” orang peng; )

keberatan dan malah sen 9 eneliti melengkapi data dengan
pada beberapa kea"“’;' npdiskusi jarak jauh melalui fagj;

melaksanakan pembicaraan ia 2 subjek, dan informan penduky
telpon ke informan kundl, b-d?edilakukan untuk lebih menyaking,p
serta informan ahli. Hal mldata yang sedang diolah dan mendengg,
peneliti terhadap keakuratan enuturan dan pernyataan yang telah
persetujuan dari subjek 312 B 2 mendalam dilakukan.
mereka sampaikan pada saat Wb

F. Keabsahan Data

; Hammersley yang dikutip oleh Silvermgp

(1992?,?%33%3'::::233&:&9&1 ku;litatif. dnsarankrf'j- AP memeriksa

data secara teoritis melalui subtitle form of realism yang terbag;

dalam tiga katagori, yaitu :

1) Validitas yang diidentifikasi dengan keyakinan terhadap
pengetahuan kita; »

2) Reliabilitas yang diasumsikan sebagai hal yang bebas untuk
diteliti;

3) Realitas dipandang dan selalu dilihat dari sudut tert Oleh
karena itu menjadi sebuah tanggung-jawab kita untus mbenkan
sebuah kebenaran yang mampu untuk direprodub
Sejalan dengan pendapat di atas, penelitian kualitatf mempunyal

kriteria tersendiri sehingga keabsahan data dapat dipenuh: melalui

kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Bryman (2004)

"Each aspect of trustworthiness has parallel with the

previous qyantiratr've research criteria: a) Credibility, which 3)
p'ara‘Hea‘s internal validity, i.e. how believable are the
f:ndmgs?; !;) Tr?'nsferabr‘ﬁty, which parallels external validity,
l.e. do the findings apply to other contexts?
; / 57, 'c)
?:pendabﬂrtx which parallels reliability, i.e. are the findings
ikely to apply at other times? g Conformability, which

parallels objectivity, i.e. has the invest: ;
A vest
her values to intrude to high de!;are,a.;".smm'r allowed his of

Pada pelaksanaan 9

peneliti :
memperoleh keabsahan data, ::n:ﬁ«:;g ish dilakukan, unBie

Moleong (2007) yang memilikj k
atas, yakni harus memenuh; el

mengacu pada pendapat
in dengan pendapat Bryman di
empat kriteria utama sebagai berikut :

Derajat kepercayaan rCredfbmtyJ

::";tk‘-;k ;“e':‘f:ﬁ;f??h derajat kepercayaan data temuan penelitian
s telah mengusahakan melalui beberapa teknik,
:ecaré seksarpa“fa"'g kegiatan lapangan; (2) Tekun atau mengamati
R ken?a dengan cara mengulangi kegiatan pengamatan
h P Kegiatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pro-
gram hutan rakyat setiap hari sesuai fokus masalah penelitian; (3)
penerapan teknik Triangulasi, yaitu melalui *cross check* tentang
data dan informasi yang diperoleh dari informan kunci dan atau
subjek hingga informasi jenuh atau habis dan menghasilkan
kesamaan data dan informasi; (4) member check, yaitu setelah
temuan lapangan ditulis dalam bentuk draft, maka hasilnya
disampaikan kepada informan kunci dan subjek, yaitu mereka
yang terlibat dalam permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti,
guna menanyakan apakah hasil yang diperoleh peneliti sudah
benar atau masih perlu ada perubahan sesuai dengan yang
diketahui oleh mereka; (5) memperbanyak referensi, yakni melalui
penelusuran pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Keteralihan (Transferability)

Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti berusaha menyajikan laporan
hasil penelitian untuk memperkaya wacana ilmiah melalui suatu.
deskripsi secara terperinci atau uraian yang cermat. Keteralihan:
sebagal persoalan empirik bergantung pada kesamaan antara
konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan
tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian
empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti
bertanggung-jawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya.
Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan
sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan
dalam situasi aslinya.

Kebergantungan (Dependability)

Dalam hal ini peneliti meneliti dan menguji kembali atau
mereplikasi hasil penelitian melalui suatu proses pemeriksaan
yang cermat dan teliti terhadap seluruh komponen dalam laporan
hasil penelitian untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga
laporan hasil penelitian ini dapat mencapai hasil yang lebih
sempurna.

Kepastian (Comformability)

Kriteria kepastian berasal dari konsep “objektivitas* yang dalam
penelitian kualitatif bahwa sesuatu itu obyektif atau tidak
tergantung pada persetu;uan beberapa orang terhad&pwﬂtu
pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Untuk




) maka pengertian aq
serkatan dengén s P individu atau mo:,ma
w.ﬂm""uwm dan kemudiy,
serhadap tahapan kegiatan program hygy,
oleh W‘il‘l!ah (subsidi) hin
rakyat yang ‘1:#“’& Atau dengan adany,
berkembang menjadi WS® 0L ssyarakat melakukan
m“# hal ini adaptasi budaya agar mampy dan
proses adaptas dalam perubahan tersebut. Perubahan sqqiy
selaras bertahan terhadap P ji faktor utama dan h_al ¥ang paling
mﬁl\ﬂﬂ*’"’ -di sebuah proses adaptasi budaya.

mendasar mengapa qumbuh di atas tanah yang dibebani
h&:::&m WM' Jainnya dengan ketentuan luas minimym

ok tanaman kayu-kayuan dan tanaman
025 Ha, % (Lampiran | Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.OYMenhut-V/2004:il-2). :
Program Hutan Rakyat: suatu proyek pembinaan hutan di luar
fianggap sesuai dengan kondisi dan situasj
- i'!" " ;w!mnpat dengan sasaran lokasi lahan milik
tanah adat atau lshan di luar kawasan hutan yang
rakyat, i untuk pengembangan hutan rakyat (Lampiran |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.0&/Menhut-V/2004:111-2),
Masyarakat (society} menurut Koentjaraningrat (1990), masyarakat
adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suaty
sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang
Masyarakat Pedesaan Hutan (rural community): sebagai suatu
kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang
nyata {desa yang terletak di dalam dan sekitar hutan), mempunyai
ikatan lokasi dan kesadaran wilayah, dan yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat-lsna(_!at. serta yang terikat oleh suatu
rasa identitas komunitas (Koentjaraningrat, 1990).
Kelompok Tani Hutan Rakyat/KTHR: adalah kelompok tani yang
terbmwkhdm terlibat secara a_ktif untuk melaksanakan kegiatan
program hutan rakyat yang dilaksanakan di desa mereka.
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Gambar 4. Peta Lokasi Kabupaten Daerah Penelitian
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KARAKTERISTIK MASYARAKAT
PELADANG DAN TRANSMIGRAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin
terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas:
sebelah Barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timur
dengan Selat Makasar, sebelah Selatan dengan Laut Jawa dan di
sebelah Utara dengan Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis
Propinsi Kalimantan Selatan terletak di antara 114 19" 33 BT - 116
33' 28 BT dan 1 21" 49" S 1 10" 14" LS, dengan luas wilayah
37.377,53 km?atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.
Jumlah penduduknya berdasarkan sensus 2006 sebanyak 3.345.784
orang, sebanyak 1.685.431 laki-laki, dan 1.660.353 perempuan.

Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan
pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km? atau
3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/
kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi
13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran
wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten
Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah
Bumbu. Luas wilayah propinsi tersebut sudah termasuk wilayah
laut propinsi dibandingkan Propinsi Kalimantan Selatan. Luas
wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah
Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 12,45%; Tapin 5,80%;
Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru
0,97% dan Banjarmasin 0,19%.

Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa
sebesar 43,05% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai
kemiringan tanah 0-2 %.Rincian luas menurut kemiringan adalah
sebagai berikut :

79]
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) 0-2%: 1.615.630 Ha (43,05%) %
) >2-15% : 1.192.545 Ha (31,87 a;}
3) >15-40% : 713.682 Ha (19,02
4 >40% :231.195Ha (6,16%)
i t kelas ketingq;
121 ah Kalimantan Selatan menurut’ i

Adda_zun _IU;:ewn}ng 6 kelas ketinggian menunjukka_un wilayat
yang di 39; |latan sebagian besar berada pada kelas ketmgg,an %
§00 2 aut yakni 31,29%. Bentuk geologi wilayah

i atas permukaan | :
Ilgﬂr;nagian Selp:;(an sebagian besar berupa Aluvium Muda dan Formag;

Berai. .
Tanah di wilayah Propi
berupa hutan dengan rincian

nsi Kalimantan Selatan sebagian besa,
Hutan Lebat (780.319 Ha), Hutan belukga,
(377.774 Ha), dan hutan rawa (90.060 Ha), Hutan Sejenis (352.840 Hy)
Tanah berupa semak/alang-alang seluas 870.314 Ha, berupa rumpyt
(50.119 Ha), dan untuk lain lain (83.014 Ha). Sedangkan penggunaan
untuk sawah 413.107 Ha, perkebunan 437.037 Ha dan untuk
perkampungan 57,903 Ha serta untuk Tegalan (48.612 Ha).

Menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2007, berdasarkan luas wilayahnya Provinsi Kalimantan Selatan
mempunyai luas wilayah 3.753.052 Ha, dengan luas areal hutan
1.659.003 Ha (44,20% dari luas keseluruhan). Luas areal hutan tersebut
dibagi kedalam kawasan lindung 751.252 Ha, kawasan hutan produksi
terbatas 212,177 Ha, kawasan hutan produksi tetap 627.672 Ha dan
kawasan hutan produksi konversi 67.902 Ha.

Berdasarkan sebaran lahan kritis, menurut BP DAS Barito (2007),
dari luas wilayah 3.753..052 Ha, seluas 555.983,07 Ha (14,81%) lahan
yang kritis, dengan rincian seluas 500.078,02 Ha termasuk kritis dan
55.905,05 Ha sangat kritis. Dari sisi kawasannya, luas lahan kritis
tersebut terdapat di dalam kawasan hutan seluas 187.384,59 Ha
(33.?0%J‘dan di luar kawasan hutan seluas 368.598,40 Ha (66,30%).
Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), luas lahan kritisnya
adalah 44.438 Ha (24%) dan Kabupaten Tapin lahan kritisnya seluas
65.059,61 Ha (29,92%) dari luas wilayahnya masing-masing.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, Iu lah
94.2_}"!,50 Ha c}engan perkiraan potens?skahyu::::a r;koy‘]a:‘lga.l’gg am3.
:::‘dlgnda: J€nis tanaman karet, kemirj, kapuk, galam, Jambu mete,
Kehgn.ltar"lanay;mr:}arll:' cempedak, akasia dan nangka (Departemen

) - Pngembangan Hutan Rakyat dilaksanakan dengan

fi:rs‘ii' :eﬁgsﬂprﬁ:issl&ei;a;:femammu dan Dana Pemerintah Lainny2:
dengan dana APBD Provinsangan Hutan Rakyat di Kalimantan Selatan

Bl i Tahun 2000 - 2007 disajikan pada Tabel 2
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Tabel 2. Rekapitulasi Pengemban
APBD Di Provinsi Kalimant

9an Hutan Rakyat dengan dana
an Selatan tahun 2000 - 2007.

.—'—"_'-_._—-_______'_“‘——\—-_.
.ﬂl‘fb%gﬂ&———z?o | 01 02T 0304 [05 [06 ] 07
——————+ = 1314|576 78| ®
Tabalong 135 25 25 30 35 2 = =
I Balangan : = = E
HSU =] " 251]im25 = = = z 2
[ HST ol M| [R5 T S s
HSS 120| so| 25 30| so 3 z
Tapin 189| 100| 25| 30| 25 = = =
— Banjar 363] 50| 25| e0| 125 s0[ s0 75
Banjarbaru 2] 25| 25 = 25 : = =
— Barito Kuala 25| 150 25 30| 75 - - =
™ Tanah Laut B9| 25| 25| 30 -| so| 100 25
Tanah Bumbu = - B . - = = -
Kotabaru - 25 25 30 25 - 50 -
JUMLAH 941| sS00| 250 270 350| 100 300 100

(sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2007)

Dari tabel di atas, untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)
telah dilaksanakan pengembangan program hutan rakyat sejak tahun
2000 hingga 2007 dengan sumber dana APBD seluas 325 ha, dan
untuk Kabupaten Tapin seluas 369 ha. Jenis tanaman utamanya
adalah karet, mahoni, gmelina dan tanaman buah-buahan.

Sedangkan hasil pelaksanaan pengembangan Hutan Rakyat
di Kalimantan Selatan dengan dana APBN/Gerhan-RHL s/d Tahun

2007 disajikan pada Tabel 3.
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. pangan Hutan Rakyat dengan Dang
Tabel 3. w D Kalimantan gelatan 9/d Tahun 2007
APENGerhan-RHL

3004 | 2005 | 2006 | 2067 ]

e O -
300 300 . .
. . 750 100 50 _:‘:
1 . - | ,

' 600 75
uss a00 | 325 .
1.250 950 125 .
l!m_lﬂi ar '5: 1.250 400 100 _“‘5'5-
Banjarbaru 30 0 30 =) e
- 100 T —
Barito Kuala 250 375 :
Tanah Laut . 500 ggg 75 _:‘2‘2
anah Bumbu 150 : ,
. Kotabaru . 200 250 50 0 o)
JUMLAH 4530| 5650| 4.150 575 751“

(Sumber Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2007)

Dari tabel di atas, dapat dilihat untuk Kabupaten Hulu Sungai
Selatan program hutan rakyat yang bersumber dari dari APBN hingga
tahun 2007 seluas 1,400 ha, dan untuk Kabupaten Tapin seluas 3.075
hs. Tanaman utama adalah karet, Jati, Mahoni, sengon, gmelina,
kayu lurus dan tanaman buah-buahan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kecamatan Padang

Batung

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukotanya Kandangan,
mempunyal luas wilayah 1.804,94 km2. Berdasarkan data BPS (2008a),
Jumiah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebanyak
208.571 orang, dengan rincian laki-laki 104.346 orang (50,03%), dan
perempuan 104.22§ orang (49,97%). Sex ratio penduduk 1,1 yang
artinya setiap 100 jiwa perempuan terdapat 101 jiwa laki-laki. Rata-
rata hepadatnumduk sebesar 116 jiwa/km2. Motto kabupaten

Secara geologis daerah ini terdiri dari
_ _ pegunungan yang
memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke
utara merupakan dataran ”r:r::\ alluvial yang kadang-kadang berawa-
r .' |! I I " an | . ini as‘
topografi yebabkan udara di wilayah ini ter

K'mhhﬁw.

Dari arah utara melingka
selatan dialiri oleh Sungai An hllu. barat, Kabupaten Hulu Sungai
sungal Barito) yang
dalam kabupaten dan ke kabypat Brasarana perhubungan
panjarmasin bila dm,;:m lainnya. Berjarak 98,75 £m dari
berdasarkan jarak tempyn jalan darat o

Secara geologis Kabupaten
dataran tinggi ‘p'g“"“"glﬂi Ymgm

selatan, sedqngkan dari arah Barat ke Utars n . :

tertinggi 320 C, dengan curah hui
3.000 mm per tahun. jan berkisar antara 2.500 mm sampai

Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah da:ga b:ub:ﬂlﬂ dug::‘:w
Utara; Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kota Bary di
sebelah Timur; Kabupaten Huly Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di
sebelah Barat; dan Kabupaten Tapin di sebelah Selatan. Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi atas 11 Kecamatan, 4
Kelurahan, dan 114 Desa, sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu
Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2000, tanggal 10 Maret 2000. Salah
satu kecamatannya adalah Padang Batung. (Peta Lokasi Kabupaten
dan Kecamatan pada Lampiran 3 dan 4).

Kecamatan Padang Batung mempunyai luas wilayah 203,93 km2
atau 11,13% dari luas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesuai data
BPS tahun 2008b, jumiah penduduk di kecamatan ini sebanyak 17 887
orang, laki-laki 8.678 orang dan perempuan 9.009 orang, dengan
jumlah KK sebanyak 5.299. Jumlah rata-rata jiwa per rumah tangga
adalah 3,33, atau dengan kepadatan 86,48/km2.

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Padang Batung,
berdasarkan data BPS Kecamatan Padang Batung dalam Angka Tahun
2007/2008, diketahui sebanyak 75% dalam bidang pertanian (petani
penggarap, peladang, buruh tani, penyekap), 5% PNS/POLRI, dan
20% lain-lain (penambang, buruh bangunan, pedagang).

Penggunaan lahan, meliputi lahan sawah 2.445 Ha, Iahan kebun/
ladang seluas 4.290 Ha, dan lahan perkebunan wpuma ibukota
kecamatan ke ibukota kabupaten, Kandangan sejauh 7 Km, dan ke
ibukota provinsi, Banjarmasin sejauh 142 Km.

Kecamatan Padang Batung berbatasan : _ _

1) Sebelah Utara dengan Kecamatan Angkinang dan Kecamatan

Telaga Langsat = of!
2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapin
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AKYA rakat
:UTAN R1 Adaplasi Budaya Masts

Loksado
. an Kecamatan
< Sebe:a: gn::tr (:iz:ian Kecamatan Kandangan dan Kecamatap,
4) Sebelah Ba

Sungai Raya b b terletak pada ketingg_ian 7 hi?gga 250
Kecan!atan padang laut (dp). dengan curah hujan rata-rata 315
meter dari permukaagministratif' Kecamatan Padang Batung i
milimeter. Secara adan 1 kelurahan, salah satu desanya adalah Des,
ﬁi?ﬁ?:;ﬁhilié’ Serletak di pinggiran pegunungan Meratus dan

dibelah oleh sungai Amandit.

pin dan Kecamatan Blnu.ang
in (Tanah pinang) dengan ibukotanya Rantay
iliki luas wilayah 2.700,82 km? , dengan jumlah penduduk pada
Eﬁr:n 2008 sebanyak 150.587 orang. dengan rincian ?_6.284 1ak|-_!ak|,
dan 74.303 perempuan. Kepadatan penduduknya sekitar 69,24 jiwa/
Km? Ja.arak dari Rantau ke ibukota provinsi yakni Banjarmasin adalah
113 Km. Motto daerah Ruhui Rahayu. .,
Kabupaten Tapin secara geografis terletak pada 21° 11 40 LS dan
114° 4' 27 BT sampai dengan 115° 3' 20 BT, berbatasan dengan :

1) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) di sebelah Utara
2) Kabupaten Banjar di sebelah Selatan

3) Kabupaten Barito Kuala di sebelah Barat, dan

4) Kabupaten Banjar di sebelah Timur

Kabupaten Ta
Kabupaten Tap

Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui
bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas
ketinggian 0-7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas
wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m
di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah. Jika
dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah
yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas
daerah. Sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1 - 8 % hanya
meliputi 0,62% dari luas wilayahnya.

Daerah ini merupakan daerah agraris yang mempunyai potensi
besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan komoditi
utama yang dihasilkan dari daerah ini berupa karet (10.078 ton),
kelapa dalam (1.060 ton) dan kopi robusta (7 ton). Pada kegiatan
Peﬂan_lan, Sl}baglan l?esar penduduk Tapin bermata pencaharian sebagai
'r)ne:lain:;t ihas:d pertanian yang utama berupa bahan tanaman pangan
Palasvija.p L jagung, kacang tanah, tanaman holtikultura dan

Karakteristi
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Kecamatan pada Lampiran 4)

Kecamatan Binuang secara administratif berbatasan dengan :
1) Kecamatan Tapin Selatan di sebelah Utara
2) Kabupaten Banjar di sebelah Selatan

3) Kecamatan Tapin Ten

= gah dan Kabupaten Banjar di sebelah Barat,

4) Kecamatan Hatungun di sebelah Timur.

Secara Ipembagian wilayah administratif, wilayah Kecamatan
Binuang ini terbagi atas 7 buah desa dan 1 buah kelurahan. Dari 7
desa tersebut, salah satunya adalah Desa Pualam Sari.

B. Karakteristik Masyarakat Peladang

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan selama
penelitian, keseharian masyarakat peladang dapat diuraikan sebagai
berikut :

1) Antara jam 04-05: bangun tidur dan sholat subuh

2) Jam 05-05.30: sarapan pagi di warung (makan "ketupat' atau
"wadai" dengan secangkir kopi atau teh hangat) yang ada di
warung desa

3) Jam 05.30-06.30: berangkat ke kebun karet (“getah") untuk
"mamantat” (mengambil getah atau lateks dari pohon karet).

4) Jam 06.30-09.00: menyadap karet

5 Jam 10.00-11.00: mengumpulkan getah yang dari pohon karet

6) Jam 11.00-12.00: pulang ke rumah membawa hasil sadapan
“pantatan®, bisa langsung di jual ke pengumpul desa atau pun
dikumpulkan dulu di rumah

7) Jam 12.00-15.00: makan, sholat dan istirahat

8 Jam 15.00-17.00: berangkat ke kebun atau ke ladang untuk
pemeliharaan tanaman karet muda, menanam kembali
(permudaan), atau membersihkan ladang
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malam dan kumpul keluarga
» sholat, makan
g Jam 17.00-20.00:

10) Jika ada kegiatan keagam
atau setelah sholat Isya.

11) Jam 22.00-04.00: istirahat malam.

Gambar 7. Subjek Zainal Abidin berangkat ke kebun karet

Menurut informan kunci (Bapak Haji Gazali Rahman) :

*Alhamdulillah, mun kahidupan kami di kampung nia cukup
haja, napa mun baras kada manukar, iwak kawa ja ma unjun,
kandaraan ruda dua ada haja, cumin sayuran banaran rancak
nukar ka urang. Kahidupan kami mun bangun subuh ki kira
jam ampat an (04.00), basubuh dahulu hanyar minum
kawarung wan makan wadai atawa katupat gasan mangganjal
parut. Jam 5-6 biasanya kami ka kabun gatah mamantat
sampai jam 10-11 siang. Imbah tu bulik ka rumah istirahat
makan wan sambahyang zhuhur, Biasanya tu kami jam tiga
an (15.00) ka pahumaan malihati banih atau kacang tanah,
sambil ba barasih pahumaan. Jam lima an (17.00) sadang
sudah buhk.apa parak sanja kalu., Mun malam Jam 8 an
‘l;ig-iwd’k:;i;piz;u?g;ﬂar; kaluarga di rumah, kacuali ada
% lanoar Traks j(ami ijs:ya bﬁkéj:'aﬂ atau ceramah agama
age f2‘3 00-24.00) sampal jam sabalasan atawa dua

¢ -00) hanyar bulik ka rumah, Guring ai imbah

itu. Mun hari Jumahat ka .
. Kami perai tu pan ka s
pahumaan, karena itu hari suci pan ka kabun wan k

i ok I Kami mambarasihi rumabh,
kampung”. (IK. ML) vid Manukar saraba nang kadada di

aan, maka biasanya setelah jam 20,0g
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(Alhamdulillah, kehidy

. ndu pan di desa kami berke

| . ; cuk

rersedia di sini seperti beras, ikan, kendaraan roda ':Ipaﬂ'{s‘e"‘:a
motor), kecuali sayur-mayur yang bel pan harlan,

oy Dsana Langu 0t s S
saya dan istri (juga anak-anak) minum dan makan mal;anan ringan di
warung terdekat. Setelah itu, bary kami berangkat ke kebungkaret
untuk n.nelnyadap‘ Sekitar jam 10-11 siang, kami pulang ke rumah
untuk istirahat dan sholat Zuhur. jam 15.00 sore say?a dan istri
berarl‘g}k;:a;edhdan? Padi untuk membersihkan rumput atau
emelih an pulan |
Fokat sholat Magrib. Sekiar o Jam 17.00 petang karena sudah

_ , r jam 20.00 kami biasanya ngumpul
bareng dirumah saja, kecuali ada acara sosial keagamaanggepeni

membaca Yasinan ataupun mendengarkan ceramah agama, maka
kami pularlg jam 23-24. Setelah itu kami istirahat untuk persiapan
besok pagi lagi. Kalau hari Jum'at biasanya kami tidak kekebun karet
ataupun ke ladang, karena itu hari suci dan biasanya kami gunakan
untuk membersihkan rumah, kerja bakti atau pergi ke kota membeli
bahan keperluan yang tidak ada di desa).

Sejalan dengan penuturan informan kunci di atas, menurut

subjek (Ibu Zakiah), kegiatan rumah tangga di Desa Malilingin sebagai
berikut :

“Kabiasaan di sini tu, mun babinian sama ja gawiannya wan
lalakian. Imbah sambahyang Shubuh, laki-binian tulak ka
kabun gatah. Sabalumnya minum wan makan wadai dahulu
pang di warung. Kakanakan nang sakulah biasanya di urus
nang kaka, buhannya jua sabalum sakulah makan minum di
warung jua. Kanakan bisa ja sorangan ma urus diri.

Jam sapuluh sabalas, bulikan dari mamantat gatah, nang
uma babarasih rumah wan bamasak gasan siang. Nang abah
biasanya santai sambil mahadangi sambahyang Zuhur. Habis
ba-zuhur makan siang pas jua kananakan bulikan sakulah.

Sore jam 3 an tulakan pulang ka ladang mambarasihi tanaman
banih, jagung atawa kacang tanah. Jam 5 sore bulik karumab,
sambil ba sisiap sambahyang Maghrib. Kabiasaan kami
sambahyang di Masjid tu pas Maghrib wan Isya. Imbah tu
makan malam, istirahat quring®. (56.A)

(Kebiasaan di desa ini, peran perempuan dan laki-laki sama saja.
Setelah sholat Subuh, mereka langsung berangkat ke kebun karet,_
dan tentunya sarapan pagi dengan makan kue dan atau "ketupat® di
warung. Mereka tidak mempersiapkan anak-anak pergi sekolah, peran
ini biasanya dibebankan kepada kaka perempuan tertua yang juga
masih sekolah. Anak-anak sebelum berangkat sekolah juga sarapannya
di warung. Mereka dianggap sudah pandai mengurus diri-sendiri.
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i bapak dan ibu kemp..
g . aaa sebelas siang: & alj
ke rumah, sang istri 'l“ enunggu sholat Zuhur. S; itsal ; olat Zuhy,
bapat istiraiI:Bf 52{::'9 T,ersama- dan biasanya bertepatan denggy
mereka makan

i sekolah. .
kepulangan a“a"“’“:k eyl bali bekerja, tapi berangkatnya i
Jam 3 sore, para

rang tua ke di, jagung ataupun k

: tanaman padi, ja9 Kacan
ladang, ur!tuk memjbersﬂsﬂis::r'e oulang ke rumah untuk _bermap-siap
tanah dari gulma. Jam mereka Sholat Maghrib dan Isya

Sholat Maghrib. Kebias&ag{:)’;{o,at lsya, istirahat dan tidur).

i i jid. Setel : .
be’l::af“:;' :::ijn mereka ini beru!ang_setlap W?ktu- kecuih untuk

e arena  turun, hujan, Bag Masyarakat desy
hari_Jum atha : Jlfm'at merupakan hari sakral untuk benbada.h dan
Mallhngll(n, ;irri sehingga pada hari tersebut me(eka hanya t'f"ggal
z}‘r!:rsrll::ctl\ :rr:tuk membersihkan rumah ataupun kegiatan sos:;ul h'_ﬂgga
sholat Jum'at tiba. Pada sore hari biasanya kegiatan membersihkan
sarana umum seperti Mesjid atau pun jalan.

Beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat peladang

antara lain : . )

1) Yasinan dan baca sholawat untuk Bapak-bapak tiap Kamis malam
setelah sholat Isya y ‘

2) Yasinan dan baca Burdhah untuk Ibu-ibu pada Jum'at sore

Selama penelitian berlangsung, belum pernah melihat adanya
pertemuan masyarakat untuk membicarakan program hutan rakyat
atau pun tentang kelompok tani. Mereka jarang berkumpul, kecuali
ada acara hajatan atau pada sore Kamis, karena peladang akan turun
ke kampung (desa) untuk ikut pengajian Yasinan dan besoknya shalat
Jum'‘at di Mesjid.

Untuk dapat lebih mengetahui profil informan kunci dan subjek
di Desa Malilingin, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bapak H. Gazali Rahman (Kode Informan kunci ML/Malilingin)

Bapak Haji Gazali Rahman, saat ini berumur 42 tahun, mempunyai
anak 2 (dua) orang. Lahir dan besar di Desa Malilingin. Pernah
merasakan sekolah Tsanawiyah (setingkat SMP) di Martapura
hingga kelas 2, kemudian berhenti dan kembali ke desa.
Mempunyai anak 2 (dua) orang, satu masih sekolah di SD, yang
satu sekolah Tsanawiyah di Martapura. Sejak berumur 17 an
sudah menjadi anggota kelompok dan terlibat program hutan
rakyat. Pada tahun 2001, menjadi ketua kelompok tani hutan
“Suka Jaya" dengan luas 100 Ha. Pernah mengikuti pelatihan
Model Hutan Rakyat, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),
dan kader UPSA. Sejak tahun 2001 di angkat sebagai Kepala Desa

4)
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Malilingin. Mempunyai
ladang, padi selus 3?:; kebun karet Produktif sekitar 10 Ha,

Bapak H. Kastani (Kode 51.A)

Bapak H. i s
Kegala De[::nl\:g;itis:;itn";:.-lla):: n;ur 5? 1ahun.' pernah menjadi
gma’i‘i"l?:“:\ngl: tahun 1982 hinggaptgrr:?a:eiggﬁta;l!i:b:::ulla(:s);?
i dig K;ﬂg;’:}ah mencicipi pendidikan tingkat SLTA hingga
orang tamat SMA dgan, M?Mpunyai anak 3 (tiga) orang, dua
i Hserab Tairey an kawin dengan "orang luar desa”, tinggal
Sl i d ang bungsu sekolah sampai SD saja, kawin
3 N9 0esa setempat, tinggal dj Desa Malilingin. Aktif
tan rakyat yang dilaksanakan di desanya.

1997. Mempunyai keby
dikelola oleh keluarga.

Bapak H. Jam-jam (Kode S2.A)

Bapak H. Jam-jam, tokoh sentral ma arakat D ilingi
berumur 73 tahun. Beliaulah yang diangs,};ap masyaersaaka"\tﬁsaelicl:ng;;:i
sebagai salah satu penduduk awal Desa Malilingin. Karena
penduduk awal, beliau mempunyai lahan sangat luas, sekitar
kurang-lebih 30 Ha. Sebagian ditanam karet, sebagian untuk
kegiatan ladang. Pernah menjadi ketua LKMD (Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa). Pernah menjadi ketua kelompok tani hutan
"Wana Sejahtera" pada tahun 1990, dengan luas lahan program
hutan rakyat 50 Ha.

Bapak H. Hamsani (Kode §3.A)

Bapak H. Hamsani, salah satu ketua kelompok tani hutan dengan
nama kelompok tani hutan Rakat Mufakat. Mengelola program
hutan rakyat seluas 70 Ha pada tahun 1995 dan tahun 1999.
Berumur sekitar 57 tahun, lahir dan besar di Desa Malilingin.
Pendidikan sempat tamat Tsanawiyah (setingkat SMP). Mempunyai
anak (4) empat orang, hanya satu yang tamat SMP, selebihnya
tidak melanjutkan sekolah. Mempunyai lahan hutan rakyat karet
seluas 8 Ha, dan lahan untuk ladang 5 Ha.

Bapak Zainal Abidin (Kode S4.A)

Bapak Zainal Abidin, berumur 50 tahun, lahir dan besar di Desa
Malilingin. Tidak tamat SD, pernah menjadi anggota kelompok
tani hutan. Mempunyai anak 2 (dua) orang, tidak ada yang
melanjutkan ke SMP. Mempunyai lahan karet produktif 5 Ha, dan
ladang padi seluas 2 Ha.
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K cumur 30 tahu. lahir dan besar di Des,

nya anak 3 (tiga) masllh ?ekmah
Malilingin. Sekolahtaz‘::::)-t::juak&'sekolah o Moo ke
2 (dua) orang, yand vSuka Membangun®. dalam program hutan
kelompok tani hutan 35 Ha. Mempunyai lahan karet produktif 3
rak!!at;efpit:u;;’e:;asberkayu (Mahoni) seluas 1 Ha, dan lahan
Ha, lahan tan
ladang 1 Ha.
7) Ibu Zakiah (Kode $6.A) o
Ibu Zakiah bekerja sebagal Bi
tahun 1999, dan bersuamikan

§) Bapak Abdul Hami.d (
Bapak Abdul Hamid, bel

dan desa di Desa Malilingin sejak
orang asli Desa Malilingin. Iby

Kabupaten Banja
i i matan Mataraman, | o
lz(al:;a: bﬁ::tsarlng;rtl::niza suami menyadap karet jika tidak ada
t:g:s.%dempunyai lahan karet produktif 3 Ha.

C. Karakteristik Masyarakat Transmigran

Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12
ada umumnya dimulai pada pukul 05.00 subuh dan tidur
:1atam pada jam 20.00 malam. Secara detail roda kehidupan
masyarakatnya adalah sebagai berikut :
1) Pukul 04.00-05.30 : bangun dan sholat shubuh

Pukul 05.30-06.00 : berangkat ke kebun karet

pukul 06.00-11.00 : menyadap getah karet sambil sarapan di
kebun

Pukul 11.00-15.00 : istirahat, makan siang

Pukul 15.00-17.00 : membersihkan kebun atau menanam

tanaman baru untuk peremajaar

Pukul 17.00-20.00 : kumpul keluarga di rumah

Pukul 20.00-22.00 : kadang ada cara sosial ataupun kumpul-
kumpul sambil membicarakan keadaan desa
dan perkembangan di luar desa

8) Pukul 22.00-04.00 : tidur

S99 U v

Kegiatan harian di atas biasanya tidak berlaku untuk hari Jum'at
ataupun jika ada acara hajatan di desa. Umumnya mereka pulang
dari menyadap karet lebih awal sekitar jam 09.00-an dan sore harinya
digunakan untuk kerja bakti ataupun membersihkan rumah sendiri.
Untuk ibu-ibunya, pergi ke kebun ikut menyadap karet setelah
mempersiapkan makanan pagi dan atay anak-anaknya berangkat

sekolah. Umumnya mereka i sekitar i i
pPergi sekitar jam 08.00 sekaligus
membawakan bekal sarapan untuk bapak-bapalk:;a.

hariannya sebagai berikut :

K e
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Subjek (Bapak Mujiano)

ikt menjelaskan kegiatan hariannya sebagai

*Saya bangun jam 339 sekarang |

| 3.30, ng jam 5.30 '
keladang jam 6 pagi. Jam 1030 pulang ke rubma:gw;)epa'z;
rumah dan sekitarnya o <t

_ an istirahat. Jam 2.30 sore berangkat
lagi ke ladang tanaman muda untuk meremajakan gdan
merawat tanaman tersebut. Jam 5.39 petang pulang ke

rumah. Malam kegiatan sosial, dan k
. ; e adang2 ti
ngobrol hingga jam 12-01 SUbUh',(g.ng)g eman2 ngumpul

Subjek yang lainnya (Bapak Gunadi) memaparkan kegiatan

"Saya bangun pagi jam 4-5, noreh ke ladang mulai jam 6
sampai jam 11, Sgre Jam 3-5 kerja bersih-bersih ladang. Sore
saya anggap sebagai menabung kerja, kalau yang pagi
panen ATM' (ambil getah). Kalau malam biasanya kami
ngumpul2 di rumah Pa Wid. Biasa lah membicarakan hasil
dan harga getah karet, keadaan desa dan lainnya™. (S1.8)

Menurut penuturan para-ibu (Ibu Sri Widayati, dan lbu-ibu peserta

FGD) menjelaskan :

“Kebrasaan rutin kami di rumah tangga, sebelum berangkat
ke ladang sekitar jam 7-8, kami harus memasak dan
mempersiapkan anak-anak pergi ke sekolah, setelah itu baru
berangkat ke ladang sambil membawa bekal, karena suami
kami berangkat hanya minum air teh atau kopi, yang penting
rokok ada. Jam 10 an setelah menyadap karet biasaya kami
sarapan di ladang, setelah itu kami mengambil hasil sadapan
sampal jam 11-an, setelah itu pulang ke rumah. Kami tidak
bisa langsung istirahat seperti Bapak-bapaknya, karena setelah
sampail di rumah, harus bersih-bersih rumah sambil
mempersiapkan masakan siang. Tapi yang namanya kebiasaan
tidak terasa berat".(55.B)
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Gambar 8. Ibu Muthmainah (istri Pa’ miijaysthdl Kebun: Kanémya

Acara keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat di

lingkungan Ray-12 adalah: . |

1) Kegiatan Yasinan per RT dilaksanakan seminggu sekali pada hari
Jum,at sore

2) Kegiatan membaca Habsy seminggu sekali pada hari Minggu pagi

3) Kegiatan Yasinan di Mesjid dilakukan sebulan sekali pada malam
Sabtu minggu pertama.

Acara kemasyarakatan yang rutin dilakukan antara lain adalah:
1) Pertemuan atau rapat lingkungan per-blok per-RT sebulan sekali
2) Rapat desa sebulan sekali
3) Rapat ibu-ibu PKK sebulan sekali
4) Rapat Karang taruna sebulan sekali
5 Rapat kelompok tani sebulan sekali
6) Rapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tiga bulan sekali

Dari acara rutin pertemuan atau rapat di atas, maka kita dapat
mengerti mengapa mereka memiliki hubungan kekerabatan yang
k.uat antar penghuni di lingkungan Ray-12. Seperti halnya pertemuan
Imgku_ngan sebulan sekali, dalam pertemuan tersebut mereka
membucarakgn kondisi pemukiman, sarana umum dan kegiatan sosial
yang akan dilakukan bersama, seperti persiapan acara perkawinan di
iallah satu anggotanya. Demikian pula halnya untuk pertemuan

;l:i:izl::fn}: bulanan, mereka membicarakan tentang hasil produksi
] » Narga jual dan peremajaan tanaman karet tua.

sari Ray-12, dapat diurajk

1)
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Lebih detail profil infe

'man kunci dan subjek dari

ar
¥ an sebagaj berikut - : i gl
Bapak Wijayat (Kode

ker iadi g

Banjarmasin. Menjadi iz e eengdiee i

tahun 2001. Mempunyai

di Fakultas Pertanian U an yang perempuan
L —

sekolah di SMA kelas 2, di Binuang. Mempunyai lahan PIR 6 Ha
dan lahan hutan rakyat seluas 3.5 Ha. Menjadi tokoh panutan di
Fllay—1 2 da‘n fj' desa sekitarnya, mempunyai kelebihan bisa membaca

alam gatb_ . Sangat santun dengan orang lain, dengan alam dan
makh_luk hidup lainnya. Suka menolong orang tanpa mengharap
pamrih. Rumahnya menjadi *markas bagi masyarakat Ray-12
untuk berdiskusi dan urung rembuk. Tidak jarang tokoh masyarakat
luar datang_ untuk bersilaturahmi dengan beliau. Peneliti
beruntunjg bisa "tinggal" beberapa hari di rumah beliau, sehingga
secara tidak Ia‘ngsung dapat melihat dan merekam kegiatan
informan kunci dan para subjek, serta masyarakat Desa Pualam
Sari Ray-12 sesuai tujuan penelitian,

Bapak Gunadi (Kode 51.B)

Bapak Gunadi, pegiat hutan rakyat yang handal. Berasal dari
Kediri, berumur 44 tahun. Menetap di Desa Pualam Sari ray-12
sejak tahun 1986. Pendidikan hanya tamat SMP. Menjadi anggota
kelompok tani sejak tahun 2001. Mempunyai anak 2 (dua) orang,
yang perempuan kuliah di Akademi Kebidanan Banjarmasin, dan
yang laki-laki masih sekolah SMA di Binuang. Sebelum bergabung
program hutan rakyat, bekerja sebagai buruh tani di PIR dan
kadang buruh bangunan di Binuang dan Rantau, atau ikut Bapak
Wijayat bekerja bangunan. Mempunyai lahan PIR karet seluas 3
Ha, dan lahan hutan Rakyat (karet, Jati, dan mahoni) seluas 7 Ha.

Bapak Hambali (Kode S2.B)

Bapak Hambali, berasal dari Blora Jawa Tengah, berumur 50
tahun. Menetap di Desa Pualam Sari Ray-12 sejak tahun 1986.
Pendidikan tamat Tsanawiyah. Mempunyai anak 3 (tiga), dua
orang sudah lulus SLTA dan satu orang masih sekolah di SMA, di
Binuang. Terpilih menjadi Ketua Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN) Desa Pualam Sari. Bergabung dengan program hutan
rakyat sejak tahun 2001. Sebelum ikut rpengem!aangkan program
hutan rakyat bekerja sebagai buruh di Saw-Mill di Banjarmasin.
Saat ini mengelola lahan PIR karet seluas 6 Ha, lahan hutan



RAKYAT: kat
:!ﬂ:N Adaptasi Budaya Masyars

itu, Bapak Hambali dan keluarga juga

rakyat seluas 7,5 Ha. Selain g sekitar 10 ekor.

memelihara ternak kambin
bang (Kode S3.8) :
4) Bapak Bambang | dari Banyuwangl, Jawa Timur, berumy,
Bapak Bambang, lberasa EA tamat. Menetap di Desa Pualam Say
47 tahun. Pendidikan SM antau ke Kalimantan di ajak saudara
Ray-12 sejak tahun 1989. N:ith ‘ukup berhasil di Binuang. Ikut
(kaka kandung) yang ;;t:n:ok tani program hutan rakyat sejak
bergabungzdeonagﬁans;‘:ula pekerjaan sebagai pengumpul karet
‘tiahun 2000(-:lall dari kaka kandung. Usaha tersebut berkembang,
engan m farang Bapak Bambang dikenal sebagal pengusaha
e ST karet di Desa Pualam Sari. Mempunyai anak 3 (tiga)
gf:r?umgruem puan yang pertama sekarang sudah menjadi POL_WAN
di PoEILreF; Kabupaten Tapin, dan perempuan SatunyaILnadu_ kuliah di
Banjarmasin, dan perempuan yang bungsu masth di SMA di
Binuang. Mempunyai lahan PIR karet seluas 30 Ha dan lahan hutan
rakyat seluas 5 Ha. Lahan karet dikelola melalui bagi hasil 50:50.
5) Bapak Mujiano (Kode S4.8) .
Bapak Mujiono berasal dari Banyuwangl, berumur 44 te_ahun_
Pendidikan sampai tamat SMP. Menetap di Desa Pualam Sgr: Ray-
12 sejak tahun 2002. Bergabung dengan kelpmpok tani hutan
rakyat sejak tahun 2003. Sebelum menetap di Desa Pgala_:m Sari
Ray-12, Bapak Mujiono menjadi peserta transmigrasi di lahan
pasang surut, Kapuas, Kalimantan Tengah. Karena merasa gagal,
lahan di jual dan membeli lahan di Desa Pualam Sari Ray-12.
Pendidikan anak-anak sampai SLTA saja. Mempunyai lahan PIR
karet seluas 3 Ha, dan lzhan hutan rakyat seluas 2 Ha.

6) Ibu Sri Widayati (Kode 55.B)

Ibu Sri Widayati merupakan salah satu aktivis PKK di Desa
Pualam Sari Ray-12. lbu Sri Widayati merupakan istri dari
Bapak Bambang (penqusaha pengumpul karet). Pendidikan
SLTA. Meskipun hidup sudah berkecukupan, namun Ibu Sri
Widayati sering membantu mengurus usaha suami, termasuk
lahan karet, karena suaminya kadang harus keluar kota
menjual hasil karet yang sudah dikumpulkan. Ibu Sri Widayati
rajin memotivasi ibu-ibu lainnya untuk dapat berperan aktif
dalam rumah tangga dan kemasyarakatan, seperti
melaksanakan pelatihan kerajinan tangan, kecakapan masak-
memasak, melaksanakan Posyandu, mendirikan Taman Kanak-
Kanak dan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

BAB |}

MALILINGIN POTRET DESA
PINGGIRAN HUTAN

A. Asal Terbentuknya Desa Malilingin

Desa Malilingin merupakan salah saty desa yan i
pinggiran Peggnungan Meratus dan dilalui oleh gunga}e::nt::dg
Sungai Amandit merupakan sarana transportasi utama masyarakat
desa Malilir_mgin sebelum tahun 80-an, dan sekarang dimanfaatkan
batu sungainya untuk pondasi bangunan. Sebagai desa pinggiran
hutan, masyarakat Desa Malilingin hidu

: : pnya dari berladang berpindah
yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya.

Pada awalnya Desa Malilingin yang dulunya disebut dusun atau
perkampungan merupakan bagian dari Desa Tambak Pipi'i, yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Seiring dengan pertambahan
jumlah penduduk dan adanya program pemerintah untuk melakukan
pemekaran desa, maka pada tahun 1982 dusun Malilingin resmi
berpisah dengan Desa Tambak Pipii menjadi sebuah desa pemekaran
yang sekarang dikenal dengan nama Desa Malilingin. Pada saat itu

jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 97 KK dengan luas wilayah
2.343 hektar.

Alasan dibentuknya desa Malilingin, dikarenakan jarak dusun
Malilingin dengan kantor Desa Tambak Pipii sekitar 5 km yang hanya
dapat ditempuh dengan jalan kaki atau lewat sungai Amandit,
sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk melakukan komunikasi
dan koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Jika hanya sebagai
dusun, maka akan selalu tertinggal dalam bantuan pembang_una!n
dengan wilayah atau desa lainnya. Padahal dusun Malilingin
mempunyai sumberdaya alam yang luas dan sumberdaya manusia
yang cukup (dari segi jumlah penduduk).

Masyarakat di dusun Malilingin saat itu tidak ingin tergantung
dengan desa lainnya, sehingga mereka sangat bersemangat untuk
memisahkan diri dengan desa induk. Dengan adanya pemerintahan
desa sendiri, maka masyarakat dusun Malilingin dapat mengelola
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X h dalam melakyk
1 paik dan mudah da melakukar,
sumberdaya aiamny‘.ahaleet::ama‘an- Dengan berdlg sendirinya Des;
:?;Tﬁ::;ﬂ drf\fa‘ggnpzngeblaan sumber daya alam dan sumber day,

manusia menjadi lebih mu

dah dan terarah.
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Gambar 9. Jalan Desa dan Perumahan di Desa Malilingin

Menurut penuturan subjek (Haji Kastani):
"Dahulu daerah kami ni hanya dusun haja, ngalih kami mun
handak ba urusan administrasi pamarintahan nang kaya ma
urus bakawinan atawa ma urus "katipi" (KTP), makanya kami
ma usul pamisahan manjadi desa sorangan®. (51.A)

(Dulu wilayah kami hanyalah sebuah dusun, sehingga sulit kalau
ada urusan administrasi seperti halnya untuk izin perkawinan atau
membuat KTP, sehingga kami mengusulkan untuk dimekarkan
menjadi sebuah desa yang mandiri)

Alasan mengapa masyarakat memilih tinggal di Desa Malilingin
antara lain dijelaskan oleh Bapak H. Jam-jam (52.A) adalah:
1) Tempat kelahiran dan tempat kuburan orang tua
2) Kondisi_tanah atau Iah;n sangat sesuai dengan pola hidup mereka
sebagai peladang berpindah, dan ketersediaan lahan yang masih

luas

3) Sebagian beslar ladang sudah menjadi kebun karet, namun
keadaannya tidak terurus yang berasal dari warisan orang tua
mereka

4

Tidak mempunyai keahlian selain sebagai peladang

Malilingin Potret Desa Pinggiran Hutan

Hal ini juga dapat kita pahami dact ...
Hamsani) sebagai berikut:p ami dari uraian penuturan subjek (Haji

*Kami ni lahir wan ganal di
: . kampung ni pan
jbuaaku?:;z?:; c;‘;afnqmpung ni, kami ham;:-"ff g;az‘:rggantu::;
sasuai wan ;f,‘lam.r.-'a,-J sanang hidup disini karana lahannya
2 macih sl N sabagai peladang, jyas pulang. Imbah
e, o suhaninggalan salambar dua fambar kabun
a, m i - SN
3.4) akanya kami tatap tinggal di sini®,

(Kami lahir dan besar dij sini
hampir semua masyarakat
hidup di sini karena laha
itu masih ada kebun ka

+ Orang tua juga dikubur di sini, serta
Punya hubungan keluarga. Kami senang
nnya ct_:kup subur dan masih luas. Selain
ret peninggalan orang tua).

B. Letak Geografis

Desa Malilingin merupakan salah satu desa di pinggiran kawasan
Hutan Lindung Meratus, termasuk di dalam Kecamatan Padang Batung
Kabupaten Hul_u Sungai Selatan (HST) Provinsi Kalimantan Selatan
dengan luas wilayah 2.343 Ha. Letak Desa Malilingin dari Ibukota
Kecamatan adalah berjarak 10 Km, dari Ibukota Kabupaten berjarak 17
Km, dan dari Ibukota Provinsi berjarak 152 Km yang bisa dilalui
dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. (Peta Lokasi Desa pada Lampiran
5).

Secara geografis Desa Malilingin terletak antara 115018'10' sampai
dengan 115022'58" BT dan 02050'47"* sampai dengan 02055'13" LS,
dan secara administratif Desa Malilingin mempunyai batas-batas
wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Bini
2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Loksado
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tapin

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Laki

Berdasarkan Peta Tanah Provinsi Kalimantan Selatan Skala
1:500.000 dan hasil survey lapangan, bahwa wilayah Desa Malilingin
merupakan kawasan jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan
tingkat kesuburan sedang.

Berdasarkan curah hujan bulanan selama 10 tahun terakhir yang
diambil dari Stasiun Pengamat Hujan Sungai Raya di Hulu Sungai
Selatan bahwa rata-rata bulan basah terjadi selama 8 ka_li-dan rata-
rata bulan kering terjadi selama 4 kali sehingga nilai Q atau
perbandingan antara bulan kering dengan bulan basah adalah sebesar
12
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ikembangkan oleh Scmidh da

Dari tabel niIai}IQ::gs?;::,iﬂngin te{masuk tipe fklin? denga:
Fergusson bahwa w ::n besarnya curah hujan dan hqu hujan yan
asiitiget . ssedazg pengamat Hujan Sungai Raya di Hulu Sungy;
tsee?:;wp;::g r:r‘dekatan dengan wilayah Desa Malilingin adalah

seperti terlihat pada Gambar 10.

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

I BCurah Hujan (mm) BHan Hujan (han) I

Gambar 10. Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan di Kec. Padang Batung:
Berdasarkan Hasil Pengamatan Stasiun Cuaca di Sei. Raya -
Hulu Sungai Selatan. (BPS, Kecamatan Padang Batung dalam
Angka Tahun 2008b).

Desa Malilingin dengan luas wilayah 2.343 Ha sebagian wilayahnya
berada dalam lahan hutan rakyat dan sebagian berada dalam kawasan
hutan produksi. Berdasarkan Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan
Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 bahwa
penggunaan lahan di Desa Malilingin terbagi atas beberapa jenis di
antaranya kebun karet, ladang dan pertambangan.

Penggunaan lahan secara spesifik adalah: lahan yang terluas
adalah hutan rakyat atau kebun karet yaitu seluas 944 ha atau
40,29%, terluas selanjutnya adalah lahan untuk ladang 579 ha atau
24,72%, dan lahan peruntukan lainnya (pertambangan) seluas 482
atau 20,57%. Sedangkan untuk lahan pertanian tadah hujan atau
lebak hanya 1 ha atau 0,04%. Dalam bentuk konfigurasi gambar
dapat dilihat pada Gambar 11.

Malilingin Potret pess Pinggiran Hutan KR!

¥ Tadah Hujan
® Ladang,

¥ Hutan Rakyat
# Perwnahan

0 & comtline g oo _——— B Perkantoran

Keadaan Penggunaan Lahan Wilayah ¥ Hutan Hegara
Desa Malilingin dalam Prosentasi o) ¥ Lainnya

Gambar 11. Keadaan Penggunaan Lahan Wilayah Desa Malilingin

(Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang
Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008b)

Untuk vegetasi penutupan lahan di wilayah Desa Malilingin
terdiri dari tanaman hutan rakyat atau kebun karet seluas 922 ha atau
39,35%, tanaman semusim/pangan/ladang seluas 580 ha atau 24,75%,
dan alang-alang/rumput/semak seluas 841 ha atau 35,89%.

40 B Hutan Rakyat Karet
20
0 ® Tanaman Semusim
Pangan
u Alang-

Keadaan Vegetasi
Wilayah Desa Malillingin
dalam Prosentasi (%)

alang, rumput. semak, dil

Gambar 12. Vegetasi Penutupan Lahan di Desa Malilingin
(Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang
Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2008b).
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C. Gambaran Kehidupan MasyarakatA o

Berdasarkan data dari Kepala Desa Ma!!ilngm {2003}5 Didka
Malilingin dihuni oleh sekitar ’_sebanyalk 677 jiwa, dengan jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 340 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
berjumlah 337 jiwa. seks rationya adalah sebesar 0,01. Luas wilayah
desa adalah 2.343 Ha, maka kepadatan penduduk Is_ebesar 28,89 yang
berarti setiap jiwa akan menempati 0,03 Km2.. Dari jumlah penduduk
677 jiwa tersebut terbagi atas 175 Kepala Keluarga (KK). Jumlah
anggota keluarga per Kepala Keluarga ini bersifat beragam mulai
dari 2 jiwa per kepala keluarga hingga 4 jiwa per kepala keluarga.

Sebagai gambaran bahwa 2 jiwa per KK didominasi oleh pasangan
keluarga yang baru berumah tangga, sedangkan yang berjumlah §
jiwa per KK adalah terdiri dari 1 bapak (Kepala Keluarga), 1 Ibu dan
3 anak akan selalu mendominasi oleh pasangan keluarga rata-rata
berumur di atas 45 tahun.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan di Desa Malilingin relatif
rendah, karena hanya 0,44% yang tamat perguruan tingai dan 3,4%
yang tamat SLTA atau sederajat. Selebihnya sebesar 14,48% yang
tamat SD/Sederajat dan tidak tamat SD sebanyak 12,11%. Lebih

jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Malilingin dapat dilihat
pada Gambar 13.

Keadaan Penduduk Desa Malilingin
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dalam Prosentasi (%)

Gambar 13. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikann di
Desa Malilingin

(Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang
Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008b)

Pada saat penelitian diperoleh gambaran bahwa semakin tahun
semakin sedikit masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke tingkat
SLTP atau sederajat dan SLTA atau sederajat. Selain belum ketersediaan
SLTP yang cukup jauh, yaitu sekitar 5 km dari Desa Malilingin (SLTP
terletak di Desa Batu Laki), juga karena kesibukan anak-anak usia
sekolah dalam membantu orang tuanya menyadap atau “mamantat®
karet di kebun. Kenyataan ini dapat berakibat semakin rendahnya
tingkat pendidikan di Desa Malilingin di masa mendatang.

Umumnya anak yang berumur 10 tahun ke atas atau kelas 4 5D
ke atas sudah ikut menyadap karet di kebun orang tuanya. Pada usia
11 tahun an mereka sudah pandai menyadap karet dan dipercaya
untuk mengelola sebagian kebun orang tuanya. Hasil dari penjualan
getah karet sepenuhnya diberikan kepada anak-anaknya, sehingga
pada usia tersebut anak-anak sudah memiliki uang untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri.

Dari sudut pandang orang tua mereka, keterlibatan dalam
menyadap karet merupakan latihan kemandirian untuk perslapar!
anak-anak mereka kemudian hari. Orang tua tidak perlu lagi memberi
uang harian untuk kebutuhan anaknya, }(_arepa sudah dicuku.pi dari
hasil penyadapan dari karet tersebut. Di sisi lain, keterhgtasan jumlah
tenaga kerja juga menjadi faktor pen_dorong untuk melibatkan anak-
anak mereka jkut menyadap karet di kebun.

® Tamat Perguruan Tinggi
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B l"mn " mata pencaharian masyarakat Desa Malifjn .
Pada UmUMY2 T | adang). Tanaman pertanian ladang anyg
adalah sebagai peta g dan kacang tanah. Tanaman keras utamap, .

?;:s:gag?ega:;}\iige:?in. Kegiatan perladangan yang juga sekajiq, .

n bagian dari kehidupan masyarakat py

t;:r:ﬁbu?nka:;s r:;)’::af:erekag sebenarnya sudah' C}Jkup denge
e hnagila;m dari menyadap karet, namun mqreka masih juga Menanam
ad?di ladang. Hal ini disebabkan hasil padi ladang sebagai makang,,
ﬁtarna mereka dianggap kebutuhan pokok, dan dalam keg; atan

tersebut proses budaya tersalurkan. 5
Hal ini dituturkan oleh subjek sebagai berikut:

*Kami bahuma di ladang tu dasar gawfan pukuk, _br‘ar cukup
haja duit hasil mamantat gatah, tapi tatap haja bahuma
kami gawi, napa bahuma U gawian urang tuha turun-
tamurun, manarusakan kabiasaan nang tuha. Mun baladang
huma tu kita sama wan manyambung silaturahmi wan urang
tuha bahari, wan alam tamasuk binatang. Mun batanam
banih, burung umpat makan, warik umpat makan. Balum
lagi hubungan kita wan makhluk alam kayangan, bisa
tasambung malalui bahuma®. (52.4)

(Melakukan perladangan merupakan kerjaan pokok kami,
walaupun kami mendapatkan duit cukup dari hasil menyadap
karet, namun kami tetap saja melakukan penanaman padi di
ladang. Bertani di ladang merupakan pekerjaan turun temurun,
dilakukan sejak nenek-moyang, jadi kami harus meneruskannya,
Kalau kita berladang, maka sama halnya kita menyambung
silaturahmi dengan nenek-moyang, dengan alam semesta,
termasuk bina_atang. Kalau kita menanam padi, burung bisa ikut
makan, kera juga bisa nimbrung makan. Belum lagi hubungan
kita dengan r_'nakhluk gaib yang terus tersambung melalui
berladang padi atau huma)

Untuk lebih jelas mengenai mata pencahari
Malilingin dapat di lihat pada Gamba:)afa arian masyarakat Desa

—
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Gambar 14. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Malilingin

(Sumber: BPS, Data Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Padang
Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008b)

Mata pencaharian utama sebagai peladang (pertanian) sebesar
76% ini dapat kita lihat dari pekerjaan dan sumber pendapatannya.
Dari pengamatan keseharian dapat tergambarkan kegiatan mereka
selalu berhubungan dengan pertanian, hutan dan hasil hutan.
Selebihnya bekerja dibidang perdagangan dan pertukangan.

Ada hal yang menarik dari Desa Malilingin berkaitan dengan
pengelolaan uang dalam rumah tangga. Menurut penuturan Subjek
(Ibu Zakiah) sebagai berikut:

“Di kampung sini, kalu urusan, manjual gatah, biasanya

babinian nang ma antar wan ma ambil duitnya, jadi nang

ma atur duit disini tu ba binian". Lalakian tahu roko aja,
selebihnya bininya nang ma atur pangaluaran rumah tangga*

(56.A)

(Di desa ini, untuk urusan menjual hasil sadapan akret, bi_asanya

di urus oleh perempuan, baik menjual maupun mengamb'll uang

hasil jualan sadapan karetnya. Untuk lelakinya yang penting ada

rokoknya, selebihnya perempuanlah yang mengatur keuangan
dalam rumah tangganya).

Penjelasan di atas menggambafkan bahwa peran perempuan
dalam rumah tangga di Desa Malilingin cukup besar dan berpengaruh,
karena mengatur keseimbangan keuangan dalam rumah tangganya,
membantu menyadap, menjual dan mengurus rumah tangga. Dari
sisi lain, besarnya peran perempuan ::la!am membantu keluarga
mencari nafkah telah *mengorbankan aspglf pgmehhara_an anlak-
anak mereka. Anak-anak sekolah secara mandiri, biasanya diurus oleh

.~
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E. Sosial Kemasyarakatan Désa’ peiacang -
' Malilingin ini merupakan representasi pedesaan seit,,
Desa Mali dgdukﬂva tidak bisa terlepas dari hutan dan hasj| dari
hutan yang pendu ‘ladang di hutan. seluruh masyarakatnya beragama
hutan, termasuk berla rtaniannya tidak bisa lepas dari

lam kegiatan pe
Islam.a r?fr':?::l;:: :engaiarnan nengk moyangnya. Salah satu contoh
E:;egrcayaan dalam pemilihan lokasi ladang yang baru, mereka magjh

 tanda-tanda alam, yaitu apabila ada kayu yang jatyh
22;?5::?32 t::ntara 2 (dua) dahan pohon yang tét_?rbeda, maka
mereka tidak akan memilih lokasi tersebut, karena ipercaya akan
membawa sial atau tidak beruntung. T‘_and_a alam lainnya adalah
adanya tanaman rumput jepang’(Zoysra japonica). Tanaman ipj
dipercaya jika tumbuh subur dan tingginya melebihi 2 meter, maka
lahan yang akan dibuka subur, setldalfnya_untuk tanaman pertanian
selama 2 tahun. Hal ini juga temyata bisa ditemukan pada masyarakat
Suku Dayak Kantu di Kalimantan Barat, mereka menyandarkan tanda-
tanda alam melalui burung hutan. Jika dalam pemilihan tempat
berladang si petani melihat sarang burung jenis "nenak” berada di
puncak pohon, dan tidak di bagian tengah, maka tahun itu dia akan
menolak tempat tersebut dijadikan ladang (Dove yang dikutip oleh
Kartasubrata, 2003).

Subjek (Bapak Haji Jam-jam) menjelaskan tentang norma dan
nilai yang berkaitan dengan tanda-tanda alam dan perladangan:

"Gasan mambuka ladang hanyar, bubuhan kami masih ma
umpati urang bahari, napa kami yakin pasti ada maksud dan
n{juannya. Misalnya haja mun handak mambuka lahan hanyar,
bisa d:'ﬂﬁat tinggi tanaman rumput jepang lebih dari tinggi
awak kita, itu pasti tanahnya subur pulang, paling kada
cagar dua tahun manggawi gasan bahuma. Jua mun ada

f:::bpatah pa::ha!ang di antara dua puhun, itu cagaran
_ awa sial, kami kada jadi
Lt Jagi mambuka lahan nang

(Untuk membuka ladang b -
daru, ¥ : ti
petuah orang tua, kag keluarga kami masih mengiku

rena kami masih menyakini pasti ada
maksud dan tujy ‘ ghyaxin. B
maka bila dihujtaanmj(:z jehertl kalau mau membuka ladang

S . ebut tumbuh tan k ut
- an aman semak rump
Iepang (Zoysia japonica) yang tingginya melebihi tubuh kita,

R ___h_ﬂiliiingin Potret Desa Pinggiran Hutan

makak lzt'i 'lc_‘andgnya tanah tersebut subur, setidaknya bisa dikelola
e ertahan i antare 5. 20l- Atau pula, kalau ada kayu yang patzh
dan g o d" ara dga Ppohon, maka biasanya lahan tersebut bisa
mem adwa sial, dan kami tidak jadi memilih lahan tersebut)
Budaya pertanian masyarakat Desa Malilingi '
: in yang masih melekat
dalam kegiatan perladangan mereka antara 1gin 3a:da?ah:

1) Pemilihan lahan baru untuk ladang dengan melihat tanda-tanda
alam (tata letak tanaman, jenis tanaman)

2) Sebelum penanaman dilakukan
tanaman tumbuh subur dan mend
baik dan cukup

"aruh" atau selamatan agar
atangkan hasil pertanian yang

3) Setelah panen padi, dilaksanakan selamatan kampung sebagai
tanda terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rezeki

hasil tanaman yang baik dan cukup, dan juga kepada makhluk
lainnya yang ada disekitar kita.

Kehidupan berladang berpindah merupakan salah satu pola
adaptasi dari masyarakat terhadap keadaan atau kondisi alam,
khususnya kesuburan tanah. Dengan tingkat kesuburan tanah yang
rendah, maka strategi perputaran pemanfaatan lahan menjadi pilihan
yang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Umumnya
pemanfaatan lahan untuk pertanian selama 2-3 tahun, kemudian
lahan tersebut diberakan atau dibiarkan selama 3-5 tahun agar
menjadi subur kembali atau pemulihan kesuburan tanah. Menurut
Dove (1983) yang dikutip Benyamine (2004), masyarakat Banjar
memberakan lahannya selama 3 tahun. Jika dilihat dari proses
pembakaran (burning), maka sebenarnya hal ini merupakan bagian
dari strategi masyarakat agar lahan lebih cepat bersih, dan menurut
mereka lahan menjadi lebih subur. Selain itu untuk mengurangi
penggunaan tenaga kerja dalam pembersihan lahan.

Subjek (Bapak Haji Hamsani) menjelaskan mengenai pembakaran
lahan sebagai berikut:

"Sasuai kabiasaan kami di kampung, imbah ditabang puhun
nang sadang ganalnya, maka bila waktu pina panas, kami
salukut agar lakas barasih dari rumput tagah wan kayu.
Imbah di salakut, kami barasihi pulang, lahan sudah siap
gasan dihumai. Kami manyalukut karana lahan .faka.s barasr‘h,‘
murah biayanya, wan abu kayu bisa jadi pupuk jua. Kami
manyalukut biasanya di atas jam 2 sore sampai jam 5 an.
Biasanya kami bahabaran wan sabalah-manyabalah bila handak
manyalukut ladang®. (S3.A) auh
(Berdasarkan kebiasaan di desa kami, setelah pohon kecil di
tebang, maka ketika hari panas, kami segera melakukan
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¢ladang cepat bersih dart semak-beluky g
akaren 180808 LTy kami bersihkan lagi ladang terseby
kayu-kayu kecil mi membakar ladang kareng

3 : am. Ka :
:;;nrga; ;;apnl::;:: dbi?:;‘awa' dan abu hasil pembakaran g,

i bakar lahan di atac ;
h. Kami biasanya mem ; as jam
: . celalu memberikan kabar k
: am 5 sore. Kami sela epa
S0r Ik seiarladang apabila akan melakukan PEMBAAIan ladang)
di atas tentang tujuan pembakaran lahan, temyat,

han;";”:ffndens;:ﬁuiua" pembakaran lahan oleh masyarakat H?“Uno'o,

hasil penelitian Conklin yang dikutip oleh Kartasubrata (2003), tujuan dar;

pembakaran pada garis besarnya adalah: . . ‘

1) Menghilangkan vegetasi yang tidak dikehendaki, sehingga lahapn
menjadi bersih

2 Membunuh hewan-hewan pengganggu
3) Mempersiapkan tanah untuk penugalan
4) Memberikan pupuk berupa abu secara merata.

Pada sisi lain, seiiring dengan harga getah karet yang semakin
membaik, telah mengakibatkan menurunnya keinginan dalam
meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah pada masyarakat Desy
Malilingin, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Kenyataan
ini mengakibatkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia dan dapat
menghambat inovasi yang datang.

Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga masyarakatnya
Pada usia 14-15 tahun bagi perempuan dan 17-18 tahun bagi Iaki-laki
pad:‘a umumnya mereka sudah menikah. Bagi mereka menikah itu wajib
bagi yang sudah mampu, dalam hal ini mampu dalam keuangan rumah
tangga. Umumnya laki-laki berusia 17-18 tahun sudah mempunyai ladang
karet yang dikelola sendiri untuk menghidupi rumah tangganya. Umumnya
mereka mempunyai 1 Ha kebun karet produktif yang sebulannya minimal
dapat menghasilkan sekitar Rp2.000.000,- per bulan (harga getah
Rp. 8.000,/ kg x 25 kg x 10 hari). Untuk beras, mereka ikut orang tuanya

“bahuma* i i i
tahau r:ma yang biasanya cukup untuk dikonsumsi selama 1 hingga 2

mm:;rgr:ﬂ;em ;l:gagtgllban?aigmlg;an baru biasanya tidak jauh dari
o _ am satu area lahan yang sama.
ereka umumnya mencari pasangan dari desa sendiri atau :al i?"lg jauh

desa tetangga, sangat | :
sedérhana agar mergeka jarang kawin dengan orang *luar®. Alasannya

berdekatan agar mUda;ets:;l:: gumpul dalam satu kampung yang saling
tempat mata pencahari 9 mengunjungi (maelangi), dan sebagai

b an. J ; -
wajib hukumnya kalau sudmagll1a rl;ln:: gz G bahwa menikah U

r

p—
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Subjek (Bapak Haji Kastani) menguraikan tentang kehidupan

rumah tangga pasangan bary sebagai berikut:

*Di kampung kami nj
Cawinakan, vah mdis b.‘_nkananakan anum an sudah kami

ian S .
tahun an, agar buhannn tu 14-15 tahun wan lakian 17

: ya tapalihara dari perb
baik, kabun gatah sudah ada, baras cukup a?‘: r:r.::ta:n kuig:

tanahnya sy
- tahs kalaperan ey ndc 1da, fac langkep alsmkedd
wan kahujanan. Jar Nabi kan mun sudah
mampu napa lagi dihadang, badusa nang tuha mun kada
fa_kfiS maﬂgaW!naifan. Buhannya kawin sasama urang kampung
ni jua, atawa paling jauh kampung sabalah, mun jauh ngalih
maefan?.i,r wan jua kabun gatah di kampung ni, ngalih
g:'aTaamnpaun;ﬂgi f?;\;f;}wan urang jauh, cuali hakun badiam
(Di desa k_ami, anak yang berinjak dewasa, umur 14-15 tahun
grftul_c wanita dan 17 tahun an untuk pria sudah di kawinkan. Hal
ini dilakukan agar mereka terjaga dari perbuatan yang tidak
baik. Kami sudah sediakan kebun karet, beras dan bahan bangunan
gntuk rumah. Kata Nabi, berdosa kalau tidak segera mengawinkan
jika sudah' c'u_kup. Anak-anak biasanya mencari pasangan dari
kampung ini juga, atau kampung terdekat saja. Kalau mencari
pasangan jauh, nanti sulit untuk saling kunjung-mengunjungi,
juga kebun karet adanya di desa ini. Kecuali kalau orang "jauh”
mau menetap di kampung ini, kami tidak keberatan).

Uraian di atas sejalan dengan penjelasan dari Ibu Zakiah yang
mengatakan sebagai berikut:

"Di kampung sini, kanakannya lakas kawin. Umur 14-16
tahun babiniannya, wan 16-17 lalakiannya sudah pada kawin.
Jarang banar lakiannya sampai 20 tahun, biasanya mun 20
tahun sudah ba anak dua. Buhannya kawin lakas karana
sudah ada pandapatan. Buhan kanakannya balum tamat is di
(SD) aja sudah umpat mamantat gatah, jadi sudah tabiasa
mancari surang. Kalu di kuta, umur 20 tahun masih mananai

ka kuitan, jadi cucuk haja kawinnya lambat".(56.A)

(Di desa ini, anak-anak cepat kawinnya. Rata-rata umur 14-16
tahun bagi perempuan dan 16-17 tahun untuk laki-laki, mereka
sudah pada kawin. Jarang sekali laki-laki di atas 20 tahun baru
kawin, dan biasanya umur tersebut sudah punya anak 2 (dua).
Mereka cepat kawin karena sudah ada pendapatan (uang). Mereka
belum tamat SD saja sudah ikut menyadap karet, jadi sudah
terbiasa mencari uang sendiri. Kalau di perkotaan, umur 20
tahun masih minta uang dengan orang tua, sehingga mereka

lambat kawinnya).



N RAKYAT: kat
e
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esa pinggiran hutan yang kehiq,,
i sal:e':n;?tr;len‘;an alam dan lingkungan, maka tentula
masyarakatnya isahkan dengan praktik pertaniannya. Pertanjap,
?;crl‘aafa :ﬁnkgﬂ:t:u cering dikenal dengan istilah berladang merypay,

bagian dari jalan hidup masyarakat di Desa Malilingin. Hutan Falyl

turun men .
di Desa Malilingin tum.buh dan bdera::; S:;Cei;a i merup:l:::' Hal in;
disebabkan secara sejarah P,en 4 a tergantung dari hasil Ipetan,
adang yang hidup dan kehidupanny kat ped feang
g:in hutan, sebagaimana kebanyakan masyarakal pedesaan hyta,
yang tinggal di sisi pegunungaﬂ‘ eracis. fons .

Kegiatan perladangan berpindah merupaxan Jalan hidup yap
surun temurun mereka jalani. Secara whapin. eq'at':;' perladangap,
berpindah antara lain adalah: pemilihan lahan, Penebangan pohon,
pembersihan lahan, pembagian lahan, penénamat pemeliharaan,
dan pemanenan. Semua tahapan kegiatan dilakukan secar,
berkelompok yang umumnya masih mempunyai ikatan darah, Setiap
kelompok biasanya terdiri dari 5-10 KK. Menurut penuturan subjek
(Haji Kastani):

*Buhan kami ni asal-muasalnya peladang berpindah-pindah.

Imbah du-dua tahun mambuka huma, kami tinggalakan

pindah mambuka lahan hanyar pulang. Tarus aja tu baputar,

sampai anam tujuh tahun tabulik pulang ka ladang asal.

Kami hanya kawa bahuma dua tahun haja, imbah tu hasilnya

manurun, kayanya tanahnya kada subur lagi. Mun imbah

anam tujuh tahun dibuliki, biasanya subur pulang tu
ladangnya®.(51.A)

(Keluarga kami memang keturunan peladang berpindah. Setelah

dua tahun membuka ladang, kami tinggalkan untuk mencari

lahan yang baru lagi. Kegiatan ini terus berotasi, hingga sampai

6-7 tahun kami akan kembali ke lahan asal. Kami hanya bisa

berladang seiarpa 2 tahun karena setelah itu hasil padinya

menurun, sepetinya tanahnya tidak subur lagi. Setelah 6-7 tahun
ditingalkan, lahan akan kembali subur lagi seperti sedia kala).

Malilingj it
ingin Potret Desa Pinggiran Hutan RIOE,

Gambar 15.Ladang "huma" yang ditanami Padi, Jagung dan Kacang
Tanah, dengan Tanaman Pokok Karet

Periodisasi kehidupan yang selalu berulang sepanjang hidup
masyarakat peladang yang menjadi warisan turun menurun adalah
kegiatan perladangan. Kebiasaan yang turun-menurun itu dapat
diuraikan sebagai berikut:

1) Bulan Agustus-September: kegiatan pemilihan dan penebangan

dilahan baru, yaitu menebang pohon yang besar (tapi bukan
pohon yang dilindungi).
2) Bulan Oktobher-November: kegiatan membakar dan pembersihan

lahan baru dari semak dan belukar, atau pembersihan lahan lama
untuk ditanam kembali

3) Bulan Desember hingga awal Januari: penanaman tanaman
pertanian seperti padi, jagung atau kacang tanah
4) Bulan Maret-April: pemeliharaan tanaman padi, jagung atau

kacang tanah sekaligus menanam tanaman keras, seperti karet
dan kemiri di antara tanaman pertanian tersebut

5) Bulan Mei-Juni: pemanenan tanaman pertanian dan pemeliharaan
tanaman keras.

6 Bulan Juli-Agustus: kegiatan sosial kemasyaraka_tan, segerti
perbaikan sarana umum (mesjid, jalan desa) dan biasanya juga
musim kawin.
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atas hampir sama dengan yang ada di

i dikutip oleh Benyamine (200
daerah lainnya. Lahajir (2001) yang a),
t:tzrf:ar: periadangan berpindah darl masyarakat Dayak T““lung

Kalimantan Timur ditemukan sebagal berikut:
Pemilihan lokasi hutan-tanah perladangan
Penebasan lokasi perladangan
Penebangan pohon

Pembakaran

Pembersihan sisa pembakaran

Penanaman
Penyiangan dan pemeliharaan

Pemanenan
Berdasarkan yang peneliti lihat selama penelitian dilakukan,
proses perubahan dari ladang menjadi kebun karet (kabun gatah)
dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Pada tahun pertama:
a) Pembersihan lahan siap untuk ditanam
b) Penanaman tanaman pertanian seperti padi, jagung atau
kacang tanah
¢) Pada akhir musim hujan, di antara tanaman padi, jagung
atau kacang tanah di tanam anakan karet dengan jarak
umumnya 3 x 5 m. Jika belum tersedia bibit karet, maka
untuk sementara ditanam anakan pisang. Anakan pisang
berfungsi sebagai peneduh dan penggembur tanah.
2) Pada tahun kedua

2) Pembersinan lahan dan penanaman padi, jagung atau kacang
tanah di antara tanaman anakan karet
b} Pemeliharaan anakan karet
3) Padatzhun ketiga:
a) Pemeliharan anakan karet
b} Pindah mencari lahan baru unt E i)
uk tanarnan padi, jagun

kacang tanah. e

Pola perladangan di

3B

g.y;-ir;:r:{ir-' pr:sc* terbentuknya kebun karet rakyat, maka dapat
Ié‘.db:gg. D&ra.:-’;ja ifebz.n"n kafe: rakyat di Desa Malilingin berbasiskan
¢ 1 hal ini merupakan proses turun te [

s il , an prose smurun kehidupan
mi,ﬂ‘h Sfir;?wbﬁ.a Mé[rllﬂgln. Perbedaan perladangan dahulu
5 it p-;mrlp- . an), sebelum diperkenalkan Demonstrasi Plot

! axyat dengan setelahnya adalah pada jarak tanam

Karet, jenis karet unggul da
» = afn Denao 52 e o L
(saprotan) ' PENGgunaan sarana produksi pertanian
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Gambar 16. Tanaman Karet umur 10 tahun Program Hutan
RakyatSubsidi di Desa Malilingin

Sebelum diperkenalkan program hutan rakyat, masyarakat
peladang hanya menanami ladangnya dengan tanaman pertanian
seperti padi, jagung dan kacang tanah, tanpa ada tanaman keras
seperti karet. Mereka umumnya menanam tanaman keras seperti
kemiri, pinang, kelapa, dan tanaman buah-buahan hanya untuk
penanda kepemilikan. Jarak tanam tanaman keraspun tidak ada.
Sehingga bisa kita katakan bahwa adanya program hutan rakyat
telah merubah cara pandang, teknik berladang dan produktifitas
lahan masyarakat Desa Malilingin.

Menurut Subjek (Bapak Haji Jam-jam) tentang perubahan ladang
menjadi kebun karet sebagai berikut:

‘Laclang tu sama wan rumah kadua kami, kami rancak
guring di ladang apalagi pas musim banih mulai Da buah.

Kabiasaan kami mun batanam banih atawa jagung atawa

kacang, di sasalanya ditanam wan tanaman ganal, nangkaya

puhun kuminting, nyiur, durian, jua mun ada anakan gatah.

Tapi bahari tu batanam kada ba ukuran, asal tanam haja.

Tanaman puhun gasan pananda bahwa tanahnya sudah suah

digawi. Jadi mananam puhun tagantung katarsadiaan bibit,

kada bapikir gasan hasilnya. Kabiasaan mananafm puhun di
sasala banih tarnyata ma untungakan, napalagi gatah. Mun

wa di pantat, kayunya kawa dipakai

tuha gatahnya ka f
ramuan”. Ada sebahagian warga nang rajin menanam gatah,

wahini hidupnya tanyaman®. (S2.A)
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kami, karena kami
rupakan rumah kedua serin
it ang, hussnya menelng panen padi, Kebiosag
enanam pa i adalah me aman kaas
l::n;lmull(a:?n[: Kelapa, Durian dan Karet. Tanaman kerag g
mﬁam sebagal' penanda bahwa lahan tersebut sudah pernah g;
buka. Jenis tanaman yang ditanam sangat tergantung ketersedjag,
blbit;\ a, tidak memikirkan hasilnya. Ternyata menanam dj se|,.
% n tanaman karet lebih menguntungka,

sela tanaman padi denga :
Selain gmhnr;ra bisa disadap, kayunya Juga bisa dimanfaatkan
untuk membangun rumah. Ada segelintir warga yang rajiy

menanam karet, saat ini hidupnya lebih sejahtera).

G. Hutan Rakyat Berbuah Penghargaan

Program hutan rakyat di Desa Malilingin dimulai pada tahyn
1986 dengan nama Program Demplot Usaha Pertanian Menetap (Upn)
di bawah program Penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinag
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Luas areal demplot adalah
20 Ha dengan jenis tanaman karet, rambutan dan tanaman semusim
(padi dan kacang). Pada tahun 1988, dilaksanakan pembuatan Hutan,
Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalul proyek Penghijauan dengan
luas areal 50 Ha dengan jenis tanaman Karet dan Rambutan,

Kegiatan hutan rakyat dilanjutkan pada tahun 1992 dengan
pembuatan demplot UPM seluas 20 Ha dengan jenis tanaman karet,
rambutan dan jenis tanaman semusim. Kegiatan demplot UPM ini
merupakan lanjutan demplot UPM tahun 1988. Pada tahun 1993,
kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Hulu Sungal Selatan
melanjutkan proyek Penghijauan dalam bentuk pembuatan hutan
rakyat dengan luas 100 ha. Jenis tanamannya adalah karet dan
rambutan, Kemudian pada tahun 1995, kembali kantor Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembuatan demplot Usaha
Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) seluas 10 Ha dengan jenis
tanaman karet, rambutan dan tanaman semusim. -

Melihat tingkat keberhasilan program hutan rakyat di desa
Malilingin, pada tahun 1998 kantor Sub-Balai Rehabilitasi Lahan dan
Eonsewasi Tanah (BRLKT) Riam Kanan, Banjarbaru ikut pula
darpartls:pasl melaksanakan program pembuatan Hutan Rakyat Model

engan luas 50 Ha. Jenis tanaman Juga mengikuti program lainnya
yaitu Karet dan Rambutan. Pada tahun 2001, Kantor Dinas Kehutanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pembuatan hutan

rakyat program padat karya d
b (AR o o ga. €ngan jenis tanaman karet dan rambu-
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Pola tanam hutan rakyat di Desa Malilinai
tanaman pokok dan tanaman semusim. Jenis :agr:::::: l::&:ir:':l:;::
Karet (80%) dan tanaman MPTs (Mu/tj Purposes Tree species) seperti
Rambutan, Sungkai dan Gmelina (20%), Jarak tanam bibit karet
adalah 4 x 5 m, dan rambutan 8 x 8 m, sedangkan sungkai dan
gmelina untuk tanaman pembatas lahan. Tanaman semusim adalah
padi, jagung dan kacang tanah, yang tumbuh diantara tanaman
pokoknya (karet),

Dalam program hutan rakyat tersebut, sebelum pelaksanaan di
lapangan, dilakukan survey pendahuluan terhadap lokasi yang
diusulkan oleh masyarakat, jika tidak ada pemasalahan, maka lahan
tersebut di ukur dan kemudian dibagi sesuai dengan luasan yang
direncanakan kepada masing-masing anggota. Khusus bagi pengurus
kelompok tani dan perwakilan anggota, biasanya diberikan pelatihan
yang dilaksanakan oleh Pinlak atau Pimpro, bisa di Kandangan atau
kadang di Banjarbaru.

Secara rinci kegiatan-kegiatan hutan rakyat yang telah dilaksanakan
di Desa Malilingin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjalanan Program Hutan Rakyat di Desa Malilingin

[No | Tahun Nama Polaksana | Sumber | Luas | Jenis Tanaman |
; Keglatan | dana | (Wa)
L 1986 | Demplot Dishut Prop Inpres 20 | Karet, rambutan,
| upPMm Kalsel Penghijauan tan.semusim |
2. | 1988 | Pembuntan Dishut Kab Inpres | 50 | Karet, rambutan |
Hutan Rakyat HSS Penghijauan |
3. | 1992 | Demplot Dishut Prop Inpres 20 | Karet, rambutan,
| upM Kalsel _| Penghfjauan | _ _ | tan.semusim
| q, 1993 | Pembuaton Dishut Kab Inpres 100 | Karet, rambutan
l ' Hutan Rakyat H55 Panghijauan st
6| 1908 Demplot Dishut Prop | Inpres 10 | Karet, rambutan,
| ' UPSA Kalsel Penghijauan | tan.semusim
6. | 1998 |Pembuatan Sub-BRLKT | Padat Karya | 50 | Karet, rambutan
| Hutan Rakyat |  (BPDAS)
| .| 2001 | Pembuatan Dishut _Knh Padat Karya | 100 | Karet, rambutan
I HR Program HSS
L l Padat Karya | |

(Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungal
Selatan, 2008)
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i Iuh
i lapang dan data dari Penyu -_"\aka
Berdasarken hasil ?‘?js:rzvas | pa B ralyaticlic i
‘kita Irgsonut:an; berasal dari progra pemerintah (350 Ha) dgan
sekitar m

sisanya swadaya masyarakat (600 Ha) dengan penambahan jepjs

i mahoni. Sebelum .penelitian' data
:Ramg%&u:\s:g;y:e;gc;\argzzt sekitar 500 Ha, jadi selama 4 tahyp,
un
100 Ha.
2008) ada penambahan seluas ot
: K)eb rh:silan yang dicapai oleh masyarakat desa Maluhngnq dalam
rt:rgrarne Hutan Rakyat telah terbukti dengan‘.beragam kunjungan
san penghargaan yang mereka peroleh seperti:

j Bapak Menteri Kehutanan gy
7 - mendapat kunjungan ba
1) {;:::khgr.s Hasrul Harahap) dalam kegiatan pembuatan Demplot
UPM

2) Tahun 1987 : Penghargaan Juara Harapan | Tingkat Nasional

3) Tahun 2000 : Predikat Kepala Desa Terbaik dalam Pelaksanaan
Program Penghijauan tingkat Nasional

3 ih Juara untuk Program

4) Tahun 1988-2001 : selalu meral_h.

: Penghijauan (Hutan Rakyat), baik di tingkat Kabupaten maupun
Provinsi.

Keberhasilan ini dirangkum dari pendapat informan pendukung
Bapak Sugito (Penyuluh Kehutanan Lapang) yang menguraikan sebagai
berikut:

"Desa Malilingin memang agak beda dengan desa di
sekitarnya, masyarakatnya tekun berladang dan cukup baik
menerima saran dari pihak luar. Hal ini dimungkinkan karena
program penghijauan dalam bentuk hutan rakyat sesuai
dengan kebiasaan masyarakatnya yaitu berladang dan
menanam pohon, meski awalnya pohon hanya sebagai
penanda. Ketika diperkenalkan program hutan rakyat melalui
demplot UPM seluas 20 Ha dengan jenis tanaman Karet
unggul, mereka sangat antusias. Di samping karena karet
yang ada hanya karet lokal, juga telah berumur tua, serta
tumbuhnya tidak beraturan, demplot ini juga memberikan
pembelajaran cara-cara penanaman dengan jarak tanam yang

tertentu, sehingga memudahkan pemeliharaan dan
pemanenan jika saatnya tiba".

Tokoh kunci keberhasilan program hutan rakyat di Desa Malilingin
adalah Bapak Kepala Desanya saat itu yaitu Bapak Kastani (Subjek
1.A), dan juga tokoh masyarakatnya Bapak H. Jam-jam (Subjek 2.A).
Bapak H. Jam-jam, selain sebagai ketua kelompok tani dalam pro-
gram demplot UPM, beliau Juga menanam sendiri di lahan-lahan

yang kosong secara swadaya. Ke

Malilingin Potret Desa Pinggiran Hutan
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: _ berhasilan beliau menjadi contoh
pagi masyarakat lainnya untuk ikut menanam dilahannya masing-
masing.

Kunjungan Menteri_ Kehutanan Republik Indonesia dan beragam
penghargaan yang diterima oleh masyarakat Desa Malilingin

merupakan bukti keberhasilan program hutan rakyat yang awalnya

dari peladang berpindah menjadi peladang menetap dengan kebun
karet yang produktif,
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A. Proses Terbentuknya Ray-12 di Desa Pualam Sari

Ray-12 Desa Pualam Sari merupakan salah satu lokasi pemukiman
Trans-AD pada tahun 1980an yang berada di Desa Pualam Sari.
sebagian besar penghuninya adalah para pensiunan Angkatan Darat
yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ray-12 lahir
sebagal bagian dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikembangkan
oleh PTP Xl Danau 5alak pada tahun 1983/1984, Pengembangan PIR
dilakukan dengan sistem kredit sebesar 10-15 juta per KK dengan
luasan 3 hektar. Pembayaran kredit dilakukan setelah karet berproduksi
atau disadap.

gerdasarkan perkembangannya, kebanyakan petani trans-AD yang
herasal dari pensiunan AD kebanyakan tidak mampu mengelola lahan
mereka, sedangkan kredit untuk PIR sudah diambil, sehingga sebagian
besar mereka menjual rumah besarta lahannya kepada orang yang
berminat. Pada saat pengembangan PIR, banyak tenaga kerja dari
luar trans-AD yang terlibat dalam pengolahan lahan sebagai pekerja,
seperti membersihkan lahan, menanam, dan pemeliharaan. Pada
awalnya para pekerja ini hanya mampu membell rumah termasuk
lahan pekarangan seluas 0,2 Ha dan lahan 1 seluas 0,8 Ha. Namun
sedikit demi sedikit mereka juga mampu membeli lahan PIR karet
yang seluas 3 Ha dengan cara mencicil kepada pemilik asal (biasanya
besarnya sesuai bunga cicilan yang mesti dibayarkan pemilik asal).

Pada saat itulah terjadi perubahan dari Trans-Ad menjadi
transmigran "spontan”. Spontan karena pada awalnya hanya petani
penggarap bekerja untuk PTP IX dan pendatang luar yang umumnya
dari Jawa, dan akhirnya menetap dengan memiliki lahan trans-AD
yang sudah banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Sejak itulah Ray-12
berkembang menjadi perkampungan transmigran spontan yang berasal
dari petani penggarap dan pendatang menjadi petani pemilik.
Meskipun mereka memiliki lahan pekarangan dan lahan 1 serta lahan
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Gambar 17. Rumah Asal/Asli Transmigran di Ray-12

Sejak tahun 2000, ketika seorang yang bernama Wijayat berhenti
bekerja sebagai tenaga konsultan (arsitek) dan mulai menetap di
rumahnya, maka Ray-12 yang dulunya kosong sudah mulai
dimanfaatkan. Lahan pekarangan seluas 0,2 ha ditanam dengan
tanaman Jati dan Mahoni, sedangkan lahan 1 seluas 0,8 ha ditanam
dengan tanaman karet. Berselang hanya satu tahun, maka sebanyak
50 orang mengikuti langkah Bapak Wijayat memanfaatkan lahan
kosong menjadi lahan berguna. Mereka yang dulunya bekerja di luar
kampung menjadi ikut tertarik untuk berkebun dan menetap di desa.
Hal ini didorong pula dengan harga getah karet yang semakin
membaik, saat itu 2001, sekitar Rp. 3.500 - Rp. 5.000/ kg.

Maka sejak tahun 2000 hingga sekarang Desa Pualam Sari Ray-12
menjadi lebih hidup dan rindang, penuh kedamaian dan kekeluargaan.
Des_a Pualam Sari Ray-12 dari lahan kosong menjadi rindang dengan
kegiatan atau program hutan rakyat yang secara sinergi dilaksanakan,
baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah (bibit dan
tenaga penyuluh). Perkembangan terakhir, pada tahun 2008,
masyarakat Ray-12 telah mengusulkan pemekaran desa dari Desa
Pualam Sari untuk menjadi desa tersendiri.

Pualam Sari Potret Desa Tfanwigfan
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Beberapa alasan yang melatar-belakangi ingi jadi
12 _ i ingin dimekarkan menjadi
desa tersendiri dari hasil FGD antara Iairr:gad';?ah: l "

1) Mempercepat pembangunan di Ray-12

2) Agar menjadi lebih mandiri dan bisa mengatur serta melengkapi
sendiri pembangunan yang diperlukan

3) Memudahkan urusan pemerintahan

_kUTUk sejarah Ray-12, subjek (Bapak Hambali) menjelaskan sebagai
berikut:

*Saya kebetulan hanya mengetahui asal mula untuk
masyartakar di Ray-12, yaitu para pendatang yang bekerja
sebagai buruh PIR yang kemudian membeli rumah dan lahan
pekarangan dari trans-AD. Sekitar tahun 2000 an, lahan
kosong mulai ditanam dengan jenis tanaman Jati, kemudian
mahoni dan karet. Kegiatan penanaman ini dimulai oleh Pa
Wid yang kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya. Saat ini
Ray-12 menjadi pusat perhatian orang, karena masyarakatnya
mempunyai penghasilan yang lumayan dari hasil menyadap
karet. Kekeluargaannya juga tinggi karena hampir tiap
minggu diadakan pertemuan antar warganya.(52.B)

Hal ini dikuatkan oleh informan pendukung (Kepala Desa Pualam
Sari) sebagai berikut:

"Saya sebagai kepala Desa Pualam Sari menyadari bahwa
perkembangan di areal Ray-12 bekas trans-Ad sangat pesat
dan masyarakatnya kompak dalam bekerja. Ada tokoh disana
yang menjadi panutan mereka yaitu Bapak Wijayat. Juga ada
anggota DPRD yaitu Bapak Bachtiar yang juga rajin
mendorong masyarakat di Ray-12 untuk maju. Kami tidak
keberatan jika mereka ingin memekarkan menjadi desa baru.
Jika persyaratan sudah dipenuhi saya akan membantu dalm
proses pemekarannya".

Pada dasarnya, keinginan masyarakat Ray-12 untuk dimekarkan
menjadi desa sendiri disebabkan sifat kemandirian mereka yang
dapat membangun fasilitas umum, seperti gedung pertemuan, gedung
TK dan perbaikan jalan. Selain itu pula, perkembangan jumlah
penduduk yang semakin meningkat, memungkinkan Ray-12 untuk

menjadi sebuah desa.

B. Letak Geografis dan Demografis

Desa Pualam Sari secara administrasi di bawah Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin. Luas desa sekitar 1.434 Ha. Terletak berbatasan

dengan:
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Gambar 12, Jalan Desa Pualam Sari Ray-12

Jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 2.039 orang, terdiri dari
laki-laki 1032 dan perempuan 1001, dengan jumlah KK sebanyak 587
Menurut data dari Kepala Desa Pualam Sari (2008), persentasi jenis
pekerjaan berdasarkan kepala keluarga (KK) adalah: 42% petani
karet; 19% buruh karet, pengumpul (pembeli) karet 1,19% tambang
1.02%; buruh tambang 9,71%; PNS/ABRI 16,18%: I,afru-lan;u 28 lﬁ1’¢’o.
Berdasackan tingkat umur, persentasinya: umur U-’l‘jthn 43 94’;1,- 16-
25 thn: 17,85%; 2655 thn: 32,95%: 56 | !

up: 524%. Persentasi agama.
islam 95%, Kristen protestan 5% f . Persentasi agama

Fasilitas atau sarana umum ang ters
antara lain adalah: paeds.d).0
1) Pendidikan: TK 2 buah; Tk Alguran 2 buah; 5D
1 Buah. SMP dan SMA Negeri di ibukots Kecs

esa Pualam Sari

3 buah, SMP Islam
matan Binuang
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W:WMPMmM)adazm,wmganﬂﬁsz
orang, dan posyandu 2 bush

Peribadatan: mesjid 3 buah, musholla 8 buah dan gereja 1 buah
Olah raga: sepakbola 4 buah, volley S buah, badminton 1 buah.
Pasar desa setiap sore hingga malam pada hari Rabu

Warung atau kios sebanyak 40 buah.

Kelembagaan desa yang ada hingga saat ini antara lain:
Pemerintahan desa

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Kelompok Tani sebanyak 7 kelompok, salah satunya Kelompok Tani
Hutan "Jati Jajar”.

Kelompok PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga)

Kelompok Karang taruna

DDA N
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Di Desa Pualam Sari, secara realita terlihat bahwa ada 2 (dua)
perbedaan yang menyolok dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu
masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang
kebanyakan berasal dari Jawa yang menghuni di Ray-12, merupakan
kelompok transmigrasi. Dua kelompok masyarakat ini hidup berdampingan
dengan damai, karena masing-masing mempunyai mata-pencaharian yang
berbeda. Kelompok asli, khususnya suku Banjar bekerja di pertambangan
dan perdagangan, dan kelompok pendatang umumnya suku Jawa bekerja
di bidang pertanian, khususnya perkebunan karet, baik di Perkebunan Inti
Rakyat (PIR) maupun di Hutan Rakyat (HR).

C. Gambaran Kehidupan Masyarakat Transmigran

Spontan

Sebagaimana sebuah desa transmigrasi, Desa Pualam Sari Ray-12
kehidupan penduduknya sebagian besar masyarakatnya hidup dari
pertanian. Posisi rumah yang tersusun rapi dengan luasan lahan pekarangan
0,2 hektar, hampir setiap rumahnya dikelilingi oleh tanaman keras, seperti
Jati, Mahoni dan juga Karet. Di sepanjang jalan masuk halaman rumah,
tumbuh tanaman bunga-bungaan dan tanaman buah-buahan. Batas
antar rumah biasanya ditanam tanaman keras yang tumbuh agak rapat
seperti Gamal.

Jika kita berkeliling desa, maka sebagian besar rumah “asli*
transmigrasi, yakni berbentuk kotak, berjendela papan dan berkapur
putih sudah tidak banyak tampak lagi. Mereka umumnya sudah memugar
rumah asli tersebut sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dengan
bentuk teras dan pintu yang indah dan jendela dari kaca. Hampir setiap
rumah mempunyai kendaraan roda dua, TV dan handphone.
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.auma RAKYAT Jaya Masyarkat

Bambang):

Menyrt Subjek s aman dan damai. Masing-masing

*Kami saat ini w-w dan kesibukan sendiri-sendiri

M mempunyal Tanaman mbuh mmp". merata di

yong mendatangkan Wng, man kayu maupun tanaman

setiap fahan pekarangan baik tana S

buoh-buahan. Rumah kami tidak bevjendets kayu lagi dan o

dalamnya ada TV dan handphone. Kami n'c!ak susah lagi kalau

mau pergi kemana-mana karena hampir tiap rumah memiliki

kendaraan roda dua* (53.8)

Pemukiman masyarakat yang teratur dan nyaman memang
berbanding lurus dengan sikap masyarakatnya yang ramah dan
terbuka. Selama penelitian dilakukan, tidak pernah terdengar ada
pertengkaran dan kekerasan ataupun pencurian yang terjadi desa ini,
Malah jika pagi hari kita bangun, maka I?urung-buwlng terdengar
merdu berkicau, disiang hari angin sepoi yang bertiup di antara
dedaunan pohon-pohonan, sore hari bu nyi-"keririang” Keras menyanyi
dan di malam hari suara binatang malam terdengar sendu melantunkan
pujian kepada alam dan Penciptanya.

Salah satu subjek (Bapak Mujiono) menjelaskan:
*Sejak lahan pekarangan 0,2 ha dan lahan 1 seluas 0.8 Ha
kami tanamani dengan tanaman produktif dan tanaman
buah-buahan seperti jati mahoni karet, dan rambutan, desa
kami rasanya semakin sejuk dan nyaman. Tiap pagi kami
gratis mendengarkan bunyi kicauan burung sambil bekerja
menyadap karet. Hidup kami tenang karena tidak ada
masyarakat yang tidak punya kerjaan®.(54.8)

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 pada
umumnya adalah petani, khususnya penyadap karet. Mata pencaharian
lainnya adalah sebagai buruh karet, pengumpul getah karet, tambang,
buruh tambang, PNS/ABRI dan lain-lain (buruh bangunan, pedagang).
Sebagasl mata pencaharian utama, pekerjaan penyadap karet
memberikan pendapatan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 3-5 juta
rupiah perbulan untuk karet produktif 1-2 ha (1 ha = 50 kg x 10 hr
x Rp. 8.000 = Rp. 4.000.000,-) .

Bagi yang mempunyai karet produktif lebih
pendapatan n:ninimal mereka tentu di atas 7 juta rupigh ILac;rbll:laakna.
:::::‘pat:n bisa turun Jika harga getahnya turun, musim hujan dan
peniuaal:n a:t:idah berumur tua. Tingginya pendapatan dari hasil
ik ‘a ah Karet sangat memicu masyarakat lainnya sekitar Ray-
uk Ikut menanam karet di lahan yang mereka miliki.
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Gambar 19. Tanaman Jati (kiri) dan Karet (kanan) Hutan Rakyat
Subsidi di Desa Pualam Sari Ray-12

Berdasarkan persentasi mata pencaharian, menurut data yang dimiliki
Bapak Wijayat (2008), maka 90% masyarakat penghuni Ray-12 menyadap
karet, hanya 10% mata pencahariannya sebagai PNS/ABRI, buruh tambang
dan lainnya, Hal ini memang berbeda dengan kelompok masyarakat di
luar Ray-12 meskipun masih dalam satu desa yang sama. Umumnya yang
tinggal di luar Ray-12 adalah orang setempat, yakni mayoritas suku
Banjar. Kelompok ini umumnya bekerja di lahan pertambangan.

Menurut penuturan informan pendukung (H. Yanuar Hadi, Kepala
Desa Pualam Sari, orang Banjar) tentang keadaan masyarakatnya,
khususnya di Ray-12 sebagai berikut:

"Masvarakat Desa Pualam Sari awalnya memang suku Banjar,
kemudian pada tahun 1980 an, sebagfan lahan desa dijadikan
lokasi transmigrasi, khususnya untuk pensiunan TNI atau dulu
angkatan darat (Trans-AD, dibaca “transad"). Setelah itu
dikembanakan Pola PIR oleh PTP Xil Danau Salak, khususnya di
lokasi Ray-12. Karena sebagian sudah uzur, dan juga keturunan
mereka tidak mau mengurus rumah dan fahan, maka sebagian
besar diperjual-belikan dengan para pendatang yang kebanyakan
dari Jawa juga. Makanya, masyarakat penghuni Ray-12 itu
berbeda dengan wilayah lainnya, meskipun dalam desa yang
sama. Mereka itu rajin mengelola lahan untuk perkebunan
karet dan tanaman keras lainnya. Kalau orang Banjar kebanyakan
bekerja di pertambangan, karena uangnya cepat dapat dan
besar, meskipun tidak menjamin masa depan”
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A i s
dan, n kehidu _ :
mymgm pada suku Banjar. Dalam kﬁ?_aﬂan
sebagai petani karet mereka hidup sederhana dan bgr:a Iaja. IHubmg,,
antar sesama warga terjalin baik dan komumka.st rja atn ancar,
Secara umum, dalam kehidupan sosial seperti Per:awmhan_, mereky
tetap menjalankan adat Jawa yang me-lal!tsanbae :k: hajatanny,
berlangsung selama berhari-har. Namun ketika berkaitan dengan
keagamaan, maka mereka sepenuhnya mengadopsi tata cara adat
Banjar, seperti kalau ada acara Haulan, membaca Habsy ataupun
Maulud Nabi. Kemampuan beradaptasi‘masyarakat pendatang Ray-12
terhadap tata cara keagamaan menunjukkan bahwa mereka pandaj

menempatkan diri terhadap wilayah baru.
t, nilai budaya yang nampak adalah

Berkaitan dengan hutan rakya
yang tinggi. 5alah satu contohnya

kerjasama dan rasa kekeluargaan
adalah dalam pembelian lahan untuk kebun karet. Apabila salah saty

orang tidak mempunyai modal, maka teman di kelompoknya
meminjamkan sertifikat tanahnya untuk jadi agunan dalam meminjam
uang di bank. Kemudian dana pinjaman tersebut dibelikan untuk
modal lahan kebun karet dan bibitnya. Untuk pembayaran angsuran,
maka peminjam sertifikat ikut menyadap karet kepada yang
meminjamkan sertifikat. Semua dilandasi kepercayaan don rasa
kebersamaan yang tinggi sesama pendatang.
Menurut Subjek (Bapak Gunadi) tentang perluasan hutan rakyat
karet di Desa Pualam Sari Ray12 sebagai berikut:
"Rasa kebersamaan dan kekeluargaan di desa ini sangat tingg
mungkin karena sesama pendatang yang Ingin sama-sama
berhasil. Kami biasanya membantu teman-teman yang belum
memiliki kebun karet dengan meminjamkan mereka sertifikat
untuk diagunkan di Bank. Untuk pembayaran angsuran mereka
bekerja di kebun kami, sebagian juga untuk kehidupan sehari
hari. Sore hari mereka menanam bibit karet di kebun yang
baru di beli, dan ini berlangsung 5 hingga 6 tahun baru lunas
Semua ini atas dasar kepercayaan dan tidak ada unsur meminta
imbalan. Demikian seterusnya hingga saat ini kam: sudah
berjumlah sekitar 97 orang dengan luas lahan sekitar 77.6 Ha
dari lahan 1, sedangkan lahan 2 seluas 194 Ha* (S1 B)

palqm hal kepemimpinan, mereka mempunyai seorang figur
pemimpin informal yang dijadikan panutan, baik dalam kehidupan
sehari-har:i maupun dalam berkebun. Tokoh sentral di Ray-12 adalah
Bapak Wijayat, biasa dipanggil dengan sebutan Pa Wid (karena anak
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perempuannya bernama Widya). Pa Wid sangat bersahaja dan rendah
hati, suka menolong tanpa pamrih dan pekerja keras. Beliau juga
mempunyai kelebihan dalam membaca hal-hal gaib, sehingga sering
dimanfaatkan masyarakatnya jika ada hal-hal yang berhubungan
dengan alam gaib. Keteladanan dan kepedulian beliau menjadikan
panutan bagi masyarakat Ray-12, sehingga sesama mereka menjadi
semakin erat. Hampir setiap malam, di antara mereka berkumpul di
rumah Pa Wid untuk berdiskusi dan meminta pendapat beliau.

Salah satu subjek (Bapak Hambali) menjelaskan:

*Kami sangat bersyukur dj Ray-12 ini ada Pa Wid, karena
beliau dapat memberikan nasehat dan jalan keluar jika di
antara kami ada masalah. Beliau Jjuga yang memulai
memperkenalkan tanaman Jati untuk ditanam di lahan
kosong. Saya ingat nasehat beliau bahwa lahan kalau
dibiarkan kosong sama artinya kita tidak pandai bersyukur,
dulu di Jawa kesulitan lahan, sekarang disediakan kok malah
dibiarin. Jika ada permasalahan pengobatan beliau juga
berkenan membantu penduduk tanpa pamrih. Beliau juga
pandar membuat “pagar® kebun karet agar aman dari
pencuri.  Beliau kami anggap seorang tokoh yang patut
diteladani, terutama dalam bekerja keras dan menghargai
makhiuk alam semesta ini*.(52.8)
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Dari sisi pendidikan, di Ray-12 ini hampir anak-anak usia sekolah
di sekolahkan oleh orang tuanya. Sebagian mereka ada yang
menyekolahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi di Banjarbaru
dan Banjarmasin. Sebagai contoh, subjek (Bapak Gunadi), meskipun
beliau hanya tamat SMP. namun anak-anaknya di sekolahkan di
Banjarmaun yakni kuliah di Akademi Kebidanan Muhammadiyah
(swasta) Demikian pula yang lainnya, mereka bangga bisa
menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka
menganggap pendidikan merupakan tabungan bagi anak-anaknya

untuk masa depan.

Menurut penuturan subjek (Bapak Gunadi):

*Kalau saya Pa' cari uang itu untuk keluarga, khususnya
anak-anak saya. Biarpun saya hanya lulusan SMF, tapi kalau
anak-anak bisa sekolah lebih tinggi tentu bangga sekali.
Saya dan istri kerja di kebun ber-hari-hari untuk mencarikan
dana sekolah anak-anak. Bapak lihat sendiri, saya belum
sempat perbaiki rumah, meskipun bahan-bahan sudah
lengkap, karena uangnya saya gunakan _dul'u anuk biaya
sekolah anak saya yang di AKBID Banjarmasm.l Apapun
kebutuhan kuliahnya saya akan kirim uang, meskipun saya
tidak mengerti sama sekali apa yang anak saya sebutkan
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B i rusmh g5 sekizs 02 Ha. Keterbatzsan
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4ot sati; nahe uetik pengadaan ot s s mzsal.

Pada mufanyz diouatizh én benih J2ti yang diperoleh
ki dart kehuaganys yang tinggal &i Jawa. Pada awalnys benin
yang disemai hars tumbuh sekitar % 5343 dan ini dianggap gagal.
Sulbie ennaha menaoydkan kepada keluarga di Jawz bagaimana
sebasicnys menyemakan beni J2t. Pada persemaian kedua, benih
w tumbuh o 2tas 80%, swehingga tersedia bibit Jati yang cukup
 Semibar menanam bt Jati dilshan sendiri seluas 0.2 ha, subjek
mmﬁ*m&ﬂ}aﬁmmﬂ%m bibit Jati yang
mm oleh subjek di Iahan masing-masing. Pada awalnya
yang berrminat sekitar 15 orang, setelah setahun kermudian berkembang
menjadi sekitar 50 orang. Mulsh merupakan awal mula masyarakat
Oe!:al’udamﬁﬁhydzmakan hutan rakyat dengan menanam
bibit Jg‘c::fm kosong. Sehingga dapat dikatakan bahwa hutan
rakyat Pualarm Sari Ray-12 dimulai olen seorang early adopter

yang tergerak haﬁyim‘gf;ganya umuk memanfaatkan lahan kosong

r

M-mmomh-ip-j
informan kundi,

e s2ng early sdopter (Rapak Wiayet) menuturican

*Sayz p2’ inggeh, .
& 5ok LTI i memartsatian ShEn

Sk prEOCapatanys ey bangst e B
mwwmﬁmmﬁiﬁmﬁ
Padz kondsi [sin, sayz merzss dess ini kok paras
Wmmm an slam.
muisi menyemaian benih Joti untk disdian bibit yang
brsadl‘taﬂamdibbankng. Selsin berfungsi untuk
Fa'ﬂrﬁnlaﬁddﬁaﬁ.ﬁyaajﬁbw orang untuk
ikut menanam oi kehan kosong yang mereka milii, bibit
&gtdanmmmmﬁmﬁﬁﬁadabg
lzhan yang kosong. Saya sangat senang sekarang desz
menjadi rindang dan tedub, masyarakat semusnya bekens o
desa saja, tidak perlu jauh-jauh cari uangnya®.(JK. PS)
(Penuturan)

Hzl di atas diskui oleh informan pendukung (Bapak Khsan,
penyuluh Kehutanan Lapang) yang menjelasican:

|

sekitar pemukiman mereka. Selain itu, masyarakat di Ray-12
ini juga sangat terbantu dengan adanya Pa Wid, karena
belizu serba bisa, seperti membuat proposal kegiatan
kelompok tani dan sekaligus menghitung secara ekonominys,
karena beliau udah biasa hitung bahan bangunan®.

Inilah awal terbangunnya hutan rakyat swadaya di Desa Pualam
Sari Ray-12 yang dimulai oleh seorang early adopter yang bemama
Wijayat. Kegiatan penanaman lahan kosong berkembang pesat karena
banyaknya masyarakat yang mau terlibat dan menanam lahan
kosongnya dengan tanaman Jati. Realita positif ini ditangkap oleh
Penyuluh Kehutanan (Bapak Ikhsan) yang bertugas di Kecamatan
Binuang. Pada 533t pertemuan kelompok masyarakat di tahun 2001,
Penyuluh Kehutanan tersebut menawarkan bantuan bibit dan obat-

Iy
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nan Kabupaten Tapin yangihanya dapat

k tani. Untuk memenuhi persyaratap,

mahmwﬂ":ﬂ:;‘:; masyarakatnya bersepakat membenty

sebuah kelompok tani yang mereka beri nama Kelompok Tani Hutay,

*Jati ml_ Kelompol ini mlnyﬂ hanya beranggotakan 25 Gl"ang_
bantuan pemerintah berupa bibit kare

b uahan (rambutan, durian), makté

tanaman buah-b y
m:::badnnmm program hutan rakyat semakin cepat dan menyebar

keseluruh masyarakatnya. Sebagian masyarakat memanfaatkan bibit
k::’tuuntumngganti{an karet tua yang berasal dari PIR, sebagian
lagi untuk menanam di lahan yang masih kosong.
Subjek (Bapak Gunadi) menjelaskan tentang awa_l dari program
hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12 sebagai berikut:
*Awal mula hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12 pada
tahun 2000, ketika Pa Wid memperkenalkan tanaman Jati
untuk di tanam di lahan pekarangan selvas 0,2 ha ataupun
di lahan 1 seluas 0,8 Ha. Sejak itu, banyak anggota masyarakat
yang tertarik untuk menanam lahannya yang kosong dengan
tanaman Jati, karena bibitnya gratis dari Pa Wid. Pada tahun
2001, Penyuluh Kehutanan memberikan peluang untuk
menerima bantuan bibit karet dan mahoni melalui kelompok
tani. Saat itu dibentuklah Kelompok Tani Hutan *Jati Jajar"
dengan jumlah anggota awainya sekitar 25 orang. Sejak
itulah, hutan rakyat menjadi bagian hidup masyarakat kami,
terutama di tanam dengan tanaman karet".(S1.8)

obatan dari Dinas Kehuta

G. Hutan Rakyat Sumber Penghidupan

Berkembangnya hutan rakyat di Ray-12 Desa Pualam Sari tidak
lepas dari peran Bapak Wijayat sebagai pelopornya. Sejak tahun 2000,
yang dimulai dengan penanaman bibit Jati di lahan pekarangan (0,2
ha) dan karet di lahan 1 seluas 0,8 ha, telah membawa perubahan
yang berarti dalam kehidupan masyarakat di Ray-12. Pemanfaatan
lahan pekarangan menjadikan sekitar rumah menjadi rimbun dan
"tabungan® berdiri yang sewaktu-waktu bisa diambil.

Setelah mendapat bantuan dari pemerintah melalui Dinas
Kehutanan Kabupaten Tapin berupa bibit karet unggul dan mahoni
serta tanaman buah-buahan di tahun 2001/2002, maka partisipasi
masyarakat dalam program hutan rakyat menjadi semakin meningkat.
Mereka secara swadaya membeli bibit karet sendiri untuk menambah
kekurangan dari bantuan bibit yang didapatkan secara gratis dari
pemerintah.
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Menurut penuturan subjek (Bapak Hambali):

"Sejak berkembangnya program hutan rakyat di Ray-12 Ini,
i /

merasakan kehidupan lebih etemoatan ,zmql'ad;
semakin Iuas, malah kay::?g dapat mﬁwﬂam mw;:qa kami yang
Hampir

di Jawa untuk ikut membanty k X
mengelola kebun karet kamni

semud fnasyarakar di Ray-12 ini memiliki pekerjaan, sehingga desa

menjadi aman dan tentram" (52.8)

Secara kronologis beberapa program huta
dikembangkan di Ray-12 dapat dmhafp(;%ambe; : n rakyat yang telah

Tabel 5. Data Rekapitulasi Pelaksanaan Program Hutan Rakyat di
Desa Pualam Sari Ray-12.

l: No.| Tahun Kegiatan Luas Pelaksana
Dishutkab Tapin

1. | 2001/2002 | Penanaman Jati [ 29 ha
|

2. | 2002/2003 | Unit Percontohan | 25 ha Dishutprov Kalsel
(Bantuan bibit Karet) |

2006/2007 | Peremajaan karet 15 ha,

Dishutkab Tapin

11.000 bibit

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2008)

Berdasarkan luasannya, maka sejak dilaksanakan program hutan
rakyat, yang berasal dari pemerintah seluas 59 Ha, dan yang dikelola
secara swadaya seluas 165,6 Ha (0,8 x 207 KK). Jenis tanaman
semakin beragam, selain Jati, karet dan mahoni, juga ditanam jenis
tanaman bawah seperti nilam dan tanaman obat-obatan. Hingga
penelitian selesai, lahan di Ray-12 sudah penuh tertanam oleh
masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi tanah kosong yang tersedia.
Masyarakat di Ray-12 tinggal memelihara tanaman yang ada, ataupun
melaksanakan permudaan tanaman karet tua yang berasal dari PIR
tahun 1983 an.

Sejak berkembangnya hutan rakyat, secara ekonomi masyarakat
di Ray-12 semakin mapan, tidak ada lagi pengangguran, rumah dan
isinya semakin bermutu. Dari aspek sosial sarana umum semakin
banyak dan baik, masyarakatnya rukun dan kebersamaan semakin
tinggi, tingkat pendidikan anak semakin baik. Dari aspek Irn_gkungan,
suasana desa nyaman dan rindang, burung-burung semakin banyak
dan kebakaran hutan tidak terjadi lagi.

.ﬂ_
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Beberapa penghargasn yang diperoleh masyarakat Ray-12 antarg

lain adalah:
ikuti Upacara 17 Agustus di Istang

1) Sertifikat dan Wmt dan Bapak Hambali sebaga;

Pt Hutan Rakyat (Renghijauan) Teladan tingkat Froving
Kalimantan Siatan, Tahun 2007

2 Sertifikat dan Undangan mengikuti Upacara 17 Agustusdi Istana
Negara, Jekarta untuk Bapak Wijayat dan Bapak ﬂlkld_m sbagai
Rstani Teladan untuk KUP Usaha Produktif) tingkat
Provins Kalimantan Ssiatan, Th 2008.
Menurut informan ahli (Bapak SQupiani), keberhaslan program
hutan rakyat di dua desa terssbut antara lain dipengaruhi oleh:

1) Adasnya sorang &au beberapa tokoh panutan yang memberikan
contoh penanaman pohon di lahan milik yang dimulai dengan
svadays

2 Maserskalinya memang secara turun-menurun mengerjakan
pertanian atau berkebun

3 Adanya dorongan dari pemerintah berupa bantuan bibit,
bimbingan teknis dan pemberian penghargaan bagi yang
berpredas

BAB

ADAPTAS| BUDAYA MASYARAKAT
PEDESAAN HUTAN TERHADAP
PROGRAM HUTAN RAKYAT

A. Interpretasi terhadap Program Hutan Rakyat

1. Interpretasi Masyarakat Peladang

Program Hutan Rakyat ini diperkenalkan di Desa Malilingin sekitar
tahun 1983, dimulai dengan program plot atau demplot. Awalnya
masyarakat hanya sekedar mencoba mengikuti, di samping itu adanya
faktor penarik seperti insentif dari pembuatan lubang, pemasangan
ajir dan penanaman serta beberapa bantuan pupuk dan obat-obatan
lainya. Dari beberapa tokoh masyarakat yang mengikuti Program
Hutan Rakyat inilah yang kemudian menjadi penggerak bagi warga
Desa Malilingin lainya. Seiring berjalannya Program Hutan Rakyat
masyarakat juga mendapatkan penyuluhan dari dinas terkait seperti
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan ataupun dari BP DAS Barito. Hal ini tergambar
dari uraian subjek di bawah ini :

*Program hutan rakyat kawa manambah panghasilan patani,

maambil upah mananam wan mamalihara, luas lahan gatah

batambah jadi manambah gawian gasan patani, maatur jarak
tanam kabun jadi banyak tanaman gatahnya, wan jua hasilnya

dari gatah kawa gasan naik haji*. (53.4)

(Program hutan rakyat dapat menambah penghasilan petani dengan

jalan mengambil upah pada kegiatan Hutan Rakyat, luasnya lahan

sadapan karet sehingga mata pencaharian penduduk tidak
mengalami kesulitan, pengaturan jarak tanam membuat lahan
menjadi optimal, dapat menunaikan ibadah haji)

n mampu menambah pengetahuan dan
bercocok tanam yang baik dan benar,
hon karet serta usia produktif, sistem
n hama tanaman. Dari proses inilah
ningkatkan hasil produksi dan taraf

penyuluhan ini kemudia
wawasan mengenai sistem
seperti jarak tanam antar po
tumpang sari dan penangana
kemudian terbukti mampu me
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emudian yang mendorong warga lain

: ; k
hidup masyarakat. Inilah yang Hutan Rakyat.

untuk ikut menjalankan Program i il -
iR ke tapi jauh lagi mani _ . g,
fmir:nﬁ:‘::kk;iiah pl:ajmi manatap ja lagi, paling mun
handak tu mambuka ladang bakas tadahulu, kada mambuka
nang hanyar lagi. Jadi wahini tanyaman kada batatulakan
lawas lagi maninggalakan kampung". (51.A)
(Kami sekarang sudah tidak lagi meninggi!lkan desa, setelah hasil
dari karet semakin banyak, sehingga kami s_udah menetap. Kami
hanya membuka ladang lama saja, jadi tidak perlu lama lagi

meninggalkan desa)

Uraian subjek di atas memberikan pemahaman bahwa mereka
merasakan adanya dampak positif dari program hutan rakyat oleh
masyarakat Desa Malilingin. Kemudian terjadilah perubahan pola
bercocok tanam, warga yang dulu memakai sistem lahan berpindah
kemudian menggunakan sistem pertanian lahan menetap. Lahan
kosong yang banyak berada di sekitar desa kemudian dibagi-bagi oleh
warga desa, dan kemudian ditanami karet yang bernilai ekonomis
tinggi karena dapat dipanen tiap hari, dengan harga Rp 9.000,00 tiap
kilogramnya.

*Kami dalam mengatur lahan sifatnya basama-sama, istilah

kami sistem ba-arian atau sistem arisan gawian. Sistem ba-

arian dilaksanakan ketika pembukaan lahan dan penanaman.

Adanya penanaman secara basamaan, maka hama nangkaya

babi, warik dan tupai bisa berkurang. Gasan membuka lahan

biasanya kami sabubuhan haja, jadi nyaman papadaan
manggawi wan babagi hasilnya".(S1.A)

(K‘ami dal_am mengelola lahan bersifat kerjasama, istilahnya “ba-

arian®, yaitu sistem arisan kerja. Sistem arisan kerja ini dilaksanakan

pada saat pembukaan lahan dan penanaman. Adanya penanaman
secara serempak dapat mengurangi serangan hama babi, kera dan

:gﬁiar:. Untul; tr:"lemt:‘uka Iahan, kami biasanya sakaluargaan,

gga mudah dalam pekerjaan pembagian lahan dan hasilnya)

Program hutan rakyat juga telah m j
Lnasyalrak?t, seperti di uraikar? di atas, Si?ttr?we;zr:; rjél:l:a.:;:a ;’;E‘;
t::i-an;:nt e:en-j;di semak-m terasa manfaatnya oleh anggota kelompok
hubl:.ln B ubuhan® merupakan sistem bekerjasama dalam
s dgan ual;gla yang sedarah ataupun sedaerah dalam membuka
masyarakamge olanya. Sls'tem bubuhan sangat memudahkan anggota
alam membagi lahan, mengelola dan menikmati hasilnya.
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Sebagaimana kita ketahui, memang tanaman karet tidak dapat
{angsURg panen dan setidaknya memerlukan waktu lima tahun untuk
bisa dipanen, beberapa warga yang baru memulai mengikuti Program
Hutan Rakyat kemudian bekerja sebagai buruh tani di lahan warga

yang sudah terlebih dahulu menanam karet atau karet dari turunan,

ataupun bekerja di ladang "bahuma" saja. Pada tahun 1980 an, lahan
kosong masih luas, sehingga adanya kebebasan masyarakat untuk
n‘le“E]'?"‘-"_a lahan kosong, maka tiap-tiap warga memiliki lahan yang
luas berkisar antara 3-10 hektare dan tiap hektare ditanami sekitar
300-400 pohon karet, sehingga tidak mungkin dikelola sendiri atau
setidaknya memaksimalkan tenaga kerja internal atau keluarga.

“Hasil mamantat gatah sebelum program hutan rakyat hanya
10-15 kgthari, namun setelah dilaksanakan program hutan
rakya_r _ hasil mamantat gatah sekitar 25-30 kglhari. Kami
wahini manjaga kebersihan kabun dari tagah wan
balukaran® (54.A)

(Hasil dari menyadap karet sebelum program hutan rakyat hanya
berkisar 10-15 kg/hari, namun setelah ada program hutan rakyat,
hasilnya menjadi 25-30 kg/hari. Kami sekarang menjadi lebih rajin
menjaga kebersihan kebun karet dari semak dan belukar).

Program hutan rakyat juga telah meningkatkan etos kerja
masyarakat Desa Malilingin. Mengelola lahan secara berkelompok
besar telah mendorong mereka untuk semakin aktif bekerja. Hasil
kerja mereka ini berdampak pada meningkatnya hasil perolehan
sadapan dari tanaman karet. Selain itu, lahan sekitar tanaman karet
menjadi semakin bersih dari semak dan gulma pengganggu. Hal ini
sesuai dengan anjuran pelaksana program (penyuluh dan pinlak/
pimpinan pelaksana) yang menginginkan lahan tanaman karet selalu
bersih dari semak dan tanaman pengganggu.

‘Wahini lahan sudah ditanami gatah barataan, paling tinggal

padang gasan bahuma aja lagi. Padahal disini mun jar urang

KB dasar ba hasil, paling banyak di sini ba-anakan 3 (tiga)

haja, jadi urangnya kada banyak. Mun sudah mamantat,

paksa ai kakanakan umpat manggani |, mun buhan nang
banyak gatahnya, paksa mangiau kaluarga di desa sabalah

gasan ma abil upah, 70%:30% pang kabiasaan disini, 70%

gasan nang bagawi dan 30% gasan nang ba isian kabun®.

(S1.A)

(sekarang ini hampi
ada hanya untuk

program KB sudah

punya anak 3 (tiga) or
sedikit. Hal ini memaksa ana

¢ semua lahan sudah ditanami karet, kalaupun
ladang bertanam padi. Di sini sebenarnya
berhasil, karena satu keluarga paling banyak
ang, sehingga pertambahan penduduk
k-anak yang sudah mulai besar ikut
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lahan k

adap karet. Kalau ada yang punya aret
m:m br:::k:‘el;gsan:a memanggil keluarga dar] desa terdekat
untst.nk membantu menyadap dengan sistem bagi hasil 70%:309%.
70% untuk pengambil upah dan 30% untuk yang punya lahan

karet)

Nilai ekonomis dari tanaman karet saat ini telah membuat perubahan
perilaku dalam keluarga di Desa Malilingin, setiap anggota kelyarga
kemudian terlibat langsung dalam usaha pertanian ini. Mulai dari
suami, istri serta anak-anak mereka kemudian saling bekerja sama
untuk bekerja di ladang, ketika masih ada sisa lahan yang tidak bisa
dikerjakan maka mereka baru memperkerjakan buruh tani, biasanya
berasal dari keluarga sendiri di desa terdekat. Warga yang mau bekerja
sebagai buruh tani di Desa Malilingin mendapatkan upah melalui
sistem pembagian hasil pertanian yang berupa 70% dari hasil produksi
pertanian, sedangkan 30% adalah untuk pemilik lahan. Buruh tani di
sini bertangung jawab atas perawatan tanaman, peremajaan tanaman
dan panen hasil serta penjualan hasil produksi pertanian terutama
karet. Sedangkan untuk pemilik lahan hanya menerima hasil dari panen
tanpa ikut serta dalam proses produksi. Tingginya persentasi (70%)
yang diterima oleh buruh atas kerjanya dapat diduga karena terbatasnya
tenaga kerja yang tersedia di Desa Malilingin.

“Nang kaya apa yu, kami ni kaluarga kada banyak, anak dua

haja, jadi mun pina kawa manggani i mamantat buhan

kanakan tu dibawai. Umanya mintu jua, manggani i ka ladang,
jadi ba isukan kada ta urus kananakan sakulah®. (S5.A)

(Bagaimana ya, kami kan keluarga kecil hanya punya anak dua
saja, jadi jika mereka sudah mulai besar dan bisa bekerja, maka
mereka kami ajak ikut menyadap karet. Begitu juga dengan
ibunya, karena ikut ke ladang dengan suami, sehingga anak-anak
tidak terurus sekolahnya)

Hasil penjualan karet yang dapat mencapai Rp. 5.000.000,00 per
bulan dan dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup
keluarga inilah yang kemudian membuat pendidikan untuk anak-anak
mereka tgrabaikan atau telah terjadi suatu budaya baru dimana anak-
anak lebih memilih untuk bekerja di kebun daripada melanjutkan
sekolah. Di sinilah kemudian ditemukan dampak negatif dari kesuksesan
Program Hutan Rakyat, mayoritas penduduk desa dengan usia sekitar 15
tahun sudah melangsungkan pernikahan dan tidak melanjutkan
sekolahnya karena merasa sudah bisa untuk mencari penghasilan sendiri.
Rata-rata mereka hanya lulus SD dan memilih untuk bekerja di kebun
bersama orang tua mereka atay menjadi buruh tani
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"Kami maurus kabun gatah ni sakaluargaan, bini wan anak
umpat jua mamantat gatah wan mambarasihi ladang. Mun
sudah mulai musim banih ba-buah atau kacang tanah pina
ba-umbi, kabiasaan tu kami kada bulik ka kampung, tapi
guring di lampau sambil manjaga | ladang. Makanya kampung
lingai mun sudah musim banih, paling ta tinggal nang tuha-
tuha atawa kakanakan nang sakulah®. (S4.A)

(Kafm mengurus kebun karet ini sekeluarga, istri dan anak ikut
terhblat menyadap karet dan mengurus ladang. Kalau musim padi
mulai berbuah, kacang tanah mulai ber-umbi, kami biasanya
tidak pulang ke desa, tapi menginap di “lampau® atau rumah
kecil samb_il memelihara ladang dari gangguan hama. Sehingga
desa menjadi sunyi jika musim berbuah, yang tinggal di desa
hanyalah orang tua dan anak-anak yang masih sekolah)

Ditemukan pula adanya pembagian kerja antara laki-laki,
perempuan, dan anak-anak di Desa Malilingin. Para laki-laki biasanya
bekerja menyadap karet mulai pagi sampai siang karena pada waktu
inilah getah karet terkumpul dari pohon. Sedangkan pihak perempuan
biasanya membantu tugas ini tetapi siang harinya perempuan jugalah
yang menjual hasil karet ini kepada pengumpul getah karet di desa
(tengkulak) yang ada di Desa Malilingin. Bagi keluarga yang memiliki
anak pada usia sekolah biasanya orang tua memberikan uang saku
berlebih, agar sepulang dari sekolah dapat dipergunakan untuk makan
siang di warung jika mereka tidak pulang, karena aktivitas pertanian
ini sangat menyita waktu dan tenaga sehingga rata-rata keluarga di
Desa Malilingin kemudian jarang memasak dan mereka makan di
warung waktu pagi dan sore. Baru pada malam harinya mereka dapat
menikmati makan malam bersama. Hal ini terjadi terutama pada saat
padi, jagung atau kacang tanah di ladang sudah mulai berbuah,
sehingga masyarakat lebih banyak tinggal di ladang dibandingkan di
desa.

“Kami kabiasaan imbah manabas lahan, lalu dibakar gasan

mambarasihi balukaran, imbah ada panyuluhan dari program

hutan rakyat, kami mambakar harus ba-izin ka kapala
kampung".(S5.A)

(Kami biasanya setelah menebang pohon, kemudian dibakar agar

lahan cepat bersih dari semak belukar, setelah ada penyuluhan

dari program hutan rakyat, kami membakar lahan harus minta

izin dulu kepada Kepala Desa)
Terdapat pula adanya perubahan-perubahan perilaku masyarakat

Desa Malilingin mengenai pandangan hidup terhadap hutan, sshelue
Program Hutan Rakyat ini diperkenalkan masyarakat Desa Malilingin

_—
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berpindah dan membersihkan lahan

dengan membakarnya, sekarang setelah adanya Program Hutan Rakyat

) ka lahan dengan ijin tertulis dari desa,
masyarakat kemudian membu asyarakat Desa Malilingin tidak bisa

g?mzk::ﬁ::h lahan r]ian f:lan membq_lcarnya karena
lahan-lahan yang ada telah di bagi-bagi sehingga jika membakar
lahan dapat merusak lahan milik orang lain, dan jika membakar lahan
itupun dilakukan dengan cara berthong-rpyong antar warga desz
agar api tidak menjalar dan dapat dikendalikan.
*Wayah jaman nang tuha dahulu, batanam gatah babarang
aja, asal ada bibit di tanam langsung, kada ba aturan dan
kada jalas asalnya. Imbah ada program hutan_ rakyar,_ kami
mananam gatah baaturan sasuai arahan pem_e{mtah, bisa 3 x
4 m atawa 4 x 5 m, tagantung keadaan bibit wan lahan".
(s1.4)
(Dahulu para tetuha desa, menanam karet semparang saja, asal
tersedia bibit diambil dan ditanam tanpa aturan, juga asal bibitnya
tidak jelas. Sekarang, dengan adanya program hutan rakyat, kami
menanam karet sesuai anjuran pemerintah, seperti 3 x 4 m atau
4 x 5 m, tergantung ketersediaan bibit dan kondisi lahannya)

menggunakan sistem ladang

Masyarakat Desa Malilingin kemudian menginterpretasikan Pro-
gram Hutan Rakyat ini sebagai aktifitas baru yang merupakan
penyempurnaan dari sistem bercocok tradisional yang diwariskan
turun temurun. Jika dulunya menanam karet dengan jarak yang tidak
teratur, peremajaan tanaman yang dilakukan dengan membuka lahan
baru tanpa menebang tanaman lama. Sekarang seiring penyuluhan
yang terus dilakukan oleh dinas terkait maka permasalahan ini sudah

dapat diselesaikan.
"Adanya program hutan rakyat nang mambari bibit gatah
unggul, samakin mambuat warga kampung betah tinggal di
kampung, kada parlu mancari gawian ka lain-lain, apa lagi ka
kuta. Selain sudah nyaman, jua kami kada ba isian kabisaan
lain selain bakabun gatah wan batani® (53.A)
(Keberadaan program hutan rakyat yang menyediakan bibit karet
unggul, semakin membuat, masyarakat desa menjadi betah tinggal
di desa, trfiak perlu lagi mencari kerja ke lain tempat, apalagi ke
kota. Selain sudah mencukupi, kami juga tidak punya keahlian
lain selain berkebun karet dan bertani)

Memang dalam Program Hutan Rakvat ini

4 yat ini memerlukan dan
membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena selama ini terbukti
m;n';pu menyerap tenaga kgrja terutama dari pemuda desa yang
sebelumnya menganggur kini dapat bekerja di lahan hutan rakyat,

L d
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dan besar harapan bagi masyarakat desa untuk terus melanjutkan Program
Hutan Rakyat ini. Masyarakat Desa Malilingin dapat hidup mandiri dari
hasil kebun karet dan pertanian mereka, dan telah timbul sebuah kesadaran
bahwa lebih baik bekerja di kebun karet mereka daripada pergi merantau
ke kota atau bersaing dalam bidang pekerjaan yang lain.
*Imbah program {w_tan rakyat ba hasil, napa bilang wani mancari
wan manukar bibit ungqul gatah saurang, semenjak tahun
2000an, kacfa parnah lagi kabakaran hutan. Mun pas musim
panas, kami asing-asingnya manjaga kabun gatah, mambakar
ladang jin kami wahini harus malapur ka pambakal®. (S3.A)
(Setelah adanya program hutan rakyat yang kami anggap berhasil,
karena sekarang masyarakat sudah membeli sendiri (swadaya)
menanambkebunnya dengan karet bibit unggul. Sejak tahun
2000an, dl_desa ini tidak pernah lagi terjadi kebakaran hutan,
sebab kami memelihara dan menjaga kebun karet. Membakar
ladang untuk padi pun kami sekarang harus melapor kepada
kepala desa)

Pengakuan di atas menggambarkan bahwa dengan adanya program
hutan rakyat yang berhasil (—ditandai dengan swadaya setelah dibantu
pemerintah—) maka kebakaran hutan yang menjadi momok pemerintah
kita setiap musim kemarau bisa diatasi dengan baik oleh masyarakat.
Adanya rasa memiliki yang tinggi, karena hasil karet yang baik, telah
membangun kesadaran bersama masyarakat untuk saling menjaga dan
memelihara kebun dan ladang. Hal ini senada dengan penjelasan informan
pendukung (capak Sugito), bahwa sekarang tidak pernah lagi terjadi
kebakaran hutan dari lahan di Desa Malilingin dan sekitarnya. Jika ada
kebakaran di desa sebelahnya, maka hampir semua masyarakat turun
untuk membantu mengatasinya.

Dari ungkapan-ungkapan informan kundi dan subjek di Desa Malilingin
dan pengamatan observasi partisipatif langsung di kebun dan di ladang
(huma), maka interpretasi mereka terhadap program hutan rakyat adalah

sebagai berikut:

1) Menambah penghasilan

2) Memperluas lapangan kerja
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan
Meningkatkan produksi atau hasil sadapan
Mengurangi ancaman dan serangan hama
Meningkatkan kerjasama

Meningkatkan etos kerja masyarakat
Mengenal bibit unggul, pengaturan jarak tanam, dan cara

pembakaran ladang dengan izin

23w ew
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9 Merubah peladang berpindah menjadi Menetap tetapi :f‘rk::agg a:la anggota yang tidak mengerjakan kewajibanya
10) Mencegah kebakaran hutan dan lahar da":I 9 h"'l at kegiatan pertanian kelompok
Interpretasi Masyarakat Transmigran Spontan ‘1; :'::i]akamumisl?n kelompok tani masyarakat Desa Pualam Sari
2! ‘ ; RBY ib i :’“ kl ke’u"tan deﬂgan adanya perubahan 5imm
Masyarakat di Desa pualam Sari mulai aktif mengikuti Program dlmrm u; npl;%: %ereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan
Hutan Rakyat sejak tahun 2000, pada awalnya mereka mencoba sisterm siste ay K 3“ s seningqga suplai pupuk untuk tanaman mereka dapat
tumpang sarl seperti padi dan kacang ditanam bersebelahan dengan, 131811;* swil zain untuk membentuk kelompok tani memang sudah
tanaman jati dan mahoni. Ternyatd sistem ini tidak terlay ‘;ega el berku:a"l"’dmamfakai yang berlatar belakang berbeda-
menguntungkan karena tanaman keras jenis jati dan mahonj dbagohasis n:t{ an membahas kesulitan-kesulitan yang dialami
membutuhkan waktu lama untuk bisa dipanen sedangkan ketika :fa_ P e nl. Hal ini dimungkinkan karena sebagaian besar
tanaman ini sudah besar maka sudah tidak dapat lagi ditumpang sari. |a” rgg;ya-n: % b eksa Pualam Sari memiliki pengalaman bekerja di
Sedangkan setiap harl kebutuhan hidup harus dipenuhi. Maka beralihlah uarn_ ra ‘:3“ ekerja di industri. Sehingga kebiasaan-kebiasaan
petan-petani Desa Pualam Sarl untuk menanarm tanaman karet alasan 9‘30‘3_ I rapat dan musyawarah untuk mengatasi kesulitan ikut terbawa,
utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dtrﬂana tanarnan Hutan rakyat yang saya ketahul, acanya hutan rakyat ini Pa
karet dapat menghasikan getah karet yang dapat dipanen tiap hari masalahnya prospek kedepannya, kanyanys membawa dan
memberi harapan untuk keluarga saya. Saya pikir tertarik

dengan harga Rp 9.000,00 tiap kilogramnya. Selain Itu kayu dari

tanaman karet dapat dijual jika tanaman karet sudah tua dan produksi hutan rakyat dulu saya mengembara kemana-mana, kalau

hutan rakyat bisa menetap dan menciptakan lapangan kerfa

getahnya menurun, Sekarang di Desa Pualam Sarl 200 hektare lahan sendirl*. (51 B)
yang ada sudah tertanami semua, Dan 1iap kali sadap petani dapat a .
memanen minimal 30 kilogram karet per-tiga hari. Dari apa yang telah dikemukakan subjek di atas menyiratkan
Melihat potensi ekonomi yang besar dari hasil karet maka petan| bahwa subjek memandang hutan rakyat darl fungsi ekonomis atau
di Desa Pualam Sarl Ray-12 mulal beralih dari sistem tanarm tumpang keuntungannya. Subjek yang merupakan seorang transmigran asal
sorl ke tanaman karet penuh dimana lahan hanya difokuskan pada pulau Jawa, tentunya memutuskan untuk berimigran ke Kalimantan
tanaman karet. Kemudian terjadi perubahan tanam petani di Desa dengan harapan peningkatan kualitas hidup. Mata pencaharian sebagai
Pualarn Sarl Ray 12 tidak menanam sayur mayur lagi, mereka petani karet di lahan hutan rakyat dianggap subjek sebagal upaya
memilih membell sayur mayur karena setelah dihitung-hitung luas peningkatan mutu kehidupan dan sarana untuk menggantungkan
lahan yang ditanami sayur apabila diganti dengan karet ternyata hidup keluarga. Hal ini menyimpulkan bahwa interpretasi subjek
lebih menguntungkan jika ditanami dengan tanaman karet. terhadap hutan rakyat adalah yang bersifat ekonomis,

“Dulunya saya bekerfa di luar desa, Kalau terus keluar tidak
akan mengalami kemajuan. Kalau ikut orang jadl buruh kita
tetap Jjadi buruh saja. Jadi saya ikut hutan rakyat untuk
menciptakan lapangan kerja sendiri®. (51.8)

“Kerja di hutan rakyat bisa menampung tenaga kerja, bisa

Masyarakat Desa Pualam Sari inl selain sukses dalam menjalankan
Program Hutan Rakyat mereka juga bisa menjadi contoh bagi desa-
desa di sekitarnya untuk mencontoh polas tanam mereka yang fokus
hanya pada tanaman tertentu sehingga dapat menghasilkan ragam
produk tanaman dengan Jumlah yang lebih banyak, seperti tanaman

karet (getah dan kayunya), jati dan mahoni (kayunya). menolong orang lain. Dulu disuruh orang, sekarang

o Masyaraka Pm Pualam Sarl Ray-12 yang tergabung dalam tergantung maunya sendiri*. (54.8)

d.,',?,m,,f".';h’,',f i"ujati| j"ja&' Juga memiliki lahan untuk kelompok Hutan rakyat diinterpretasikan subjek sebagai jalan untuk

il an“d‘:t“ ga hektar dan ditanami karet, Hasil dar memperbalki hidup. Subjek menganggap keharusan perubahan pada

yang di}adllunyug. sl dl“"'_h milik kelompok inilah kemudian nasib dan subjek memilih menjalankan program hutan rakyat. Hutan

fahan hutan rak gal pengisl kas kelompok, Dalam pengelolaan rakyat juga dianggap subjek sebagai upaya membuka lapangan
akyat milik kelompok inilah yang kemudian sering pekerjaan, yang mana usaha Ini berarti meningkatkan ekonomi warga

timbul permasalahan karena tia |
pAiap orang memiliki jadwal untuk masyarakat sekitar.
milakukan perawatan dan pemanenan terhadap lahan kelompok akan




————

*Program pemeri dilakukan oleh masyarakat, yang
e unrukml:::afngdur menjadi- bermanfaat. Hutan
et s + membantu masyarakat, misalnya sekarang kayu
rakya; s:engn:dia padahal dihutan alam kayu. sgdah ’mula;‘
sm:: Hut;n rakyat membantu gundul jadi hijau, ditahun
f:reen:?tanﬁg kayu masih tersedia bagi anak cucu kami®. (52.B)
. ) tuk tabungan karena kayu terus
m ﬂ:d;}af: ts:jul;nﬁdak panas. Kalau bekas batu bara
lahan menjadi kritis". (51.8)

i i, subjek juga menginterpretasikani hutan
raky:::;?i g::k;:f;i:";llutan ﬁaky,at diinterpretasikgn subjek sebagai
salah satu cara melakukan bentuk penyelamatan lingkungan yaity
penghijauan. Subjek menyadari bahwa lahan di sekitarnya sudah
mulai kritis terlihat dari produksi kayu berkurang dan banyaknya
lahan hutan yang gundul.

Keadaan alam yang menghawatirkan membuat subjek khawatir
terhadap apa yang akan diterima anak cucunya kedepan. Subjek
meyakini bahwa program hutan rakyat selain menguntungkan bagi
dia dan keluarga saat ini, juga menguntungkan bagi anak cucu atau
keturunannya ke depan. Program hutan rakyat adalah program yang
diikuti subjek salah satunya dikarenakan keinginan subjek memberi
kepastian masa depan bagi keturunannya kelak. Program hutan rakyat
adalah program yang mampu memberi kepastian masa depan
dikarenakan program ini mampu meningkatkan pendapatan dan juga
mampu menjaga lingkungan atau menjaga kesimbangan ekologis.

“Memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama

yg ada di desa kami, pertama menghijaukan lahan yq asalnya

padang alang2 dan belukar, program hutan rakyat lahan

menjadi hijau. Dapat memanfaatkan lahan kritis. Mempunyai
dampak positif terhadap masyarakat, karena kalau pohon

bisa dijual akan menguntungkan kami". (53.B)

Subjek tersebut pun mengungkapkan hal yang sama terkait
penginterpretasian program hutan rakyat. Subjek menyadari akan
adanya dampak positif dari hutan rakyat, yaitu selain sebagai pekerjaan
yang menghasilkan penghasilan lumayan, program hutan rakyat dirasa
mampu mereboisasi hutan-hutan yang sudah mulai kritis. Program

hutan rakyat selain mensejahterakan rakyat di i :
upaya penghijauan. yat dianggap juga sebagai

“Masalahnya di sini kepedulian lingkungan tentang
penghijauan ada antusiasnya, termasuk gotong royong warga.

Makanya pemerintah cenderung ke sini
e m
program®. (51.B) g sini menyalurkan
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Desa Pualam Sgri dipilih menjadi lokasi berl
hutan rakyat, selain dikarenakan potensi geografis yaitu memiliki
hutan, namun juga dikarenakan antusiasme masyarakat terhadap
program tersebut. Program hutan rakyat merupakan program
pemerintah yang keberhasilan atay kegagalannya salah satunya
tergantung pada bagaimana sikap masyara

: : kat terhadap program
tersebut. Di Desa Pualam Sari program ini berhasil, salah satu alasan

keberhasilan ini seperti yang diungkapkan oleh subjek yaitu adanya
antusiasme warga.

angsungnya program

*Kalau penﬁaian pribadi, sangat membantu kehidupan, karena
udah bisa menyekolahkan anak hingga kuliah. Sekarang udah
bisa punya sepeda motor".(53.8)

"sa_tu, dalam r"umah tangga mengalami peningkatan, anak
kuliah, aset bisa nambah seperti perluasan lahan, dulu 3
hektar sekarang 10 hektar, bisa memperbaiki rumah®. (51.8)

Kedua pendapat subjek di atas mengungkapkan bahwa sisi positif
dari hutan rakyat yaitu program hutan rakyat mampu menaikkan
kualitas hidup secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup dari
segi pencapaian pendidikan. Masyarakat yang dulunya susah mencari
penghasilan, dengan adanya program hutan rakyat menjadikan mereka
mandiri. Mandiri dalam arti kata masyarakat sekarang memiliki
penghasilan bahkan mampu menabung lewat tabungan aset, baik itu
aset berupa tanah, harta benda maupun rumah.

“Sebab semua senany aja karena penghasilan tetap terjaga
meskipun turun naik menurut harga pasar, tapi selalu ada
penghasilan. Desa juga semakin tentram dan tidak ada
gangguan. Alam semakin dingin dan rimbun®. (54.B)

Ungkapan subjek di atas seolah menjadi kesimpulan dari banyaknya
pandangan subjek-subjek lain berkenaan dengan penginterpretasian
program hutan rakyat. Penghasilan terjamin, kemandirian timbul
yaitu masyarakat sudah bisa menspekulasi turun naik harga pasar
secara indivudu maupun kelompok tani. Kemudian yang menarik
lainnya yaitu aspek ekonomi kalau selama ini dipandangan sebagai
aspek penghancur lingkungan dalam bentuk eksploitasi alam, disini
justru sebaliknya. Aspek ekonomi membuat alam menjadi |estari dan
terjaga keseimbangannya. Inilah sebuah bentuk simbiosis mutualisme
antara alam dan manusia, manusia mengambil manfaat dari alam dan
alam pun mendapat untung dikarenakan keberadaannya dijamin dan
dilindungi.

"Yang jelas desa kita menjadi hijau, seperti dekat bgndungan

sangat sejuk dan nyaman. Masa depan anak cucu kita bagus

atau terjamin. Sarana desa bertambah banyak, misalnya



YAT:

iri, mesjid bisa diperbaiki, tempat

f;:ﬂ'bfa"ga""bg:dz?gpzﬁ" seperti main kbo;ab L;oﬂy B{Sa

menyediakan air minum untuk masyara at. en:'.rl; :ﬂ(;':rm

kemarau bingung, sekarang air tersedia terus m s".(51.8)
jek di iki pandangan serupa, ia tidak hanya melihat
progsr::: ?::e:: ::skyn;te?;: se';i ekonomi atau pemqgka:an penghasilan,
tabungan bagi anak cucu dan upaya pelestarian ling unglan. Namun,
program hutan rakyat dirasanya mampu mengatasi permdasa an kemaray
yang selama ini selalu melanda kawasan tersebut, dan juga teta_h
mampu mencegah kebakaran hutan. Program hutan rakyf'lt §e‘lam
mensejahterakan para pengikut program tersebut secara individy,
namun juga mampu memberi fasilitas atau sarana pembangunan

pada desa tersebut. I
“Saya kan sering pas terang bulan jalan-jalan keliling kqmpgng,
tanaman itu kayaknya bisa diajak bicara, kayanya sujud juga
kepada yang menciptakannya. Akhirnya saya tertarik oleh
kondisi tanaman itu sendiri. Baik tanaman bermanfaat kepada

manusia atau tidak, tapi kalau kita hidup berdampingan
dengan baik maka akan memberikan kesejukan dan
kedamaian. Tertarik karena pengalaman spritual melihat
rimbunya tanaman, saya tertarik karena di sana tersimpan
suatu keindahan dan sangat luar biasa, sehingga saya tertarik
untuk menanam pohon. Di bumi bukan manusia saja yang
menghuni, ada binatang dan tumbuhan yang perlu hidup,
dari tanaman belukar yang kecil hingga tanaman pohon yang
besar semua menginginkan hidup. Dari semut sampal yang
binatang besar memerlukan tempat hidup yang nyaman”.
(1K. PS)

Pendapat di atas adalah bukti ternyata bukan hanya memandang
program hutan rakyat sebagai program yang menguntungkan dari
segi ekonomi semata. Namun program hutan rakyat dilihat dari segi
perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Subjek melihat alam
(r!utanJ _Ie_wf"it kacamata spiritualnya. Yaitu tumbuhan bisa bicara,
bicara di sini bukan disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat
magic. Namyn subjek melihat tumbuhan sama seperti manusia, sebagai
rnakl-!IuIt hidup yang memiliki nilai atas nama dirinya. ’Adanya
kesermb.angan (equirilibrium) dalam alam yaitu hidup
ber:?ampmqannya dengan harmonis manusia, tumbthan hewan, dan
bagian keh:dupgn lainnya dalam sebuah jaringan kete}ikatan yang
satu. Kesadaran lingkungan (eco/ogical awarness) yang dimiliki tersebut
yang mendorong untuk aktif terlibat dalam program hutan rakyat.

Adaptasi Budaya Masyarakat Pedesaan Hutan

terh 143
SR erhadap Program Hutan Rakyat

Secara spesifik, interpretasi inf i ' i
sari Ray-12 yang didapaFt'kan da{:io;:;:sik i;‘;:\g:grs: '3:: ‘:E%P::gg
lain menyatakan bahwa program hutan rakyat adalah:
1) Memberikan harapan atay prospek kedepan
2) Menciptakan lapangan kerja di desa
3) Membuat masyarakat mandiri
Masyarakat menetap di desa

4)

5) Menyediakan kayu untuk bangunan rumah dan dijual
6 Memanfaatkan lahan kosong
b))l
8)

Menghijaukan desa
Menguatkan sifat ke-gotong-royongan

9 Meningkatkan derajat keluarga (dapat memperbaiki rumah dan
menyekolahkan anak)

10) Membuat desa dan masyarakat tentram
11) Menyediakan air yang cukup meskipun kemarau
12) Memberi ruang kehidupan bagi makhluk tuhan lainnya.

Dari interpretasi informan kunci dan subjek di dua desa penelitian,
maka dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek, meliputi :

1) Aspek sosial ekonomi, antara lain: menambah penghasilan,
memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi atau hasil
sadapan, memberikan harapan atau prospek kedepan, menciptakan
lapangan kerja di desa, menyediakan kayu untuk bangunan
rumah dan dijual

2) Aspek sosial budaya, antara lain: meningkatkan kerjasama,
meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit unggul,
pengaturan jarak tanam, dan pembakaran lahan dengan izin,
merubah peladang berpindah menjadi menetap, masyarakat
mandiri, masyarakat menetap di desa, menguatkan sifat kegotong-
royongan, meningkatkan derajat keluarga, membuat desa dan
masyarakat tentram

3) Aspek ekologi, antara lain: mengurangi ancaman dan serangan
hama, mencegah kebakaran hutan dan lahan, memanfaatkan
lahan kosong, menghijaukan desa, menyediakan air yang cukup
meskipun kemarau, memberi ruang kehidupan bagi makhluk

tuhan lainnya).

Hubungan interpretasi masyarakat terhadap program hutan rakyat
yang telah dilaksanakan di desa penelitan dapat dilihat pada Gambar

20.
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Gambar 20. Hubungan antara Program Hutan Rakyat, Kelompok Tani
Hutan Rakyat, Tanaman Hutan Rakyat dan Manfaat bagi Kehidupan
(1) = Nomor urut proses

Keterangan:
——» = Mempengaruhi

Pada gambar di atas terlihat bahwa program rakyat yang
dilaksanakan oleh kelompok tani hutan rakyat dengan menanam
tanaman hutan rakyat telah memberikan manfaat bagi kehidupan
mereka yang sesuai dengan interpretasi mereka terhadap program
tersebut, yaitu dari aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan ekologl
Keberadaan tanaman hutan rakyat oleh kelompok tani melalui subsidi
ternyata juga telah mempengaruhi program hutan rakyat secara luas
ke masyarakat lainnya yang akhirnya juga ikut menanam pohon

melalui swadaya.

B. Adaptasi Budaya dalam Konteks Perubahan Sosial

Masuknya sesuatu yang be_lru dalam sebuah komunitas masyarakat
tentunya akan mendapat reaksi. Reaksi tersebut bisa menerima ataupun
meﬂof_ak. Sesuatu yang baru akan diterima jika dianggap tidak
merugikan bahkan k_alau bisa menguntungkan dan juga jika sesuatu
yang baTu tersgbu:’tadak membuat perubahan yang drastis pada apa
yang selama ini dianggap mapan atau n '
ke e yaman oleh komunitas

Program hutan rakyat adalah sebuah

program yan tentunya

saat pertama kali masuk ke lokasi yaitu Desa Marihngingdan Desa
:ualqm Sari Ray-12 mendapat reaksi. Namun dikarenakan interaksi
an interpretasi masyarakat bahwa program hutan rakyat adalah
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program yang menguntungkan, sehingga akhirnya ini diikuti
program hutan rakyat pun akhimya membawa?eru%r:l?;zt“p?;ut:aha:{
yang terjadi baik itu dari segi sosial budaya maupun ekonomi.

Dua definisi perubahan sosial yang peneliti an relevan dalam
mengkaji masalah perubahan sosial akibat dari ada?\?r:pprogram hutan
rakyat adalah definisi dari Gillin dan Gillin dan Max Iver. Gillin dan
Gillin yang dikutip oleh Basrowi dan Soenyono (2004a) me:nyebutkan
bahwa perubahan -Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara
hidup yang telah leeﬁma, yang disebabkan baik karena perubahan-
pembahan_ kond:_sl geografis, kebudayaan material, komposisi
penduduk, ideologi, maupun karena difusi atau penemuan-penemuan.
Sedangkan Mav Iver menekankan bahwa perubahan sosial adalah
perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationship)
atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium)

hubungan sosial.

Ada sebuah fenomena di Desa Malilingin ketika program hutan
rakyat dilaksanakan dan menuai kesuksesan. Masyarakat memiliki
sebuah mata pencaharian dengan lahan luas dan peningkatan
penghasilan dengan drastis. Di samping perubahan-perubahan perilaku
sosial dan budaya mengenai pandangan hidup terhadap hutan,
masyarakat Desa Malilingin kemudian menginterpretasikan program
hutan rakyat ini sebagai aktifitas baru yang memerlukan dan
membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Kebutuhan akan tenaga kerja yang banyak ini membawa pemikiran
bahwa jika dengan pembagian hasil produksi 70% untuk penggarap
dan 30% untuk pemilik lahan, akan lebih menguntungkan lagi jika
menggarap sendiri lahan tersebut. Petani banyak mengerjakan sendiri
lahan yang dimilikinya, meski luas lahannya berkisar antara 3-10
hektare. Sedangkan untuk menyadap karet maksimal seorang bisa
menyadap 300 pohon atau sekitar satu hektar. Sehingga akhirnya
anggota keluarga yang lain kemudian ikut serta dalam proses

penyadapan karet ini.

Hasil penjualan karet yang dapat dipergunakan untuk mencukupi
kebutuhan hidup keluarga inilah yang kemudian membuat pendidikan
untuk anak-anak mereka terabaikan atau anak-anak mereka lebih
memilih untuk bekerja di kebun daripada melanjutkan sekolah. Di
sinilah kemudian ditemukan fenomena bahawa penduduk desa dengan
usia sekitar 15 tahun sudah melangsungkan pernikahan dan tidak
melanjutkan sekolahnya. Rata-rata penduduk adalah lulusan dari
Sekolah Dasar dan memilih untuk bekerja di kebun bersama orang tua

mereka atau menjadi buruh tani.
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ukan di Desa Pualam Sari Ray-12 denggap,
kyat adalah semakin eratnya hubungap,
ogram hutan rakyat telah mendcarun9

5 ini untuk semakin menjalin kerjasama dap,
::r?:r:?::stl :A‘e:ai? menjadi semakin sering bertemu dan berdiskys;
dalam acara rutin pertemuan kelompok tani, maupun pertemuan
antar kelompok tani. Hal ini sangat dirasakan para s:ubjek, karena
sebelumnya mereka jarang sekali bertemu, karena pekerjaan umumny,

di luar desa dan jarang pulang ke desa.

Realita lainnya yang dapat ditemukan di Desa Pualar_n Sari Ray-12
adalah semakin damainya kehidupan di desa. Mergka jarang sekali
menemui kejahatan seperti pencurian dan perkelahian. Adanya hasi|
dari hutan rakyat mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anak-
anaknya kejenjang yang lebih tinggi, memba_ngun sarana umum
secara swadaya dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat di

desa sekitamya.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka keadaan di masyarakat
Desa Pualam Sari Ray-12 sangatiah bertolak belakang dengan masyarakat
Desa Malilingin yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan bagi
anak-anaknya, padahal dari sisi keuangan mereka sama. Hal ini diduga
adanya perbedaan penginterpretasian terhadap “uang®. Bagi
masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12, keberadaan uang dapat digunakan
untuk meningkatkan derajat keluarga dengan menyekolahkan anak-
anak kejenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi masyarakat Desa
Malilingin, uang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan dalam
berkeluarga. Bagi masyarakat Desa Malilingin, kalau "orang kota"
sekolah juga untuk mencari pekerjaan (baca: uang), mengapa harus
tinggi sekolahnya kalau sekolah secukupnya saja juga dapat cari uang.

Program hutan rakyat, menyebabkan perubahan kebiasaan dari
masyarakat pendatang, maupun masyarakat lokal. Perubahan terlihat
dari kebiasaan anak-anak "transmigrasi lokal* mengaji malam hari
sete-lah sholat Magrib mengikuti kebiasaan masyarakat setempat.
Leb:h_khusus dapat’diuraikan beberapa perubahan yang diungkapkan
oleh infoman kunci (Bapak Wijayat) antara lain sebagai berikut :

1) Kalau kematian, tata cara mengikuti masyarakat lokal (Banjar)

2) Kalau perkawinan, orang lokal mengikuti tata cara orang Jawa,
termasuk waktunya

3) Acara keagamaan seperti yasinan, Maul ko is
kebiasaan masyarakat lokal & , Maulud Habsy mengikuti

4) Kerjasama berkebun, orang lokal mengikuti kebiasaan orang Jawa

Fenomena yang ditem

adanya program hutan ra
antar masyarakat. Adanya pr
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Hal lain yang terungka
_ P selama penelitian berlangsung adalah
Eerutb;ih:: bj:;ﬂ ra::a: waktu keseharian, Dengan kesibukgn nr:genyadap
are » Maka acara sosial seperti perkawin imulai di
: an selalu dimulzi di
atas jgm 11, pe_rtemuan warga menjadi teratur sebulan sekali, dan
dum’ esa sunyi karen_a penghuninya keluar desa, namun sekarang
sunyi karena penghuninya semua pergi kekebun karet.

1. Perubahan Sosial Budaya pj
i 2. ya Dikarenakan Program

Konsep utama yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah
bahwa masyarakat merupakan sebuah proses yang selalu bergerak dan
tidak pernah diam (statis). Program hutan rakyat merupakan salah
satu aspek_ yang bisa merubah masyarakat, khususnya bagi masyarakat
yang terlrbat Ia_ngsung dalam program tersebut, meskipun pada
akhirnya dialektika berlangsung dan akan mempengaruhi ke semua
komponen masyarakat desa dan masyarakat desa sekitarnya.

Kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu cara beradaptasi
terhadap lingkungan (Sukadana, 1983), karena kebudayaan sekecil
apapun merupakan hasil dari proses pemikiran. Pemikiran tentang
hubungan antara kebudayaan danlingkungan ini, lebih jauh dibahas
dalam teori ekologi budaya yang masuk kedalam kerangka pendekatan
evolusi multilinear.

Hutan rakyat bukan hanya telah mengubah pendapat
masyarakatnya, namun ada dimensi perubahan lain yang terjadi
setelah pelaksanaan program hutan rakyat. Bagian ini mencoba untuk
menelusuri perubahan sosial budaya sebagai dampak dari penerapan
program hutan rakyat.

“Bagi kami warga kampung ini, parubahan nang dirasa akan
imbah adanya program hutan rakyat nang kaya: kawa marasa
akan bakandaraan ka ladang, manyamprut semak wan ubat,
paham arti diskusi kalumpuk dalam kalumpuk tani. Hanya
nang pina kada pas tu, kakanakan kada tapi mau sakulah lagi
imbah pina bisa mancari duit. Ngalih ai Pa ai, mun sakulah
tinggi kawin awan wurang luar, wan balum tantu jua dapat
gawian". (IK.ML)

(Untuk kami warga desa, perubahan yang cTIirasakan setelah adanya

program hutan rakyat adalah: bisa beli kendaraan roda dan

memakainya untuk ke ladang, bisa menggunakan herbisida untuk
membasmi, paham arti berdiskusi dan ‘tu_lkar pendapat dalam
kelompok tani. Namun di lain pihak, kami tidak bisa memaksakan
anak-anak untuk sekalah lebih tinggi, sebab mereka kalau sudah
mampu mencari uang sendiri malas untuk melanjutkan sekolahnya.
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u sekolah tinggi biasanya kawin dengap,

lit, kala :
Memang serba Wit 1€ %0 - entu mendapatkan kerjaan yang

orang luar, dan juga be

sesuai)

Pernyataan di atas, menggambarkan bahwa program hgtan rakyat
telah merubah mereka dari hanya berjalan kaki menuju ladang,
sekarang mereka bisa naik kendaraan roda dua. Mereka juga mampy,
mempercepat pembersihan semak dan belukar dengan menggunakan
herbisida yang informasi dan pengalaman penggunaannya beras|
dari pelaksana program hutan rakyat. Mereka juga merasa mampy
untuk berdialog dengan pihak luar, karena sudah terbiasa dengan
diskusi di dalam kelompok tani.

Dari sisi lainnya, mereka merasakan dampak hasil karet yang
cukup tinggi telah mengakibatkan anak-anaknya malas untuk
melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Beberapa pengalaman
warganya, seperti anak dari Bapak H. Kastani yang bersekolah di SMA,
ternyata kawin dengan "orang luar®, dan sekarang tidak tinggal dj
desa lagi. Juga mereka melihat dan mendengar bahwa di kota
pekerjaan itu sulit, meskipun dengan pendidikan yang tinggi. Jadi,
bagi mereka berkumpul di desa bersama sanak-keluarga, dengan
hidup sederhana dan pendidikan secukupnya (tamat SD) sudah suatu
keberkahan yang luar biasa.

"Pertemuan antar masyarakat semakin sering, masyarakat
semakin terbuka karena permasalahan dibicarakan bersama.
Sisi keamanan, kondusif karena pendapatan mereka cukup.

Rapat rutin dan Yasinan sangat mendukung keamanan
dimasyarakat”. (IK.PS)

Adanya rasa keterbukaan dan saling komunikasi intensif dalam
suatu 'kelompok masyarakat membuat kehidupan masyarakatnya
semakin nyaman. Kalau dulunya mereka masing-masing mencari kerja
ke luar desa, sekarang mereka sudah kumpul di desa. Kebiasaan untuk
terbuka dari masyarakat akan memudahkan bagi pihak luar dalam
menyampaikan sesuatu hal yang baru, termasuk penggunaan teknologi
dalam pengelolaan lahan dan penyadapan karet, seperti penggunaan
zat kimia untuk mengentalkan hasil sadapan dan lainnya.

Program hutan rakyat di lokasi penelitian, bukanlah sebuah
program yang diikuti satu atau dua orang saja. i\lamun program ini
diikuti «'.)Ieil:n| banyak kalangqn Masyarakat. Orang-orang yang mengikuti
EZ?E’J::: i:;:’; {a:(yaft INi_masing-masing menjadi terbiasa untuk
ke m:zreka | ? ait dengan apa yang terjadi pada program yang
el ]r: ani;. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa
5 St tp dram hutan rakyat telah membuat masyarakat menjadi

yarakat yang terbuka, bukan hanya terbuka dalam menerima
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perubahan tetapi juga terbuka satu
meningkatkan serta merekatkan ikata
peserta program hutan rakyat.

sama lain. Sehingga ini mampu
n sosial antar anggota masyarakat

Pertemuaan yang sering dilakukan masyarakat peserta program
hutan rakyat, bukan hanya pertemuan yang sifatnya musyawarah dan
bercerita satu sama lain tentang program hutan rakyat yang sedang
dijalani. Tetapi bentuk pertemuanya ada yang bersifat rapat rutin
antar anggota kelompok tani dan juga pertemuan dalam lingkup
Yasinan. Pertemuan ini menurut subjek telah membuat desa menjadi
aman. Dikargnakan ikatan antar masyarakatnya kuat dan pendapatan
masyarakat juga baik, sehingga angka kriminalitas pun berkurang.

Kemandirian masyarakat dari hanya mengharap dan menerima
bantuan dari pihak luar, semakin berubah dengan semakin membaiknya
perekonomian mereka. Mereka secara swadaya membangun fasilitas
umum untuk pendidikan seperti TK dan TPA, dan gedung pertemuan
untuk kelompok tani. Kemandirian inilah sebenarnya menjadi tujuan
utama dari pembangunan. Masyarakat diberdayakan pada awalnya,
kemudian mereka mandiri dan selanjutnya dapat membantu pemerintah
dalam melengkapi kebutuhan mereka sendiri.

Program hutan rakyat telah menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12. Kalau dulunya mereka harus
mencari pekerjaan hingga keluar desa dan luar daerah, sekarang
pekerjaan di desa sudah tersedia. Dengan bekerja di desa, maka
masyarakat menjadi mempunyai lebih banyak waktu untuk berkumpul
keluarga dan tentunya dengan tetangga sekitar rumah. Sekarang
mereka mengatur sendiri waktu kerjanya, apakah mau beraqg!(at pagi
atau agak siang, apakah sebentar atau lama di kel_)un. Demikian pula
penghasilan yang didapat, semakin rajin m‘emellhara kebun_k.aret,
maka hasil getahnya semakin banyak dan baik. Rasa percaya diri dan
kemandirian dalam pengaturan waktu sangat mempengaruha kehtdu[)an
bermasyarakatnya. Mereka menjadi lebih sosial, toleransi dan saling

menghormati.
“Terutama karet jelas menghidupi n;asj_farakat, gengansg%;ra;'
j karena semua punya pekerjaan masing-masi
f:ﬁgag‘;au kebun karet. Dalam harga rendah (Rp. 5000/kg)
seperti minimal 1 KK mendapatkan 50 ‘nbu untuk 1 he_kt_ar.
Lapangan kerja tersedia. Keuntungan s'a:f*_:, masyarakat d:a.;ak'
arana sosial (langgar, mesjid, gedung) menjadi

membangun s ; -
mudah kgarena masyarakat punya penghasilan. Pembangunan

dibangun secara mandiri.
sekolah TK dan gedung serbaguna un s

Membangun langgar dan gapura per RT bisa dibangun secara
mandiri. Keamanan dari kriminal tidak ada, Keamanan hampir

tidak ada, kebakaran dulu sering terjadi, dengan adanya

i
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hutan rakyat kebakaran hutan tidak terjadi Fagj:, ;.-k?kpun g_dal
masyarakat. Masyarakat cepat-cepat memadamkan jika ter:,tdd;
kebakaran karena lahan karet merupakan sumber penghasilan,
Masyarakat semakin rajin melaksanakan ritual keagamaan",
(52.8)

Dengan perekonomian yang meningkat membuat |mgkL.mgan
terjaga dan hutan tetap asri. Hal ini dikarenakan pendapatan meningkat
membuat tidak ada lagi masyarakat yang membakar hutan untuk
mendapatkan kayu, yang kemudian dijualnya dan merwghasﬂkaq uang,
Program hutan rakyat membuat masyarakat sadar akan pentingnya
hutan, sehingga masyarakat menjadi tanggap dan sigap terhadap apa
yang terjadi di hutan, Kesigapan dan kecepat-tanggapan masyarakat inj
menurut subjek terlihat saat terjadi kebakaran hutan (karena faktor
alam ataupun kelalaian manusia), masyarakat langsung cepat-cepat
berusaha memadamkannya. Kesigapan dan kecepat-tanggapan
masyarakat ini karena mereka sadar bahwa hutanlah yang menjadi
tempatnya menggantungkan hidup. Hutan adalah sumber penghasilan
dan sumber kehidupan bagi perserta program hutan rakyat

"Perilaku masyarakat berubah, dulu sektor kehutanan tidak
begitu peduli mungkin hanya beberapa orang, sekarang hampir
semua masyarakat paham tentang kehutanan. Dari sisi fisik,
dulu alang-alang sekarang jadi hijau dan tanaman ada dimana
mana. Ada yang namanya dampaknya, dulunya hanya
kelompok Pa Wijayat, sekarang meluas sampai ke desa lainnya.
Ekonomi, mereka yang panen tanaman kayu, seperti sengon
dan mahoni ada perubahan pendapatan. Mereka tidak asing

lagi dengan tanaman kehutanan berkayu". (Informar
Pendukung)

Di atas adalah pendapat dari informan pendukung yaitu penyuluh
kehutanan yang menangani program hutan rakyat di lokasi penelitian.
Penyuluh menyadari bahwa sejak diberlakukannya program hutan
raky{::t pandangan masyarakat tentang hutan berubah. Masyarakat
rmenjadi mengefti masalah hutan karena mereka telah memahami
hu_tan yang menjadi gantungan kehidupan mereka. Lingkungan terjaga,
yaitu keberadaan dan kehijauan hutan terjamin, secara langsung disadari
masyarakat berarti juga menjamin kehidupan mereka dan keluarga.

“Kami di kampung ni mananam banih wa

wan mamanen tu gawi sabum/ aj i bi ar

pina ganal umpat ?ua manggrz:wia':i‘ f?:}_ﬁjm A

g;:mkiailt,dr::n;?ihdalam mengelola lahan, baik menanam padi

ara tanaman dan mengambil hasil dikerjakan

bersama-sama suami istri. Anak- g A

ikut membanty keluargai, R Mo sidahagak bustg e

n gatah, mamalihara
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;‘;“L ;?efl;bantu menyadap karet,
s daK-Da
Kami memang tidak ikut paxnys dan'imengurus anak.

; menanam -dj
kelompok tani cukup tersedia* (SS.BJ' i anin o

Program hutan rakyat juga men ¢
: yebabkan adanya pembagian
kerja secara seksual pada masyarakat setempat. Pembapgian aigeria

antara Iakl-lak'i dan perempuan yaitu, laki-laki lah yang mengambil
hasil produksi dan perempuan ikut membantu mengambil hasil
getahnya dan kemudian menjual hasil produksi getah yang diperoleh.
Walau a_da kalanya laki-laki dan perempuan bersama ke kebun untuk
mengerjakan atau mengambil hasil produksi, namun kebanyakannya
yang menjual hasil karet tetaplah dari pihak perempuan. Kebersamaan
antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola ladang dan kebun
karet menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang
signifikan antara laki-laki dan perempuan, mereka saling melengkapi.

Namun ada sisi yang patut disayangkan dari penerapan program
hutan rakyat di Desa Malilingin. Pembagian hasil 70:30, yaitu 30 untuk
pemilik tanah dan 70 untuk orang yang mengerjakan tanah tersebut,
membuat sebagian masyarakat di Desa Malilingin mengambil tenaga
kerja dari keluarga sendiri. Tenaga kerja yang diambil yaitu anak-anak
mereka sendiri. Ini dilakukan agar keuntungan yang didapat bisa
maksimal dan anak memiliki mata pencaharian. Ikutnya anak yang
merupakan usia sekolah dalam perkebunan karet ini membuat mereka
(anak-anak) tersebut mengenal yang namanya uang (mencari uang).
Sehingga hal ini membuat mereka malas untuk bersekolah. Informan
kunci menjelaskan perihal keterlibatan anak-anak dalam penyadapan
karet sebagai berikut :

“Kami baladang dan bakabun gatah gawi sabumi ja
sarumahan. Kakanakan mun pina sudah ganal, biasanya kami
bawa mamantat gatah. Kakadang kada turun ka sakulah
karena umpat mamantat ka kabun gatah. Kami mambawa
kananakan sambil malajari mancari duit, jua karena tanaga
kami pas-pasan. Handap maupahakan pina kadada nang
maunya, napa sama pada baisi kabun gatah. Sakqfah
panting pang, cuma mambantu mancari duit panting jua.
Jadi mun lulus isdi (SD) cukup haja, kacuali kakanakannya
pina handak manarusakan, baik jua pang sakulah tarus".(IK.ML)
Kegiatan berladang dan berkebun karet dikerjakan bersama-sama
iatet?keluarga. Anak?anak yang beranjak besar diajak ikut menyadap
karet. Kadang mereka tidak masuk SEkO!flh karena ikut menyadap
karet. Kami mengajak anak-anak sebagai pembelaj_a_ran '-_‘F}.Wk ;I:a;_ri:
uang, juga karena tenaga kerja yang tersedia terbatas. Kamlbisa
aja mengambil tenaga diluar keluarga, tapi untuk desa ini masing-

-
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- ' Sekolah memang penti
masing keluarga mempunyai kebun karet. _ | ng,
namurg'l mernb%ntu mencari uang bagi kl?|ua rga juga penting. Jadj,
kalau bisa lulus SD sudah cukup, kecuali kalau anak-anaknya may
melanjutkan sekolah lebih tinggi, kami juga mendukung).

Problem muncul dari sisi peningkatan sumberdaya manusia yang
semakin menurun akibat tidak melanjutkan sekolahnya (ke SMP), yang
disebabkan oleh aktifitasnya mereka bekerja sebagai penyadap karet
yunior. Kondisi ini telah mengakibatkan menurunnya ketersedlaaq SDM
yang berpendidikan di Desa Malilingin. SDM yang tentu akarj berimbas
kepada penerimaan inovasi baru yang akan semakin sulit. Mereka
sudah merasa mapan dengan pengalaman turun temurun dan memang
hasil menyadap karet telah mencukupi kehidupan dasar dan sebagian
sekunder mereka. Namun, dari sisi program pemerintah yang ingin
memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat
menjadi kontra produktif.

Mengutip pendapat Kepala Sekolah SDN Malilingin (Bapak
Suprianto, S.Pd) berkaitan dengan pendidikan di desa tersebut adalah :

“Kami tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau anaknya tidak
meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, karena
pendapatan dari mamantat karet telah mencukupi kebutuhan
hidup mereka, juga karena dari ketersediaan tenaga kerja yang
terbatas, sehingga mereka sekeluarga harus terlibat dalam
kegiatan perladangan dan berkebun karet tersebut".

Dilain pihak, pendapat subjek tentang pendidikan di desa mereka

"Kami ni handak ai manyakulahakan kananakan ka is im pi
(SMP), tapi kananaknya nang kada mau lagi malanjutakan
sakulah, inya sudah marasa nyaman wan gawian mamantat
gatah wan bahuma. Jua mun kananakan sakulah barata an,
nang kaya apa kami mau urusi pahumaan wan kabun gatah
nang ada ni? Mungkin haja kaina mun urangnya banyak wan
gatah ba sadikit mungkin ai kananakan sakulah lagi"(55.A)

(Kami sebenarnya ingin menyekolahkan anak-anak kami ke SMP,
namun anak-anak tidak mau lagi melanjutkan, sepertinya mereka
sudah senang dengan kerjaan mamantat karet dan berladang.
Jikalau anak-anak kami sekolah semua, siapa yang membantu kami
mengelola ladang dan kebun karet kami ini? Mungkin nanti kalau

luas lahan berkurang dan penduduk bertambah anak-anak akan
sekolah lebih tinggi)

Dari kedua ungka
bahwa anak-anak m
keluarga. Selain itu,

pan di atas, setidaknya ada kesamaan pendapat
erup_akaq salah satu sumber tenaga kerja bagi
dari sisi pendapatan, mereka merasa bahwa
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hingga saat ini kebun karet dan lada i

memenuhi kebutuhan dasar mereka. sy
Inilah fenomena paradoks an

hutan rakyat di Desa Malilingin da

Malilingin yang _dlhuni oleh penduduk asli suku Banjar, sedangkan
desa Pualar:n _Sarl Rﬂy-12 adalah desa yang dihuni para transmigran_
Pebed‘?a” ni mlembawa pada perbedaan penginterpretasian tentang
pendidlkf.lf'l. Bagl masyarakat MB'IIIHQII"I peserta program hutan rakyat,
keberhasilan dalam program hutan rakyat dengan bertambahnya
lahan sadapan menyebabkan kurangnya tenaga yang tersedia. Jika
pun ada, maka persentasi pembagian yang 70;30 membuat mereka
berpikir ulang untuk memperkerjakan tenaga dari luar keluarga.
Walau sebenarnya mereka juga ingin anaknya bersekolah, namun
anak yang telah mengenal bekerja dan menghasilkan uang, lebih
memiliki ikut bekerja agar memiliki penghasilan sendiri untuk dapat
mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan untuk masyarakat peserta
program hutan rakyat dari desa Pualam Sari Ray-12, berpikir bahwa
pendidikan untuk anak itu penting, dan pendidikan merupakan jaminan
masa depan anaknya. Mereka memprioritaskan pendapatan hasil pro-
gram hutan rakyat untuk biaya sekolah anak, sampai anak mereka
sarjana.

targ masyarakat peserta program
n di Desa Pualam Sari Ray-12. Desa

2. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Peserta
Program Hutan Rakyat

Perubahan ekonomi masyarakat peserta program hutan rakyat
dapat diamati dari perlengkapan rumah tangga yang ada‘. _benttfk
rumah, sarana umum dan hasil penjualan dari karet itu sendiri. Selalr‘!
itu tentunya berasal dari pengakuan dan penuturan informan kunci
dan para subjek yang ditemui saat penelitian berlangsung.

"Adanya program hutan rakyat pendapatan kami batambah,
karena bibitnya unggul wan nyaman manyadapnya karana ba
aturan tumbuhnya. Kami kawa nukar kandgraan_ wan
mambaiki rumah. Mangawinakan anak kacf_.a n_gahh {agr, du.f_t:
cukup aja. Banyak jua nang kawa naik haji, biasa dikiau haji
gatah".(53.A)

(Keberadaan program hutan rakyat dapat menambah per:id;pzt.

keluarga, karena bibit yang digunakqn :unggul dair_l krnuda i

sadap karena citanam beraturan, Ko0L 5% T ngavinkan

memperbaiki ruman. : r

;cr:‘c;i -:::kd:;ena uapng cukup tersed!a. Malah ada yang nia||l::}aa|.i‘

dari hasil penjualan getah karet, biasanya kami panggil “faf

Gatah")

B
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gi sebagian subjek merupakan sarana
bibit yang ditart\uamdunggul .dank':'"dah
i nanaman yang teratur engan jarak tanam
gu:a sdaﬁta;ny;e :;r::ah?a:" penjualan ggtah karet mereka mampy
membeli kendaraan roda dua, mengfwlnkan anak-anaknya. Juga
mampu untuk membiayai perjalanan haji ke Mekkah, yang merupakan
dambaan setiap umat muslim. ; _
*Lahan kosong menjadi tanaman ﬂmﬂ'!’*"f sehingga ada
perubahan pendapatan. Taraf ekonomi masyarakat, dgtg
rumahnya standar transmigrasi sekarang sudah diperbaiki,
misalnya model spanyolan®. (51.8)

Subjek merupakan seorang transmigran dari pulau Jawa, melakukan
transmigrasi tentunya dengan niatan untuk JRIIRCIAD tarat hidup
diri pribadi dan keluarga. Transmigran di lokasi penelitian memiliki
rumah yang standar mirip semua, sebuat tipe rumah sederhana,
Namun subjek mengikuti program hutan rakyat membuatnya menjadi
mampu memperbaiki rumah. Rumah mereka pun sekarang menjadi
lebih baik dan nyaman setelah diperbaiki menggunakan penghasilan
sebagai petani hutan rakyat.

Lahan kosong yang dibiarkan tanpa tanaman merupakan gambaran
bahwa tidak produktifnya masyarakat tersebut. Tumbuhnya tanaman
potensial seperti Jati dan Mahoni di lahan pekarangan dan lahan 1
adalah hal positif yang terlihat dari program hutan rakyat.
Bertambahnya tanaman karet produktif yang dapat disadap oleh
masyarakat akan berdampak pada peningkatan pendapatnya, sehingga
mereka bisa, melengkapi perabotan rumah tangga, termasuk membeli
kendaraan roda dua, tidak kredit alias cash lagi. Hal ini menggambarkan
salah satu perubahan perekonomian rumah tangga anggota kelompok
tani program hutan rakyat.

‘Kalau saya hitungannys, tani menjadi bisnis pengumpal.

Dulunya sebagai petani biasa, sekarang semakin sibuk. Dulu

tidak ada bibit sekarang ada bibit kita tinggal mengerjakan

safa dan memelihara. Dulu memelihara kambing juga, sekarang

Fga;) mampu lagi karena mengurusi pengumpulan karet",

Program hutan rakyat ba
menambah pendapatan, sebab

f‘erubahan pekerjaan yang dulunya hanya sekedar petani biasa
menjadi pebisnis pgngumpui getah karet ju)g’;a salah sa?u indikator
perubahan eko‘noml yang terjadi. Adanya peluang jadi pengumpul
getah lgaret dari masyarakat desa tentunya akan menambah peredaran
}L:wfg;hd'r(:esa tersebut. Peredaran uang yang tinggi dapat dilihat dari
1(53 Ba retyang dikumpulkan setiap harinya, Menurut Bapak Bambang
.B), setidaknya setiap hari mengumpulkan getah karet sebanyak 5
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ton, kalau hujan sekitar 4 ton <3
merah, bias mencapai 6-7 ton.

"Kalau penilaian pribadj sangat memba ]

/ A ntu kehi , K
udah bisa menyekolahkan anak hingga kuh’af: S?kz‘:nwgm
bisa punya sepeda motor®. (51.A)

Bagi sebagian subjek hasil dari ada i
anaknya sekolah, hingga jenjang perguruan tinggi, mereka juga mampu
membeli kendaraan roda dua untuk mendukung kegiatan anak-anaknya
ke SMA. Pendidikan yang tinggi dari anak-anak dapat menggambarkan
kemampuan ekonomi yang memadai pula.

Subjek menyadari bahwa sejak ia mengikuti program hutan rakyat
ada ba_nyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya dan keluarga.
Sebagai seorang transmigran, subjek jelas memiliki tujuan, yaitu berusaha
sebisa mungkin memperbaiki kualitas hidup dirinya pribadi beserta
keluarganya. Subjek menyadari bahwa dengan hanya mengumpulkan
uang semata bukanlah sebuah jaminan masa depan dan hari tuanya
kelak. Sehingga penghasilannya dari program hutan rakyat tidak hanya
dipakai untuk membeli alat transportasi, memperbaiki rumah dan
membeli perabotan serta kebutuhan lainnya. Namun subjek menyadari
akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu sebagian
dari penghasilannya dipakai untuk menyekolahkan anak-anaknya agar
kelak bisa menjadi sarjana. Inilah yang dipikirkan subjek untuk masa
depan anak-anaknya dan hari tuanya kelak.

Tipe seorang transmigran adalah tipe orang yang kuat, yaitu kuat
dalam pengalaman hidup dan kuat dalam melakukan adaptasi terhadap
perubahan, terutama dalam hal ini yaitu perubahan geografis dan
sosial dikarenakan perpindahan daerah tempat tinggal. Subjek
menyadari dengan benar bahwa perubahan akan terus terjadi. la juga
menyadari bahwa jika ingin bertahan dalam arus perubahan yang ada
maka harus siap dengan perubahan itu. Kesiapan subjek dengan
perubahan terbukti dengan perkataan subjek seperti diatas. Pola pikir
subjek yang terbuka akan perubahan membuatnya ingin maju dan
ingin memiliki kemampuan bersaing.

Penuturan subjek yang mengatakan lahannya sekarang bertambah
luas dari sebelumnya dapat diartikan bahwa mereka mampu membeli
lahan baru untuk ditanam tanaman yang produktif. Juga kemampuan
untuk merehab atau memperbaiki rumah asal menjadi rumah yang
mempunyai model atau mengikuti perkembangan bangunan dapat pula
menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga tersebut.

"Desa juga semakin tentram dan tidak ada gangguan. Alam

semakin dingin dan rimbun®. (54.8)

J3, namun jika hari panas dan tanggal



_ tentram akan menimbulkan gairah ke

T
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masyarakat karena tercukupinya bahan
Perubahan perasaan tentram wjuga e llivan, merel ‘sacaps

dan sekundernya membuk :
:::&hia:uﬁz:omemadk 5i atau malah lebih bl!a dlbal?dlngkan dengan
lainnya yang berusaha di bidang lainnya. Masyarakat

ki e rja yang semakin tinggi dan ini
sebagai dasar dalam membangun motivasi untuk pembangunan selanjutnya,

i . ' yang nambah ada, dulunya jalan untuk
Yang hilang tidak ada. Yang royong bisa membangun

i dengan gotong
;eiaf!:;:‘ ;fn:faknigcaara mdaﬁ- Yasinan semakin rutin karena
masyarakatnya bertempat tinggal di desa vap maf.fm Jumat,
sebulan sekali ada pertemuan warga perblok/ per RT". (53.B)
secara swadaya atau mandin dapat diartikan bahwa
mampu dalam perekonomian. Mereka tidak saja
k kepentingan bersama pun mereka

mampu berbuat dengan mengeluarkan dana bersama. Meskipun
membangun jalan dan jembatan semestinya bagian dari pemerintah,
namun karena mereka mampu untuk mengerjakan dan membiayai sendiri,

maka mereka melaksanakannya secara swadaya.
*Dulu sebagai buruh tidak tetap atau merantau menjadi buruh
bangunan di luar desa, hampir 80% lelakinya keluar desa cari
vang. Pendapatan tidak pasti. Sekarang hasil getah karet bisa di
panen setiap hari dengan sistem giliran lahan, yaitu 1 hari sadap
2 hari istirahat. Kalau kita punya 3 hektar yang hasil, maka
panennya jadi tiap hari®. (54.8)

Terbukanya peluang kerja dan berusaha melalui program hutan rakyat
telah merubah perekonomian masyarakatnya. Dengan adanya kepastian
hasil dari penyadapan getah karet akan membuat mereka mudah untuk
merencanakan kehidupan keluarganya ke depan. Suatu rumah tangga
yang mampu merencanakan kehidupan keluarganya juga menggambarkan
bahwa Pefekonomim rumah tangganya telah memadai. Jika sewaktu-
waktu diperlukan, mereka mudah untuk mendapatkan kredit di bank bila
diperlukan hanya dengan menggadaikan sertifikat lahan karetnya.

Membangun desa
kelompok masyarakatnya
dapat mencukupi diri sendiri, untu

C. Hambatan Struktural dalam Proses Adaptasi Budaya

Hambatan struktural yang biasanya dihadapi masyarakat umumnya
berasal dqrn kebijakan pemerintah, Beberapapkebi?zkan peme‘;int:h
yang bgrsﬁat umum k-ad:.mg menjadi pendorong bagi masyarakat,
:;?rr:!nm; ;;ga tt:lsa menjadi penghambat bagi kelompok masyarakat
Malil?n'inag‘ gtadn struktural yang dihadapi oleh masyarakat Desa
Malil gin berbeda dengan masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12.

ambatan tersebut dirasakan sebagai suaty kenyataan yang mau tidak
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mau harus dipecahkan oleh masin i
; 3 -mas
cesuai dengan kondisi dan kemampugan m::gk: et A

Adapun hambata
dijalank:n di Desa M:ﬁ;:;:‘;”;g'als:éa;neaﬁ:;oag(;am Hl;taq'Rakyat Ini
dari pemerintah mengenai alur distribuysi e a:’):-la{ d?:t?%ak.?n bar:

ang dahulunya dijual bebas sekarang tidak lagi. P;t:r:; pl:JaprTJs
memieé‘trk ki’omDOk tani dan menyerahkan daftar jumlah permintaan
ey iim urun waktu tertentu, baru pupuk dapat didistribusikan.
Sebelum adanya program hutan rakyat, mereka jarang menggunakan
pupuk, hanya sedikit orang yang tahu dan mampu untuk membeli
PUF’“k- Pupuk biasanya digunakan untuk tanaman pertanian seperti
jagung dan kacang tanah, sedangkan padi mereka jarang menggunakan
pupuk kimia.

Hal tersebut kemudian yang mendorong masyarakat desa
membentuk kelompok tani, meskipun ada juga faktor-faktor lain
seperti dapat membangun jaringan dengan kelompok tani di daerah
lain untuk saling bertukar pendapat dan mengetahui perkembangan
harga dari hasil-hasil pertanian. Dengan terbentuknya kelompok tani
warga juga dapat dengan mudah mengajukan permintaan bantuan ke
luar, seperti permintaan bantuan bibit, insektisida dan penyuluhan.

Di Desa Pualam Baru Ray-12 dengan adanya Program Hutan
Rakyat ini, masyarakat kemudian memiliki pandangan-pandangan
positif mengenai usaha tani mereka, karena yang terjadi selama ini
mereka dapat bertahan dari goncangan ekonomi seperti gulung
tikarnya perusahaan-perusahaan kayu. Serta ancaman dari aktivitas
pertambangan yang mulai mendekati. Masyarakat Desa Pualam Sari
sadar betul dengan adanya potensi tambang batubara yang luar biasa
di lahan-lahan perkebunan mereka. Jika tanah warga yang ada disini
dapat diakuisisi oleh pengusaha pertambangan maka usaha pertanian
masyarakat Desa Pualam Sari akan mencapai titik akhir, karena tanah
pertambangan tidak akan bisa diapakai lagi untuk pertanian.

Ancaman ini sangat disadari betul oleh masyarakat Desa Pualam
Sari. Hal inilah yang kemudian menjadi konflik laten antara masyarakat

Desa Pualam Sari Ray-12 adalah keberadaan tambang batubara. Sampai
akhirnya masyarakat Desa Pualam Sari mengajukan pemekaran wilayah
dari PTP XIl ada 18 Ray, Desa Pualam Sari

desa mereka. Selama ini PIR B
termasuk dalam Ray 12 dan yang dijadikan fokus penelitian a.da.'a_‘h
masyarakat Desa Pualam Sari Ray 12. Masyarakat dari Ray 12 inilah
kemudian yang berusaha untuk diadakannya pemekaran \.?llayah.
Dengan pemekaran wilayah maka masy§rakat Desa Pulam Sari Ray 12
akan lebih memiliki daya tawar (bargain power) untuk berhadapan
dengan pengusaha tambang batubara.
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Konflik laten inilah yang menjadi salah satu fakzﬂf DEndorong
motivasi masyarakat Desa Pualam Sari dalam menge:;:‘ E:;_\E an usaha
tani mereka, sehingga nanti diharapkan akan | ]ﬁ, ikan bahan
pertimbangan pemerintah jika akan menggusur id” pertanian
masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 dan menggantikannya dengan
industri tambang. Masyarakat Desa Pualam Sari yang tergabung
dalam kelompok tani “Jati Jajar” kemudian mulai bergerak untuk
mengembangkan usaha mereka mulai dari pertanian dan peternakan,
Kelompok ini mulai menimbang-nimbang untuk membu!ca usaha
peternakan yang dikelola secara berkelompok. Dana yang dllgungkf-_.n
adalah dana yang berasal dari kas kelompok rnertika sendiri. Di sini
jelas terlihat bahwa konflik yang dihadapi dan "musuh bersama*
yang dalam hal ini adalah pengusaha tambang batubara telah berhasil
mempererat kelompok tani itu sendiri.

oo 8

PERAN DAN MEKANISME
LEMBAGA PENDUKUNG
PROGRAM HUTAN RAKYAT

A. Peran dan Mekanisme Hubungan Kerja Lembaga
Pendukung

Menurut Cohen (1992), peranan adalah suatu perilaku yang
diharapkan oleh orang lain dari sesorang yang menduduki status
tertentu. Peran lebih menunjuk pada fungsi, artinya seseorang
menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan
suatu peran. Dikaitkan dengan peran kelembagaan dalam penelitian
ini, maka dapat diartikan sebagai peranan suatu lembaga atau para-
pihak dalam program hutan rakyat, baik dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi. Peranan para-pihak dalam program
hutan rakyat, selama ini lebih banyak ditentukan secara normatif oleh
pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menerima peran atau kondisi
tersebut atau sebagai sesuatu yang “given" dari atas.

Menurut Levinson yang dikutip oleh Syarbaini (2009), peranan
mencakup tiga hal, yaitu :

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003), mekanisme
merupakan cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya),
atau hal saling bekerja seperti mesin (yang satu bergerak yang lain
turut bergerak). Dengan demikian maka yang dimaksud dengan
mekanisme hubungan kerja lembaga pendukung program hutan raky?t
adalah cara kerja yang saling berhubungan antar lembaga terkait,
baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan bersama.

e e
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sarkan pengertiannya, kelembagaan

adalah aturan main etika, sikap, tingkah laku seseorang atau Organisasf
atau suatu sistem, sedangkan organisasi merupakan wadah  dari
kelembagaan tersebut. Kelembagaan sendiri bisa mempunyai beragam
arti sesuai dengan bidang ilmu yang diikutinya, SEFJ_Ef_tIa S?SIOI99,_
antropologi berarti sebagai norma, tingkah laku, adat-ustt.a lat; Politik:
aturan main; Psikologi: tingkah laku manusia, Hukum: instrumen;
ekonomi: biaya transaksi.

Untuk kehutanarvekologi maka kele : .
suatu analisis sistem lingkungan, struktur dan fungsi produksi untuk
produktifitas, stabilitas, sustainabilitas, ataupun kemerataan. Kelembagaan
merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masye_urakat,
menghasilkan interaksi, untuk mencapai tujuan befsarpa, yang dfdasari
aturan dan penegakan hukum, berbentuk orgamsasn:_SeFara singkat
lahimya kelembagaan adalah untuk integrasi dan stabilisasi.

Dalam pengembangan Hutan Rakyat, kelembagaan merupakan aturan
main yang mengatur hubungan kerja antar para pihak (stakeholders)
yang terlibat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian
hasil hutan dengan segala fungsinya dengan menekankan pada partisipasi
masyarakat. Di Indonesia, umumnya kelembagaan dibuat oleh pemerintah,
sehingga ketika dilakukan pelaksanaan di lapangan banyak yang tidak
bersesuaian dengan kelembagaan lokal yang pada masing-masing daerah
berbeda-beda. Untuk itu, pengembangan kelembagaan sebaiknya
dilakukan dengan pendekatan atau strategi dari atas-ke bawah dan dari
bawah-ke atas (top-down and buttom-up strategies).

Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar,
permufakatan atau kompromi antara masyarakat dengan pemerintah.
Selain itu juga akan terjadi komunikasi timbal balik antara masyarakat
dengan pemerintah, sehingga masyarakat dan pemerintah diharapkan
memperoleh informasi yang tepat mengenai berbagai hal sehingga
dapat diambil tindakan yang tepat dimana perlu.

Untuk mendapatkan kekuatan (power) bagi masyarakat tidak ada
jalan lain kecuali melalui organisasi lokal yang telah mereka kenal dan
sepakati bersama. Penguatan kelembagaan di masyarakat sangat penting
melalui pembinaan secara terencana dan terus-menerus hingga masyarakat
mandiri. Masyarakat harus punya posisi tawar yang kuat agar bisa

menjadi subjek kegiatan yang kuat, khusus
Rakyat. nya pengembangan Hutan

Dalam pengembangan kelembagaan Hutan Rak [
yat yang berkaitan
dengarf masyarakat, maka Ia_mgkal_} yang perlu kita perhatikan antara lain
adalah: a) melakukan sosialisasi terhadap orang kunci (key-person)
seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, kepala padang dan

Dari sisi kelembagaan, berda

mbagaan dapat diartikan sebagai
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lain-lain, karena umumnya informasi perkembangan masyarakat dapat
kita peroleh dari mereka; b) sosialisasi petugas bersama-sama orang
kunci kepada kelompok masyarakat yang akan terfibat dalam kegiatan
Hutan Rakyat; c) sosialisasi melalui leaflet; d) kajian atau identifikasi
aspek sosial budaya, khususnya norma dan nilai yang masih dianut
oleh masyarakat tersebut; e) analisa sosiologis untuk menangkap
pemahaman, aspirasi dan interpretasi yang tersirat berkaitan dengan
rencana pengembangan Hutan Rakyat di desa mereka.

Melalui langkah-langkah di atas, maka kita akan dapat membantu
atau memfasilitasi kelompok masyarakat dalam menyusun organisasi
beserta tugas dan fungsi masing-masing orang dalam sebuah kelompok,
misalnya kelompok tani Hutan Rakyat. Kelembagaan yang kita ambil
dari masyarakat merupakan metode buttom-up yang harus kita lakukan
dalam program Hutan Rakyat ini. Out put dari kegiatan ini adalah
tersusunnya norma dan nilai yang mendukung kegiatan Hutan Rakyat,
termasuk organisasinya sebagai wadah dari kelembagaan tersebut.

Tindak lanjut dari hasil identifikasi kelembagaan suatu kelompok
masyarakat adalah sebuah produk kebijakan yang disesuaikan dengan
peraturan-perundangan yang berkaitan dengan kegiatan Hutan Rakyat
(top-down). Seperti kita ketahui, kebijakan adalah suatu kepandaian,
kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Atau bisa diartikan
sebagai cara bertindak atau suatu garis haluan untuk mencapai suatu
tujuan. Sehingga dapat kita ambil garis merah bahwa kebijakan yang
baik akan dihasilkan dari identifikasi kelembagaan masyarakat yang
kemudian disesuaikan dengan garis rencana pemerintah, baik pusat
maupun daerah. Atau mengutip pendapat Islamy (2009?: langkah
pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat keb:;aksanqan
adalah mengidentifikasikan problem yang akan dipecahkan kemudian
membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap probler:n tersebut.
Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi
oleh proses awal dari pembuatan kebijaksanaan tersebut.

B. Lembaga yang Terkait Program Hutan Rakyat di
Desa Malilingin

ifikasi -pi kait langsung dalam
Identifikasi lembaga atau para pihak yang ter L
pengembangan program hutan rakyat yang dllak.sanakan di Desa
Malilingin, berdasarkan pengalaman informan kunci dan para-subjek
b Kehutanan dan Perkebunan

el in adalah: Dinas
selama in aritara '3 % n (Pemimpin Pelaksana), Dinas Kehutanan

Kabupaten Hulu Sungai Selata
Proviﬁsi Kalimantan Selatan, Tokoh Masyarakat e(lAparai 2::?,“%:
BPD), Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL), dan Kelompo )
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. lompok tani hutan rakyat
Dari kenyataan yang ada, terbentuknya ke ;
di Desa Malli:ingin fner?lpakan inisiatif dan dqrongan da"hpﬂaksqna
program (Pemerintah). Keberadaan kelompok tani merupakan hal penting
bagi pelaksana program dalam hal administrasi dan kemudahan dalam
penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusianya. Karena keberadaan
kelompok tani dibutuhkan oleh pelaksana p;kograT Sf';f:lgn%akiapaz:a
k berbeda, meka sanga n akan
pelaksana program atau proye meskipun kepengurusan dan

dibentuk lagi kelompok tani yang baru, 1 Al ,
anggotanya sama saja. Hal ini terekam dari pernyataan informan kundi,

sebagai berikut : Pty
'K i nang ada di kampung kami ni banyar, tagantung
sn kanya paling kada ada 5 kalumpuk tani

laksana paruyek, ma :
xng ada. Nang mambidakan hanya katua kalumpuk haja, mun
i Kami bagawi program hutan

anggutanya hampir sama & {
rakyat tu bakalumpuk, ada 20 urang, ada 25 urang ada jua nang
manggawi proyek, kami dibari

50 urang. Biasanya tu sabalum ‘
palatihan, khususnya pangurus kalumpuk. Saingat ulun lah,
materinya tu bahari bakaitan wan cara mangatahui bibit gatah

ungqui, jarak tanam nang baik, cara balingai lahan wan ubat-
ubatan, pangaturan kalumpuk tani wan lainnya". (IK.ML)
(Kelompok tani yang terbentuk di desa ini banyak, tergantung
pembawa proyek yang datang, sehingga setidaknya ada 5 kelompok
tani yang ada di desa ini. Yang membedakan dari kelompok tersebut
hanyalah ketua kelompoknya, sedangkan anggotanya hampir sama
saja. Kami dalam melaksanakan program rakyat dalam bentuk
kelompk-kelompok, ada yang anggotanya 20 orang, 25 orang ataupun
‘50 orang. Kebiasaannya sebelum turun ke lapangan, khusus pengurus
kelompok tani diberikan pelatihan. Seingat saya, materi yang dulu
diberikan antara lain adalah: cara pemilihan bibit karet unggul, jarak
tanam yang baik, cara pembersihan lahan dengan herbisida,
pengaturan administrasi kelompok dan lainnya).

Keberadaan kelompok tani ydng dibentuk oleh pelaksana program
ternyata manfaatnya tidak hanya untuk pelaksana program saja,
masyarakat pun juga merasakan manfaat dari adanya kelompok tani
dalam melaksanakan suatu kegiatan. Menurut penuturan subjek (H.
Hamsani) sebagai berikut :

"Kami senang wan pruyek ini yang mambawa gatah unggul

gasan di tanam di lahan kami, pas imbah kami bagawi

bakalumpuk di hutan rakyat ni, kami makin rajin batanam
gatah, hama babi jua jadi bakurang, mungkin karana luas lahan

nang ta buka, wan rami urangnya, jadi babi gair ji
ka lokasi tanaman paruyik®. (53. AJJ gair jua ba parak
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(Kami senang denga_n program ini karena membawakan bibit
kargt unggul yang di tanam di lahan masyarakat, Setelah kami
kerja dalam kelompok di program hutan rakyat, .kami semakin
rajin menanam karet, hama babi juga menjadi semakin berkurang
mungkin karena lahan yang dibuka cukup luas dan orang yané

bekerja dalam waktu bersamaan b i i
mendekati lokasi proyek) arlyak. serlngoa basiiEatie

peran lembaga yang disebutkan oleh inf : ;
tersebut antara lain adalah : informan kunci dan subjek

1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Pemimpin Pelaksana), berperan untuk mempersiapkan program
untuk diusulkan kepada pihak terkait seperti Bupati HSS dan
pinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, memimpin
pelaksanaan di lapangan dan mengevaluasi kegiatan, sumber
dana dari APBD.

2) Dinas Keh u@anan Propinsi Kalimantan Selatan, berperan memproses
usulan kegiatan hutan rakyat, mengawasi dan mengevaluasi

3) Balai Pengelolaan (BP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito
merupakan institusi yang langsung di bawah Departemen
Kehutanan RI, melaksanakan program hutan rakyat (bagian dari
penghijauan) di lahan kritis dengan sumber dana APBN

4) Tokoh masyarakat berperan untuk memberikan saran dan masukan
dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan dan ikut
melakukan pengawasan internal.

5 Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL) berperan untuk membantu/
membina kelompok tani baik administrasi kelompok maupun
teknis budidaya, membantu kelompok dalam menyusun RDK dan
RDKK dan memotivasi petani untuk lebih baik melakukan usaha

taninya.
6) Kelompok Tani Hutan Rakyat berperan sebagai pelaksana kegiatan
termasuk menyusun rencana dan kegiatan lapangan.

Menurut penuturan para subjek dalam FGD dijelaskan sebagai

berikut :
"Beberapa pihak yang terkait langsung antara lain adgfah
Penyuluh Kehutanan Lapang (PKL) yang berperan :membenka._n
motivasi kepada petanilanggota kelompok tani agar aktif
dalam kegiatan di lapangan, membantu me:ny:apkan pro-
posal yang diperlukan; Pimpinan Pelaksana (Pinlak) berperan

il : Inistrasi keUApoary
membantu dalam bimbingan teknis dan administrasi ;
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten berperan

menyiapkan program, pelaksana kegiatan dan penyedia tenaga



AT:

penyuluh; Dinas Kehutanan Prov_insf' berperag megj;:apkan
program dan melakukan monitoring; Aparat . o5 W il a;:
mendorong kelompok tani dalam berakti :ra;s. keimasu
administrasi kelompok dan pembuatan proposal alompok
tani hutan berperan sebagai pelaksana kegiatan .

disebutkan oleh para subjek berkaitan

n lembaga atau para-pihak yang terkait secara tidak langsung
g:[\ag’: kegiatag hutan l:r'alq‘(a?c di Desa Malilingin, antara lam_adalah;
Dinas Pertanian (Penyuluh Pertanian Lap_angan), Pemerintahan
Kecamatan dan Karang Taruna. Peran Dinas Pertanian adalah
menurunkan bantuan teknis tanaman semusim (padi, jagung, kacang
tanah) melalui Penyuluh Pertanian Lapang (PPL). Pemermta_han
Kecamatan berperan dalam adminstrasi kelompok, memberikan
informasi dan lainnya. Sedangkan karang taruna mendorong para
pemuda desa untuk bergiat dalam kegiatan hutan rakyat.

Selain lembaga yang terlibat langsung maupun tidak langsung,
maka ada beberapa pihak lainnya yang dirasa perlu dilibatkan untuk
mendorong pengoptimalan program hutan rakyat di Desa Malilingin.
Para-pihak yang perlu dilibatkan tersebut menurut para responden
antara lain adalah: Dinas Perdagangan dan Koperasi, Perbankan dan
pihak swasta. Dinas Perdagangan dan Koperasi diharapkan dapat
berperan dalam mendorong berdirinya Koperasi di Desa untuk
membantu penyediaan sarana produksi pertanian dan penjualan hasil
pertanian dan karet. Perbankan membantu dalam penyediaan modal
untuk pengembangan lahan. Pihak swasta seperti pengusaha untuk
mendirikan pabrik pengolahan karet agar harganya bisa lebih baik.

Dari hasil FGD terungkap bahwa mereka sangat mengharapkan
peran para pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun secara
tidak langsung agar lebih meningkatkan perannya dalam pembinaan
dan koordinasi sehingga keberhasilan program Hutan Rakyat lebih
baik‘ lagi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat petani. Peran yang telah dimainkan akan
sangat dipengaruhi oleh mekanisme hubungan kerja antar lembaga,
sehingga peran yang diemban masing-masing lembaga bisa berjalan

secara optimal. Mekanisme hubungan antar lemba ilihat
pada Gambar 21. 9 ga dapat diliha

Ada beberapa pihak yang
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Gambar 21. Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Desa Malilingin
Keterangan: (1) = Nomor urut proses

— = Garis komando Para-pihak Terkait Langsung

- - = Para-pihak Terkait Tidak Langsung
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Gambar mekanisme hubungan antar lembaga atau para-pihak di
atas dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. BP DAS Barito merupakan perpanjangan tangan dari Departemen
Kehutanan Rl melaksanakan pengembangan program hutar.| rakyat,
dapat secara langsung hekerjasama denga_n Kelompok Tani Hut‘an._
juga melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan berkaitan dengan penentuan wilayah yang
dipilih sebagai lokasi Demonstrasi Plot (Demplot). Hubungan
bersifat koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Ifalrmantan
Selatan, dan bersifat komando dengan kelompok tani. |

[ nan Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan instans

2. g::?steurlg:a(BP DAS) sudah melgksapakan program hutan rakgiat,
maka hanya dilakukan koordinasi untuk wﬂayah ya}r:g sa
dijadikan lokasi hutan rakyat. Hubungan dengan Dinas Ke ':tar]fa?
dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungal Selatan (HSS)k_ grsataa
komando untuk pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan

yang dilaksanakan.

I |
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3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu feunncga. SE|aJan
(HSS), menerima proposal masyarakat, membua; ;:e 'n:san o
usula'n, dan pelaksana kegiatan hutan rakyat. Da gsupid a : anaan
kegiatan dibantu oleh penyuluh Kehutanan l:apan% (t : ’ edamsme
hubungan dengan PKL dan kelompok tam. bersifa . o;nanto_

n Lapang (PKL), sebagai perpanjangan tangan
¥ z:iytll)!ii:s'(zmat:ian c’IJan gPerkebun.an Kabupaten Hulu Sungai

melaksanakan program hutan rakyat di
Selatan (HSS) dalam ediator dan fasilitator dalam menijalin

. Penyuluh menjadi m :
:fft?:g;r;npgn{:ra Dinas‘l dan kelompok tani. Pgnyuluh berperan
memfasilitasi dalam pembentukan kelc_bmpok tani, pembuatan pro-
posal dan pembuatan laporan hasil keglatan_hutan r.?kyat. Eer_wuluh
ikut bertanggung-jawab terhadap keberhas:ign keg|atan di tingkat
lapangan. Hubungan dengan kelompok tani bersifat komando.
Aparat desa/ tokoh masyarakat, sebagai syarat secara ad_mi nistrasi
untuk penyusunan proposal dan pendorong moral bagi anggota
kelompok tani dalam kegiatan di lapangan, mempunyai hubungan

koordinasi dengan kelompok tani.

C. Lembaga yang Terkait Program Hutan Rakyat di
Desa Pualam Sari

Menggali interpretasi masyarakat terhadap keberadaan lembaga
atau para-pihak terkait dalam pengembangan program hutan rakyat di
Desa Pualam Sari Ray-12, dilakukan dengan pendekatan FGD yang
menyimpulkan beberapa hal, antara lain :

1) Kelompok Tani Hutan "Jati Jajar®, sebagai kelompok tani yang
terbentuk atas kebutuhan administrasi pemerintahan. Berperan
melaksanakan program hutan rakyat di lapangan

2) Penyuluh, sebagai bagian dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kab_upaten Tapin“ Berpc_aran memfasilitasi pembuatan proposal
kegiatan, memberikan bimbingan teknis dan arahan administrasi
kelompok

3) Dinas Kehu_tan:man dan Perkebunan Kabupaten Tapin, sebagai lead-
ing sector di bidang kehutanan tingkat kabupaten. Berperan sebagai
penyusun program, pembina dan sekaligus pengawas kegiatan di
lapangan

4) Dinas Ifehtlxjtanan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari
pemerintah pusat, melaksanakan pengembangan hutan rakyat
melalui sumber dana APBN. Berperan menyusun rencana program
giﬁ"’?ﬂ;ak;ﬁt dl:tlng_kat provinsi, pelaksana kegiatan melalui

pinan Proyek (Pimpro), dan mengevaluasi program hutan

rakyat.

Peran dan Mekanisme Lembaga Pendukung
Program Hutan Rakyat
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Bagi masyarakat Ray-12, peran lembaga pemerintahan desa dan
kecamatan, khusugny? aparat desa dan kecamatan hampir tidak ada
karena mereka! Ie_bah mengayomi* kegiatan pertambangan daripada;

ertanian. ‘I.ebl.h jauh dalam FGD tersingkap bahwa pendorong utama
dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan program hutan
rakyat adalah keberadaan kelompok tani Jati Jajar yang dipimpin oleh
gapak Wijayat. Menurut mereka, jika tidak dimulai oleh Pa Wid dalam

enanaman lah'_an kosong yang kemudian berkembang menjadi hutan
rakyat, mungkin sampai hari ini mereka masih menjadi buruh
pangunan yang selalu meninggalkan desa.

Ada beberapa harapan masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12
kedepannya yang berhubungan dengan lembaga lainnya, yang perlu
dilibatkan pada kegiatan mendatang, yaitu Dinas Peternakan dan
Dinas Perindustrian. Mereka berharap kehadiran lembaga tersebut
dapat mendorong diversifikasi pertanian mereka. Dinas Peternakan
diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan ternak kambing untuk
memanfaatkan lahan pekarangan dan makanan ternak yang melimpah.
Dinas Perindustrian diharapkan dapat mendorong tersedianya industri
kecil untuk kayu pertukangan, agar kayu dari hutan rakyat seperti
Jati, Mahoni dan Karet tua dapat dimanfaatkan secara maksimal (tidak
dijual batangan).

Dari sisi lain, masyarakat mengharapkan adanya mekanisme
penjualan kayu hasil dari lahan hutan rakyat yang mudah, mudah dan
cepat. Hal ini berkaitan dengan lembaga Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Tapin maupun Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan untuk menfasilitasi dan menginisiasi kebijakannya,
atau malah pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) membuat
kebijakan yang pro-hutan rakyat.

Mekanisme hubungan kerja lembaga atau para-pihak terkait
pengembangan program hutan rakyat di Desa Pualam Sari Ray-12
menurut peserta FGD dapat digambarkan seperti Gambar 22.
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Gambar 22. Mekanisme Hubungan Antar Lembaga di Desa Pualam
Sari Ray-12
Keterangan: (1) Nomor urut proses
—» = Garis Komando Para-pihak Terkait
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Dari gambar di atas, mekanisme hubungan antar lembaga atau
para-pihak terkait langsung di Desa Pualam Sari Ray-12 dapat diuraikan
sebagai berikut :

1) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Pimpinan
Proyek (Pimpro), menerima usulan dari Dinas Kehutanan dan
Perlfebunan Kabupaten Tapin, dan usulan langsung dari kelompok
tani untuk pelaksanaan kegiatan hutan rakyat di daerahnya.
Usulan selanjutnya diproses dan disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran untuk kemudian dibuat perencanaan dan dilaksanakan.
H_ubungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui
Pimpro kepada kelompok tani bersifat komando, sedangkan

dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin bersifat
koordinasi.

2) Einas‘l(ehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin melalui
kzrg:thk Kehgtanan Lapangan (PKL) menerima usulan dari
POk tani, merencanakan dan melaksanakan kegiatan

Peran dan Mekanisme Lembaga Pendukung
— Program Hutan Rakyat (ke

program hutan rakyat di lapangan. Hubungan Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten T.
kelompok tani bersifat k°mand:?in melalui penyuluh dengan

3) Dinas Perindustrian dan Dinas Peternakan hubungannya bersifat
koordinasi dengan kelompok tani Jati Jajar. Hal ini dalam rangka
mengantisipasi produk kayu dari hutan rakyat dan diversifikasi
usaha melalui pengembangan peternakan, khususnya ternak

l Mekanisme hubungan para-pihak terkait di atas, selayaknya
dipertimbangkan dalam pengembangan hutan rakyat ke depan. Realita
yang didapat dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa
kelembagaan masyarakat berupa kelompok tani yang kuat dapat
mendorong keberhasilan suatu kegiatan atau program yang
dilaksanakan 9Ieh pemerintah. Demikian pula dengan lembaga
pemerintah (Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/
SKPD yang terkait) harus secara serius melaksanakan fungsi dan
perannya sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga berperan dan
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program.




HUTAN RAKYAT:

Fenomenologi Adaptasi Budayd Masyarakat

BAB

PENAFSIRAN DAN REFLEKSI
TEORITIS

A. Penafsiran Adaptasi Budaya Masyarakat
1. Pola dan Bentuk Hutan Rakyat

Berda_sarkan kebijakan yang ada, pola yang dapat dikembangkan
pada kegiatan hutan rakyat adalah: 1) pola swadaya, yaitu hutan
rakyat yang dibangun oleh kelompok atau perorangan dengan
kemampuan modal dan tenaga dari kelompok atau perorangan itu
sendiri; 2) pola subsidi, yaitu hutan rakyat yang dibangun melalui
subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya
pembangunannya; 3) pola kemitraan, yaitu hutan rakyat yang dibangun
atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta/ koperasi dengan
insentif permodalan bunga ringan

Program hutan rakyat yang telah dikembangkan dan dilaksanakan
di dua desa penelitian berpola perpaduan antara swadaya dan subsidi.
Untuk Desa Malilingin, pada tahap awal program hutan rakyat diinisiasi
oleh pemerintah sehingga dapat dikatagorikan berpola subsidi. Namun
dalam perkembangannya, setelah kegiatan tersebut terlihat
manfaatnya, maka masyarakat mengembangkan sendiri kegiatan hutan
rakyatnya dengan menyediakan dan membeli bibit dan menanamnya
sendiri, sehingga pola ini dapat kita sebut dengan pola swadaya.
Sehingga untuk masyarakat Desa Malilingin pola yang hutan rakyat
yang berkembang adalah subsidi-swadaya (52).

Bagi masyarakat Desa pualam Sari Ray-12, sebelu-rp_l'fac!irnya
program hutan rakyat di desa mereka, pada tahap awal diinisiasi o_leh
salah satu anggota masyarakatnya yang menanam tanaman lati di
lahan pekarangan. Bibit Jati diberikan gratis kepada anggota
masyarakatnya yang mau memanfaatkan lahan kosong pekaraggan
masing-masing. Realita ini dapat kita kategorikan pola swac at?;;
Untuk mendorong gerak lajunya hutan rakyat di desa ini, pefge:::l =
melalui penyuluh kehutanan lapang menawarkan kerjasama bantu
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esuai dengan kesepakatan kelompok,
dalah karet. Adanya bantuan dar
n bagi masyarakat yang bary
hanya dengan tanaman Jatj,
kan bibit karet, pupuk dan
n pola subsidi.

bibit, pupuk dan obat-obatan. 5
maka jenis bibit yang diminta a :
pemerintah tentunya suatu keuntung

saja memanfaatkan lahan kosongnya e
Pola bantuan pemerintah yang memberi
obat-obatan ini kemudian kita sebut denga

: tidak hanya berkembang karena_ adanya
Kegiatan hutan rakyat tid 2 ot Desa Pualam sari Ray-12

bantuan dari pemerintah saja, masy ‘ .
terus saaja mengembangkan lahannya secara swadiya.kSehl;ngga L:jntuk
Desa Pualam Sari Ray-12, pola hutan rakyat yang ber embang adalah
swadaya-subsidi-swadaya (S3). Fenomena Ini sejalan dengan pendapat
Awang (2003), bahwa ada banyak bukti hutan rakyat terbentuk tanpa
melalui program pemerintah, namun juga tidak dipungkiri adanya
program penghijauan dalam bentuk hutan rakyat semakin memacu
munculnya hutan rakyat di desa-desa.

Berdasarkan bentuknya, hutan rakyat dapat berlbentuk, antara
lain: a) hutan tanaman murni, yaitu hutan yang dibangun dalam
rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan, yang se!uruhnya
ditanami satu jenis kayu-kayuan, dengan menerapkan silvikultur
intensif: b) hutan tanaman campuran, yaitu hutan yang dibangun
dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan, yang
seluruhnya ditanami berbagai jenis kayu-kayuan, dengan menerapkan
silvikultur intensif: dan ¢) agroforestri yaitu manajemen pemanfaatan
hutan secara optimal dan lestari, dengan cara mengkombinasi kegiatan
kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama,
dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan serta.

Dari hasil perjalannya, di Desa Malilingin bentuk hutan rakyatnya
dapat disebut sebagai bentuk agroforestri sederhana menuju hutan
tanaman murni. Hal ini tergambar dari proses terbentuknya hutan
rakyat yang berasal dari ladang. Kebiasaan masyarakat berladang
yang menanam padi dan tanaman buah-buahan (sebagai cara menandai
ada kepemilikan) merupakan salah satu bentuk agroforesiri sederhana.
Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Suharjito dkk (2000)
yang mengatakan bahwa pola struktur dan komposisi hutan lebih
banyak berbentuk agroforest atau beragam lapisan tajuk dan jenis
produk. Masyarakat pedesaan lebih cendrung memilih aman (safety
first), baik dari dimensi waktu maupun besaran resiko. Mereka dapat
memperoleh produk untuk konsumsi sendiri, untuk kepentingan sosial,
untt_Jk pem:Japatan tunai, untuk tabungan atau pendapatan jangka
panjang. Sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat bukan hanya
mewujudkan orientasi keuntungan individy pengelola, melainkan
juga memperhatikan masyarakatnya, !

ini tetap berbentuk agroforestri seder

Penafsiran dap Refleksi Teoritis
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gan tanaman karet (sebagai pengganti tanaman buah-buahan), dan
‘ ha ‘ ?
perumur sekitar 2-3 tahun. Setelah karetlirtﬁ?:?adzn}?a i
tahun, maka bentuknya berubah menjadi hutan tanaman m::’grc;:!a ﬁﬁua
kebun karet. Terbentuknya hutan murni karet di Desa l\.nlalli'li!‘!a i
disebabkan masya_rak‘atnya memang hanya terbiasa dengan tanarr;?a':
karet, sedangkan jenis tanaman kayy lainnya seperti jati dan mahoni
mereka kura_ng menygkai, sehingga walaupun telah disediakan bibitnya
oleh pemerintah tapi tidak ditanam oleh mereka. Masyarakat hanya
mau menanam karet, sedangkan jenis tanaman buah-buahan
untuk sekedar untuk tanaman di batas lahan. Sketsa perubahan dari
tanaman ladang agroforestri sederhana menjadi hutan tanaman karet
dapat di lihat pada Gambar 23 berikut.

I
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Ladang (Huma) Agroforestri sederhana  Kebun karet
Gambar 23. Proses Perubahan Ladang menjadi Kebun Karet

Pada Desa Pualam Sari Ray-12, bentuk hutan rakyatnya d?pa:t
disebut berbentuk hutan tanaman campuran. Hal ini disebabkan jenis
tanaman yang ditanam masyarakat pada lahan hutan rakyat tidak
hanya satu jenis saja tetapi beberapa jgms 'tapaman. Je_ms tangma;.‘n
yang terbanyak adalah karet, kemudian '1at|,-mahom d:r! Par:
buahan. Adanya beberapa jenis tanaman ini disebabkan etillr\lgklanraet .
masyarakat sendiri, karena mereka berpikir tidak ha:ila (? s hie
saja yang dapat mendatangkan uang, tetapi kayu j ; mahoni Sy
pada saatnya akan menda _ ebutuha |

tangkan uang yang besar pql&_

akan kayu tentu akan semakin tinggi S?Iﬁngp_e.ﬂu L uga berpikir
dan tentu harga jual juga akan semakin tinggi. Mereka iugaberplt
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bahwa ke depan anak-anaknya perlu membangun r“m'z:j;ida" bahannya
akan dapat dipenuhi dari hasil hutan rakyatnya sendiri.

i slitian, ternyata
hutan rakyat di dua desa penelitian, terny
e engan baik, sesual dengan penilaian darj

memang telah berhasil d

Dinas thutanan Provinsi Kalimantan selatan tahun 2004, ;‘erutama

dari sisi luas yang ditanam dan pgnumbuhan tanamaflmya- ;namaq

dari hutan rakyat, khususnya jenis tanaman ka:iet, se ::mabo hsew35l
i rlihat tertanam teratur dan pertumbuhannya

dilaksanakan, memang te e

baik. Dari sisi luasan lahan yang ditanam,
bertambah luas dengan adanya tanaman swadaya hutan rakyat oleh

masyarakatnya. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadi proses dialektika
yang positif, yang dibuktikan dengan adanya anggota masyarakat
secara massal mengikuti praktek hutan rakyat ini dengan mandiri,

Dari sisi lain yang terlihat adalah perubahan sosial-budaya dan
sosial-ekonomi pada masyarakat di dua desa peneht:an._F"eruba‘hap
seperti pola kerjasama, pengaturan jarak tanam, pemilihan jenis
tanaman unggul, pendapatan yang cukup, flasﬂlt"asv rumah tangga
yang memadai, anak-anak yang bisa mandiri sejak c}mt d_an apak—anak
yang bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi, telah
menggambarkan bahwa proses adaptasi budaya telah berjalan dengan
baik, meskipun belum sempurna.

Menurut Tjondronegoro (1984), campur tangan pemerintah dalam
usaha pembangunan sangatlah diharapkan melalui pendekatan yang
diasosiasikan dengan usaha memperbaiki nasib rakyat. Setiap
pendekatan memerlukan pengertian terhadap pola-pola interaksi sosial
yang ada dan berlangsung secara nyata antara kelompok-kelompok
masyarakat yang mendukung berbagai lembaga dan organisasi sosial.
Pernyataan ini ternyata juga terjadi di dua desa penelitian, yaitu
adanya interaksi sosial yang baik antara pelaksana dengan tokoh
masyarakat sehingga dapat berlanjut pada interpretasi yang positif.

Keberhasilan pelaksanaan program hutan rakyat di dua desa
penelitian ini setidaknya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1) Adanya pelaksana program yang memahami kondisi sosial-budaya
dan kebutuhan masyarakat sasaran

2) Adanya kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan
masyarakat sasaran

3) Adanya tokoh masyarakat yang berpikiran maju untuk
pembangunan desanya

4) Adanya latar sosial budaya masyarakat yang bersesuaian dengan
metode pelaksanaan progam di lapangan

5) Adanya kesesuaian peraturan perundan
: gan yang terkait dengan
kelnginan masyarakat sasaran, khususnya penentuan jenis tanaman

Penafsiran dan Refleksi Teori
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ilai-nilai kerjasama d idari
g Adanya ni kerj an solidaritas yang berkemb
melembaga secara informal yang seqyai e
O eritah g i dengan lembaga bentukan
anya dukungan dan kerjasama | ‘
7 Adanya d ( jasama lembaga terkait
keberhasilan program hutan rakyat yang dilaksa:::ja:

g Adanya apresiasi positif dari pemerintah terhadap keberhasilan
ang telah dicapai oleh kelompok masyarak
r]utan rakyat. yarakat terhadap program

2. Adaptasi Budaya Masyarakat

Memulai pemaparan tentan_g adaptasi yang terjadi pada masyarakat
di dua desa penelitian, maka tidak bisa dimulai tanpa membicarakan
hubungan antara makhluk hidup (antara lain manusia) dan lingkungan
fisik (antara lain hutan) dalam sebuah ekosistem. Menurut Tucker yang
dikutip oleh Hidir (2004) ekosistem adalah suatu ruang lingkungan
dimana semua interaksi dan hubungan timbal-balik berlaku di antara
segala makhluk hidup dan lingkungan fisik. Pernyataan ini ternyata
sesuai dengan realita kehidupan masyarakat yang ikut dalam program
hutan rakyat. Masyarakat desa penelitian sebagai makhluk hidup sangat
memerlukan keberadaan tanaman hutan rakyat (lingkungan fisik), baik
itu sebagai sumber penghidupan (mata pencaharian, lapangan pekerjaan)
maupun sebagai perlindungan (pengatur tata air, serangan hama,
kebakaran hutan). Di sisi lain, tanaman juga memerlukan manusia yang
dapat mengatur pertumbuhannya (melalui jarak tanam, pemberian
pupuk) dan memeliharanya (melalui pembersihan sekitar pohoq.
perlindungan terhadap hama dan kebakaran). Hubungan timbal ballk_
dan saling ketergantungan antara manusia (anggota kelo.mpok tani
hutan rakyat) dan alam (tanaman hutan rakyat) sangat terlihat dala.rr!
pelaksanaan program hutan rakyat ini. Hubungan ketergantungan ini

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

(2)

Tanaman
H utan n.n" ——
(Sumber penghidupan, | ——*

tatn air. kesejukan)

Gambar 24. Hubungan Ketergantungan
dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat

Nomor urut proses |
Saling ketergantungan dan mem

Keterangan: (1) =

—



Gambar s i3 962050 5 i o
(2002) yang menjelaskan bahwa lmarr\n B0 fon alam sekaligus
yang tidak ti';pisah?nn' ;::::il,awa terjaga dan terpelihara akan

. Alam 3
rr:::}lzg?i?; manfazt l?agi hidup dan kehndu;l:?a_n m?:iyars:c:tnyfl.
Pendapat ini ternyata terbukti dalam pene 1t||aaé1an n : de:us.a
(masyarakat desa peneliti?n'}] yalg :::Ina: ;;z;agi‘:z\ ami j;gi ):;lan kagrzg

i dan karet, ataupun lahan kO ;

E:r(:u(:iaian memeliha?a tanaman {a!adm)n le;;';:tar:':ggz t:ﬁsaijzﬂ
terlindung dari serangan hama da utan;
mendapatgl](an kehidupa?\ yang cukup dan tentranll dar{; alatm yang
telah dipeliharanya tersebut. Kehidupan yang CUKUP an tentram
tersebut dihasilkan oleh alam (sebagian dari tanaman kar_et}. dengan
mendapatkan uang yang memadai telah‘dapat mencukupi kebutuhan
primer dan sekundernya, dan malah tenlgrqyg, mendapatkan sy‘mber
air yang lebih dari cukup, dan desa menjadi rmda_ng dengan hijauan
daun tanaman. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa_ program
hutan rakyat yang menjembatani terjadinya hubungan manusia dengan
alam tidaklah bisa dipisahkan. Tanpa alam (tanaman hutan rakyat),
manusia (anggota kelompok tani) tidak akan mendapatkan apa-apa,
dan sebaliknya alam tanpa manusia tidak dapat berkembang dengan
baik dan teratur.

Berdasarkan pendekatan perubahan sosial berjenjang yang dibuat
oleh Sudharto dalam Karim (1985), maka proses adaptasi budaya
masyarakat terhadap program hutan rakyat yang terjadi di dua desa
penelitian terlihat berproses secara berjenjang juga sejalan dengan
perubahan sosial yang terjadi. Pada tahap awal, terjadi interaksi
antara sumber daya alam (lahan tidur dan lahan kosong), sumber daya
manusia (anggota kelompok tani hutan rakyat), dan teknclogi (pro-
gram hutan rakyat, yang memperkenalkan bibit unggul, pengaturan
jarak tanam, penggunaan herbisida, manajemen kelompok, dan
lainnya). Hasil interaksi ini mengakibatkan perubahan sub sistem
tingkat pendapatan (adanya hasil karet dan kayu-kayuan yang
meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani), sub sistem
hubungan kerja (perubahan pembagian kerja dalam rumah tangga,

sistem pengupahan), dan sub sistem hubungan sosial (keterbukaan,
semakin erat, rukun dan damai).

Interaksi ini terus berlanjut hingga Jenjang ke-tiga, yaitu terjadinya
perubahan sub sistem ekonomi (pemanfaatan lembaga perkreditan,
po[q pemanfaatan keuangan keluarga), perubahan sub sistem sosial
(terlihat pada peningkatan kerjasama dan rasa kekeluargaan, komunikasi
antara anggota yang semakin baik, keswadayaan dalam rlnembangun
fasilitas bersama/umum, munculnya Pranata-pranata baru), dan
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erubahan pada sub sistem pyqg ili
Ee!adang berpipdqh menjadi berla:zﬁg(rl::zueﬁane;a s
karet lokal menjadi karet unggul, darj rnenanau'nlz:‘anari i
peraturan (jarak tanam); untuk Desa Pualam Sari Ra Blaza:’uarg: *
men;narn Saguréjn 1Ir_Tlenjgdi hanya menanam tanaman iah;af\b(f::?
jati dan mahoni). _erja inya perubahan i i Bl
dan budaya yang disebabkan adanya teknoslt;g iS(I;:g;r::lotT:it::' r;ok;l:’:i
ternyata telah menumbuh suburkan nilai-nilai yang telah ada yaitu
kerjasama (ba-arian dan gugur gunung) dan rasa kekeluargaan
(bubuhan), dan juga telah menumbuhkan nilai-nilai baru yaitu
keterbukaan antar anggota kelompok tani (transparan). Perubahan-
perubahan sosial dalam setiap jenjang di atas telah menggambarkan
pula proses ‘adaptam budaya yang terjadi dalam masyarakat di dua
desa penelitian terhadap program hutan rakyat.

Penekanan penelitian ini adalah untuk menggali dan memaknai
konsep dari adaptasi budaya yang telah ada, untuk kemudian
membandingkan dengan temuan empiris lapangan sehingga dapat
menemukan kesamaan ataupun perbedaan konsep yang telah ada
dengan hasil temuan penelitian. Mencuplik batasan konsep yang
disusun dalam penelitian ini, yaitu konsep adaptasi budaya adalah
proses bagaimana suatu individu atau kelompok masyarakat (aktor)
berinteraksi dan berinterpretasi, dan kemudian melakukan tindakan
terhadap tahapan kegiatan program hutan rakyat yang dilaksanakan
oleh pemerintah (subsidi) hingga berkembang menjadi hutan rakyat
swadaya. Konsep ini berbasis pendapat Steiner (2002) tentang adaptasi,
yakni merupakan sesuatu yang dilakukan melalui kemampuan
organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada
lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus
memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat dicapai
melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan toleransi terhadap
elemen-elemen yang terdapat dilingkungan hidupnya. Bentuk adaptasi
budaya masyarakat desa antara lain adalah cara pengelolaan lahan,
pembagian kerja, jual-beli, kerjasama dan lainnya.

Hasil temuan penelitian membuktikan bahwa adanya program
hutan rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah telah membuat
masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah:
Program hutan rakyat yang disampaikan-pesan-pesannya_me.lalm
penyuluh lapangan, pimpinan pelaksana (plniak),_ataupu.n pimpinan
proyek (pimpro), antara lain pengenalan dan pemilihan bibit unggul,
cara pembuatan lubang tanaman, pengaturan jarak tanam,
pemeliharaan tanaman dan teknik penyadapan telah membuat
perubahan pemikiran dan kebiasaan dalam hal pigfnaman.
pemeliharaan dan pemanenan (penyadapan) bagi masyarakat sasaran.
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Hal lain yang berubah dari hidup sendiri-sendiri ‘-;t?;;hhba;‘:;ar ?Za;am
kelompok kecil menjadi hidup berkelompok )’EI?Q e Sl -50
KK). Hal ini terlihat dari interpretasi dan tindakan masy ka yang
sudah menanam bibit karet unggul, mengatur jstes tlanam il
menjadi 3 x 5 meter, membersihkan tanaman dari gu malblme:ya-dap
pohon karet sesuai dengan keadaan batang tanamannyak e 15‘9*’_
menyadari dan merasakan dengan berkelompok etgs i mer_l{ad!
meningkat, serangan hama menjadi berkurang danb‘gpkat rnendn api
pendapat yang berbeda dalam kelompok depgan ljaksana. Uraian
ini membuktikan bahwa telah terjadi adaptasi atau penyesuaian diri
dari masyarakat terhadap program hutan rakyat yang dikembangkan

di desa mereka. _
yat, yakni keberhasilan yang telah

Pasca program hutan rak e
masyarakat capai dengan semakin banyaknya tanaman karet yang

tertanam dan semakin banyaknya karet yang telah berproduktif di
desa mereka, juga telah membuktikan terjadinya perubahan masyarakat
terhadap lingkungannya yang berubah. Perubahan sosra_l budaya
terhadap lingkungan yang telah berubah tersgbut gntara Iqm adalah:
penggunaan tenaga kerja, mereka menjadi lebih efektif dengan
melibatkan seluruh anggota keluarganya; penggunaan teknologi dalam
meningkatkan hasil produksi; komunikasi antar masyarakat menjadi
lebih intensif: terlaksananya peribadatan yang lebih baik; dan
terciptanya keharmonisan hubungan antar warga dalam desa; serta
masyarakat menjadi semakin mandiri. Perubahan yang terjadi sebagian
besar sejalan pula dengan pendapat Haviland (1981) yang mengatakan
bahwa aspek perubahan meliputi distribusi lahan-lahan pertanian,
pola migrasi dan pola hubungan antara individu (keluarga) dengan
tetangga atau masyarakat lainnya.

Menurut prosesnya, Hidir (2004) mengatakan bahwa adaptasi
budaya berdasarkan kelakuan baik secara individual maupun kelompok.
Adaptasi kelakuan berproses dalam suatu sistem lingkungan dan pada
akhirnya melahirkan adaptasi budaya (kultural). Jika kita lihat dari
hasil temuan penelitian, maka adaptasi yang terjadi dimasyarakat
desa penelitian memang berproses dalam suatu sistem lingkungan
dan menghasﬂlfa_n adaptasi budaya. Bukti empiris dapat kita lihat
p?da Desa Malilingin ba'hwa pada awalnya program hutan rakyat
d|p€rke‘na|karjl'019r.‘ pemenntah melalui pelaksana proyek dan penyuluh’
kemudian diikuti olgh tokoh masyarakat dan sebagian warga
esyarakat yang teribat dalam kelompok tar. Setelah program
diikuti oleh a;nggota ma*:\aary‘:(mt;I Id_!rasakan lad mere.ka, Lo
Sari Ray-12, proses dimurai T:l e R Fenomena} di Dean Bualdiy
adopter) }fa,ng memberikan b‘t‘?:‘rl S ond. toseh fulsa dsebut eafly

Ibit tanaman secara cuma-cuma kepada
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anggota masyarakat sekitarn
pekarangan. Kemudian di
dikembangkan lebih luas, dan

ya Un_ti:lk di tanam dilahan kosong
organisir melalui penyuluh untuk

berkembang kepada an rakat

pengetahuan. pemahaman, pelaksanaan dan menikmati hasil. Proses

ini telah melahirkan adaptasi budaya seperti pola penanaman, etos
kerja, cara berinteraksi dalam kelompok, dan kerjasama.

Menurut Steiner (2002), hal yang berkaitan dengan adaptasi
dalam ekologi manusia antara lain adalah -

“Adaptation is displayed by “the adequacy of an organism to
cope with the conditions of its natural environment and to
utilize its resources so as to maintain its ecological position.
It is achieved through an adjustment of its requirements and
tolerance to the elements of the habitats".

(Adaptasi merupakan sesuatu yang dilakukan melalui kemampuan
organisme (manusia) untuk mengatasi keadaan yang ada pada
lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sekaligus
memeliharanya. Kemampuan untuk mengatasi tersebut dapat
dicapai melalui pengaturan dari persyaratan-persyaratan dan
toleransi terhadap elemen-elemen yang terdapat di lingkungan
hidupnya)

Berdasarkan konsep Steiner di atas, maka adaptasi masyarakat di
dua desa penelitian yang mampu mengikuti tahapan-tahapan dalam
program hutan rakyat subsidi dari pemerintah sekaligus
mempertahankannya dengan mengembangkan secara swadaya dapat
terbukti secara nyata di dalam penelitian ini. Masyarakat mampu
memanfaatkan sumberdaya alam yakni lahan tidur (Desa Malilingin)
dan lahan kosong (Desa Pualam Sari Ray-12) melalui program hutan
rakyat menjadi lahan yang produktif dan bermanfaat, baik. dari sisi
ekonomi maupun ekologi. Masyarakat juga telah bertoleransi dengan
perubahan lingkungan yang terjadi akibat program hutan fakyat,
yaitu dalam pembagian kerja dalam rumah tangga dan kerjasama
dalam kelompok. =

Menyimak konsep adaptasi yang diringkas oleh Hidir (2004),
terdapat tiga jenis adaptasi, yaitu : 2 i s
1) Adaptasi fisiologis, berdasarkan kemampuan tubu si u

) ﬁsiol%ginya) untl?k menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan;
2) Adaptasi morfologi, berdasarkan atas bentuk tubuh terhadap

lingkungan; dan .

3) Adaptasi kultural, berdasarkan kelakua
maupun kelompok.

n baik secara individual

s sl S
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as, maka baik masyarakat Desa

i 12 termasuk dalam jenis
Malilingin maupun Desa pualaml jana:‘;};a buktikan dari perubahan
adaptasi kultural. Adaptasi kultural aap alam melakukan kegiatan
pengetahuan dan aktivitas masyaraka:tk atan Fadinga, Kemudids
penanaman, pemeliharaan, dan penikma 2 sl
tar warga dalam kelompo dan
perubahan dalam hal hubungan an terjadi ini merupakan
hubungan dengan pihak luar. perubahan yang
= ka terhadap pelaksanaan program
proses penyesuaian kultural mere it rakyat
hutan rakyat dan penikmatan hasil program < :

Khusus untuk masyarakat Desa Malilingin, pevubahan yang sangat

‘na untuk disampaikan adalah kebiasaan bertani ladang berpindah
pent'lng_ o nting kedua menjadi perhatian
menjadi peladang menetap. Dan yang p€ R
oula, adalah berkaitan adaptasi penggunaan te”agi i '“tt)emai
yang optimal dalam keluarga, yang telah mer_\yebab an perubahan
dalam menyikapi pendidikan anak-anak, sehingga meskipun dana
semakin mencukupi, tetapi tingkat pendidikan belum tentu meningkat
pula. Hal ini memang sangat berkaitan erat dgpgan mterpret!as: .atau
pemaknaan masyarakatnya terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Sedangkan untuk masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12, adalah perubahan
dari mata pencaharian di luar desa dan tidak pasti menjadi menetap
di desa dan hasil yang pasti. Kedua perubahan penting ini tentunya
melalui proses adaptasi budaya yang cukup panjang dari masyarakat
terhadap program hutan rakyat dan hasil yang dicapai dari program
tersebut.

Mengutip pernyataan Weber; Thomson dan Jeremy (1971) yang
dikutip oleh Mulyana (2004) bahwa individu bersifat aktif reflektif dan
kreatif dan terus berubah sehingga masyarakat pun berubah melalui
interaksi. Jadi interaksilah yang dianggap variabel penting yang
menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Pernyataan
ini ternyata masih relevan dengan fenomena adaptasi budaya
masyaquat lokal dan transmigrasi terhadap program hutan rakyat di
Provinsi Kfslimantan Selatan, meskipun juga ternyata struktur
masyarakat ikut pula menentukan pengambilan keputusan oleh anggota
masyarakat dalanj b_erpnlaku.‘ Berdasarkan hasil penelitian, proses
adap_tam yang terjadi sangat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi,
pun J‘uga c.:Ieh struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut.
den;;iat:ll?h fn(:b:r:nfa;?mmk’." maka interaksi antara penyuluh
pada tahap awal (W iali seperti Bapak H. Kastani dan Bapak Wijayat)

P soslalisasi program dan kegiatan hutan rakyat) akan
sangat mempengaruhi pelaksanaan :
Interaksi yang positif dari tokoh Program pada tahap selanjutnya.
yang positif pula terhadap interpecerc oy 2kan membawa pengaruh
untuk kemudian bertindak atay r;:}retasn daln anggota masyarakatnya

engambil keputusan bagi anggota

Dari ketiga jenis adaptasi di at
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masyarakatnya. Ketika tokoh da g
mengir_\terpre}:aSikan positif, maka prog:‘ama:agnggo;?tav::;;zn k
disikap! .dan dilaksanakan dengan baik. Pada kondisi ini, maka var?a;;
interal_csﬂah yang blefperan penting dalam menumbuhkan interpretasi
dan tindakan positif, dan dari situlah mulainya proses adaptasi
masyarakat terhadap program hutan rakyat. ¥

Ditinjau dari variabel struktur masyarakat (sosial i

program (te_fmaSUk penyuluh) akarfy me|am(s$ka)&k$§:|§i?k§$
memulai kegiatan, tentu mereka akan mempertimbangkan melakukan
pendekatan terhadap tokoh yang mempunyai peran dan status (unsur
struktur sosial) yang dihargai kelompok masyarakatnya (tinggi) dengan
harapan dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan
anggota masyarakatnya. Dalam kasus Desa Malilingin pengambilan
keputusan pelaksana program dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan memilih Kepala Desa yang secara struktur masyarakatnya
berada pada level yang tinggi, sebagai entry point program ternyata
sangat mempengaruhi pengambilan keputusan anggota masyarakat
Desa Malilingin lainnya. Hal ini bisa jadi akan berbeda hasilnya jika
pelaksana program memilih “orang lain* yang tidak mempunyai
peran dan status sebagai pembuka jalan dalam mendorong suksesnya
program hutan rakyat di desa tersebut.

Pada Desa Pualam Sari Ray-12, pengambilan keputusan pelaksana
program dari Kabupaten Tapin memilih tokoh masyarakat yang telah
menjadi early adopter di desanya untuk dijadika entry point juga
sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan anggota
masyarakat lainnya untuk mengikuti program yang ditawarkan
pemerintah. Seorang early adopter yang berpikiran positif dan ke
depan dalam struktur sosial kelompoknya, paling tidak berada pada
posisi stratifikasi menengah keatas. Jadi dalam hal ini, pemilihan
orang-orang yang berada pada struktur sosial (—peran-status-stratifikasi-
-) yang tinggi pada kelompok masyarakatnya sebagai pintu masuk
akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan anggota
masyarakatnya untuk mengikuti atau tidak terhadap suatu inovasi
atau program baru. Dengan memilih mengikuti program hutan rakyat
dan mengerjakannya dengan aktif, maka dimulailah proses adaptasi

budaya tersebut.

Fenomena yang dapat dijelaskan dari realita ini yaitu meskipun
latar belakang budaya yang berbeda antaralkelompok masyarakat
lokal (Suku Banjar Hulu) dengan kelompok _masyaraikatdtransmig;aar;
spontan (Suku Jawa), namun karena pada masing-masing esa terda

; ) apat kita sebut sebagai early adopter,

"seseorang” yang dalam hal ini d
maka proses adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan

rakyat dapat berjalan dengan baik.
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. tion is never perfect becs
ran (1983), "adapte . Use
'MenU;rL::s ::'2 always changing. and pop ula.t:ons kAR
environm iy enw'mﬂme”ta"' conditions” (adaptasi tidak akan
read just to the n n selalu berubah-ubah, dan manys;

ma, karena lingkungan 5€ ] |
a::;hss;r:liut:t‘ap untuk_mengikutinya menuju kepada kongijs;
perubahan lingkungan yang barunya). Dari pendapat Moran ini, dapat

: . adaptasi akan selalu terjadu_ se_;a!an dengan
::?ul?::aanmllin;z}::;an. sephingga adaptasi yang terjatst'd‘?k pernah
sempurna dan tidak pernah berhe_n_tl. Hal ini juga te al terjadi Pflda
kedua masyarakat di desa penelitian, yaitu 3 a[;tasl yang terjadi
secara bertahap sejalan dengan tahagan program utan Fékyat_yang
telah dilaksanakan. Tahapan-tahapan itu meliputi sosialisasi kegiatan,
penguatan kelompok tani, penanaman, pemeliharaan, dan hasil yang
dinikmati. ‘

Melihat dari sisi teori tindakan Max Weber, kita dapat memulainya
h teori tindakan rasional Weber, ada baiknya mengutip

dengan membelal : :
g (2003) yang dialih bahasakan oleh Saifuddin (2009),

pemikiran Jones

bahwa :
. karena sosiolog juga manusia, mengapresiasi lingkungan
sosial di mana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan
warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu
berupaya memahami tindakan mereka. Inilah yang
membedakan ilmu sosial dari ilmu alamiah. Bunga anggrek
tidak memilih untuk membuka daun-daunnya, apel tidak
memutuskan jatuh dari pohon. limuwan alamiah tentu tidak
memperlakukan seperti anggrek atau apel untuk menjelaskan
perilaku manusia.

Pemikiran di atas memberikan pencerahan untuk mendalami teori
tindakan rasional Weber menjadi lebih baik. Pendapat Weber (Jones,
2003; Saifuddin, 2009), kita harus bisa membandingkan struktur
beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga
tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara beruntun yang
mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada
pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin
menggeneralisasi semua masyarakat atau semua struktur sosial. Sehingga
sosiologi seharusnya menggunakan rentang konsep seluas mungkin.

Kemudian, masih menurut Weber, kita harus menguraikan dan
menjelaskap realita dengan mengungkapkan dan menekankan sisi
pandang kita sebatas tertentu yang menggambarkan dunia yang
nyata dengan mengkostruksi tipe ideal dari realitas. Untuk memahami
suatu aspek kehidupan sosial, kita perlu mereduksi kehidupan sosial
itu ke dalam apa yang menurut kita esensial, dan dengan
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mengungkapkan hal inj orang lain aka

: . n tahu is posisi kita -
o dan K. Al .m0 K-
teori tindakan rasional Weber sebaqai o menggunakan

Menyingkap kembali tujuan dari itian i
. ‘ | penelitian ini,
interpretasi dan proses adaptasi budaya masyarakat yang telah berhasil
me'l aksanakan Program hutan rakyat, maka pembahasan teori tindakan
rasional Weber ini akan dimulai dengan tipe-tipe tindakan berdasarkan

motif para pelakunya. Ada empat tipe tindak
(Jones, 2003; Saifuddin, 2009), yaity : A i 5

1) Tindakan tradisional: “saya melakukan ini karena saya selalu
melakukannya®,

2) Tindakan afektif: "apa boleh buat saya lakukan®

3 Tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai:
"yang saya tahu hanya melakukan ini*

4) Tindakan berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instru-
mental: “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini,
dan inilah cara terbaik untuk mencapainya®.

menggali

Dari paparan hasil yang telah disampaikan pada bab 8 sub-bab
interpretasi subjek terhadap program hutan rakyat, maka interpretasi
masyarakat terhadap program hutan rakyat antara lain adalah:

1) Aspek ekonomi (menambah penghasilan, memperluas lapangan
kerja, meningkatkan produksi atau hasil sadapan, memberikan
harapan atau prospek ke depan, menciptakan lapangan kerja di
desa, menyediakan kayu untuk bangunan rumah dan dijual)

2) Aspek sosial budaya (meningkatkan kerjasama, meningkatkan etos
kerja masyarakat, mengenal bibit unggul, pengaturan jarak tanam,
dan pembakaran lahan dengan izin, merubah peladang berpindah
menjadi menetap, masyarakat mandiri, masyarakat menetap _di
desa, menguatkan sifat kegotong-royongan, meningkatkan derajat
keluarga, membuat desa dan masyarakat tentram ) }
Aspek ekologi (mengurangi ancaman dan serangan hama,

i rnepncegah ke?:akaran hutan dan lahan, memanfaatkan lahan
kosong, menghijaukan desa, menyediakan air yang cukup meskipun
kemarau, memberi ruang kehidupan bagi makhluk tuhan lainnya).
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Dikaitkan dengan teori tindakan Wetusr,k mili‘adalitztt?:";ts)if)tar}
masyarakat dalam program hutan rakyat Colhiwg ;n nl tasi t g
berorientasi nilai dan juga tindakan ra;lonﬂ' eror:nmem u]uar!
(rasionalitas instrumental), karena ternyata t ndakanitmeﬁiuaan ektfr:l Ry
tujuan-tujuan yang tergabung dalam 3 (aspek) yait AR FTI
tujuan sosial budaya dan tujuan ekologi, pun Juga ter pberasal d ai
yang melatar belakangi tindakannya. Tu,uan.tmuanhyé:ng kyat t Ia;w
interpretasi anggota masyarakat terhadap program hutan rakyat tela

mendorong mereka untuk bertindak, sehingga program h.UtaE rak;_rat
tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerinta . yaiu
masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan lahan ti ur dan
lahan kosong untuk meningkatkan pendapatan mereka, menyediakan
bahan baku kayu dan mengatur tata air.‘dan tentunya sesym pula
dengan Interpretasi mereka terhadap tujuan untuk mendzlpafck_an
manfaat ekonomi, sosial-budaya dan ekologi dengan cara yang efisien

dan terbaik.

Khusus untuk hasil penelitian di Desa Malilingin berkaitan dengan
kondisi pendidikan anak-anak mereka, maka jika kita mencoba melihat
permasalahan ini dari perspektif fakta sosial (teori struktural konsensgs),
maka berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pencapaian
dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan keanggotaan kelas
sosial, gender, dan asal-usul etnik, maka untuk fenomena di Desa
Malilingin kesimpulan ini belum dapat diterima, karena hanya dengan
menggunakan teori struktural konsensus yang menekankan pada
soslalisasi norma dan nilai yang ideal bagi pencapaian pendidikan
tidak akan dapat terjawab: kenapa dengan bertambahnya pendapatan
(~-kelas sosial menjadi lebih tinggi ) tidak menjadi bertambah tinggi
fenjang pendidikan anak-anaknya? Di sinilah menurut penulis salah
satu bukti kelemahan teori struktural konsensus yang tidak mampu
menganalisis lebih dalam mengapa pendidikan anak-anak menjadi
semakin menurun, padahal dari sisi ketersediaan dana sangatlah
memadai. Dengan menggunakan perspektif definisi sosial (teori
tindakan rasional instrumental), maka dari makna tindakan masyarakat
dapat kita pahami tenyata pendidikan itu menurut mereka sebenarnya
hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, jika pekerjaan sudah
tersedia qan rmnc_ukupi, untuk apa menempuh pendidikan kejenjang
yang I‘E!th‘ tinggi. Sehingga tindakan mereka, pendidikan cukup
sampai jenjang SD saja, yang penting setelah itu mereka mampu
membiayai hidupnya dan untuk berkeluarga.

i g_’gn;g:;td‘?:gﬁte‘:rl i 1rr:t!:1m|'k5i Simbolik Is), menurut Mead (Meltzer,

: 1P oleh Mulyana, 2004), aktivitas tersembunyi (covert
activity) manusialah yang membedakannya d
tindakan sosial (social act) h oy, cengan hewan,, atau

arus mempertimbangkan aspek tersembunyi

e
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perilaku manusia. Esensi interaks; simbolik
ang mcrupakqn ci‘ri khas manusia, yakni komu:?:l:ra‘:::t " ;kg\’fm
simbol yang fjlberl makna. Menurut Jones (2003; Saifudglen UZI;;;;T

1) Cara manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa
yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain
(suatu minat interpretif yang ortodoks)

2) Akibat interpretasi atas simbol-simbol terhadap kelak
_ uan pihak-
pihak yang terlibat selama interaksi sosial. : g

Dari pendapat ini, pemilihan teknik analisis pembahasan
menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik Mead dalam
membedah dan mengkaji proses adaptasi budaya masyarakat pedesaan
hutan terhadap program hutan rakyat dianggap sangat tepat.

Memulai dari pokok pikiran Mead dalam tulisannya Mind, Self
and Sogety, maka dalam hasil penelitian dapat dibuktikan keberadaan
dari Mind (akal budi), Self (diri - tervisual dalam tubuh), dan Society
(masyarakat - tervisual dalam struktur) tersebut. Berdasarkan proses
pengembangan hutan rakyat di kedua desa penelitian, pada tahap
awal dilaksanakan pendekatan informal (informal approach) terhadap
tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut oleh pelaksana program.
Pendekatan informal tersebut sudah memulai terjadinya interaksi
antara pelaksana program dengan tokoh masyarakat. Menurut Schutz
yang sejalan dengan pemikiran Mead (1964) yang dikutip oleh Mulyana
(2004), dalam interaksi tatap-muka makna rangsangan yang dicari dan
ditafsirkan oleh sang aktor secara khas merujuk kepada motif aktor
lainnya. Motif terbagi dua yaitu "motif untuk® (in-order-to motives)
dan "motif karena" (because motives). Selama proses interaksi, terdapat
pertukaran motif antara para aktor yang terlibat. Motif yang tersirat
dari masyarakat terhadap pelaksana program dan program hutan
rakyat, antara lain: motif untuk, meliputi mendapatkan kehidupan
yang stabil dan kehidupan yang lebih baik; dan motif karena, meliputi
sebagai bagian dari menjalankan kehidupan leluhur (turun-temurun)
dan memelihara tanaman merupakan ibadah kepada Sang Pencipta.

Interaksi dengan pelaksana program tersebut menimbulkan
interpretasi dalam diri tokoh masyarakat. Interpretasi in hanya dapat
terjadi melalui akal budi (mind). Melalul proses interpretasi, maka
tokoh memulai menimbang dan mengukur sisi baik dan buruknya
program tersebut jika ia menerima atau menolak. Untuk menerima
ataupun menolak, tokoh masyarakat tersebut, selain
mempertimbangkan dengan akal budi, juga ternyata menggunakan
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i woati ieiak leluhur, berbuat baik
ilai divakini, seperti mengikuti J€]
E:::‘-:izia):.n%agan dari ibadah atau peramal untuk akhirat dan

e t dengan Q (galbu - hati nuranj).
g::aﬁ;anr: z::ur:t\;r:‘c:'l_.gaarr;gﬂﬁi:;l::kal bu%i) dan Q (qalb;;) lr; lI :.iaehny; ng
dapat menghasilkan pendapat dan tindakan yang I:gtpaté;u“n d: i
baik terhadap suatu keadaan. Dan ini tidak dapat kita et ri
pendekatan fakta sosial, yang hanya menekankan pada atan
“ekternal®, antara lain sistem sosial masyarakatnya.

Pada proses selanjutnya, ketika tokoh masyarakat yang telah

melalui proses interpretatif menerima positif program hutan rakyat.

Penerimaan itu diwejawantahkan oleh Self (tubuh/diri), berupa
simbol-simol dari bahasa tubuh maupun bahasa verbal. Pada saat
terbentuknya kesepakatan untuk melaksanakan program hutan rakyat
di desa tersebut dengan pelaksana program, maka tokoh masyarakat
tersebut melakukan hal yang sama seperti pelaksana program,
mendekati dan berbicara tentang program hutan rakyat yang
ditawarkan dengan beberapa anggota masyarakatn‘ya yang dianggap
mampu untuk diajak mengikuti program yang ditawarkan. Dalgm
posisi ini, maka anggota masyarakat yang terlibat beradg pada_ mmd
(akal budi). Merekapun melakukan interpretasi melalui pemikiran-
pemikiran terhadap program yang telah disampaikan oleh tokoh
masyarakat tersebut, juga ada sebagian anggota masyarakat yang
mempergunakan nilai-nilai yang diyakini sebagai bahan pertimbangan,
yang kita sebut sebagai Q (qalbu). Proses berjalan antara mind dan Q,
yang kemudian akan menghasilkan tindakan yang terlihat pada self
(diri) anggota masyarakat yang divisualkan dengan mengambil
pendapat dan bertindak untuk ikut bergabung dalam program hutan
rakyat yang ditawarkan pemerintah.

Saat terjadi kesamaan interpretasi dan pendapat antara pelaksana
program dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dengan anggota
masyarakat untuk melaksanakan program hutan rakyat, maka saat itu
terjadilah society (masyarakat) sebagai satu kesatuan, baik wilayah
maupun perasaan. Adanya society dibuktikan dengan dibentuknya
kelompok tani hutan yang melaksanakan program hutan rakyat.
Proses antara Q and Mind, self, dan society berlangsung terus menerus
dalam masyarakat selama program berlangsung, dan inilah yang
disebut proses dialektika dalam perspektif definisi sosial. Proses

dialektika tersebut terus terjadi di dalam masyarakatnya hingga datang
program baru lagi.

Proses adaptasi budaya yang dikaji melalui i i
. ta ) pendekatan interaksi
simbolik yang dilihat dari aktor yang melibatkan pelaksana program
dquan tokoh masyarakat, anggota masyarakat, anggota kelompok
tani dan anggota masyarakat desa, hingga terjadi interpretasi dan
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I:,'E,ng.ambilan keputusan untuk be

! rtindak serta dialekti
Filinat pada gambar di bawah inf alektikanya dapat

PI| petaksana Program | 4+~ ~-—.. et — mmmf”

Gambar 25. Proses Aktor dalam Interaksi, Interpretasi, Tindakan,
dan Dialektikanya

Nomor urut proses

Keterangan: (1)

- Proses interaksi-interpretasi

I

—» = Proses tindakan
4--p = Prosesdialektika
Saling berinteraksi-interpretasi

z
v
I

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemilihan analisis dengan
teori interaksi simbolik Mead dalam mengkaji adaptasi budaya
masyarakat merupakan hal yang tepat, dan semakin memperkuat
asumsi bahwa untuk sosiologi, penggunaan pendekatan perspektif
definisi sosial (interpretatif) dapat menggali lebih dalam pemahaman
kita terhadap tindakan orang atau masyarakat terhgc_lap sesuatu yang
baru. Hal ini juga telah membuktikan kepada peneliti Pahwa ternyata
benar selama program hutan rakyat berlangsung hingga sekarang
telah terjadi tindakan rasional aktor yang tergambarkan mglalul
interaksi dan interpretasi serta tindakan mereka terhadap kegiatan
tersebut. Karena, interaksi, interpretasi dan tindakan selang dalam
rentang waktu 3-5 tahun telah menjadi kenyataan ata:.'l rea_litas,
dengan keberhasilan program hutan rakyat yang telah meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan mereka, maka proses adaptasi budaya

dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

P

T—
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Lebih dalam berkaitan dengan tindakan, berd‘asa_rkan analisis
tindakan, Mead (1939); Schmitt dan Schmitt (1996); Ritzer-Douglas
(2003) mengidentifikasi empat basis dan tahap tindakan _!I’(an? riahng
berhubungan yang mencerminkan satu kesatuan organik. Tahapan
tersebut adalah : { e

n hatifimpuls (impuise) m ! si

% ::::;as?:éai[;?onngt;n yang be‘:hubungan dengan alat indera dan
reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan melakukan sesuatu
terhadap rangsangan itu;

2) Kedua, persepsi (perception), aktor menyelidiki‘dan bereaksf
terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls melalui
pendengaran, rasa dan sebagainya; ‘

3) Ketiga manipulasi (manipulation), yakni merpan'!pulasi objek atau
mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu;

4) Ke-empat konsumasi (consummation) atau pelaksanaan, yaitu
mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang
sebenarnya.

Dari fenomena yang ditemukan, bahwa pada diri masing-masing
subjek telah terjadi 4 (empat) tahapan tindakan, baik masih berupa
pikiran, perbandingan, maupun tindakan secara fisik. Hal ini dapat
diuraikan sebagai berikut :

1) Tokoh masyarakat yang menerima informasi dan data dari
pelaksana program hutan rakyat, mencoba menginterpretasikan
program tersebut di dalam akal pikirannya. Pikiran awal ini
diproses bersama pengalaman dan informasi lainnya yang berkaitan
dengan program pembinaan oleh pemerintah, sehingga menjadi
sebuah persepsi. Kebetulan persepsi yang terbentuk dalam pikiran
tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa program hutan
rakyat tersebut baik dan mempunyai harapan untuk membawa
kebaikan kepada anggota masyarakatnya.

2) Persepsi yang telah *jadi* dalam akal pikiran tokoh masyarakat
tersebut kemudian ditelusuri kebenarannya secara realita, apakah
mungkin menjadi kenyataan atau hanya sebuah wacana saja.

3) Persepsi dan kemungkinan “benar" dari beberapa pilihan kemudian
direduksi dan dimanipulasi untuk mendapatkan keputusan yang
'maeiih menurut akal" hal tersebut dapat diterima dan dilaksanakan.
Manipulasi terjadi terhadap kemungkinan-kemungkinan kegagalan
dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Hal

ini kemudian direduksi dengan keberhasilan yang bi i
i i it
sehingga kehidupan bisa menjadi lebih baik. yang bisa tercapal
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4) Dari hasil reduksi dan manipulasi
i i e yang "matang” dal e
ro
kelompoknya. Program hutan rakyat bersama dengan

Proses adaptasi l?udaya dari masyarakat terhadap program huta
rakyat di atas, jika diasumsikan dalam sebuah sistem mal?a inputn :
adalah program hutan rakyat, prosesnya meliputi ‘mt;eraksi (sogalisg;
program, pertemuan warga, pertemuan kelompok), interpretasi
(pemaknaan masing-masing aktor berdasarkan p;engetahuan
pengaiaman. Interaksi), tahapan tindakan (dorongan hati persepsi'
manipulasi, menentukan tindakan), untuk memilih ikut dalar;\ kegiatar:n
hutan r_akyat, dan outputnya terjadi sebuah perubahan sosial budaya
dan sosial ekonomi dalam kerangka adaptasi budaya. Proses ini dapat

dilihat pada Gambar 26.
i E Budaya !

1 program Hutan Rakyat |

|

Inter aksi- interpretasi

‘ 4 Mengikuti Kegi 1

Perubat Sosial B I— ]
Bl yahapan Hutan Rakyat | ’ dan Scuat Eonomi
Tindakan

| Tidak lut I
{5)

Gambar 26, Adaptasi Budaya dari Pendekatan Sistem (input-proses-
output)

2)

Keterangan: (1) = Nomor urut proses

N

e Berproses dan mempengaruhi

Hasil pembahasan antara pemikiran Mead tentang Mind, self and
Society, yang kemudian ditambahkan oleh peneliti tentang keberadaan
Q (galbu-nurani), dikaitkan dengan empat tahapan tindakan Mead,
maka ternyata ada hubungan yang saling keterkaitan dalam prosesnya.
Hal ini dapat terlihat dalam hubungan antara keberadaan Q, Mind,
Self and Society pada proses interaksi-interpretasi dengan proses
tindakan yang bertahap pada Gambar 27.



Sk Rﬁ'ﬁ:ﬁ‘; Budaya Mas arakat

Fenomeno
Impuls (2)
1) q(qalbu) —
‘
¥ perception- |
®) Mind (Akal Budi) «—"  Manipulation
—— — —— =; o {5}
® Self (Diri-Tubuh) = <«——> [pConsummation ’
Society (Kelompok tani) :
CEE |

'

ul Adéptasi Budaya ‘

Gambar 27. Hubungan Interaksi-Interpretasi dengan Tahapan Tindakan

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
< -+ = Saling mempengaruhi
<«— = Saling berkaitan
—» =Mempengaruhi

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada tahap pertama, saat
aktor (early adopter dan anggota masyarakat) berinteraksi dengan
pelaksana program, maka terjadi proses dorongan hati (impuls) dalam
galbu (Q). Tahap kedua terjadinya dorongan hati (impuls) yang
mempengaruhi pada akal budi (mind), sehingga terjadi pembentukan
persepsi dan manipulasi (perception and manipulation). Kemudian
pada tahap ketiga terjadi pengambilan keputusan, dimana se/f dan
society bertindak untuk terlibat dan mengikuti program hutan rakyat
yang dilaksanakan di desa mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pemikiran Mead antara proses interaksi-interpretasi dengan tahapan
tindakannya tidaklah terpisah, hanya saja Mead tidak mengintroduksi
keberadaan Q (galbu) dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil
penelitian, ternyata telah terbukti keberadaan Q (galbu) berperan
mempengaruhi tahapan tindakan, khususnya tahapan dorongan hati
(impuls), sehingga unsur Q (galbu) perlu ditambahkan untuk
m_enyempurnakan pemikiran Mead tentang Mind, Self and Society
dihubungkan dengan tahapan tindakan.

—
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. Kelembagaan L « Nila; :
3 e 9 okal: Nilai-nilaj Kearifan Lokal yang

Sebagaimana diketahui, bahwa kelembagaan pada intinya adalah

:ntuk:iﬁec;atué_aﬂ tda: kestabilan, yang berisi norma dann:ilai yara!g
isepakati dan dipatuhi. Untuk itu, dalam

hutan rakyat, perlu diperhatikan norma dﬁmrzfaﬁt:::; Eﬂr‘lex?g:!ra‘
masyarakat yang dilibatkan dalam program hutan rakyat. FI)(a'ca
"kelembagaan” menurut Koentjaraningrat, yang dikutip oleh Sahyuti
(2007), menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established)
yang hidup (constitued) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan
adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu
kelompok orang. la merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan
berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat;
ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa
berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan
kehidupan sosial.

Tiap_kelerr_lbagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang
yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-
nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas.
Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan
masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu.
Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan-
kelembagaan di bidang ekonomi, agama, dan lain-lain. Dunia selalu
berisi kelembagaan-kelembagaan, dan semua manusia pasti masuk
dalam satu atau lebih kelembagaan. Dalam bidang pembangunan
pedesaan dan pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit terutama
hanya menjadi kelembagaan kelompok tani, koperasi, subak, kelompok
petani peserta program, dan kelompok pengrajin.

Menurut Garna (1996), nilai bukanlah suatu objek, karena itu tak
memiliki sifat yang objektif. Nilai atau nilai-nilai merupakan suatu
konsep, yaitu pembentukan mentalita yang dirumuskan dari tingkah
laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik,
dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Dikaitkan dengan nilai-
nilai yang ada dalam suatu kelembagaan, sebagai dasar dalam
pengambilan kebijakan, maka menurut Islamy (2009), pgmbuatan
kebijaksanaan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan
di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, tetapi ia juga harus
berfungsi sebagai penilai (valuer). Setiap pembuatan kebijaksanaan
negara untuk tidak bersikap tanpa ni lai (value ﬁ.'ee) terhadap masa!aJ}-
masalah yang timbul dalam masyarakat, tetapl harus peka dan aktif
(value laden) berupa mengatasi problem-problem tersebut guna
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran dan
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mekanisme hubungan antar lembaga dalam pgorg::"'d:r:”:ﬂ;ia':’?‘g
perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi, n i
kelembagaan lokal yang ada.
Hasil penelitian ditemukan fef
kelompok tani hutan di Desa Mali

elaksana kegiatan (Dinas Kehuta perxebt
IF-’iulu Sungaiegeiatan, Dinas Kehutanan Provins Kalimantan Selatan,

dan Balai Pengelolaan (BP) Daerah Aliran Sungai (Dfsr)bzt::l:?a:al ini
dapat dilihat dari banyaknya kelompok tani yang te itical ngan
hanya berbeda ketua kelompok saja, sedangkan anggota kelompok
hampir semuanya sama. _ _

Meskipun pembentukan kelompok tani dari atas (top-down),
namun karena program yang dibawa sesual dengan kebutuhan
masyarakatnya, yaitu penanaman bibit karet unggul di lahan
masyarakat, maka kelompok tani bentukan pemerintah tersebut tetap
hidup. Dengan berkelompok, ternyata mereka juga merasakan hal
yang lebih baik, karena ternyata hama (babi) bisa mereka atasi secara
bersama-sama.

Dalam pelaksanaan kegiatan program hutan rakyat, masyarakat
Desa Malilingin sangat dipengaruhi oleh arahan penyuluh kehutanan
lapang, dan pimpinan pelaksana proyek (pinlak) kalau sumber dana
dari APBD, serta pimpinan proyek (pimpro) kalau sumber dana dari
APBN. Kehadirian mereka ini tentunya dalam rangka untuk mendorong
suksesnya program yang mereka pegang. Hal ini tentulah memberikan
hal-hal baru bagi masyarakat Desa Malilingin, seperti penanaman
bibit unggul yang berkualitas, menanam dengan jarak tanam yang

teratur, pembersihan lahan dengan menggunakan herbisida, administrasi
kelompok, dan lainnya. Hal-hal baru ini menjadi pengayaan tersendiri

bagi anggota kelompok tani yang terlibat dalam program hutan
rakyat.

Keberadaan kelompok tani di Desa Malilingin sangat tergantung
keberadaan proyek itu sendiri. Ketika proyek sudah selesai, maka
biasanya kelompok tani tersebut juga bubar. Namun, aturan dan nilai
yang sudah terbangun selama kelompok tani tersebut aktif terus
hidup dalam kegiatan keseharian masyarakatnya. Setidaknya mereka
bisa merasakan manfaat dari, misalnya administrasi kelompaok, adanya
keterbukaan dan pertemuan-pertemuan yang rutin, dari teknis
penanaman dengan pengaturan jarak tanamnya dan lain sebagainya.

Bila kita kaitkan dengan keberadaan kelompok masyarakat dalam
pembukaan lahan baru, mereka juga mengerjakan pemilihan lahan,
pembukaan lal?an dan penanaman secara berkelompok kecil, antara 5-
10 KK, yang biasanya diikat oleh pertalian darah atau kek'erabatan.

fenomena bahwa kehadiran lembaga
lingin lebih disebabkan kebutuhan
nan dan Perkebunan Kabupaten
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palam kelompok yang lebih p :
kecil, misalnya untuk acara p #5ar, gabungan dari beberapa keluarga

; ena i di
perkawinan, mereka mengeri naman padi di ladang, ataupun acara

“Ba-arian’, yaitu sistem merjakan keglatan 6 :
moral mereka akan sangat malu kalau tidak ikut, ata st ot
ketika "seseorang” ‘tidak ikut ba-arian, kelak tidak barl: saakat i
membantu.nya.’Selam itu, mereka juga mengenal den a)r('l sezr:t:g
“bubuhan’, yaitu rasa persaudaraan yang erat yang d%dasari arg
et dan atau teritorial. Menurut Radam (2001), istilah bubuhan
;T“;r; F;?a'?.n petunjuk adanya ikatan berkelompo, rasa kekeluargaan

Hal di atas merupakan salah satu tanda bahwa nilai-nilai
berkelompok dan kebersamaan dalam bennasyarakatad?g:: :?alg?r:;::
masih :ada dan bertahan hingga saat ini. Sehingga ketika pemerintah
melalui penyuluh dan pimpinan pelaksana membentuk kelompok tani
mereka menyambut baik dan mengikutinya. Sistem ba-arian dar;
bubuhan yang sudah turun menurun mereka lakukan merupakan nilai-
nilai kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dan tumbuh sejalen
dengan kelembagaan formal bentukan pemerintah yang diterapkan
dalam bekerja berkelompok dalam wadah kelompok tani yang mengikat
mereka untuk saling bekerjasama dan menghormati.

Dapat kita pahami bahwa untuk masyarakat Desa Malilingin, nilai-
nilai kearifan lokal yang telah ada yang kemudian berkembang dengan
adanya program hutan rakyat, juga ada nilai-nilai baru yang dibawa
oleh program hutan rakyat melalui penyuluh dan pelaksana program.
Keserasian nilai nilai lokal yang ada dengan “syarat-syarat normatif*
dari pemerintah perlu selalu dipahami oleh kita dalam rangka
mendorong keberhasilan suatu program, khususnya yang berhubungan
dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Adanya keselarasan nilai-
nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai baru yang dibawa dalam program
hutan rakyat telah mempermudah jalannya proses adaptasi budaya
yang terjadi.

Hal berbeda ditemukan di Desa Pualam Sari Ray-12, secara infor-
mal masyarakat di Ray-12 sudah membentuk kelqmpoknya, namun
untuk tujuan lain, seperti kelompok budaya. Kehadiran kelompok tan!
hutan di Desa Pualam Sari Ray-12 lebih dikarenakan persyaratan dari
pemerintah dalam penyaluran suatu bantuan yang harus dipenut}i
oleh kelompok masyarakat. Sejak Bapak Wijayat membagikan bibit
Jati secara gratis kepada masyarakat sekitarnya untuk ditanam di
lahan pekarangan, maka sebenarnya sejak itulah terbentuk kel_o:'npok
masyarakat secara informal yang tertarik untuk (ner::laanaa?l ;2::
kosongnya dengan tanaman yang bgnnanfaat._]adl,l :h a:::
kelompok tani di Desa Pualam Sari Ray-12 bukanlah suatu yang
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i dikarenakan pemerintah

i masyarakat. Namun _ _

ﬁ\zr:tl;:ﬁuhi:g |len‘tbau}r;ra tersebut untuk ;l:)emenuhan syarat administrasi,
i i t.

maka dibentuklah kelompok tani terse u o

Namun ada satu nilai yang menarik yang patut :igadazrat? ;;gi:daz

dan pembelajaran bagi lembaga bentukan pemerinta lfseplahan denp:n

tani), yaitu sistem bantu-membantu untu!t_ mgndapat an b bankg D'

meminjamkan sertifikat lahan untuk dijadikan agunan . Di

dalam kelompok tani Jati Jajar, ada kesepakatan t;d}i:kntirrt]:l::; ';gtl::
membantu anggota kelompok yang belum punya ’a 2 - imirl

. . lahan, maka mereka meminjamkan
membelinya. Bagi yang sudah ada lahan, ; kan di bahkiat
sertifikatnya kepada anggota lainnya untuk diagunkan dl ik ba a:
dasar kepercayaan dan kebersamaan. Uang yang didapat dari ban
digunakan untuk membeli lahan ataupun membeli bibit kgret unggul,
sedangkan pembayaran cicilan melalui ur_}ah menyadap di lahan yang
meminjamkan sertifikatnya. Biasanya 5 (lima) tah_un sudah Iunfag. dan
peminjam sertifikat sudah dapat menyadap di lahan sendiri dan
sertifikat sudah dapat dikembalikan ke pemiliknya. Nilai-nilai
kepercayaan dan kebersamaan ini ditanamkan oleh m_forma_n kunci
(Bapak Wijayat) kepada anggotanya dan hingga kini mas!h _terUs
diikuti. Sistem ini diistilahkan oleh Bapak Wijayat sebagai sistem
*Gugur Gunung".

Menurut Koentjaraningrat (2004), nilai-nilai merupakan bagian
dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan pendorong
kelakuan manusia. Keluaran dari nilai yang diyakini masyarakat pada
akhirnya dapat menjadi sebuah sikap atau tindakan. Konsep sikap
bukan merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi merupakan suatu
hal kepunyaan para individu warga masyarakat. Suatu sikap adalah
potensi pendorong yang ada dalam jiwa individu untuk bereaksi
terhadap lingkungannya, beserta segala hal yang ada di dalam
lingkungannya itu. Sikap individu biasanya ditentukan oleh 3 (tiga)
unsur, yakni keadaan fisik dari individu, keadaan jiwanya, dan norma-
norma serta konsep-konsep nilai budaya yang dianutnya. Demikian
pula yang terjadi di masyarakat desa penelitian, mereka mempunyai
nilai-nilai yang 'diyakinl, berlatar belakang pekerja keras, dan
mempunyai kebiasaan memelihara alam, maka tindakan mereka
terhadap! program hutan rakyat menjadi sangat positif dan
Sn;a;;grna;;lkan kebaikan, untuk mereka sendiri dan untuk alam

Kekuatan lembaga yang dibentuk oleh pemeri i
kelompok tani, selama kegiatan yang dilaksanakanpberbgs?: T(Zbaft?s:':
sasaran atau masyarakat akan dapat bertahan dan berkembang, apalagi
jika nn!al-nnlai lokal sejalan dengan nilai atau syarat yang dia'tufolzgi‘m
pemerintah. Menurut pendapat Korten (1982) yang dikutip Widodo
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dan Suradi (2008) mengatakan bahwa pe

men%?,TEz:c?li(::t kgiwadayaan masyargk;:b:;g:i?: np:r:l;‘ar':;mgg
terse rientasi kepada kebutuhan masyarakat (peop!
development). Pembangunan yang berpusat ke s etenfﬁff'd
dapat durea!lsamkan apabila memanfaatﬁan orga?\?gaasi?:;y:ﬁ‘awoﬁ
yang ada d_r masyarakat. Secara spesifik Islamy (2009) merumuskan
bahwa bagi pembuat kebijaksanaan negara tidak ada alternatif lain
kecuali menjadlkaq sistem nilai masyarakatnya sebagai pedoman atau
landasan dalam setiap proses perumusan kebijaksanaan negara. Hal ini
tentu termasuk dalam membangun suatu lembaga di pedesaa;n yan
diperankan untuk mensejahterakan masyarakatnya. -

_Hgszl' penelhtian ini dalam hal kelembagaan lokal yang memiliki
nilai-nilai kearifan lokal, setidaknya telah ditemukan nilai-nilai yang
hidup dan berkembang di kedua desa penelitian. Desa Malilingin
yang bersifat tradisional memiliki nilai-nilai kebersamaan dan rasa
kekeluargaan yang mereka kenal dengan istilah *ba-arian® dan
"bubuhan”. Sedangkan Desa Pualam Sari Ray-12 yang agak maju,
mengenal nilai-nilai kepercayaan dan kebersamaan yang disebut dengan
“gugur gunung". Kedua nilai-nilai yang melekat dalam kelompok tani
telah mendorong kebersaman dan persaudaraan, serta etos kerja dan
keswadayaan masyarakat dalam membangun desanya, yang
tergambarkan dengan keberhasilan melaksanakan program hutan rakyat
di desanya masing-masing.

B. Refleksi Teoritis

Merefleksikan kembali teori dan hasil temuan dalam penelitian
ini yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka tidak dapat
dipisahkan dari teori tindakan Weber dan interaksi simboliknya Mead.
Budaya masyarakat di lokasi penelitian yang berbasiskan pertanian/
peladang dan kerja keras telah membuahkan keberhasilan dalam
melaksanakan program hutan rakyat di desanya masing-masing.

Masyarakat Desa Malilingin yang merupakan masyarakat peladang
dan hidup dari hasil pertanian ladang (bahuma) dan berkebun karet,
tidaklah diragukan lagi kepandaian dan pengetahuan mereka dalam
bidang pertanian dan perkebunan, sehingga ketika ada tawaran
program hutan rakyat untuk dikembangkan di desa mereka, tidak
terjadi resistensi atau penolakan dari tokoh masyarakatnya. Program
hutan rakyat yang telah dikembangkan oleh pemerintah
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan manfaatnya, sehingga
mendorong masyarakat untuk mengembangkan program hutan rakyat

tersebut secara swadaya.
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Lebih dari itu, setelah program hutan ra;yat ;:':Ja:faﬂridl i::g::
Malilingin, kegiatan perladangan mereka Eru'adi o
berpindah menjadi menetap, sehingga mereka men) it (kar .
waktu untuk kebersamaan di desa; penanaman tanama:am men': d!
yang tidak teratur menjadi teratur sehingga taqamanbEker’a dajia .
lebih produktif (getah karet semakin t_Janyak), dafl‘l b ]bi ! m
kelompok tani yang jumlah orangnya lebih banyak telah membiasakan
mereka untuk saling terbuka dan meningkatkan etos kerja. .

Pada kegiatan hutan rakyat juga tidak meninggalkan kebiasaan
menanam tanaman semusim seperti padi, kacang tanah dan jagung
pada tahun pertama dan kedua di sela-sela tanaman karet. Dari real:tg
ini, maka dapat kita katakan bahwa latar t?elakang_ budaya bertani
dan berkebun yang sudah ada, menjadi semakin tur_nbuh dan
berkembang dengan adanya program hutan r;kyat_. Kesesuaian budaya
bertani dan berladang masyarakat Desa Malilingin dengan program
hutan rakyat telah mendorong proses adaptasi budaya berjalan dengan

baik.

Masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 yang merupakan kelompok
masyarakat pendatang sebagai transmigran spontan, mempunyai
kebiasaan bekerja keras karena persaingan hidup yang tinggi di
daerah asalnya (Jawa). Kebiasaan bekerja keras ini menjadi hal yang
baik ketika mereka diberi kesempatan untuk mengembangkannya.
Melalui kegiatan program hutan rakyat yang dimulai secara swadaya
dan kemudian dibantu oleh pemerintah untuk dikembangkan secara
meluas, mendorong budaya kerja keras masyarakat untuk mencapai
keberhasilan dan mendapatkan hasil yang memadai, sehingga telah
mampu memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Budaya kerja keras
masyarakat transmigran merupakan salah satu faktor penting dalam
beradaptasi terhadap program hutan rakyat yang pada akhirnya dapat
mencapai peningkatan pendapatan masyarakat.

Program hutan rakyat telah memberikan ruang bagi masyarakat
Desa Pualam Sari Ray-12 untuk melanjutkan kebiasaan kerja keras
mereka dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Kerja keras yang
telah mereka lakukan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa,
yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka
dapat memperbaiki rumah, melengkapi perabotan rumah tangga,
menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, dan membangun
sarana umum secara swadaya. Perpaduan antara kerja keras dan hasil
yang memadai (aspek ekonomi) telah mendorong masyarakat desa
transmigran spontan tersebut untuk mengembangkan hutan rakyat
swadaya, dan ini berlangsung secara berkesinambungan dan

memberikan dampak yang lebih luas k
lainnya di luar desa. epada kelompok masyarakat
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Berdasarkan uraian di atas, maka d i
' apatd ree )
perikut pat disusun proposisi sebagai

1) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu
faktor penting bagi terjadinya proses adaptasi budaya.
Latar belakang budaya saja sebenarnya tidak cukup untuk

mendukung proses adaptasi budaya berjalan baik. Sejalan dengan
hasil temuan di lapangan, maka proses adaptasi budaya dimulai dari
interaksi antara pelaksana program (pemerintah) dengan tokoh
masyarakat (bisa disebut early adopter) terjadi dengan baik. Keberadan
early adopter_atau tokoh masyarakat pada desa penelitian telah
mempengaruhi dan mendorong anggota masyarakatnya mau terlibat
aktif dalam program hutan rakyat.

Proses interaksi (komunikasi-diinterpretasikan-tin dakan) antara early
adopter dengan pelaksana program yang baik untuk menerima
program hutan rakyat dikembangkan di desa penelitian sangat
menentukan keikut-sertaan anggota masyarakat desa lainnya. Hal ini
bisa terjadi ketika pelaksana program tepat dalam menentukan tokoh
masyarakat yang didekatinya. Tokoh masyarakat yang dipilih mestinya
orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman hidup luas,
dan dimata masyarakatnya sangat dihargai.

Pada tahapan selanjutnya adaptasi budaya terhadap program
hutan rakyat berlangsung dengan baik, seiring dengan penerimaan
dari anggota masyarakat desa lainnya berdasarkan tindakan dari early
adopter. Salah satu tindakan early adopter adalah menerima dan mau
melaksanakan program hutan rakyat yang ditawarkan oleh pemerintah.
Dalam proses selanjutnya adalah pembentukan kelompok tani agar
pemerintah mudah dalam memberikan fasilitas dan layanan
administrasi.

Dari sisi lain, kesesuaian program hutan rakyat dengan kebutuhan
masyarakat, seperti pemilihan jenis tanaman karet yang memang
dibutuhkan oleh masyarakat Desa Malilingin dan pemberian jenis
tanaman karet, jati dan mahoni yang diminati oleh masyarakat Desa
Pualam Sari Ray-12 telah mendorong diterimanya program tersebut
untuk dilaksanakan di desa mereka. Juga, kerjasama dalam kelompok
tani telah mendorong kebersamaan antara anggota kelompok tani
dan antar kelompok tani. Nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada
dalam masyarakat seperti “ba-arian® dan “bubuhan” serta "gugur
gunung" semakin tumbuh dan berkembang dalam kelqmpo_k_tam,
yang merupakan hasil bentukan pemerintah. Kebemdqg_n ke_l_ngok
tani telah mendatangkan banyak hal positif bagi a_r_;‘__gg_otan{g-; dan
bagi masyarakat desa secara umum, sehingga mendorong keberhasilan

pelaksanaan program hutan rakyat.
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sesuaian dengan kebutuhap

ke
Keberadaan early adopter, bl masyarakat, merupakan fu

masyarakat dan nilai-nilai yang dipatuni r =
yang penting dan saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam

| : hutan rakyat di kedyga
e keberhasilan pelaksanaan program !
:fnesgc:ef):élitiane.rl(et;ga hgl ini dapat dikatal#_:an sebagal fak?o_r Penenty
dalam proses adaptasi budaya yang terjadi. Dengan demikian, maka
proposisi kedua yang dapat disusun adalah:

2) Adaptasi budaya masyarakat terhadap program hu?an
rakyat dipengaruhi oleh adanya early .?d(?pter. kesesuaian
dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang
dipatuhi.

Pada kenyataannya, di balik keberadaan ea_n‘y adopter, ke;esuaian
dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi,
yang telah mendorong proses adaptasi budaya masyaraka‘; terhadap
program hutan rakyat berjalan secara adaptif, maka peneliti melihat
secara mendalam bahwa ternyata semua itu sangat dipengaruhi oleh
keberadaan atau "berfungsinya” Self, Mind dan Q (qalbu) para aktor
(early adopter dan anggota kelompok tani). Dalam proses penerimaan
program hutan rakyat, telah terjadi proses interaksi, interpretasi dan
tindakan yang berjenjang. Tindakan sendiri berawal dari adanya
dorongan hati (impuls) yang berasal dari keberadaan Q (qalbu),
kemudian diolah dalam mind (akal budi) menjadi sebuah persepsi
(perception). Kombinasi dorongan hati dan akal budi menghasilkan
sebuah manipulasi (manipulation) dalam diri aktor, yang kemudian
direalisasikan (consummation) sebagai sebuah tindakan yang penuh
makna oleh Self (diri-tubuh).

Adanya kesamaan interpretasi dan tindakan para aktor tersebut
dapat terlihat dengan terbentuknya sebuah kelompok tani, yang
dapat kita sebut kelompok masyarakat (society), mempunyai tujuan
yang sama untuk ikut terlibat aktif dalam program hutan rakyat,
sehingga telah mencapai keberhasilan yang nyata.

.Fenor'm?na ini telah menghasilkan proposisi sebagai penyempurnaan
dari pemikiran Mead tentang Mind, Self and Society, yakni dengan
menarqbahkan unsur Q (qgalbu), sehingga dapat disusun proposisi
sebagai berikut :

3) Kemampuan aktor dalam mengolah Mind dan Q (
: qalbu)
untuk menjadi sebua!i tindakan bermakna yang dijelmakan
oleh Self dan Society, telah mampu menerima dan

menjalankan program hutan rakyat hi
keberhasilan dan berluasirmll'll:umga,,.'la hingga mencapai
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hutan rakyat yang dilaksanakan di kedug desa penelitian. Secara
detail hubungan antar proposisi-proposisi diatas dapat digambarkan
pada Gambar 28,

Adaptasi Budaya  |1°
terhadap Program
/ Hutan Rakyat |
—_—
() Kelompok Tani | — Vi
(Kebutuhan dan Nilai- | Mind, Q dan | Early adopter/ |
nilai) | Self, Society > Tokoh Masyarakat i

Latar belakang ':12;
budaya peladang dan |

kerja keras |

|

Gambar 28. Hubungan antar Proposisi dalam Adaptasi Budaya
Masyarakat terhadap Program Hutan Rakyat

Keterangan: (1) = Nomor urut proses
Mempengaruhi

—
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IMPLIKAS| TEORITIS DAN
PRAKTIS

Implikasi Teoritis

Penelitian yang dilaksanakan ini telah mendapatkan beberapa

implikasi teoritis, sebagai berikut :

1)

2)

Telah memperkuat konsep adaptasi yang diringkas oleh Hidir
(2004), terdapat tiga jenis adaptasi, yaitu: a) Adaptasi fisiologis,
berdasarkan kemampuan tubuh (fisik atau fisiologinya) untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan; b) Adaptasi
morfologi, berdasarkan atas bentuk tubuh terhadap lingkungan;
dan; ¢) Adaptasi kultural, berdasarkan kelakuan baik secara indi-
vidual maupun kelompok. Hasil penelitian menemukan bentuk
adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat
hanya dalam bentuk adaptasi kultural.

Telah memperkuat dan menambahkan tesis Weber; Thomson dan
Jeremy (1971) yang dikutip oleh Mulyana (2004) bahwa individu
bersifat aktif reflektif dan kreatif dan terus berubah sehingga
masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksilah yang
dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia,
bukan struktur masyarakat. Hasil penelitian ternyata ditemukan
bahwa :

a) Dalam proses adaptasi budaya, interaksi dan struktur sosial
mempunyai peran yang sama penting, saling mempengaruhi
dan saling terkait satu sama lainnya

b) Suatu program akan dapat diterima jika terjadi proses interaksi
yang positif antara pelaksana dengan tokoh masyarakatnya

¢ Suatu program akan menjadi adaptif bagi anggota
masyarakatnya jika pelaksana tepat memilih tokoh masyarakat
yang mempunyai peran dan status yang tinggi
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Telah memperkuat tesis Moran (1983), “adapfa“"%" nev?rrper-
fect because environments are always changing, an | pop;.?. Sy
must constantly read just to the new enwronmﬁnti ;Or‘;nf s:olnf
(adaptasi tidak akan pernah sempurna, karena lingkung i elalu
berubah-ubah, dan manusia harus selalu tetap untuk mengikutinya
menuju kepada kondisi perubahan  lingkungan yra]ng ba;unya):
Hasil  penelitian mendapatkan gambaran bahwa adaptaS|
budaya terhadap suatu program akan selalu terjadi hingga datang
program baru menggantikannya, melalui interaksi dan struktur
sosial yang baru pula. _ .

Telah memperkuat tesis Weber (Jones, 2003; Saifuddin, 2009),
tentang tipe tindakan, yaitu ada 4 (empat) tipe tindakan, meliputi:
a) Tindakan tradisional; b) Tindakan afektif; ¢) Tindakan
berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas 'mlatl; d) Tindakan
berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental.
Hasil penelitian menemukan bahwa memang ternyata benar ada
tipe tindakan yang berorientasi nilai dan ada_pula t|nda|_<an yang
berorientasi tujuan, yang terlihat dari hasil interpretasi mereka
terhadap program hutan rakyat.

Telah mempertanyakan kebenaran hasil pernyataan kajian tentang
ketidak-setaraan pendidikan, dengan menggunakan analisis teori
struktural (fakta sosial), yang secara eksplisit menyimpulkan bahwa
pencapaian dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan
keanggotaan kelas sosial, gender, dan asal-usul etnik. Fenomena
di Desa Malilingin kesimpulan ini belum dapat diterima, karena
hanya dengan menggunakan teori struktural konsensus yang
menekankan pada sosialisasi norma dan nilai yang ideal bagi
pencapaian pendidikan belum dapat menjawab: kenapa dengan
bertambahnya pendapatan (-kelas sosial menjadi lebih tinggi—)
tidak menjadi bertambah tinggi jenjang pendidikan anak-anaknya?
Dengan pisau analisis teori tindakan Weber (definisi sosial), hal
ini dapat terjawab, yakni dari makna tindakan masyarakat bahwa
tenyata pendidikan itu menurut mereka sebenarnya hanya untuk
mencari pekerjaan yang lebih baik, jika pekerjaan sudah tersedia
dan mencukupi di desa mereka, untuk apa menempuh pendidikan
kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga secara eksplisit didapatkan
kesimpulan bahwa kecukupan dana tidak mempengaruhi
masyarakat Desa Malilingin untuk menyekolahkan anak-anak
mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Telah memperkuat dan menambahkan pokok pikiran Mead dalam
tulisanny‘a tentang Mind, Self and Socjety. Hasil penelitian ini
dapat' dubuktrka'n keberadaan dari Mind (akal budi) yang
menginterpretasikan program hutan rakyat dari pelaksana

Implikasi Teoritis dan Praktis
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program, Self (diri
dengan aktif kegiata
rakyat, dan Society
kelompok tani huta

- tervisual dalam tubuh) yang mengikuti
n yang dilaksanakan dalam program hutan
(masyarakat), yang tervisualisasikan dalam
n rakyat. Hal ini telah terjadi pada tokoh
masyarakat, anggota kelompok tani dan anggota masyarakat desa.
Selain itu, ternyata telah dibuktikan keberadaan Q (galbu) yang
telah berperan mempengaruhi tahapan tindakan, khususnya
tahapan dorongan hati (impuls), sehingga unsur Q (galbu) perlu
dl'fambahkan untuk menyempurnakan pemikiran Mead tentang
Mind, Self and Society dihubungkan dengan tahapan tindakan.

Telah menghasilkan konsep tentang "aktor sempurna® berdasarkan
pendekatan tindakan Weber: "Jika aktor bertindak berdasarkan
tindakan tradisional, tindakan afektif, dan atau tindakan berorientasi
nilai, maka aktor tersebut berada di bawah pengaruh budaya.
Namun jika aktor bertindak berdasarkan tindakan berorientasi
tujuan (tindakan instrumental), maka aktor tersebut menjadi dirinya
sendiri. Aktor menjadi diri sendiri yang sempurna jika memadukan
tindakan berorientasi nilai dengan tindakan berorientasi tujuan.

Telah menolak kelemahan dan kritik sebagian pakar bahwa teori
interaksi simbolik adalah teori yang terlalu agung (grand), konsep-
konsepnya longgar, samar dan membingungkan, sehingga tidak
dapat memberikan basis bagi teori dan penelitian. Hasil penelitian
membuktikan bahwa pemilihan analisis dengan teori interaksi
simbolik Mead dalam mengkaji adaptasi budaya masyarakat
merupakan hal yang tepat, dan telah memperkuat asumsi bahwa
untuk sosiologi, penggunaan pendekatan perspektif definisi sosial
(interpretif) dapat menggali lebih dalam pemahaman kita terhadap

tindakan orang atau kelompok masyarakat terhadap sesuatu yang
baru.

B. Implikasi Praktis

Beberapa hasil kajian tentang pemberdayaan masyarakat desa

sekitar hutan, seperti Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
(PMDH) yang dilaksanakan oleh pemegang HPH di luar Jawa, Program

Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang dilaksanakan

oleh HPH bekerjasama dengan masyarakat, ataupun program Hutan
Rakyat telah lama dikembangkan, namun belum ada bukti empiris
mereka berhasil, jikapun dinilai berhasil, hanya dalam jangka pendek
saja. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bukti bahwa ternyata
program hutan rakyat yang dikembangkan .oleh pemerlntah__._gt dua
desa penelitian telah berhasil, baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang.

SRS+ = S PR ——_——
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Beberapa implikasi praktis yang telah dihasilkan dari penetl:uan
ini untuk pengembangan program hutan rakyat kedepan, sebagai
bahan pertimbangan bagi para pegiat hutan rakyat, dan umul;nnya
untuk pegiat pembangunan masyarakat pedesaan hutan, dapat
disampaikan sebagai berikut : _

1) Adaptasi budaya masyarakat sangat tergantung pada kesesuaian
pola budaya masyarakat dengan prinsip program hutan rakyat.

2) Latar belakang budaya masyarakat merupakan sa.lah satu modal
dasar bagi masyarakat untuk melakukan adaptasi budaya.

3) Adaptasi budaya didorong oleh adanya earfy adopter, kelembagaan
negara, dan lembaga pendukung program hutan rakyat.

4) Pola kerjasama baarian, bubuhan dan gugur gunung mampu
meningkatkan solidaritas negara dalam pengelolaan hutan rakyat,
karena dasar budaya agama Islam dan budaya Jawa yang
mengajarkan sistem nilai budaya kerukunan dan kebersamaan,

5 Adaptasi budaya yang tumbuh dalam masyarakat lokal kurang
bisa berkembang jika berhadapan dengan hambatan struktural
yang berasal dari luar ekosistem mereka.

6) Peran lembaga pendukung dan tokoh masyarakat akan mampu
mengurangi hambatan struktural, sehingga akan meningkatkan
adaptasi budaya masyarakat.

Salah satu usaha untuk mempercepat dan mendorong
pengembangan program hutan rakyat, sudah saatnya pemerintah
pusat (Departemen Kehutanan) menginisiasi kegiatan hutan rakyat
menjadi sebuah “gerakan®. Gerakan Hutan Rakyat (GHR) yang
membumi merupakan satu keharusan bagi negara Indonesia. Beberapa
alasan mengapa hal ini harus segera dilakukan adalah:

1) Kebutuhan kayu pertukangan semakin meningkat, sementara
dari hutan alam sudah tidak memadai lagi (menurut Winarno,
2006, secara normatif kebutuhan kayu pertukangan 21,79 juta
m3/tahun, sedangkan supply kayu dari hutan alam hanya 10,73
juta m3/tahun).

2) Hutan rakyat akan memberikan peluang usaha dan pekerjaan
bagi masyarakat pedesaan

3) Hutan rakyat dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
bagi pembangunan di daerah

4) Masih banyaknya lahan negara yang tidak terurus, maka melalui
Gerakan Hutan Rakyat (GHR), dengan pola kerjasama "hak kelola
lahan® dengan "kelompok masyarakat® di lahan negara akan
mempercepat penghijauan lahan dan hutan, dan hasilnya akan
mendukung pengurangan emisi dunia.

Implikasi Teoritis dan Praktis PIIkG}

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan

sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, beberapa kesimpulan
dapat dikemukakan sebagai berikut - i a

1) Ir!terpretasi masyarakat terhadap program hutan rakyat, dapat
digolongkan ke dalam 3 (tiga) aspek, meliputi :

a) Aspek sosial ekonomi, antara lain: menambah penghasilan,
memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi atau
hasil sadapan, memberikan harapan atau prospek ke depan,
menciptakan lapangan kerja di desa, menyediakan kayu
untuk bangunan rumah dan dijual.

b) Aspek sosial budaya, antara lain: meningkatkan kerjasama,
meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit unggul,
pengaturan jarak tanam, dan pembakaran lahan dengan
izin, merubah peladang berpindah menjadi menetap,
masyarakat mandiri, masyarakat menetap di desa, menguatkan
sifat kegotong-royongan, meningkatkan derajat keluarga,
membuat desa dan masyarakat tentram .

) Aspek ekologi, antara lain: mengurangi ancaman dan serangan
hama, mencegah kebakaran hutan dan lahan, memanfaatkan
lahan kosong, menghijaukan desa, menyediakan air yang
cukup meskipun kemarau, memberi ruang kehidupan bagi
makhluk tuhan lainnya.

2) Adaptasi budaya selama program hutan rakyat mulai dilaksanakan
hingga sekarang telah berjalan dengan baik (adaptive), yang
dapat dilihat dari perubahan sosial-budaya dan sosial-ekonomi ke
arah yang positif. Perubahan penting yang terjadi di Desa
Malilingin adalah kebiasaan pertanian dari bertani berladang
berpindah menjadi bertani berladang dan menetap, mengenal
bibit unggul karet, memahami dan melaksanakan pengaturan
jarak tanam karet, dan memahami prinsip-prinsip kebersamaan
dan berkelompok. Perubahan penting yang terjadi di Desa Pualam
Sari Ray-12 adalah menetap di desa dengan pekerjaan dan hasil
yang memadai, masyarakat menjadi mandiri, kekompakan dan
ketentraman antar warga semakin tinggi. Bentuk adaptasi yang
terjadi adalah adaptasi kultural.

3) Hambatan struktural yang dihadapi selama program hutan raky?t
secara internal tidak ada. Namun setelah program berakhir,
hambatan yang dihadapi muncul, untuk masyarakat Desa
Malilingin adalah hambatan pengadaan pupuk yang tidak tersedia
lagi secara bebas dan harus dalam kebutuhan kelompok yang
terukur. Masyarakat Desa Pualam Sari Ray-12 hambatan yang

il «
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erintah daerah yang me_mberikan
di sekitar desa, dan ini menjadi
kat dan lingkungan jika tidak

dihadapi adalah program pem
izin penambangan batu bara
ancaman serius terhadap masyara
dihadapi dengan bijaksana.

4) Kelembagaan lokal (informal) tel
lokal yang sudah ada dan tum

ah mempunyai nilai-nilai kearifan
buh bersama dengan nilai-nilaj

yang ada dikelompok formal, yaitu kelompok tani hutan rakyat.
Di Desa Malilingin yang bersifat tradisional memiliki nliall-f"fllal
kebersamaan dan kekeluargaan yang mereka kenal dengan istilah
*ba-arian® dan "bubuhan®. Sedangkan Desa Pualam Sari Ray-12
yang agak maju, mengenal nilai-nilai kepe:‘cayaan c.]aﬂ
kebersamaan yang disebut dengan "gugur gunung”. Kedua nilai-
nilai yang melekat dalam kelompok tani telah mendorong
kebersamaan, kekeluargaan, etos kerja dan keswadayaan
masyarakat dalam membangun desanya.
5 Menyusun proposisi adaptasi budaya masyarakat terhadap
program hutan rakyat, yaitu :
a) Latar belakang budaya masyarakat merupakan salah satu
faktor penting bagi terjadinya proses adaptasi budaya
b) Adaptasi budaya masyarakat terhadap program hutan rakyat
dipengaruhi oleh adanya early adopter, kesesuaian dengan
kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang dipatuhi.
¢ Kemampuan aktor dalam mengolah Mind dan Q (galbu)
untuk menjadi sebuah tindakan bermakna yang dijelmakan
oleh Self dan Society, telah mampu menerima dan
menjalankan program hutan rakyat hingga mencapai
keberhasilan dan berkesinambungan.

D. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini yang dapat
dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan oleh para-pihak terkait
antara lain :

1) Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Kehutanan), kebijakan
yang diperlukan :

a) Menjadikan program hutan rakyat menjadi sebuah Gerakan
Nasional, dengan sistem pendanaan multi-years dari
perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan tahun ke-2
(minimal 3 tahun)

b) Memasukkan aspek sosial budaya dalam setiap kegiatan
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, penyusunan

perencanaan kegiatan dan penilaian (evaluasi) hasi '
pelaksana kegiatan lapangan. i) hasil pekerjaan

Implikasi Teoritis dan Praktis Il

2)

3)

0 Pemberian pengakuan terhadap lahan hak adat dan hak
ulayat yang telah mengembangkan hutan rakyat secara
berkesinambungan

d) Memberikan kesempatan kepada daerah untuk menentukan
jenis tanaman yang dapat dipilih dalam program hutan
rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran dan
manfaat ekologi

Pemerintah Kabupaten/ Kota, khususnya di Provinsi Kalimantan

Selatan, kebijakan yang diperlukan :

8 Membuat Perbup/ Perwali atau Perda tentang pemasaran
hasil dari hutan rakyat berupa kayu yang menguntungkan
petani

b) Membuat Perbup/ Perwali atau Perda tentang pemanfaatan
dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk
mengembangkan hutan rakyat disekitar perusahaan yang
bersangkutan

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program hutan rakyat

dalam skala kelompok masyarakat, maka harus diperhatikan

beberapa hal sebagai berikut :

a) Pelaksana program harus kritis dan tepat dalam memilih
tokoh masyarakat (key-person) sebagai early adopter (penerima
awal) dalam proses sosialisasi awal dalam suatu kelompok
masyarakat

b) Kegiatan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat dan kemudahan dalam mengerjakannya (teknologi
yang tepat)

¢) Untuk penguatan kelompok masyarakat, maka perlu menggali
dan memperhatikan nilai-nilai lokal yang telah ada.
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Ba-arian

Bahuma
BP DAS
Bubuhan

Degradasi

Durian
Early adopter
Gamal

Getah
Gmelina

Glosarium

. Sistem kerjasama dalam mengelola ladang, yaitu

dalam hal pembukaan lahan, pembersihan lahan,
penanaman, dan pemanenan

- Berladang atau bertani lahan kering
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Sistem kekeluargaan dan persaudaraan yang

didasari garis keturunan (sedarah) dan atau
territorial (sedaerah)

- Hilangnya fungsi hutan akibat penggundulan hutan

sehingga menimbulkan dampak erosi, longsor,
banjir dan hilangnya keanekaragaman fauna dan
flora.

. Jenis tanaman buah-buahan, nama latinnya Durio

zibentinus

- Penerima awal, yakni tokoh masyarakat yang

memulai ikut terlibat dalam program hutan rakyat.

 Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya Gliricidia

maculata

: Hasil lateks dari pohon karet
 Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya Gmelina

arborea, biasa juga dengan kenal dengan nama
Jati Putih
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Gugur gunung

Haji Getah

Huma

Jagung
Jati

Kabun getah
Kacang Tanah

Karet
Lahan kosong

Lahan kritis

Lahan tidur

Lampau

Mahoni
Mamantat

Nilam

- Sistem  kerjasama d

 Istilah yang di

* Jenis tanaman sem

alam kelompok tani untyk
aitu dengan meminjamkan
mqu:p:il:a;acliaah::b;ota kelompok tani sebagaj
sertt:nana di bank, uangnya dibelikan lahan karet,
?i?:ilan dibayar oleh perninjam'hlngga _batas wakty
tertentu. Setelah lunas sertifikat dikembalikan
kepada pemiliknya tanpa pamrih (penuturan
informan kunci).
gunakan masyarakat lokal terhadap
seseorang yang menunaikan Ibadah Haji dengan
biaya dari penghasilan getah karet.

: Ladang atau tempat bercocok tanam padi lahan

kering

- Jenis tanaman semusim, nama latinnya Zea mays
- Jenis tanaman kayu-kayuan, nama latinnya Tectona

grandis

: Kebun karet
- Jenis tanaman semusim, nama latinnya Arachis

hypogeal L

: Jenis tanaman kayu-kayuan yang menghasilkan

getah (latex), nama latinnya Hevea brasiliensis

: Lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya

karena keterbatasan tenaga kerja ataupun biaya.

:Lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa

sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara
baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media
produksi maupun sebagai media tata air

:Lahan dalam kawasan hutan yang tidak dikelola

secara baik dan dibiarkan tanpa tanaman. Biasanya
lahan bekas HPH yang ditinggalkan.

: Rumah kecil sederhana yang dibangun sementara

di Iada_ng péda saat penanaman tanaman semusim,
seperti padi, kacang tanah dan jagung.

Sweitenia mahagoni

‘Istilah dalam bahasa Banjar Hulu yang berarti

menyadap karet

! ak, penghasil minyak atsiri, nama
latinnya Pogostemon cab)in Benth :

Glosarium

Padi

Puhun getah
Rambutan

Rumput Jepang

Sungkai

:Jenis tanaman semusim, nama latinnya Oriza

sativa

: Pohon karet
:Jenis tanaman buah-buahan, nama latinnya

Nephelium lappaceum

: Jenis tanaman rumput, sebagai penanda kesuburan

tanah bagi peladang, nama latinnya Zoysia japonica

: Jenis tanaman kayu-kayuan, jenis tanaman lokal,

dengan nama latinnya Peronema canescens Jack.
Dikenal juga dengan sebutan Kayu Lurus
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